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KATA PENGANTAR 

!ÓÓÁÌÁÍÕȭÁÌÁÉËÕÍ 7ÒȢ 7ÂȢ 

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 

rahmat dan karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Cilegon Tahun 

2019 ini dapat disusun dan disampaikan tepat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Penyusunan LKPJ Walikota Cilegon Tahun 2019 merupakan 

amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cilegon Tahun 2019 

merupakan representasi dari pencapaian kinerja dan dinamika penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Kota Cilegon dalam melaksanakan rangkaian program dan 

kegiatan di Tahun Anggaran 2019. Adapun evaluasi hasil kinerja dalam LKPJ didasarkan pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2019 yang merupakan 

turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Cilegon Tahun 2016-2021.  

Sistematika dokumen LKPJ Wali Kota Cilegon Tahun 2019 ini mengacu pada Surat 

Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor 700/479/Otda tahun 2020 tentang Format Laporan 

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), yang substansinya terdiri dari visi, misi dan data 

umum daerah, kebijakan dan hasil pengelolaan keuangan daerah, hasil penyelenggaraan 

urusan pemerintahan, tindak lanjut rekomendasi DRPD tahun anggaran sebelumnya, serta 

penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas-tugas umum pemerintahan. 

Kami berharap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan Kota Cilegon tahun 2019 yang 

tertuang dalam dokumen LKPJ ini tergambarkan dengan baik dan digunakan sebagai 

instrumen evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah Kota Cilegon di masa mendatang, 

serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik 

untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. 

7ÁÓÓÁÌÁÍÕȭÁÌÁÉËÕÍ 7ÒȢ 7ÂȢ 
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BAB I  -  PENDAHULUAN  

BAB I  PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan 

bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan  

pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai respon 

terhadap wewenang DPRD untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 

wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Secara rinci pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah baik tahunan maupun lima tahunan saat ini mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, 

Walikota Cilegon sebagai kepala daerah Kota Cilegon berkewajiban menyusun 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2019, serta 

menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon 

selambat-lambatnya 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran 2019. 

Pemerintah Kota Cilegon menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Walikota sebagai representasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 

1 (satu) tahun anggaran yang akan dibahas oleh DPRD. Hasil pembahasan akan 

ditetapkan menjadi keputusan DPRD yang bersifat rekomendasi untuk perbaikan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya. Ruang lingkup LKPJ 

sekurang-kurangnya meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil 

pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Adapun hasil penyelenggaraan 

urusan pemerintahan meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta 

permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; kebijakan 

strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; serta tindak lanjut 

rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya 

1.1 DASAR HUKUM 

LKPJ Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 
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BAB I  -  PENDAHULUAN  

1. Undang-undang  Nomor 15 Tahun 1999,  tentang Pembentukan Kotamadya  

Daerah  Tingkat  II  Cilegon  dan  Kotamadya  Daerah Tingkat II Depok (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Negara Nomor 3858); 

2. Undang-undang  Nomor 28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undangɀundang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 

2010 Nomor 7); 
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14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Cilegon tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 

Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota 

Cilegon Tahun 2016 Nomor 4). 

17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 

18. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 54 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 

19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor 700/479/Otda tahun 2020 tentang 

Format Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 

1.2 GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

1.2.2 VISI DAN MISI (Periode RPJMD 2016-2021)  

1.2.3 Visi Kota Cilegon 

Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 merupakan 

perwujudan dari tahapan ke 3 RPJPD kota Cilegon. Merujuk kepada dokumen RPJPD 

kota Cilegon tahun 2005-2025 pada Periode ketiga (2016-2020), arah kebijakan 

pencapaian visi jangka panjang diletakan pada upaya penguatan kapasitas 

keunggulan daerah melalui optimalisasi fasilitas-fasilitas pendukung utama 

keunggulan daerah, peningkatan kompetensi SDM, dan akselerasi potensi ekonomi 

daerah berbasis industri, perdagangan, dan jasa, disertai penguatan jejaring untuk 

meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Untuk mewujudkan arah kebijakan 

tersebut maka Visi kota Cilegon untuk RPJMD 2016-2021 adalah  ȰTERWUJUDNYA 

KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, 

PERDAGANGAN DAN JASAȱ. 

Visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 tersebut diharapkan mampu 

mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2005-2025 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kota Cilegon Tahun 2005-2025 yaitu: ȱ#),%'/. 053AT INDUSTRI, PERDAGANGAN, 

$!. *!3! 4%2$%0!. $) 05,!5 *!7!ȱȟ serta juga merupakan kelanjutan 

perwujudan dari visi pembangunan RPJMD Kota Cilegon periode sebelumnya (RPJMD 

Kota Cilegon Tahun 2010-2015). 

Adapun indikasi wujud pencapaian sasaran strategis  visi pem bangunan Kota 

Cilegon Tahun 2016 -2021  adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; 
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Menurunnya kemiskinan; Menurunnya pengangguran; Meningkatnya kinerja dan 

kualitas perekonomian; serta Meningkatnya pelayanan publik. 

1.2.4 Misi Kota Cilegon Tahun 2016 -2021  

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya - upaya dan tahapan-

tahapan yang harus dilalui yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Bertitik 

tolak dari visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 maka dirumuskan ȰÍÉÓÉ 

pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021ȱ ÁÄÁÌÁÈ ÓÅÂÁÇÁÉ ÂÅÒÉËÕÔȡ 

1. Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah; 

2. Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari; 

3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial; 

4. Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota; 

5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan; 

 

1.2.2 STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 

1) Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Memantapkan Kemandirian 

Perekonomian Daerah  RPJMD Kota Cilegon 2016-2021  

Rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-2021 dalam rangka 

pencapaian visi dan misi ke-1 Melalui misi ini diharapkan, Kota Cilegon mampu 

mengembangkan dan memperkuat perekonomiannya agar memiliki daya saing 

secara nasional maupun global dengan dengan menggunakan seluruh potensi yang 

ada yang berorientasi kepada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif 

berbasis pada industri, perdagangan dan jasa. Misi ke-1 ini selanjutnya dituangkan  

dalam Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu Agenda Cilegon Mandiri  yang 

berfokus pada pengembangan dan penguatan kemandirian perekonomian 

daerah sehingga mampu bertahan di perekonomian nasional maupun global dengan 

dengan menggunakan seluruh potensi yang ada yang berorientasi kepada 

keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis pada industri, 

perdagangan dan jasa 

Dalam rangka mencapai sasaran misi ke-1, yaitu memantapkan kemandirian 

perekonomian daerah maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke 

dalam program-program sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 
Strategi dan arah kebijakan misi ke-1 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 

No. Strategi Misi I Arah Kebijakan Misi I Program Misi I 

1 Peningkatan Upaya 
Pencegahan dan 
Penyelesaian 
Perselisihan 
Ketenagakerjaan 

Meningkatkan Upaya Pencegahan dan 
Penyelesaian Perselisihan 
Ketenagakerjaan 

Program Peningkatan 
Hubungan Industrial 

2 Peningkatan 
Kompetensi Tenaga 
Kerja, Pelayanan dan 
Aksesibilitas Informasi 
Ketenagakerjaan 

Meningkatkan Kompetensi Tenaga 
Kerja melalui Optimalisasi Fungsi BLK 
dan meningkatkan Aksesibilitas 
Informasi Ketenagakerjaan dan 
Pelayanan Administrasi 
Ketenagakerjaan 

Program Peningkatan Kualitas, 
Produktivitas, serta 
Kompetensi Tenaga Kerja 

3 Peningkatan 
pembinaan, fasilitasi 
peningkatan kualitas 
SDM, kapasitas 
kelembagaan dan 
manajemen, akses 
permodalan, 
pemasaran produk dan 
koordinasi dengan para 
pemangku 
kepentingan. bagi 
UMKM dan koperasi  

Memberdayakan usaha mikro melalui 
pendataan, kemitraan, kemudahan 
perijinan, penguatan kelembagaan 
serta pemanfaatan teknologi yang 
dimanifestasikan dalam konsep 
science and technopark dengan 
memberdayakan interaksi 
pemerintah, masyarakat, civitas 
perguruan tinggi, dan pelaku industri 
untuk meningkatkan kapasitas 
produksi serta menjalin konektivitas 
hasil produksi UMKM dengan rantai 
produksi industri menengah di Kota 
Cilegon 

Program Pemberdayaan dan 
Pengembangan Koperasi, 
Usaha Mikro dan Kecil 

Memberdayakan usaha Koperasi 
melalui pendataan, kemitraan, 
kemudahan perijinan, penguatan 
kelembagaan dan koordinasi dengan 
para pemangku kepentingan. 

Program Pembinaan 
Kelembagaan dan Pengawasan 

4 Peningkatan 
keberdayaan 
masyarakat melalui 
aspek pemanfaatan 
teknologi dan 
kelembagaan/ 
komunitas 

Meningkatkan keberdayaan 
masyarakat melalui pemanfaatan dan 
pengembangan teknologi tepat guna 
(TTG) yang dimanifestasikan dalam 
wadah interaksi antar kelompok 
usaha bersama/kelembagaan 
swadaya masyarakat, civitas 
perguruan tinggi, dan pelaku industri 
di Kota Cilegon 

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 

5 Peningkatan daya saing 
SDM dan 
pengembangan sarana 
dan prasarana untuk 
menunjang 
produktivitas pertanian, 
peternakan dan 
perikanan 

Meningkatkan produktivitas pertanian 
melalui peningkatan SDM, 
pemanfaatan ilmu pengetahuan & 
teknologi, serta pemberdayaan 
berbasis komunitas. 

Program Pengembangan 
Pertanian 

Meningkatkan produktivitas 
peternakan dan perikanan melalui 
peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu 
pengetahuan & teknologi, 
peningkatan kesehatan hewan dan 
masyarakat veteriner, serta 
pemberdayaan masyarakat atau 
komunitas pelaku usaha sektor 
peternakan 

Program Pengembangan 
Peternakan dan Kesehatan 
Hewan 

Meningkatkan produktivitas perikanan 
dan perikanan melalui peningkatan 
SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan 
& teknologi, serta pemberdayaan 

Program Pengembangan 
Perikanan 
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No. Strategi Misi I Arah Kebijakan Misi I Program Misi I 

masyarakat atau komunitas pelaku 
usaha sektor perikanan 

6 Peningkatan tata kelola 
ketahanan pangan 

Meningkatkan upaya-upaya 
diversifikasi dan keamanan pangan 

Program Konsumsi, 
Diversifikasi dan Keamanan 
Pangan 

Meningkatkan tata kelola distribusi 
pangan dalam rangka stabilisasi 
pasokan dan harga 

Program Peningkatan 
Distribusi dan Cadangan 
Pangan 

7 Peningkatan daya saing 
industri kecil dan 
menengah 

Mendorong industri kecil dan 
menengah dalam pemenuhan 
standar/regulasi dan meningkatkan 
konektivitas rantai produksi industri 
kecil dan menengah (IKM) terhadap 
rantai produksi industri besar 

Program Pengembangan 
Kemitraan Industri  

8 Peningkatan tata kelola 
dan pengembangan 
sarana & prasarana 
perdagangan perkotaan 

Mengembangkan fungsi dan 
pengelolaan pasar 

Program Pembinaan dan 
Pengelolaan Pasar 

Meningkatkan pengawasan aktivitas 
perdagangan dalam upaya melindungi 
konsumen dan menjaga stabilitas 
harga barang pokok dan barang 
penting 

Program Pengendalian dan 
Pengembangan Perdagangan 

9 Pengembangan sektor 
pariwisata 

Pengembangan destinasi wisata 
daerah serta pembinaan, fasilitasi 
usaha kepariwisataan, dan Ekonomi 
Kreatif 

Program Pengembangan 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

10 Peningkatan iklim 
investasi yang kondusif 
dan kualitas pelayanan 
penanaman modal 

Meningkatkan upaya promotif Kota 
Cilegon sebagai tujuan investasi pada 
skala nasional dan internasional 

Program Promosi dan 
Pengembangan Penanaman 
Modal 

Meningkatkan pengendalian dan 
pengawasan penanaman modal 

Program Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

Berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mendukung Kemandirian Daerah 

diantaranya kebijakan investasi padat karya, meningkatkan kompetensi tenaga kerja 

lokal, peningkatan peran industri mikro, kecil, menengah dan koperasi, peningkatan 

produktifitas pertanian, serta pembangunan pelabuhan daerah dan optimalisasi 

wilayah pesisir guna mencapai Ketahanan ekonomi masyarakat . 

2) Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Memantapkan Lingkungan Kota yang 

Asri dan Lestari  

Melalui misi kedua ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mengelola sumber daya 

alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga daya dukung dan fungsi 

lingkungan, serta menjaga rasio keseimbangan ruang yang serasi antara kawasan 

lindung dan kawasan budidaya. Rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-

2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi ke-2, dituangkan lebih lanjut dalam 

Agenda Pembangunan yang kedua, yaitu Agenda Cilegon Bersih dan Asri.  Dalam 

Agenda ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mengelola sumber daya daerah dan 

kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan,  menjaga daya dukung dan fungsi 

lingkungan, serta menjaga rasio keseimbangan ruang yang serasi antara kawasan 

lindung dan kawasan budidaya. 
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Dalam rangka mencapai sasaran misi ke-2, yaitu Memantapkan Lingkungan 

Kota yang Asri dan Lestari maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang dituangkan 

ke dalam program-program sebagai berikut: 

Tabel 1.2 
Strategi dan arah kebijakan misi ke-2 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 

No. Strategi Misi II  Arah Kebijakan Misi II Program Misi II 

1 Peningkatan kualitas 
perencanaan dan 
pengendalian tata 
ruang dan bangunan 

Meningkatkan kualitas perencanaan 
dan pengendalian tata ruang 

Program Penataan, 
Pengendalian dan 
Pemanfaatan Ruang 

Meningkatkan kualitas perencanaan 
dan pengendalian tata ruang 

Program Penataan 
Penguasaan, Kepemilikan dan 
Penggunaan Tanah 

Meningkatkan pengendalian tata 
bangunan, reklame, dan 
pengembangan gedung negara 

Program Pembangunan 
Gedung Negara, Pengelolaan 
Bangunan dan Pengendalian 
Reklame 

Mewujudkan kualitas Data 
Perencanaan Tata Ruang dan 
Pekerjaan Umum 

Program Pengelolaan Data 
Teknis Pekerjaan Umum dan 
Pembinaan Jasa Konstruksi 

2 Peningkatan pelayanan 
persampahan 

Meningkatkan pelayanan 
persampahan melalui 
pengembangan sarana dan 
prasarana persampahan serta 
pengelolaan sampah berbasis 
komunitas 

Program Pengelolaan Sampah 
dan Limbah B3 

3 Peningkatan 
ketersediaan taman 
publik untuk 
menunjang keberadaan 
ruang terbuka hijau  

Mewujudkan pembangunan, 
pengembangan dan pengelolaan 
taman sebagai ruang publik yang 
terpadu 

Program Peningkatan Sarana 
dan Arsitektur Kota 

Mewujudkan pembangunan, 
peningkatan serta pemeliharaan 
sarana dan prasarana arsitektur 
perkotaan 

4 Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan 
dan pemukiman secara 
terpadu 

Mewujudkan penanganan kawasan 
kumuh secara terpadu serta 
meningkatkan kualitas penataan, 
pengembangan dan pengendalian 
kawasan pemukiman dan 
perumahan 

Program Penataan Perumahan 
dan Permukiman 

Mewujudkan penanganan kawasan 
kumuh dan peningkatan kualitas 
sarana prasarana permukiman 
melalui pembangunan kewilayahan 
di setiap kelurahan 

Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan dan 
Kelurahan 

5 Peningkatan 
pengawasan dan 
pengendalian 
pencemaran udara dan 
air 

Meningkatkan pengawasan 
pencemaran sungai dan udara serta 
mengendalikan limbah industri 
sesuai dengan regulasi lingkungan 

Program Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

Mewujudkan perencanaan tata 
kelola lingkungan dan upaya-upaya 
promotif pengelolaan lingkungan 
berbasis komunitas 

Program Penataan Lingkungan 

6 Peningkatan 
pengawasan dan 
pengendalian 
penggunaan lahan, 
serta melestarikan 
vegetasi 

Meningkatkan pengawasan dan 
pengendalian penggunaan lahan 
dan lingkungan, serta meningkatkan 
daya dukung lingkungan melalui 
pelestarian vegetasi 

Program Penaatan dan 
Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidup 
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Agenda Cilegon Bersih dan Asri  juga mensyaratkan kondisi penataan perkotaan 

yang berkualitas, terjaganya ketertiban dan keindahan kota, terciptanya kondisi 

kebersihan kota yang memadai, serta terpenuhinya ruang publik bagi seluruh warga 

masyarakat. 

3) Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial  

Melalui misi ketiga ini diharapkan, Kota Cilegon mampu membangun sumberdaya 

manusia yang cerdas, sehat dari segi jasmani dan rohani, berkualitas dan produktif 

serta memiliki kompetensi yang tinggi sehingga memiliki daya saing baik lokal 

ataupun global, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan kearifan budaya, serta 

memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat 

yang berkualitas, terpadu, adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat. 

Dalam rangka mencapai sasaran misi ke-3, yaitu Memantapkan Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial dituangkan ke dalam program-

program sebagai berikut : 

Tabel 1.3 
Strategi dan arah kebijakan misi ke-3 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 

No. Strategi Misi III  Arah Kebijakan Misi III  Program Misi III  

1 Memperluas cakupan 
dan meningkatkan 
pelayanan pendidikan 
dasar yang merata, 
terjangkau dan bermutu 
serta memperluas 
cakupan pelayanan dan 
pembinaan pendidikan 
kesetaraan, anak usia 
dini, kemasyarakatan, 
dan informal 

Penyediaan sarana dan fasilitas 
pembelajaran dan fasilitas 
pendukung, serta bantuan biaya 
pendidikan bagi Sekolah Dasar 

Program Peningkatan Kualitas 
Sekolah Dasar 

Penyediaan sarana dan fasilitas 
pembelajaran dan fasilitas 
pendukung, serta bantuan biaya 
pendidikan bagi Sekolah Menengah 
Pertama 

Program Peningkatan Kualitas 
Sekolah Menengah Pertama 

Pembinaan dan pengembangan 
sarana prasarana Pendidikan Anak 
Usia Dini, pembinaan serta 
sosialisasi penyelenggaraan 
pendidikan kesetaraan, dan 
Lembaga Kursus 

Program Pembinaan PAUD dan 
Pendidikan Non Formal 

Pembinaan dan Peningkatan 
Kapasitas Tenaga Kependidikan 

Program Peningkatan Kualitas 
Guru dan Tenaga 
Kependidikan 

2 Mewujudkan kelestarian 
seni dan budaya untuk 
mendukung pendidikan 
karakter bagi usia 
sekolah serta menjaga 
kearifan lokal 

Meningkatkan pembinaan seni 
tradisional, kelestarian nilai budaya, 
pembinaan sejarah, pengelolaan 
museum dan cagar budaya 

Program Pembinaan dan 
Pelestarian Seni, Budaya dan 
Sejarah Daerah 

3 Meningkatkan cakupan 
dan kualitas pelayanan 
kesehatan dasar, 
kualitas gizi masyarakat 
dan perluasan cakupan 

Meningkatan pola hidup sehat 
masyarakat melalui upaya-upaya 
promotif terkait kesehatan pada 
keluarga, pemenuhan gizi, dan 
kebiasaan berolahraga 

Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat 
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No. Strategi Misi III  Arah Kebijakan Misi III  Program Misi III  

pelayanan kesehatan 
khusus dan rujukan 

Meningkatkan pelayanan dasar 
kepada masayarakat di bidang 
kesehatan melalui mekanisme 
pembiayaan kesehatan (Jaminan 
Kesehatan), penyediaan sarana dan 
prasarana fasilitas kesehatan, 
mengembangkan sumber-sumber 
daya kesehatan, serta melakukan 
pengawasan dan pengendalian 
kualitas penyedia jasa kesehatan 
serta peredaran obat dan makanan 

Program Peningkatan 
Pelayanan dan Sumber Daya 
Kesehatan 

Meningkatkan Upaya Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit menular 
dan tidak menular 

Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

Meningkatkan pembinaan, 
pengawasan dan evaluasi 
pelayanan Kesehatan pada RSUD 

Program Peningkatan 
Pelayanan RSUD 

4 Peningkatan prestasi 
olahraga, dan 
pembudayaan olahraga 
melalui pembinaan 

Mewujudkan ketersediaan sarana 
dan prasarana olahraga yang 
memadai bagi pemuda dan 
olahraga 

Program Pembangunan dan 
Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Pemuda dan 
Olahraga 

Meningkatkan upaya promosi dalam 
rangka membudayakan olahraga 
dan melaksanakan pembinaan dan 
pelatihan atlet  

Program Pembinaan dan 
Pengembangan Olahraga 

Meningkatkan Pembinaan terhadap 
organisasi Kepemudaan dalam 
rangka menyelaraskan program 
kerja kepemudaan 

Program Pembinaan dan 
Pengembangan Pemuda 

5 Peningkatan pelayanan 
perlindungan dan 
rehabilitasi sosial bagi 
masyarakat 

Meningkatkan cakupan layanan 
perlindungan sosial dan cakupan 
jaminan sosial bagi masyarakat 
miskin 

Program Perlindungan Jaminan 
Sosial 

Meningkatkan layanan rehabilitasi 
sosial yang terkait kesejahteraan 
Sosial Anak dan Lanjut Usia, 
Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Disabilitas & Tuna Sosial serta 
Peningkatan Kapasitas PMKS dan 
Pengelolaan Rumah Singgah 

Program Pelayanan, 
Rehabilitasi Sosial 

6 
 
 

Peningkatan 
pemberdayaan sosial 
dalam penanggulangan 
kemiskinan 

Meningkatkan keberdayaan sosial 
masayarakat melalui pendekatan 
pemberdayaan perorangan dan 
keluarga, kelembagaan, serta 
penanganan fakir miskin 

Program Pemberdayaan Sosial 

7 Peningkatan upaya 
pengendalian penduduk 

Melaksanakan Pembinaan 
Masyarakat untuk mewujudkan 
Ketahanan Keluarga 

Program Bina Keluarga 
Sejahtera 

Melaksanakan penyuluhan dan 
pendayagunaan PLKB dalam upaya 
mengendalikan penduduk 

Program Pengendalian 
Pertumbuhan Penduduk 

8 Mewujudkan 
pembangunan berbasis 
gender dan 
meningkatkan 
perlindungan perempuan 
dan anak 

meningkatkan upaya 
pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan pada 
bidang ekonomi, bidang sosial, 
hukum dan politik, serta upaya 
peningkatan kualitas keluarga 

Program Pencegahan dan 
Penanganan Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan 
Anak 

meningkatkan upaya pencegahan 
dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak 

Program Pengarusutamaan 
Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan 
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No. Strategi Misi III  Arah Kebijakan Misi III  Program Misi III  

serta menciptakan kondisi kota 
yang layak anak 

Agenda Pembangunan yang ditetapkan untuk mendukung misi ke-3 yaitu 

Agenda Cilegon Sehat dan Cerdas yang berfokus kepada pembangunan 

sumberdaya manusia  yang cerdas, sehat dari segi jasmani dan rohani, berkualitas 

dan produktif serta memiliki kompetensi yang tinggi sehingga memiliki daya saing 

baik lokal ataupun global, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan kearifan budaya, 

serta memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan 

pelayanan masyarakat  yang berkualitas, terpadu, adil dan merata pada seluruh 

lapisan masyarakat. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menjadi prioritas 

penuh Pemerintah Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

dengan dikeluarkannya SMA/SMK dari kewenangan Pemerintah Kota maka 

substitusi anggaran sebesar 20% dari APBD akan dimaksimalkan seluruhnya untuk 

pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama, termasuk meningkatkan 

kesejahteraan guru negeri dan swasta. Selain itu pengembangan fisik gedung serta 

sarana prasarana pembelajaran di sekolah akan menjadi prioritas. 

Selain bidang Pendidikan, infrastruktur kesehatan  juga terus dikembangkan 

untuk menunjang pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau. Oleh karena 

itu,   penyediaan sarana kesehatan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat 

serta mudah diakses secara cepat adalah suatu keharusan. Selain itu, Pemerintah 

Daerah telah mengalokasikan anggaran pembangunan bidang kesehatan dengan 

prosentase sebesar 10% dari total belanja langsung sesuai amanat undang-undang 

kesehatan, menjadi rujukan utama prioritas perencanaan dan penganggaran dalam 

penyusunan APBD setiap tahunnya. Agenda ini diarahkan pada peningkatan 

kecerdasan, kesehatan masyarakat, serta kualitas dan ketrampilan SDM, dalam 

koridor pembangunan berkelanjutan.  

4) Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Pelayanan Sarana dan 

Prasarana Kota  

Melalui misi ke-4 ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mewujudkan pelayanan sarana 

dan prasarana kota yang merata dan berkualitas yang berorientasi terhadap 

pemenuhan  Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dapat menunjang akselerasi 

pertumbuhan dan pembangunan kota 

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran misi Memantapkan Pelayanan 

Sarana dan Prasarana Kota maka ditetapkan strategi  dan arah kebijakan  sebagai 

berikut:  
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Tabel 1.4 
Strategi dan arah kebijakan misi ke-4 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 

No Strategi Misi IV Arah Kebijakan Misi IV Program Misi IV 

1 Peningkatan kualitas 
infrastruktur dasar dalam 
rangka meningkatkan 
konektivitas transportasi 

Meningkatkan kualitas infrastruktur 
dasar dalam rangka meningkatkan 
konektivitas transportasi 

Program Pembangunan dan 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

2 Peningkatan pengawasan 
dan pengendalian 
angkutan/transportasi 
umum serta manajemen 
lalu lintas 

Mengoptimalkan penerapan 
peraturan lalu lintas angkutan jalan 
serta melaksanakan upaya-upaya 
promotif terkait keselamatan dan 
ketertiban berkendara bagi 
masyarakat 

Program Pengelolaan dan 
Pengendalian Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 

Mengoptimalkan penerapan 
peraturan lalu lintas angkutan jalan 
serta melaksanakan upaya-upaya 
promotif terkait keselamatan dan 
ketertiban berkendara bagi 
masyarakat 

Program Pengendalian 
Keselamatan Lalu Lintas 

Meningkatkan pengawasan dan tata 
kelola kepelabuhanan 

Program Dukungan Pelayanan 
Perhubungan Laut 

3 Mewujudkan Ketersediaan 
sarana dan prasarana 
pendukung perhubungan  

Meningkatkan kualitas dan 
pengembangan sarana dan 
prasarana pendukung perhubungan 
(kelayakan angkutan jalan, halte 
penerangan jalan umum, dsb) 

Program Pembangunan dan 
Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana Perhubungan 

4 Mengoptimalkan sumber-
sumber daya air beserta 
saluran/jaringannya serta 
meningkatkan cakupan 
layanan dan distribusi air 
bersih bagi masyarakat 
melalui jaringan air 
perpipaan dan non-
perpipaan 

Mewujudkan pembangunan, 
peningkatan serta pemeliharaan 
sumber-sumber daya air beserta 
jaringannya dalam rangka 
mendukung penurunan titik banjir  

Program Pembangunan, 
Pemeliharaan 
Saluran/Drainase dan 
Pengelolaan Sumber Daya Air 

Guna mengarahkan rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-2021 

dalam rangka pencapaian visi dan misi ke-4, dituangkan lebih lanjut dalam Agenda 

Pembangunan yang pertama, yaitu Agenda Cilegon Nyaman. 

Agenda Cilegon Nyaman, dicerminkan dengan kondisi infrastruktur kota 

yang memadai serta mampu memenuhi kebutuhan aktifitas ekonomi segenap warga 

masyarakatnya. agenda ini berfokus kepada pelayanan sarana dan prasarana kota 

yang merata dan berkualitas  yang berorientasi terhadap pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dapat menunjang akselerasi pertumbuhan dan 

pembangunan kota. 

5) Strategi dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Tata Kelola 

Pemerintahan  

Melalui misi ke-5 ini diharapkan, Kota Cilegon mampu membangun 

pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN) serta sadar akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi 
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masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi dari briokrasi, membangun 

kemitraan yang serasi antara eksekutif dan legislatif, dan penciptaan kondisi politik 

yang stabil dan konsisten dalam penegakan hukum. 

Dalam rangka untuk mencapai sasaran misi ke-5, yaitu Memantapkan Tata 

Kelola Pemerintahan maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke 

dalam program-program sebagai berikut: 

Tabel 1.5 
Strategi dan arah kebijakan misi ke-5 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 

No. Strategi Misi V Arah Kebijakan Program 

1 Peningkatan kapasitas, 
tata kelola, sarana dan 
prasarana kelembagaan 
serta kompetensi dan 
profesionalisme SDM 
aparatur 

Meningkatkan tata kelola internal 
organisasi perangkat daerah pada 
aspek kepegawaian, sarana dan 
prasarana perkantoran, pengelolaan 
keuangan, serta pengendalian 
program dan evaluasi kegiatan 
secara terpadu dengan didukung 
oleh pedoman operasi standar 
(SOP) 

Program Dukungan Pelayanan 
Pemerintahan 

Mengembangkan kompetensi dan 
profesionalisme SDM aparatur 
melalui pendidikan dan pelatihan 
teknis fungsional maupun jabatan 

Program Diklat dan 
Pengembangan Aparatur Sipil 
Negara 

Mewujudkan tata kelola administrasi 
sumber daya aparatur sipil negara 
secara terpadu 

Program Pengadaan, 
Pemberhentian, Pembinaan 
dan Kesejahteraan dan 
Administrasi Umum (P3KA) 

Peningkatan etos kerja, kedisiplinan 
dan motivasi aparatur sipil negara 
melalui mekanisme penilaian kinerja 
pegawai, penjaminan 
kesejahteraan, dan fasilitasi 
mutasi/kepangkatan serta promosi/ 
pengembangan karir pegawai 

Program Mutasi dan Promosi 
Aparatur Sipil Negara 

Program Penunjang 
Kemandirian dan 
Profesionalitas ASN 

2 Peningkatan akuntabilitas 
kinerja dan reformasi 
birokrasi 

Optimalisasi fungsi organisasi 
perangkat daerah melalui 
penyesuaian formasi jabatan dan 
mendorong peningkatan 
akuntabilitas kinerja perangkat 
daerah 

Program Peningkatan 
Kapasitas Kelembagaan 
Pemerintahan Daerah 

Meningkatkan koordinasi kerjasama 
daerah, meningkatkan kualitas 
perangkat kecamatan & kelurahan, 
serta peningkatan fungsi koordinasi 
sektoral di bidang pemerintahan 
umum, ketentraman & ketertiban 
umum, serta perlindungan 
masyarakat 

Program Peningkatan 
Pelayanan Pemerintahan 

Peningkatan fungsi koordinasi 
sektoral di bidang kependudukan, 
pencatatan sipil, pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, 
keluarga berencana, pemuda, 
olahraga, teknologi informasi, 
statistik, persandian, serta bina 
keagamaan dan pembinaan mental 

Program Peningkatan Kualitas 
Mental dan Pengamalan Nilai-
Nilai Keagamaan 
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No. Strategi Misi V Arah Kebijakan Program 

Peningkatan fungsi koordinasi 
sektoral di bidang sosial, 
pemberdayaan masyarakat, 
kesehatan, pendidikan, budaya, 
pariwisata, arsip serta perpustakaan 
daerah 

Program Peningkatan Sosial 
dan Kesejahteraan Rakyat 

Peningkatan fungsi koordinasi 
sektoral di bidang penanaman 
modal, pelayanan terpadu satu 
atap, ketenagakerjaan, koperasi & 
UMKM, industri, perdagangan, 
perhubungan serta badan usaha 
milik daerah (BUMD) 

Program Peningkatan 
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam 

Peningkatan fungsi koordinasi 
sektoral di bidang perencanaan, 
litbang, keuangan, pangan, 
pertanian, pekerjaan umum, tata 
ruang, pertanahan dan permukiman 

Program Peningkatan 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

Meningkatkan fungsi pengawasan 
pada tata laksana pembangunan 
daerah 

Program Peningkatan 
Pengawasan Pembangunan 
Daerah 

 
3 

 
Peningkatan kualitas tata 
kelola kearsipan di 
seluruh unit 
pemerintahan 

 
Mewujudkan tata kelola arsip 
dinamis dan statis secara optimal 
dan terintegrasi 

 
Program Peningkatan 
Pengelolaan Arsip Daerah 

 
 
4 

 
Optimalisasi pengelolaan 
keuangan dan aset 
daerah secara terpadu 

Meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas pemanfaatan anggaran 
melalui peningkatan kualitas 
perencanaan, proses penyusunan 
dan administrasi penganggaran 

Program Perencanaan 
Anggaran, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pendapatan 

Meningkatkan kualitas pencatatan 
keuangan daerah melalui efisiensi 
tata kelola penerimaan, 
pengeluaran dan pelaporan neraca 
keuangan daerah 

Program Pengelolaan 
Akuntansi Keuangan Daerah 

Mengoptimalkan rangkaian proses 
pengeloaan aset daerah secara 
terpadu terkait proses perencanaan 
aset, manjemen pemanfaatan aset, 
serta penatausahaan aset daerah 

Program Peningkatan 
Pengelolaan Aset Daerah 

Meningkatkan kualitas administrasi 
dan tata kelola aliran keuangan 
daerah 

Program Perbendaharaan 
Keuangan Daerah 

Meningkatkan kinerja pengelolaan 
keuangan dan aset di setiap unit 
satuan kerja perangkat daerah 

Program Dukungan Pelayanan 
Pemerintahan 

Program Perencanaan dan 
Pengelolaan Keuangan 

 
5 

 
Meningkatkan dan 
mengoptimalkan 
penerimaan pajak daerah 

Mewujudkan peningkatan pajak 
daerah dengan mengoptimalkan 
potensi-potensi wajib pajak daerah 
serta peningkatan pelayanan 
perpajakan serta tata kelola data & 
informasi wajib pajak secara 
terpadu 

Program Peningkatan Pajak 
Daerah 

 
6 

Optimalisasi belanja 
program/kegiatan melalui 
peningkatan kualitas 
layanan pengadaan 
barang dan jasa 

Optimalisasi dan peningkatan 
kualitas sistem layanan pengadaan 
barang dan jasa 

Program Peningkatan Layanan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Peningkatan transparansi proses 
pengadaan barang dan jasa 

Program Layanan Data dan 
Informasi Pengadaan Barang 
dan Jasa 
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No. Strategi Misi V Arah Kebijakan Program 

 
7 

 
Mewujudkan 
ketersediaan data dan 
informasi daerah dalam 
rangka mendukung 
kualitas perencanaan 
sektoral dan makro 
daerah 

Penyediaan data statistik sektoral 
dan data statistik makro daerah 
melalui sistem manajemen data dan 
informasi sektoral secara terpadu 

Program Pengembangan Data 
dan Statistik Daerah 

Melaksanakan pengamanan data 
dan informasi dalam rangka 
penyelenggaraan persandian untuk 
pengamanan informasi Pemerintah 
Daerah 

Program Penyelenggaraan 
Persandian 

Meningkatkan inovasi daerah 
melalui penelitian dan 
pengembangan serta kerjasama 
dengan lembaga penelitian atau 
instansi lainnya 

Program Penelitian 
Pengembangan Kebijakan 
Pembangunan Daerah 

 
8 

 
Memadukan dan 
meningkatkan kualitas 
seluruh tahapan/proses 
perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
evaluasi program 
pembangunan daerah 

Meningkatkan kualitas koordinasi 
antar sektor pada seluruh tahapan 
perencanaan dan evaluasi di bidang 
ekonomi dan infrastruktur  

Program Perencanaan 
Pembangunan Perekonomian, 
SDA Infrastruktur, dan 
Kewilayahan 

Meningkatkan kualitas koordinasi 
antar sektoral pada seluruh tahapan 
perencanaan dan evaluasi di bidang 
pembangunan sosial dan budaya 

Program Perencanaan 
Pembangunan Sosial Budaya 
dan Pemerintahan 

Mengoptimalisasi keterlaksanaan 
dan integrasi program 
pembangunan melalui mekanisme 
pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan, 

Program Perencanaan 
Pembangunan, Pengendalian 
dan Evaluasi 

Meningkatkan kinerja penyediaan 
data-data dan perencanaan sektoral 

 

Program Dukungan Pelayanan 
Pemerintahan 

Program Perencanaan dan 
Pengelolaan Keuangan 

9 Meningkatkan fasilitasi 
produk hukum antara 
eksekutif dan legislatif 

Peningkatan fasilitasi produk 
hukum, bantuan hukum dan 
konsultasi, dokumentasi, evaluasi, 
dan penyuluhan hukum 

Program Penataan dan 
Pengembangan Produk Hukum 
Daerah 

Pengembangan produk hukum dan 
regulasi melalui instrumen legislatif 
daerah 

Program Peningkatan Pelayanan 
Lembaga Legislatif Daerah 

10 Pengembangan 
infrastruktur jaringan, 
perangkat lunak, 
perangkat keras serta 
sumber daya lainnya 
dalam rangka penerapan 
e-government 

Mengembangkan interkoneksi 
jaringan teknologi informasi, 
membangun & mengintegrasikan 
sistem informasi manajemen tata 
kelola pemerintahan secara 
terpadu, serta mendorong 
pertumbuhan pemanfaatan 
teknologi dan informasi bagi 
masyarakat. 

Program Peningkatan Kualitas 
Pengelolaan dan Pengembangan 
Teknologi Informasi 

11 Peningkatan pembinaan, 
pengawasan dan evaluasi 
pelayanan publik pada 
instansi daerah 

Meningkatkan pembinaan, 
pengawasan dan evaluasi pelayanan 
publik pada kecamatan dan 
kelurahan 

Program Peningkatan Pelayanan 
Kecamatan dan Kelurahan 

Meningkatkan pembinaan, 
pengawasan dan evaluasi pelayanan 
pendaftaran penduduk 

Program Peningkatan Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

Meningkatkan pembinaan, 
pengawasan dan evaluasi pelayanan 
Catatan Sipil 

Program Peningkatan Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

Meningkatkan pemanfaatan data 
dan Inovasi Pelayanan Administrasi 
Kependudukan 

Program Peningkatan 
Pemanfaatan Data dan Inovasi 
Pelayanan 
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No. Strategi Misi V Arah Kebijakan Program 

Meningkatkan Pengelolaan 
Informasi administrasi 
kependudukan 

Program Peningkatan Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Meningkatkan Pengelolaan 
Informasi administrasi 
kependudukan 

Program Peningkatan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan 

Meningkatkan pelayanan 
pengaduan perizinan dan 
penyediaan data dan informasi 
perizinan 

Program Peningkatan Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan 

12 Mewujudkan tata kelola 
dan diseminasi informasi 
publik 

Meningkatkan efektifitas pelayanan 
informasi publik dan tata kelola 
informasi pemerintah daerah 

Program Pengembangan 
Komunikasi dan Pengelolaan 
Informasi Daerah 

13 Mewujudkan 
perpustakaan sebagai 
ruang publik fungsional 
serta memenuhi 
kebutuhan informasi & 
kepustakaan bagi 
masyarakat 

Meningkatkan kualitas pelayanan 
perpustakaan daerah sebagai pusat 
referensi kepustakaan, aktivitas 
akademis, serta sarana 
pengembangan wawasan dan 
pengetahuan bagi masyarakat 

Program Peningkatan Pelayanan 
Perpustakaan Daerah 

14 Peningkatan 
pengawasan, pembinaan 
dan penegakkan Perda 
dalam rangka menjaga 
ketentraman dan 
ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat 

Meningkatkan pengawasan, 
pembinaan dalam rangka menjaga 
ketentraman dan ketertiban umum  

Program Pemeliharaan 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

Meningkatkan pengawasan, 
pembinaan dalam rangka 
melaksanakan perlindungan 
masyarakat 

Program Penindakan Pelanggaran 
Peraturan Daerah 

Mewujudkan penegakkan Perda 
dalam rangka menjaga ketentraman 
dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat 

Program Penindakan Pelanggaran 
Peraturan Daerah 

15 Meningkatkan wawasan 
kebangsaan dan peran 
masyarakat dalam 
konstelasi pembangunan 
daerah 

Meningkatkan wawasan kebangsaan 
dan peran masyarakat dalam 
konstelasi pembangunan daerah 

Program Peningkatan Wawasan 
Kebangsaan 

Program Peningkatan LSM dan 
ORMAS 

16 Peningkatan upaya 
pencegahan dan 
pengurangan dampak 
bencana alam dan 
bahaya kebakaran 

Meningkatkan upaya pencegahan 
dan menyediakan sarana prasarana 
penanganan kebakaran 

Program Pencegahan dan 
Peningkatan Kapasitas 
Penanganan Kebakaran 

Meningkatkan pelayanan 
pengaduan dan optimalisasi waktu 
kecepatan tanggap penanganan 
kebakaran 

Program Pengendalian, Operasi 
Pemadaman Kebakaran dan 
Penyelamatan 

Memetakan potensi bencana serta 
meningkatkan upaya mitigasi 
bencana dalam rangka 
meminimalisir dampak bencana 

Program Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Bencana 

Meningkatkan utilitas dan koordinasi 
penanganan bencana 

Program Kedaruratan dan Logistik 

Meningkatkan pelayanan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca 
bencana 

Program Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 

Agenda Pembangunan yang diterapkan pada misi ini yaitu Agenda Cilegon 

Berwibawa  yang bermakna pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel, 

bertanggung jawab, serta sadar akan hak dan kewajiban , meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi dari birokrasi, 
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membangun kemitraan yang serasi antara eksekutif dan legislatif, dan penciptaan 

kondisi politik yang stabil dan konsisten dalam penegakan hukum. 

Reformasi birokrasi yang sekarang berjalan, perlu ditingkatkan akselerasinya, 

untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap birokrasi yang tangkas, tanggap, dan 

cepat. Oleh karena itu, sudah sangat mendesak untuk melakukan reformasi birokrasi 

secara menyeluruh. Restrukturisasi organisasi pemerintahan harus dilakukan dengan 

memperkuat front office pelayanan publik.  

Di samping itu, reward dan punishment di dalam birokrasi harus ditata ulang 

agar lebih adil dan proporsional. Gebrakan-gebrakan dalam reformasi birokrasi ini 

adalah suatu keharusan untuk menyesuaikan dengan dinamika demokratisasi dan 

pertumbuhan ekonomi. Agenda ini diarahkan pada peningkatan tatakelola 

pemerintahan dalam koridor pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean 

governance). 

1.2.3 PRIORITAS DAERAH (RKPD KOTA CILEGON TAHUN 2019) 

Berpijak pada kondisi dan tantangan pembangunan di tahun berkenan, agenda 

dan prioritas pembangunan Kota Cilegon tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian; 

Struktur perekonomian daerah Kota Cilegon yang didominasi oleh sektor 

industri, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap tingginya laju 

pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain dampak negatif yang 

ditimbulkan yaitu kerawanan sosial serta pencemaran lingkungan. Hal tersebut 

dikarenakan sektor industri yang berkembang di Kota Cilegon bukan merupakan 

industri yang berbasis sumberdaya lokal, namun merupakan industri yang padat 

modal serta membutuhkan tenaga kerja dengan skill atau keahlian khusus. 

Disamping itu, perekonomian yang didominasi oleh industri, strukturnya relatif 

lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, 

kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumberdaya lokal berupa 

UMKM dan Koperasi harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan 

lebih signifikan dalam perekonomian daerah, serta mampu mendukung kinerja 

sektor industri daerah. 

2. Peningkatan tata kelola lingkungan dan estetika perkotaan; 

Sebagaimana umumnya kawasan perkotaan yang memiliki lahan yang sangat 

terbatas, Kota Cilegon dihadapkan dengan semakin menurunnya luas lahan 

terbuka akibat semakin intensifnya penggunaan lahan khususnya untuk 

permukiman. Dengan kecenderungan demikian, maka konsistensi terhadap 

implementasi perda penataan ruang harus diupayakan guna mencegah terjadinya 

konversi lahan yang masif sehingga akan berakibat pada menurunnya daya 
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dukung lahan. Lebih jauh lagi, aktivitas di kawasan perkotaan yang sangat tinggi 

tanpa diimbangi oleh upaya pengendalian lingkungan, pada akhirnya akan 

menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang akan sangat merugikan bagi 

kelangsungan pembangunan.  

3. Peningkatan kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial; 

Isu kualitas sumber daya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial 

merupakan isu yang sangat substansial dalam kerangka pembangunan daerah 

Kota Cilegon. Hal tersebut terkait dengan fungsi manusia itu sendiri sebagai 

subjek dan juga sekaligus objek dari kegiatan pembangunan, sehingga seluruh 

upaya pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kelangsungan 

aktivitas manusia. Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan Kota Cilegon. Taraf kesejahteraan 

sosial masyarakat merupakan salah satu indikator tercapai atau tidaknya 

progam-program pembangunan yang telah dilaksanakan. 

4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan 

Peningkatan daya dukung dan pelayanan prasarana dan sarana serta 

infrastruktur kota merupakan hal yang krusial dilakukan. Hal tersebut mengingat 

dampak yang sangat signifikan yang dapat ditimbulkan akibat kurang 

memadainya daya dukung infrastruktur tersebut, baik dampak secara sosial, 

ekonomi, maupun lingkungan. Secara sosial, dampak yang ditimbulkan akibat 

keterbatasan infrastruktur kota adalah semakin meningkatnya kerawanan sosial 

yang mengancam ketentraman dan ketertiban umum. Dari sisi ekonomi, dampak 

yang ditimbulkan adalah menurunnya aksesibilitas pergerakan barang dan 

angkutan sehingga kegiatan koleksi dan distribusi menjadi terganggu. Adapun 

dari sisi lingkungan, berbagai dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya 

banjir, kawasan kumuh, kurangnya suplai air bersih, dll.  

5. Peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas 

ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum. 

Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, 

ketertiban, demokrasi dan hukum merupakan faktor kunci keberhasilan 

pembangunan di Kota Cilegon. Kinerja birokrasi yang efisien dan efektif dengan 

sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan 

akuntabel pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada 

masyarakat. Dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat maka 

diharapkan masyarakat akan semakin produktif dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan kesejahateraannya. 
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Berikut adalah beberapa kegiatan prioritas daerah di tahun anggaran 2019 : 

Tabel 1.6 Prioritas Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 

NO. KEGIATAN PRIORITAS OPD 

1 Pembinaan Manajemen Sekolah Mantap Dinas Pendidikan 

2 Pengembangan Kurikulum Sekolah mantap Dinas Pendidikan 

3 Pendamping Sekolah Model dan Sekolah Mantap Dinas Pendidikan 

4 Workshop Pemantapan Mata Pelajaran SMP Sekolah Mantap Dinas Pendidikan 

5 Workshop Pemantapan Guru Kelas Sekolah Mantap Dinas Pendidikan 

6 Pembangunan Jalan Lingkar Utara Dinas Pekerjaan Umum & 
Tata Ruang 

7 Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Bantuan Keuangan) Dinas Pekerjaan Umum & 
Tata Ruang 

8 Pengendalian Banjir dan Genangan (Prioritas Daerah) Dinas Pekerjaan Umum & 
Tata Ruang 

9 Perencanaan Teknis (DED) Revitalisasi Situ Rawa Arum 
(Prioritas Daerah) 

Dinas Pekerjaan Umum & 
Tata Ruang 

10 Revitalisasi Situ Rawa Arum (Prioritas Daerah) Dinas Pekerjaan Umum & 
Tata Ruang 

11 Perencanaan Teknis Cipta Karya (Prioritas Daerah) Dinas Pekerjaan Umum & 
Tata Ruang 

12 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan 
(Prioritas Daerah) 

Dinas Pekerjaan Umum & 
Tata Ruang 

13 Peningkatan/Penataan Sarana Arsitektur Kota (Prioritas 
Daerah) 

Dinas Perumahan & Kawasan 
Permukiman 

14 Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum PDAM (Prioritas 
Daerah) 

Dinas Perumahan & Kawasan 
Permukiman 

15 Penyusunan naskah akademis evaluasi Perda Nomor 8 Tahun 
2014 (Prioritas Daerah) 

Dinas Pemadam Kebakaran 
Dan Penyelamatan 

16 Pengembangan BLK Dinas Tenaga Kerja 

17 Kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu 
(prioritas daerah) 

Dinas Ketahanan Pangan Dan 
Pertanian 

18 Pengadaan dan Pembangunan Alat Instalasi Stasiun Pemantau 
Udara (ISPU) 

Dinas Lingkungan Hidup 

19 Pembangunan Kantong Parkir Angkutan Barang (Penyusunan 
DED) 

Dinas Perhubungan 

20 Pengadaan Sarana dan Prasarana SAUM (DID) Dinas Perhubungan 

21 Operasional SAUM (DID) Dinas Perhubungan 

22 Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Integrated Control 
City System and Room (Prioritas Daerah) 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika, Sandi & Statistik 

23 Pengelolaan Smart City (Prioritas Daerah) Dinas Komunikasi dan 
Informatika, Sandi & Statistik 

24 Pengelolaan Panggilan Darurat Terpadu (Prioritas Daerah) Dinas Komunikasi dan 
Informatika, Sandi & Statistik 

25 Pembangunan Sport center (Prioritas Daerah) Dinas Pemuda dan Olahraga 

26 Revitalisasi dan Penataan Pasar Rakyat (Prioritas Daerah) Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian 

27 Penumbuhan Sentra Industri Kecil Aneka (IK. Sarung Tangan 
dan IK. Majun (Prioritas Daerah) 

Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian 
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1.3 DATA UMUM DAERAH 

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di ujung 

barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon pada awalnya merupakan 

bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi 

kota administratif, dan sejak tanggal 20 April 1999 Kota Cilegon menjadi 

kotamadya atau wilayah pemerintahan otonomi yang secara yuridis ditetapkan 

melalui Undang-Undang No.15 Tahun 1999. Sebagai kotamadya (sebutan 

kotamadya diganti dengan kota sejak tahun 2001), Kota Cilegon dikenal sebagai 

kota industri dan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian barat. Kota 

Cilegon dilintasi jalan negara dan jalan tol lintas Jakarta-Merak, dilalui jalur kereta 

api Jakarta-Merak, serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan 

Pulau Jawa dengan Sumatera. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital 

nasional antara lain Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan PLTU Suralaya 

dan Industri Strategis Nasional Krakatau Steel. 

Kota Cilegon dilintasi jalan negara dan jalan tol lintas Jakarta-Merak, dilalui 

jalur kereta api Jakarta-Merak, serta merupakan pintu gerbang utama yang 

menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Di Kota Cilegon terdapat berbagai 

macam objek vital nasional antara lain Pelabuhan Penyeberangan Merak, 

Pelabuhan PLTU Suralaya  dan Industri Strategis Nasional Krakatau Steel. 

1.3.2 Kondisi Geografis Daerah  

Kota Cilegon berada pada posisi paling barat pulau jawa dan juga Provinsi 

Banten, ÙÁÉÔÕ ÔÅÒÌÅÔÁË ÁÎÔÁÒÁ ρπυЈυτȭπυȱ - ρπφЈπυȭρρȱ "ÕÊÕÒ 4ÉÍÕÒ ÄÁÎ υЈυςȭςτȱ 

- φЈπτȭπχȱ ,ÉÎÔÁÎÇ 3ÅÌÁÔÁÎ ÙÁÎÇ ÄÉÂÁÔÁÓÉ ÏÌÅÈ ȡ 

Sebelah Barat : Selat Sunda 

Sebelah Utara : Kec. Pulo Ampel  (Kabupaten Serang) 

Sebelah Timur : Kec. Bojonegara dan Kec. Kramatwatu (Kabupaten 

Serang) 

Sebelah Selatan : Kec.Waringin kurung, Kec. Mancak dan Kec. Anyer 

(Kabupaten Serang) 

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada di bagian ujung 

ÓÅÂÅÌÁÈ ÂÁÒÁÔ ÄÁÒÉ 0ÕÌÁÕ *Á×Á ÙÁÎÇ ÔÅÒÌÅÔÁË ÐÁÄÁ ÐÏÓÉÓÉ υΞ υςȭ ςτȱ ɀ 6º πτȭ πχȱ 

,ÉÎÔÁÎÇ 3ÅÌÁÔÁÎ ɉ,3Ɋ ÄÁÎ ρπυΞ υτȭ πυȱ ɀ ρπφΞ πυȭ ρρȱ "ÕÊÕÒ 4ÉÍÕÒ ɉ"4ɊȢ "ÁÔÁÓÁÎ 

ruang lingkup wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 luas 

wilayah administrasi 17.550,0 Ha dengan 4 kecamatan yang telah dimekarkan 

menjadi 8 kecamatan (Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, Grogol, 

Purwakarta, Cilegon, Jombang, dan Cibeber) yang terdiri atas 43 kelurahan. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penentuan daerah 

kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil 

kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai 

ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Kewenangan daerah kota 

terhadap laut adalah 1/3 dari wilayah laut Propinsi (yaitu 12 mil laut), atau 

kurang 4 mil laut (1 mil laut = 1.852 m, sehingga 4 mil laut = 7.408 m). Panjang 

ÐÁÎÔÁÉ +ÏÔÁ #ÉÌÅÇÏÎ ÙÁÎÇ ÍÅÎÇÈÁÄÁÐ ËÅ 3ÅÌÁÔ 3ÕÎÄÁ ÂÉÌÁ ÄÉÕËÕÒ ÓÅÃÁÒÁ ȰÌÕÒÕÓȱ 

adalah sekitar 25 Km. Sehingga secara tentatif luas laut yang menjadi 

kewenangan Kota Cilegon sekitar 185 Km2, atau sedikit lebih luas dari wilayah 

daratan.  

Kota Cilegon memiliki 5 (lima) pulau, yaitu: P. Merak Besar, P. Merak Kecil, 

P. Rida, P. Ular dan P. Tempurung.  Pulau-pulau yang berada di perairan Kota 

Cilegon ini merupakan bagian ekosistem pantai yang keberadannya secara 

ekologi berfungsi sebagai pengatur iklim, pengatur siklus hidrologi, penyerap 

limbah, penahan gelombang dan angin, sumber plasma nutfah dan penunjang 

kehidupan lainnya. Ditinjau dari aspek geostrategis, Kota Cilegon memiliki peran 

dan posisi yang sangat menentukan dalam mendukung arah dan pola 

pembangunan serta pengembangan perkotaan baik dalam konstelasi regional, 

nasional, dan bahkan internasional. Selain aspek geostrategis, karakteristik 

geografis Kota Cilegon masuk ke dalam kategori kota pesisir. Hal ini diindikasikan 

dengan membentangnya kawasan pesisir laut dari bagian utara hingga selatan 

wilayah kota serta hasil perhitungan Peta Topografi Kota Cilegon di mana panjang 

garis pantai Kota Cilegon adalah 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total perimeter 

wilayah Kota Cilegon. Dibawah ini adalah gambaran Kota Cilegon secara 

administratif dalam Peta Administrasi Kota Cilegon : 
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Gambar 1-1. Peta Administratif Kota Cilegon 

 

A. Luas Wilayah  

Kota Cilegon merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
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Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. 

Sebagai kota yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, Kota Cilegon merupakan 

pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Secara 

administratif, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Cilegon, Kota Cilegon memiliki luas 

wilayah 175,51 km2 yang terbagi kedalam 8 (delapan) Kecamatan dan 43 (empat 

puluh tiga) Kelurahan. Pembagian wilayah serta jumlah kecamatan dan 

kelurahan di Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.7 Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan 

No.  Kecamatan  
Pusat  

Kecamatan  

Luas  Jumlah  

Km 2 %  Kelurahan  RW RT 

1 Ciwandan Tegal Ratu 51,81 29,52 6 29 121 

2 Citangkil Kebonsari 22,98 13,09 7 52 198 

3 Pulomerak Tamansari 19,86 11,32 4 27 127 

4 Purwakarta Purwakarta 15,29 8,71 6 40 134 

5 Grogol Grogol 23,38 13,32 4 28 103 

6 Cilegon Ciwaduk 9,15 5,21 5 31 109 

7 Jombang Jombang Wetan 11,55 6,58 5 43 174 

8 Cibeber Kalitimbang 21,49 12,24 6 38 167 

Kota Cilegon  175,51  100  43  288  1133  

1.3.3 Kondisi Demografis Daerah  

A. Jumlah Penduduk & Laju Pertumbuhan Penduduk  

Penduduk Kota Cilegon berdasarkan Basis Data Kependudukan  pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 adalah sebanyak 423.362 jiwa, 

dimana terjadi pertambahan penduduk sebesar 6.496 jiwa dari tahun sebelumnya 

(2018 = 416.866 jiwa), sehingga pertumbuhan penduduk Kota Cilegon dari 2018 ke 

2019 adalah sebesar 1,56 persen. 

Gambar 10.2 Jumlah Penduduk Kota Cilegon Tahun 2016-2019 

 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon (2020) 
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Tabel 1.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2018 dan 2019 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk (Jiwa)  Laju Pertumbuhan 

Penduduk Per Tahun  
(2018 -2019) (%)  2018  2019  

1 Cibeber 54.378 55.767 2,55% 
2 Cilegon 45.062 45.780 1,59% 
3 Pulomerak 47.538 47.517 -0,04% 
4 Ciwandan 47.899 48.418 1,08% 
5 Jombang 64.401 65.808 2,18% 
6 Gerogol 41.863 42.132 0,64% 
7 Purwakarta 41.262 41.499 0,57% 
8 Citangkil 74.463 76.441 2,66% 

Kota Cilegon 416.866  423.362  1,56%  
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020 

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk Kota Cilegon dari Tahun 2018-2019, 

terjadi penambahan jumlah penduduk di Kecamatan Citangkil (0,88%), kecamatan 

cibeber (0,84%), kecamatan jombang (0,72%), kecamatan cilegon (0,53%), 

kecamatan ciwandan (0,36%), kecamatan gerogol (0,21%), dan kecamatan 

purwakarta (0,19%), sedangkan yang mengalami pengurangan jumlah penduduk 

adalah kecamatan pulomerak (-0,01%). Kecamatan yang mengalami pertumbuhan 

penduduk terbanyak adalah di Kecamatan Citangkil. 

Gambar 10.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2018-2019 

 

Sumber : DKPS Kota Cilegon 
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B. Tingkat Kepadatan Penduduk  

Kepadatan penduduk di Kota Cilegon tahun 2019 mencapai 2.412 jiwa/km2. 

Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk 

tertinggi terletak di Kecamatan Jombang dengan tingkat kepadatan 5.698 jiwa/km2. 

Tabel 10.9 Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Cilegon Tahun 
2018 dan 2019 

No Kecamatan 
Luas 

Wilayah 
(Km²)  

Tahun 2018  Tahun 2019  

Penduduk 
(Jiwa)  

Tingkat 
Kepadatan 
(Jiwa/Km²)  

Penduduk 
(Jiwa)  

Tingkat 
Kepadatan 
(Jiwa/Km²)  

1 Cibeber 21,49  54.378   2.530   55.767   2.595  
2 Cilegon 9,15  45.062   4.925   45.780   5.003  
3 Pulomerak 19,86  47.538   2.394   47.517   2.393  
4 Ciwandan 51,81  47.899   925   48.418   935  
5 Jombang 11,55  64.401   5.576   65.808   5.698  
6 Gerogol 23,38  41.863   1.791   42.132   1.802  
7 Purwakarta 15,29  41.262   2.699   41.499   2.714  
8 Citangkil 22,98  74.463   3.240   76.441   3.326  

Kota Cilegon 175,51  416.866  2.375     423.362  2.412   
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kecamatan Jombang sebagai wilayah terpadat sesuai dengan karakteristik 

kawasan dimaksud sebagai kawasan pemukiman dan juga berdekatan dengan 

berbagai pusat aktivitas ekonomi Kota Cilegon. Secara keseluruhan, tingkat 

kepadatan penduduk di Kota Cilegon meningkat sebesar 37 jiwa per km2, dari 2.375 

jiwa per km2  di tahun 2018 menjadi 2.412  jiwa per km2 di 2019. 

Kecamatan Ciwandan merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan rendah 

yaitu sebesar 935 Jiwa/Km2 , yang juga merupakan wilayah terluas di Kota Cilegon, 

sekaligus sebagai wilayah industri yang minim penduduk dan permukiman. Secara 

peringkat, kepadatan penduduk dari kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk 

tertinggi hingga ke rendah adalah sebagai berikut : 

Gambar 1.4 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Cilegon Tahun 2019 menurut 
kecamatan 
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C. Penduduk Menurut Jenis Kelamin  

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2019 jumlah Penduduk di Kota 

Cilegon masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 215.245 jiwa dibandingkan 

jumlah penduduk perempuan sebanyak 208.117 jiwa. Pola demikian juga terjadi 

di dalam setiap kecamatan di Kota Cilegon sebagaimana terdeskripsi dalam 

gambar berikut. 

Gambar 1.5 Penduduk Kota Cilegon Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan           
Tahun 2019 

 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Jika diperhatikan dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap 

perempuan (sex rasio) di Kota Cilegon, terlihat bahwa pada tahun 2019 sex rasionya 

sebesar 103,  yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 

dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex rasio terbesar terdapat di 

Kecamatan Ciwandan dan Gerogol yakni sebesar 105, secara lengkap dapat dilihat 

pada table berikut. 

Tabel 1.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Cilegon Tahun 
2019 

KECAMATAN 
JUMLAH PENDUDUK (JIWA) SEX 

RATIO 
(%)  LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 

1 Cibeber  28.364   27.403   55.767  104 
2 Cilegon  23.191   22.589   45.780  103 
3 Pulomerak  24.077   23.440   47.517  103 
4 Ciwandan  24.849   23.569   48.418  105 
5 Jombang  33.324   32.484   65.808  103 



 

  

 

26 

BAB I  -  PENDAHULUAN  

KECAMATAN 
JUMLAH PENDUDUK (JIWA) SEX 

RATIO 
(%)  LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 

6 Gerogol  21.555   20.577   42.132  105 
7 Purwakarta  21.128   20.371   41.499  104 
8 Citangkil  38.757   37.684   76.441  103 

KOTA CILEGON 215.245  208.117  423.362  103 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) 

Secara sex rasio, laki-laki masih menjadi penduduk dominan di Kota Cilegon 

namun secara pertumbuhan penduduk, penduduk perempuan memiliki nilai 

pertumbuhan yang relatif tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki selama tiga 

tahun terakhir. 

1.3.4 Kondisi Ekonomi  

A. Struktur PDRB Kota Cilegon  

Pada pendekatan produksi, Cilegon sebagai kota industri tercermin dari 

dominasi industri pengolahan pada struktur PDRB Kota Cilegon. Berdasarkan data 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan rata-rata dominasi sektor industri pengolahan 

berada diatas 61 persen, sedangkan pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 58 

persen pada rentang tahun 2016-2019. Perbedaan besaran kontribusi antara ADHK 

dan ADHB disebabkan adanya faktor inflasi. Status Kota Cilegon sebagai daerah 

Industri yang relatif besar khususnya bagi petrokimia dan logam, perekonomiannya 

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional maupun global. 

Gambar 1.6 Perbandingan Kontribusi Sektor PDRB antara ADHK dan ADHB 

 
 



 

  

 

27 

BAB I  -  PENDAHULUAN  

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase 

PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari 

kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. 

Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder 

terdir i dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan 

Air; Konstruksi.  

Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha 

Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan 

Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; 

Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. 

 Pada tahun 2019, kelompok lapangan usaha tersier memberikan sumbangan 

sebesar 30,34 persen yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 

sebesar 27,82 persen. Kelompok lapangan usaha primer dan sekunder memberikan 

sumbangan masing-masing sebesar 0,33 persen dan 69,33 persen. Kelompok 

lapangan usaha primer dan sekunder ini mengalami penurunan dibandingkan pada 

tahun 2014 yang masing-masing sebesar 0,34 persen dan 71,84 persen. 

Sedangkan berdasarkan kategori sektor, terlihat jelas bahwa Cilegon telah 

meninggalkan sektor primer.  

Gambar 1.7  Perbandingan Kontribusi per Kategori Sektor antara Cilegon, banten 
dan Nasional 
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B. Laju Pertumbuhan Ekonomi  

Perekonomian Kota Cilegon mengalami percepatan dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB yang mantap dan berkualitas akan 

berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, historis 

pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar evaluasi untuk perencanaan 

pembangunan daerah. 

Tabel 1.11  Peningkatan Nilai PDRB Kota Cilegon Tahun 2016-2019 

URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019** 

PDRB ADHB (Milyar Rupiah) 77.057,93 81.953,57 88.871,49 96.794,98 104.248,82 

PDRB ADHK (Milyar Rupiah) 59.982,73 62.981,05 66.444,53 70.409,19 74.385,22 

LPE (ADHK) 4,78 % 5,00 % 5,5 % 5,97 % 5,65 % 

**)  Angka sementara 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Pada tahun 2015 sampai dengan 2018 perekonomian Kota Cilegon semakin 

membaik seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon. 

Berdasarkan data BPS, perekonomian Kota Cilegon tahun 2018 mampu tumbuh 

sebesar 5,97% naik 1,19 poin dari tahun 2015 (4,78%), dan pada tahun 2019 

melambat sebesar 5,65%. Kondisi tersebut didorong oleh realisasi investasi yang 

semakin membaik dan telah memberikan dampak bagi perekonomian Kota Cilegon. 

Pada gambar  berikut adalah perjalanan Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon dari 

tahun 2015 sampai dengan 2019. 

Gambar 1.8   Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon 2015-2019 

 

Sumber : Cilegon Dalam Angka Tahun 2020 
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Secara global hal ini terdampak dari adanya perang dagang antara Amerika dan 

China yang masih terus berlanjut. Dengan struktur ekonomi yang sebagaian besar 

disumbangkan dari sektor industri yang berorientasi eskpor import, kondisi ekonomi 

global sangat mempengaruhi terhadap kinerja sektor industri. Merupakan tantangan 

bagi Pemerintah daerah untuk mendorong sektor-sektor lainya untuk mengurangi 

kebergantungan terhadap sektor industri.  

Sementara itu di sisi penawaran, lapangan usaha industri pengolahan masih 

terus menjadi penopang utama perekonomian Provinsi Banten seiring dengan 

ekspektasi membaiknya kinerja penjualan dari sisi domestik dan ekspor. Telah 

beroperasinya pabrik synthetic rubber dan pabrik pelat baja otomotif pada tahun ini 

dan realisasi rencana pembangunan pabrik lainnya yang bersifat multiyears akan 

mendorong peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan sehingga ke depan 

diharapkan semakin berkontribusi terhadap tumbuhnya perekonomian Provinsi 

Banten. 

Sementara itu, jika melihat perekonomian Kota Cilegon dibandingkan Banten 

dan Nasional. Kontribusi perekonomian Cilegon secara rata-rata berkisar pada porsi 

16 persen terhadap banten dan 0,66 persen terhadap nasional. Pada tahun 2019, 

perekonomian Kota Cilegon mampu tumbuh sebesar 5,65 persen dan banten secara 

umum mampu tumbuh sekitar 5,53 persen. 

Gambar 1.9  Perbandingan Realisasi LPE antara Cilegon, Banten dan Nasional Tahun 
2015-2019 
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Pertumbuhan PDR B sektoral  

Industri Pengolahan di Cilegon memegang peranan dalam laju pertumbuhan ekonomi 

mencapai 60,77% secara rata-rata pada perekonomian daerah, dan memegang 

27,19% terhadap perekonomian Banten dan bahkan secara sub sektor, industri logam 

dasar memegang peranan sebesar 90.64 persen.  

Pada tahun 2019 Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan mencapai 5,03% yang mana 

lajunya menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5,48%. Hal ini sebagai 

dampak dari industri baja yang mengalami penurunan serta industri kimia yang 

produksinya sedikit menurun di tahun 2019 karena lebih fokus kepada perluasan 

usaha.  

Gambar 1.10  Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2014-2019 
(laju dalam %) 

 

**) Angka sementara, BPS Cilegon (2020) 
Sumber : Cilegon Dalam Angka Tahun 2020 

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

merupakan sektor yang memiliki share tertinggi kedua dalam perekonomian Kota 

Cilegon. Secara rata-rata, kontribusi sektor tersebut sekitar 11 persen.  

Pada tahun 2019, laju pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah sebesar 7,73% meningkat sebesar 0,08% 

dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 6,65%.   
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Gambar 1.11 Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 
2014-2019 (laju dalam %) 

 

Sektor Jasa merupakan akumulasi dari 5 sektor, yaitu; Jasa Keuangan, Jasa 

Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Sektor 

tersebut dalam konsep struktur ekonomi merupakan kategori yang digolongkan 

menjadi daerah yang maju karena terjadi pergeseran dari sektor sekunder ke tersier. 

Secara rata-rata kontribusi sektor jasa mencapai 5 persen di dalam perekonomian 

Kota Cilegon.  

Pada tahun 2019, sektor jasa mengalami pertumbuhan yang positif, namun 

laju pertumbuhanya lebih rendah dari tahun 2018. Laju pertumbuhan sektor ini di 

tahun 2019 mencapai 5,35%, mengalami  penurunan sebesar 1,97% dibandingkan 

tahun 2018 yang mencapai 7,32%.  

Gambar 1.12  Perkembangan PDRB Sektor Jasa Tahun 2014-2019 (laju dalam %) 
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C. PDRB Per Kapita  

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah 

itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per 

kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu 

orang penduduk. Pada tahun 2019, secara agregat PDRB per kapita Kota Cilegon 

mencapai 238,44 juta rupiah, meningkat 6,82 persen bila dibandingkan dengan tahun 

2018. PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan 

kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan 

masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh 

pendapatan per kapita. Berdasarkan data pada tabel PDRB per capita penduduk Kota 

Cilegon per tahun selalu meningkat dari tahun ke tahun. 

Tabel 1.11  PDRB Per Kapita Tahun 2015-2019 

URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019** 

PDRB per Kapita (Juta Rp) 186,99 195,73 209,05 223,95 238,44 

Indeks Perkembangan PDRB 
per Kapita (2010=100) 

157.54 164.91 176.13 188.68 199,51 

Pertumbuhan PDRB per 
Kapita (persen) 

8,65 4,68 6,81 7,13 6,82 

Sumber : Cilegon Dalam Angka 2020, hasil olah 

D. Perkembangan Investasi  

Realisasi investasi merupakan investasi yang dilakukan oleh PMA maupun 

PMDN yang didahului oleh izin prinsip, yang saat ini diubah menjadi Nomor Induk 

Berusaha (NIB). Data realisasi investasi diperoleh dari izin usaha dan Laporan 

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online, yang mana PMA dan PMDN yang 

berlokasi di Kota Cilegon wajib menyampaikan LKPM baik pada tahap pembangunan 

maupun yang sudah komersil. Dari data tersebut dapat diketahui nilai realisasi 

investasi PMA dan PMDN baik investasi baru maupun perluasan. 

Total Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Cilegon hingga tahun 2019 

(secara akumulasi)  adalah sebesar Rp. 193,4 trilyun,- dengan komposisi realisasi 

investasi PMA sebesar Rp. 162,54 Trilyun atau 84% dari total realisasi investasi Kota 

Cilegon dan realisasi PMDN sebesar Rp. 30,9 Trilyun,- atau 16% dari total realisasi 

investasi Kota Cilegon tahun 2019.  
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Gambar 1.13  Realisasi Investasi sampai dengan tahun 2019 di Kota Cilegon 

 

Sepanjang tahun 2019, realisasi investasi di Kota Cilegon sangatlah baik sebesar 

8,41 Trilyun yang meliputi investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp. 4,33 

Trilyun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 4,08 Trilyun. Secara 

target, pencapaian realisasi tahun 2019 sebesar 4,55%. Nilai investasi Kota Cilegon di 

2019 merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten, yaitu peringkat ke-2 

setelah Kabupaten Tangerang. Tentunya hal ini sangat baik bagi kondisi 

perekonomian Kota Cilegon.   

Gambar 1.14  Dinamika Laju Peningkatan Investasi Kota Cilegon 2015 -2019 
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Gambar 1.15  Nilai Investasi PMA & PMDN di Kota Cilegon 2017 - 2019 

 

Total Investasi yang ada di Kota Cilegon dari 2017 sampai dengan tahun 2019 

pada dasarnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah investasi di Kota Cilegon 

masih didominasi oleh penanaman modal asing (PMA), meskipun komposisinya 

sudah hampir berimbang di tahun 2019. Di tahun 2019 terjadi laju pertumbuhan 

realisasi investasi  yang signifikan dari investasi PMDN dengan laju pertumbuhan 

realisasi investasi mencapai  15,21 %.  

Terkait dinamika tata kelola investasi di daerah, dengan terbitnya PP No 24 

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 

izin prinsip sudah tidak berlaku lagi, dan bagi perusahaan yang akan melakukan 

investasi maupun yang sudah berinvestasi diwajibkan memiliki Nomor Induk 

Berusaha (NIB). Adapun perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh 

lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan/atau 

bupati kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi. Sedangkan 

NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku 

usaha melakukan pendaftaran. 

Faktor pendukung terkait pencapaian laju investasi di Kota Cilegon antara lain : 

1) Infrastruktur Kota Cilegon yang memadai; 

2) Situasi politik yang kondusif; 

3) Kebijakan daerah yang ramah terhadap investor; 

4) Pelayanan perizinan yang mudah dan transparan; 

5) Adanya sistem pelayanan perizinan secara elektronik (SIPECI). 

 

2017 2018 2019

PMA 7.658.506.240.000 7.446.662.840.000 4.328.693.629.000

PMDN 1.807.971.800.000 798.752.900.000 4.085.441.900.000

Jumlah Investasi PMA dan PMDN Per Tahun 
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Sedangkan permasalahan yang kerap ditemui diantaranya : 

1) Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar; 

2) Ketersediaan bahan baku yang terbatas dan ketidakstabilan harga bahan baku 

tersebut; 

3) Kebijakan fiskal (terutama kebijakan nasional) yang kurang berpihak pada 

investor; 

4) Terjadinya stagnansi di masa transisi dari pelayanan perizinan menggunakan 

SPIPISE diubah menjadi OSS 

5) Belum adanya Peraturan Daerah terkait pemberian insentif daerah bagi 

penanaman modal tertentu 

E. Tingkat Inflasi  

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 415 jenis barang 

dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012 di Kota Cilegon baik 

secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui pada akhir tahun 

2019 (bulan Desember) sebanyak 221 komoditas mengalami perubahan harga. 

Rincian lengkapnya adalah 146 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya 

sebanyak 75 komoditas mengalami penurunan harga.  

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi 

selama bulan Desember 2019 antara lain komoditas bawang merah, telur ayam ras, 

tomat buah, labu siam/ jipang, melon dan buncis. Sementara komoditas yang 

mengalami penurunan harga paling banyak antara lain adalah cabe rawit, 

VCD/DVD player, telepon seluler, kamera, cabe merah dan kentang.  

 

Tabel 1.12.  IHK, Inflasi, Laju Inflasi Tahun Kalender Kota Cilegon Menurut 
Kelompok Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2019  

Kelompok Pengeluaran 
IHK 

Desember 
2019 

Inflasi 
Desember 

2019 *) 

Laju Inflasi 
Tahun  
2019 **) 

U M U M 146,63 0,45 3,54 

1, Bahan Makanan 163,63 1,27 5,51 

2, Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 152,38 0,17 2,30 

3, Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 139,96 0,13 1,60 

4, Sandang 131,66 0,58 5,27 

5, Kesehatan 134,96 0,54 3,62 

6, Pendidikan, rekreasi dan olahraga 160,74 0,01 4,43 

7, Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan 126,43 -0,03 3,12 
Sumber :  BRS Badan Pusat Statistik Kota Cilegon 
Keterangan : *) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2019 terhadap IHK bulan sebelumnya 

*) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2019 terhadap IHK bulan desember 2018 
*) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2019 terhadap IHK bulan Desember 2018 
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Tabel 1.13  Sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi Kota Cilegon bulan 
Desember 2019 (%) 

Kelompok Pengeluaran 
Peningkatan IHK  
(Nov - Des 2019) 

U M U M 0,45 

1. Bahan Makanan 0,34 

2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 0,04 

3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 0,02 

4. Sandang 0,03 

5. Kesehatan 0,02 

6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,00 

7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan 0,00 

 

Gambar 1.15 Inflasi Kota Cilegon dibandingkan dengan Banten & Nasional 

 

Secara umum, inflasi di Kota Cilegon pada tahun 2019 (secara year on year) 

masih terjaga di bawah 5 %. Kenaikan UMK yang signifikan di tahun 2019 dan 2020 

turut andil dalam menyebabkan harga beberapa komoditas bahan pokok melonjak 

drastis. Sedangkan sebagaimana telah dijelaskan, bahwa indeks harga komoditas 

yang mengalami inflasi terbesar adalah pada komoditas bahan makanan (5,51 %), 
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Nasional 8,36 3,35 3,02 3,61 3,13 2,72
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yang notabene merupakan komoditas yang sebagian besar tidak diproduksi di 

wilayah Kota Cilegon. 

F. Ketenagakerjaan  

Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru 

dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap penambahan 

penduduk usia kerja dari tahun ke tahun sehingga diharapkan dapat mengurangi 

tingkat pengangguran. 

Gambar 1.16  Statistik Ketengakerjaan Kota Cilegon Tahun 2015-2019 

 

 

Tabel 1.14  Statistik Ketenagakerjaan Kota Cilegon  

Uraian Satuan 2017 2018 2019 

1. Angkatan Kerja % 60,44 63,56 62,74 

 - Bekerja % 53,26 57,63 56,7 

 - Pengangguran % 7,18 5,93 6,1 

2. Bukan Angkatan Kerja % 39,56 36,44 37,26 

 - Sekolah % 7,17 8,50 8,7 

 - Mengurus Rumah Tangga % 29,25 25,09 25,7 

 - Lainnya % 3,14 2,85 2,9 

Tingkat Pratisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) 

% 60,44 63,56 62,74 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 11,88 9,33 9,68 

Sumber : BPS Kota Cilegon 

Pada bulan Agustus tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Penduduk Kota Cilegon sebesar 9,68 persen, naik 0,35 persen dibandingkan tahun 
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sebelumnya. Kenaikan TPT ini diakibatkan kÏÎÄÉÓÉ ËÅÔÅÎÁÇÁËÅÒÊÁÁÎ ÙÁÎÇ ȬËÕÒÁÎÇ 

ËÏÎÄÕÓÉÆȭ ÐÁÄÁ ÓÁÌÁÈ ÓÁÔÕ ÐÅÒÕÓÁÈaan besar di Cilegon. 

Berikut beberapa kemungkinan penyebab meningkatnya tingkat penganguran 

di Kota Cilegon Tahun 2019 : 

1) +ÅÂÉÊÁËÁÎ 04Ȣ +ÒÁËÁÔÁÕ 3ÔÅÅÌ ÕÎÔÕË ȰÍÅÎÇ-ÅÆÉÓÉÅÎÓÉËÁÎȱ ÄÁÎ ÍÅÎÇÈÅÎÔÉËÁÎ 

kerjasama atau afiliasi dengan berbagai perusahaan outsourcing. Hal ini 

berimbas pada fenomena PHK yang terjadi di banyak perusahaaan outsourcing 

yang sebelumnay bekerja sama dengan PT. KS. Tidak kurang dari 1300 tenaga 

ËÅÒÊÁ ÙÁÎÇ ÔÅÒÄÁÍÐÁË 0(+ ÓÅÈÉÎÇÇÁ ÂÅÒÕÂÁÈ ÓÔÁÔÕÓÎÙÁ ÄÁÒÉ ȰÐÅËÅÒÊÁȱ ÍÅÎÊÁÄÉ 

ȰÐÅÎÃÁÒÉ ËÅÒÊÁȱȢ 

2) Komposisi piramida penduduk Kota Cilegon (penduduk berdasarkan jenis 

kelamin dan kelompok umur) menunjukkan bahwa Kota Cilegon merupakan 

wilayah dengan penduduk ekspansif (penduduk muda). Hal ini mengindikasikan 

ÂÁÈ×Á ÓÅÔÉÁÐ ÔÁÈÕÎÎÙÁ ÂÁÎÙÁË ÔÅÒÊÁÄÉ ȰÔÒÁÎÓÉÓÉȱ ÄÁÒÉ ÐÅÎÄÕÄÕË ÂÕËÁÎ ÕÓÉÁ ËÅÒÊÁ 

ke penduduk usia kerja. Sehingga potensi terjadi penambahan angkatan kerja per 

tahun sangat besar. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Cilegon, 

bagaimana menjadikan masyarakat usia kerja yang produktif di dalam 

pembangunan, serta menciptakan generasi muda produktif yang berkualitas 

dalam menghadapi perekonomian global dan revolusi industri 4.0 yang sedang 

digaungkan oleh pemerintah dan pelaku industri di Indonesia. 

 

Gambar 1.17  Piramida Penduduk Kota Cilegon Tahun 2019 

 

 Terkait ketenagakerjaan, Kota Cilegon telah melakukan berbagai upaya untuk 

menekan tingkat pengangguran, beberapa diantaranya melalui : 
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1) Pemanfaatan Balai Latihan Kerja sebagai pusat peningkatan kapasitas SDM, yaitu 

dalam bentuk fasilitasi pelatihan, sertifikasi, hingga pelatihan vokasi. 

2) Perluasan dan replikasi fungsi balai latihan kerja ke 43 kelurahan melalui 

mekanisme Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan dalam wujud kegiatan 

pelatihan tenaga kerja di 43 kelurahan, sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

komoditas di masing-masing wilayah. 

3) Pelaksanan pembangunan sarpraswil di 43 Kelurahan melalui DPWkel tahun 

2017-2019 yang rata-rata menyerap ± 5.000 HOK (Hari/Orang/Kerja) per tahun 

yang tenaga kerjanya berasal dari masyarakat lokal.  

4) Pelaksanaan rangkaian program pro poor secara sinergi yang dilakukan melalui 

Dinas Sosial (melalui kelompok usaha bersama), Dinas Koperasi dan UMK 

(penumbuhan dan pengembangan usaha mikro dan kecil), dan lain sebagainya. 

1.3.5 Kondisi Kesejahteraan Sosial  

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa 

indikator sosial, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPMdan Kemiskinan. 

Gambaran rincian terhadap aspek kesejahteraan sosial di Kota Cilegon, secara umum 

sebagai  berikut : 

A. Indeks Pembangunan Manusia (I PM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks gabungan dari tiga 

ËÏÍÐÏÎÅÎ ȬÐÅÎÉÌÁÉȭ ËÕÁÌÉÔÁÓ ÓÕÍÂÅÒ ÄÁÙÁ ÍÁÎÕÓÉÁȢ *ÉËÁ ËÅÔÉÇÁ ËÏÍÐÏÎÅÎ ÔÅÒÓÅÂÕÔ 

memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki 

kualitas yang baik pula. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan seberapa besar 

tingkat pencapaian dari pembangunan yang telah dilakukan selama ini dari bidang 

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai Indeks Pembangunan Manusia adalah 

rata-rata dari ketiga indeks (Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Tingkat Pendidikan 

dan Indeks Pendapatan/Daya Beli Penduduk).  

Tabel 1.15  Perkembangan Komponen IPM Kota Cilegon Tahun 2011 ɀ 2019 

Indikator/ Variabel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Angka Harapan Hidup (tahun) 65,82 65,84 65,85 66,15 66,24 66,32 66,43 66,60 

Indeks angka harapan hidup 
(poin) 

70,49 70,52 70,54 71,00 71,14 71,26 71,43 71,69 

Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,18 12,67 13,07 13,10 13,11 13,12 13,13 13,15 

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 9,29 9,6 9,66 9,67 9,68 9,69 9,73 9,74 

Indeks pendidikan (poin) 64,80 67,19 68,51 68,62 68,68 68,74 68,91 68,99 

Daya Beli (ribu rupiah) 11.851 11.919 12.057 12.127 12.326 12.562 12.900 13.230 

Indeks daya beli (poin) 75,33 75,50 75,85 76,03 76,53 77,11 77,92 78,69 

IPM Cilegon 70,07 70,99 71,57 71,81 72,04 72,29 72,65 73,01 
Sumber : BPS Kota Cilegon, hasil olah 
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Capaian IPM Kota Cilegon selalu membaik dalam 6 tahun terakhir, terutama 

yang paling signifikan adalah dari aspek daya beli. Indeks daya beli di Kota Cilegon 

mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dibandingkan dengan aspek lainnya, 

terutama dikarenakan tingkat pengahasilan yang cukup membaik serta harga barang 

dan jasa yang menurun sehingga kemampuan untuk melakukan konsumsi meningkat. 

Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia indikator yang dilihat untuk 

melihat pencapaian tujuan tersebut adalah perkembangan Indek Pembangunan 

Manusia (IPM). Pada tahun 2019, IPM Kota Cilegon berada pada 73.01 naik 0.36 poin. 

Sementara itu, pada indeks kompositnya Indeks Pendidikan naik 0.09 poin dari 68.91 

menjadi 68.99, Indeks Angka Harapan Hidup naik 0.26 poin dari 71.43 menjadi 71.69, 

Indeks Daya Beli naik 0.77 poin dari 77.92 menjadi 78.69. Secara grafik, dapat terlihat 

pada gambar berikut: 

Gambar 1.18  Perkembangan IPM Kota Cilegon Tahun 2011-2019 beserta Indeks 
Kompositnya 

 

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, IPM Kota 

Cilegon menempati urutan ke-3 tertinggi di Provinsi Banten. Berikut Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon di antara 8 Kota di Provinsi Banten : 
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Tabel 1.16  Perkembangan IPM Kota Cilegon dan Banten Tahun 2012-2019 

Kabupaten/Kota 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kota Tangerang Selatan 77,68 78,65 79,17 79,38 80,11 80,84 81,17 81,48 

Kota Tangerang 74,57 75,04 75,87 76,08 76,81 77,01 77,92 78,43 

Kota Cilegon 70,07 70,99 71,57 71,81 72,04 72,29 72,65 73,01 

Provinsi Banten 68,92 69,47 69,89 70,27 70,96 71,42 71,95 72,44 

Kota Serang 69,43 69,69 70,26 70,51 71,09 71,31 71,68 72,1 

Kab Tangerang 68,83 69,28 69,57 70,05 70,44 70,97 71,59 71,93 

Kab Serang 62,97 63,57 63,97 64,61 65,12 65,6 65,93 66,38 

Kab Pandeglang 60,48 61,35 62,06 62,72 63,4 63,82 64,34 64,91 

Kab Lebak 60,22 61,13 61,64 62,03 62,78 62,95 63,37 63,88 

Gambar 1.19 IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan Kab/Kota di Provinsi Banten 
Tahun 2019 

 

Gambar 1.20.  IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional 

 
Sumber : BPS Banten, hasil olah 
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a) Indeks Angka Harapan Hidup (AHH)  

Dari tahun ke tahun Angka Harapan Hidup Kota Cilegon mengalami kenaikan. 

Pada tahun 2019, angka harapan hidup penduduk Kota Cilegon sebesar 66,60 artinya 

bayi yang dilahirkan mempunyai peluang/harapan untuk hidup selama 66 tahun. 

Peningkatan angka Indeks Harapan Hidup tersebut menunjukkan tingkat kesehatan 

penduduk Kota Cilegon semakin baik dari tahun sebelumnya. 

Pada tabel terlihat bahwa Indeks Angka Harapan Hidup selama empat tahun 

terakhir (2016 -2019) terus menunjukan peningkatan. Pembangunan bidang 

kesehatan di Kota Cilegon di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,17%. 

Tabel 1.17.  Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cilegon  
 Tahun 2010 ɀ 2019 

Indikator/ 

variabel  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Angka 

Harapan Hidup 

(AHH) 

(dalam tahun)   

65,72 65,78 65,82 65,84 65,85 66,15 66,24 66,32 66,43 66,60 

Sumber : BPS Kota Cilegon Tahun 2019  

Gambar 1.21  Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cilegon Tahun 2010 ɀ 
2019 

 

Sumber : BPS Kota Cilegon Tahun 2019 

Dari tahun ke tahun Angka Harapan Hidup Kota Cilegon mengalami kenaikan. 

Pada tahun 2019, angka harapan hidup penduduk Kota Cilegon sebesar 66,60 artinya 

bayi yang dilahirkan mempunyai peluang/harapan untuk hidup selama 66 tahun. 

Secara nilai angka AHH tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 
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sebesar 66,43. Diharapkan angka tersebut terus meningkat seiring dengan upaya 

pemerintah di dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Berdasarkan nilai Indeks Angka Harapan Hidup (IHH), nilai tahun 2019 

meningkat 0,26 poin menjadi 71,69. Jika melihat perkembangan IHH dari tahun 2010 

sampai dengan tahun 2019, peningkatan IHH dan AHH yangpaling signifikan terjadi 

pada tahun 2014-2015. Pertumbuhan nilai IHH setelah tahun 2015 mulai melambat 

namun memiliki kecenderungan pertumbuhan yang relative lebih tinggi 

dibandingkan tahun-tahun sebelum 2014. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat saat 

ini semakin merata seiring dengan adanya program jaminan kesehatan nasional 

sehingga berkecenderungan percepatan indeks AHH lebih baik dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya. Kota Cilegon, sebagai daerah industri yang cukup besar, tentunya 

memiliki resiko terhadap pencemaran lingkungan yang turut mempengaruhi derajat 

kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat tidak hanya di lakukan oleh sektor kesehatan tapi juga sektor lainnya di 

dalam proses pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan. 

b)  Indeks Pendidikan  

Indeks Pendidikan merupakan representasi dari dimensi pengetahuan di dalam 

IPM. Indeks pendidikan dihasilkan dari gabungan perhitungan antara Harapan Lama 

Sekolah dan Rata-Rata Lama sekolah. Pada perkembangannya Indeks Pendidikan 

Kota Cilegon senantiasa meningkat dari waktu ke-waktu. Namun dalam kurun waktu 

ÅÍÐÁÔ ÔÁÈÕÎ ÔÅÒÁËÈÉÒȟ ÐÅÎÉÎÇËÁÔÁÎÎÙÁ ÍÕÌÁÉ ȰÍÅÌÁÎÄÁÉȱ ÓÅÂÁÇÁÉÍÁÎÁ ÔÅÒÌÉÈÁÔ ÐÁÄÁ 

gambar berikut : 

Gambar 1.22 Perkembangan Indeks Pendidikan Tahun 2010-2019 
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1)  Harapan lama sekolah  

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) 

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. 

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur 

berikutny a sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk 

untuk umur yang sama saat ini.  

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. 

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di 

berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) 

yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. 

Pada tahun 2019 harapan lama sekolah Kota Cilegon sedikit mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2018 angka harapan 

lama sekolah sebesar 13,13 tahun, maka tahun 2019 meningkat menjadi 13,15 tahun, 

Harapan lama sekolah mengalami peningkatan sebanyak 0,02 tahun. Peningkatan 

tersebut tentunya didukung oleh peningkatan minat penduduk untuk mengenyam 

pendidikan lebih tinggi.  

Dalam hal ini, untuk meningkatkan harapan lama sekolah, perlu menciptakan 

kebijakan yang mendukung iklim pendidikan yang merata dan terjangkau. Sejak 

ditariknya kewenangan Pendidikan Menengah dari Kota ke Provinsi, Pemerintah Kota 

Cilegon kini lebih fokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan yang merata, 

terjangkau, bermutu dan kompetitif bagi pendidikan dasar. Pendidikan yang merata 

dan terjangkau diwujudkan dengan cara mendekatkan layanan pendidikan kepada 

masyarakat sehingga masyarakat diseluruh wilayah Kota Cilegon dapat mengenyam 

pendidikan. Sedangkan pada aspek mutu dan kompetitif, pendidikan di Kota Cilegon 

diarahkan pada Program Sekolah Mantap. 

2)  Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Rata-rata lama sekolah (RLS) yang didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar 

penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal 

(tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah 

dibutuhkan informasi: partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang 

pernah/sedang diduduki, ijasah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi 

yang pernah/sedang diduduki. Kegunaan dari indikator RLS adalah untuk melihat 

kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka RLS 

menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. 

Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang 

ditamatkannya.  

Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cilegon selama empat 

tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan. Rata-rata lama sekolah Kota 
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Cilegon mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,14 poin per tahun sepanjang 

tahun 2010 sampai 2019, dan selama 3 tahun terakhir hanya meningkat 0,01 poin 

setiap tahunnya, namun pada tahun 2019 ini rata-rata lama sekolah mengalami 

peningkatan sebesar 0,05 poin lebih tinggi dari rata-rata tiga tahun terakhir. Pada 

tahun 2019 sebesar 9,74 tahun, menunjukkan bahwa secara rata-rata lama sekolah 

penduduk Kota Cilegon telah mampu menyelesaikan pendidikan tingkat SMP.  

Pada dasarnya, angka RLS yang telah dicapai Kota Cilegon telah melampaui 

target wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Artinya setiap penduduk Kota Cilegon 

yang berusia 25 tahun keatas, telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). Namun jika dilihat percepatan pertumbuhan RLS secara series. Kota 

Cilegon dan beberapa kota lainnya di Provinsi Banten mengalami pertumbuhan RLS 

yang relative lambat dengan pertambahan sebesar 0.01 poin.  

Tabel 1.18  Perkembangan Harapan lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota 
Cilegon Tahun 2012 ɀ 2019 

Indikator/ Variabel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Harapan Lama 
Sekolah (tahun) 

12,18 12,67 13,07 13,10 13,11 13,12 13,13 13,15 

Rata-Rata Lama 
Sekolah (tahun) 

9,29 9,6 9,66 9,67 9,68 9,69 9,73 9,74 

Sumber : BPS Kota Cilegon Tahun 2019 

 

Gambar 1.23  Grafik Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama 
sekolah Kota Cilegon Tahun 2012-2019 

 

Sumber : BPS Kota Cilegon   
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c) Indeks Tingkat Daya Beli 

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup 

layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat 

kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin 

membaiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan 

rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang diukur dengan 

kemampuan daya beli (purchasing power parity).  

Besarnya nilai Indeks Tingkat Daya Beli (PPP) menunjukkan tingkat 

kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar PPP, mengindikasikan 

kesejahteraan penduduk semakin membaik. Tingkat kesejahteraan masyarakat 

dapat dilihat dari besarnya Indeks Daya Beli Penduduk. Tahun 2019, tingkat Daya 

Beli Penduduk Kota Cilegon sebesar Rp 13,23 juta dengan nilai indeks 78,69. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2018, indeks daya beli naik 0,77 poin. Secara series 

perkembangannya terlihat pada tabel dan gambar berikut : 

Tabel 1.19 Perkembangan Daya Beli Penduduk Kota Cilegon Tahun 2012 ɀ 2019 

Indikator/ Variabel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Daya Beli  
(dalam ribuan rupiah)  

11.852 11.919 12.057 12.127 12.326 12.562 12.900 13.230 

Sumber : BPS Kota Cilegon Tahun 2018 

 

Gambar 1.23 Grafik Perkembangan Daya Beli Penduduk Kota Cilegon Tahun 2010-
2019 (per kapita per tahun) (dalam juta rupiah) 

 

 

Sumber : BPS Kota Cilegon 
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Gambar 1.24 Perbandingan Capaian Indeks Daya Beli dan Pengeluaran Perkapita 
2010-2019 

 

 
Peningkatan daya beli juga berjalan beriringan dengan peningkatan PDRB, 

terutama pada sektor-sektor unggulan Kota Cilegon seperti perdagangan dan jasa, 

serta industri pengolahan. Meningkatnya produksi barang dan jasa, akan berimplikasi 

pada pendapatan pekerja (di sektor terkait) yang juga meningkat. 

Peningkatan daya beli dipengaruhi pula oleh intervensi pemerintah yang 

ÍÅÎÊÁÇÁ ȰÌÅÖÅÌȱ ÄÁÙÁ ÂÅÌÉ ÔÅÒÕÔÁÍÁ ÕÎÔÕË ÍÁÓÙÁÒÁËÁÔ ÒÕÍÁÈ ÔÁÎÇÇÁ ÓÁÓÁÒÁÎ ɉ243Ɋȟ 

terutama pada aspek pemenuhan pelayanan dasar, maupun meningkatkan 

keberdayaan ekonomi melalui  berbagai program perlindungan sosial dari 

pemerintah seperti JSCM, Raskin/ BPNT (bantuan langsung pangan non tunai), PKH, 

Kube (kelompok usaha bersama), dan lain sebagainya. 

Dalam 2 tahun terakhir, peningkatan daya beli masyarakat kota Cilegon 

meningkat cukup signifikan, yaitu 2,5 hingga 2,7 % per tahun. Ini sejalan pula dengan 

peningkatan upah minimum Kota Cilegon yang meningkat cukup drastis dalam 3 

tahun terakhir. Kota Cilegon bahkan menempatkan urutan tertinggi di provinsi 

Banten dalam hal nilai UMK, yaitu dari tahun 2018 hingga 2020 berturut-turut 

sebesar 3,62 juta (2018), 3,91 juta (2019) dan 4,24 juta (2020). Dengan rata-rata 

peningkatan UMK sebesar 8% per tahun. 
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B. Kemiskinan  

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan 

bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah 

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis 

kemiskinan. BPS menentukan angka kemiskinan dengan menggunakan Garis 

Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk 

yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan 

dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) 

merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 

dengan 2100 kilokalori perkapita perhari, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan 

(GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan 

kesehatan.  

Berdasarkan data BPS, Tingkat Kemiskinan Kota Cilegon pada tahun 2019 

berada pada angka 3,03%, atau sekitar 13 ribuan penduduk. Pendekatan tersebut 

adalah pendekatan moneter yang menghitung bahwa pendapatan mereka berada di 

bawah garis kemiskinan makanan dan non makanan dengan angka (garis 

kemiskinan) GK 2019 Rp. 459.469.  Angka kemiskinan tersebut turun 0,22 poin jika 

dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada tahun sebelumnya (2018). 

Gambar 1.25 Perbandingan Tingkat Kemiskinan terhadap Garis Kemiskinan 

 

Sumber: BPS Provinsi Banten, hasil olah 

Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi 

Banten, tingkat kemiskinan Kota Cilegon menempati peringkat kedua terendah 

setelah Kota Tangerang selatan dengan tingkat kemiskinan sebesar 1,68%. 
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Gambar 1.26. Urutan Tingkat Kemiskinan se Provinsi Banten Tahun 2019 

 

Sumber: BPS Provinsi Banten, hasil olah 

Gambar 1.27 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Banten dan Cilegon 

 
Sumber: BPS Provinsi Banten, hasil olah 

Penurunan angka kemiskinan merupakan implikasi dari berbagai program 

perlidungan sosial dan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh 

pemerintah kota Cilegon melalui intervensi di berbagai sektor (lintas OPD) 

diantaranya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), JSCM, Santunan Kematian, 

Beasiswa pendidikan untuk RTS, jaminan kesehatan untuk RTS, pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui Kube, penumbuhan UMK dan lain sebagainya yang 

semuanya merupakan instrumen-ÉÎÓÔÒÕÍÅÎ ÕÎÔÕË ÍÅÎÊÁÇÁ ȰÄÁÙÁ ÂÅÌÉȱ ÍÁÓÙÁÒÁËÁÔ 

dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, khususnya dalam pemenuhan kalori 

(kebutuhan pangan) berdasarkan garis kemiskinan nasional.
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2.1 KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA 
CILEGON 

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan 

yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara. 

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, 

perlu dilakukan  perluasan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pemberian 

diskresi dalam penetapan tarif dengan dilaksanakan  berdasarkan prinsip demokrasi, 

pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan 

memperhatikan kemampuan potensi daerah. Pengelolaan keuangan daerah 

merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang 

didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari 

pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti 

daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya 

secara bertanggungjawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. 

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat, tepat dan 

hati-hati. Pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang 

dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun. Pengelolaan Keuangan 

Daerah tercermin pada APBD setiap tahun yang secara rinci akan dijelaskan dalam 

bentuk rekapitulasi APBD Tahun 2019 yang memuat pengelolaan pendapatan, 

pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan. 
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2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

Definisi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih. Adapun jenis Pendapatan sebagai tertuang dalam Pasal 25 

dikelompokan atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Dana Perimbangan; dan 

c. LainȤlain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan 

terdiri dari :  

a. Pajak Daerah;  

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan 

d. LainȤlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berlandaskan kepada Undang-undang 28 

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Adapun kelompok pendapatan Dana Perimbangan dibagi menurut jenis 

Pendapatan terdiri dari : 

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Adapun kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  dibagi 

menurut jenis Pendapatan terdiri dari : 

a. Dana Hibah (BOS SD dan SMP) 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya  

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota 

Cilegon yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon 5 tahun, kebijakan 

pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan untuk : 

a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan 

Daerah melalui perbaikan system dan prosedur serta perbaikan administrasi; 

b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek/subjek, peningkatan 

pengawasan dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

c. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah; 

d. Peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak 

sesuai. 



 

  

 

52 

2.2.1 Pertumbuhan  Pendapatan Daerah  

Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Capaian penerimaan 

realisasi Pendapatan Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2015 ɀ 2019 mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun lebih 

dari 5%. 

Terhitung sejak tahun 2015 realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1,40 

Triliun , terjadi peningkatan di tahun 2016 sebesar Rp. 204 Milyar sehingga realisasi 

menjadi Rp. 1,61 Triliun, -, terjadi peningkatan di tahun 2017 sebesar Rp. 299 

Millyar  sehingga total penerimaan menjadi  Rp. 1,70 Triliun, - di tahun 2018 

mengalami peningkatan sebesar Rp. 220 Milyar sehingga total penerimaan menjadi 

Rp. 1,63 Triliun, -. dan di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 357 

Milyar sehingga total penerimaan menjadi Rp. 1,766 Triliun  Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 Tabel Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah 

Tahun Realisasi Pendapatan 
Laju Pertumbuhan 

terhadap Tahun 2015  

% Laju 
Pertumbuhan 

terhadap 
Tahun 2015 

Keterangan 

          

2015 1.409.261.799.808        
2016 1.614.162.030.694  204.900.230.886 15%  2016 - 2015 
2017 1.708.838.034.694  299.576.234.886 21%  2017 - 2015 
2018 1.630.020.024.950  220.758.225.142  16%  2018 - 2015 
2019 1.766.980.559.475 357.718.759.667 25%  2019 - 2015 

   136.960.534.525 8,40% 2019 - 2018 
 

Perbandingan laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Daerah dari tahun 2019 

terhadap tahun 2015 mencapai 25%  atau terdapat peningkatan sebesar Rp. 357 

milyar.  Sedangkan perbandingan laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Daerah 

dari tahun 2019 terhadap tahun 2018 mencapai 8,40%  atau terdapat peningkatan 

sebesar Rp. 136,9 milyar . 

2.2.2 Deskripsi Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun A nggaran 201 9 

Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

sebesar Rp. 1.881.449.605.475 ,- dengan realisasi sebelum audit oleh BPK-RI 

sebesar Rp. 1.766.980.559.475 ,- atau mencapai 93,92% , dengan sisa anggaran 

pendapatan tahun anggaran 2019 sebesar (Rp. 114.469.046.000, -). 

Hal tersebut dipengaruhi dari pencapaian penerimaan sektor Pendapatan Asli 

Daerah dengan capaian sebesar  92,26%  tidak terlampaui sebesar (Rp. 

53.282.238.388, -), sektor Dana Perimbangan dengan capaian mencapai 95,00%  



 

  

 

53 

tidak terlampaui sebesar (Rp. 45.647.068.980 ,-), dan Sektor Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah dengan capaian mencapai 94,47%  tidak terlampaui sebesar (Rp. 

15.539.738.632 ,-). Adapun rincian rencana dan realisasi Pendapatan Daerah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.2 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

NO. URAIAN  RENCANA  REALISASI  
% 

CAPAIAN  

  TOTAL PENDAPATAN      1.881.449.605.475            1.766.980.559.475  93,92% 

1 Pendapatan Asli Daerah 688.080.294.550 634.798.056.162 92,26% 

2 Dana Perimbangan 912.378.533.000 866.731.464.020 95,00% 

3 
Lain-Lain Pendapatan  
Daerah yg Sah 

280.990.777.925 265.451.039.293 94,47% 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited) 

Gambar 2.1 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2019 

 

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon dalam APBD Perubahan 

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 688.080.294.550 ,- adapun realisasi sebesar  

Rp. 634.798.056.162 ,- atau mencapai 92,26% atau tidak terlampaui/selisih  

sebesar Rp. 53.282.238.388, hal tersebut disebabkan : 

1. Capaian Pajak Daerah sebesar 90,43%. tidak terlampaui sebesar (Rp. 

51.691.918.583 ,-). dikarenakan pada sektor Pajak Mineral bukan logam dan 

batuan tidak tercapai mengingat proses perluasan salah satu perusahaan yang 

diperkirakan akan selesai pada tahun 2019 ternyata tidak selesai sehingga 

terjadi kemunduran penyelesaian di tahun berikutnya, pada sektor Pajak 

BPHTB disebabkan transaksi penerimaan potensial di tahun 2019 yang 
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diproyeksikan akan masuk namun hingga akhir tahun 2019 belum terjadi, dan 

pada sektor PBB disebabkan masih adanya wajib pajak yang menunggak Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

2. Capaian Retribusi Daerah sebesar 106,67% , kinerjanya melampaui target 

sebesar Rp. 1.170.863.114,-. Merupakan hasil intensifikasi dan ekstensifikasi 

pemungutan sektor retribusi daerah yang dilakukan oleh OPD pengelola 

retribusi daerah.  

3. Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  tercapai 100%. 

Hasil audite Independen BUMD. 

4. Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 97,56%. Tidak 

terlampaui sebesar Rp. 2.761.147.919. Mengingat terdapat kendala 

penerimaan atas Lain-lain PAD komponen BLUD RSUD Kota Cilegon atas 

kerjasama dengan BPJS. 

Adapun rincian rencana dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut 

: 

Tabel 2.3 Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun 
Anggaran 2019 

NO. URAIAN RENCANA REALISASI 
% 

CAPAIAN 

  TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 688.080.294.550 634.798.056.162 92,26% 

1 Hasil Pajak Daerah 540.425.611.122 488.733.692.539 90,43% 

2 Hasil Retribusi Daerah 17.557.451.636 18.728.314.750 106,67% 

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.127.092.370 17.127.057.370 100,00% 

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 112.970.139.422 110.208.991.503 97,56% 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited) 

Gambar 2.2 Capaian Pendapatan Asli Daerah beserta Komponennya 
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Gambar 2.3 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah 

 

Deskr ipsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon  

1. Hasil Pajak Daerah  

Target Pendapatan dari sektor Pajak Daerah Kota Cilegon dalam  APBD Perubahan 

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 540.425.611.122 ,- dengan realisasi sebesar                                        

Rp. 488.733.692.539 ,- atau mencapai 90,43%  artinya tidak tercapainya target 

yang telah ditetapkan sebesar  (Rp. 51.691.918.583 ,-). Hal tersebut dipengaruhi 

dari capaian : 

1. Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

hanya terealisasi sebesar 68,55%  atau tidak terlampaui target sebesar (Rp. 

59.395.892.696 ,-). Tidak tercapainya target BPHTB, hal tersebut 

dikarenakan transaksi yang potensial/besar yang diperkirakan akan terjadi di 

tahun 2019, namun hingga akhir tahun 2019 belum terjadi. 

2. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar 87,58% 

tidak terlampaui target sebesar (Rp. 1.155.293.100, -), tidak tercapainya 

terget dikarenakan proses perluasan salah satu perusahaan yang diperkirakan 

akan selesai pada tahun 2019 ternyata tidak selesai pada tahun 2019 sehingga 

mengalami kemunduran penyelesaian di tahun berikutnya. 

3. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, dan Perkotaan mencapai 

98,18%  atau tidak tercapai sebesar (Rp. 1.602.987.258, -), hal tersebut 

dikarenakan terdapat wajib pajak yang menunggak. 

4. Realisasi Pajak Penerangan Jalan mencapai 100,09%  atau melampaui target 

sebesar Rp. 190.428.545,-, 
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5. Realisasi Pajak Reklame mencapai 150,15%  atau melampaui target sebesar 

Rp. 631.936.109,-, 

6. Realisasi Pajak Air Tanah mencapai 105,00%  atau melampaui target sebesar 

Rp. 75.066.769, -,  

7. Realisasi Pajak Hotel mencapai 107,92%  atau melampaui target sebesar Rp. 

826.118.434 ,-, 

8. Realisasi Pajak Restoran mencapai 129,12%  atau melampaui target sebesar 

Rp. 7.243.241.400 ,-,  

9. Realisasi Pajak Hiburan mencapai 117,94%  atau melampaui target sebesar 

Rp. 708.955.910,- 

10. Realisasi Pajak Parkir mencapai 130,74%  atau melampaui target sebesar Rp. 

522.628.156, -. 

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan dari sektor Pajak Daerah sebagai 
berikut : 

Tabel 2.6 Rencana dan RealisasiHasil Pajak Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 
2019 

NO. URAIAN RENCANA REALISASI % CAPAIAN 
 HASIL PAJAK DAERAH 540.425.611.122 488.733.692.539 90,43% 

1 Pajak Hotel 10.425.000.000 11.251.118.434 107,92% 

2 Pajak Restoran 24.876.000.000 32.119.241.400 129,12% 

3 Pajak Hiburan 5.423.000.000 6.395.835.058 117,94% 

4 Pajak Reklame 1.260.000.000 1.891.936.109 150,15% 

5 Pajak Penerangan Jalan 209.000.000.000 209.190.428.545 100,09% 

6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 9.300.000.000 8.144.706.900 87,58% 

7 Pajak Parkir 1.700.000.000 2.222.628.156 130,74% 

8 Pajak Air Tanah 1.500.000.000 1.575.066.769 105,00% 

9 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 

88.072.000.000 86.469.012.742 98,18% 

10 
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) 

188.869.611.122 129.473.718.426 68,55% 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019(Unaudited) 

Gambar 2.4 Capaian Komponen Pendapatan Pajak Daerah 
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Gambar 2.5 Kontribusi Realisasi Pajak Daerah 

 

2. Hasil Retribusi Daerah  

Target pendapatan dari sektor Retribusi Daerah Kota Cilegon dalam APBD 

Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar  Rp. 17.557.451.636,- dengan realisasi 

sebelum audit oleh BPK-RI sebesar Rp. 18.728.314.750,- atau mencapai 

106,67%, yang bersumber dari komponen Retribusi Daerah : 

1. Capaiaan Retribusi Jasa Umum sebesar 95,31%, tidak terlampaui sebesar (Rp. 

172.861.636 ,-) atau terealisasi sebesar Rp. 3.511.890.000,- dari target 

sebesar Rp. 3.684.751.636,-. Hal tersebut dipengaruhi dari : 

- Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai 121,32%  atau 

melampaui target sebesar Rp. 255.871.000 ,-, mengingat terdapat 

pencairan Dana JKN atas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kota 

Cilegon. 

- Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar mencapai 119,77%  atau melampaui 

target sebesar Rp. 115.054.000,-, sesuai dengan potensi penerimaan 

tahun 2019. 

- Realisasi Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran mencapai 

114,40%  atau melampaui target sebesar Rp. 10.082.000,-.  

Namun terdapat beberapa sektor yang tidak melampaui target 

diantaranya : 

- Pada Tahun Anggaran 2019 Retribusi Pelayanan Parkir tidak terealisasi 

dikarenakan pungutan retribusi parkir dihentikan. 

- Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan mencapai 84,88%  atau tidak 
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berkurangnya pembayaran retribusi dari wajib retribusi sampaj yang 

berasal dari sumber industri akibat pelarangan pembuangan sampahnya 

ke TPSA Bagendung selama 2 bulan (bulan Agustus dan September 2019) 

akibat adanya kebakaran TPSA Bagendung.  

- Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp. 

453.473.000, - atau 98,52% pencapaian PAD itu melebihi dari target 

tahun 2018 sebesar Rp. 408.017.500,- meski belum mencapai target 

100% dari PAD yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 460.284.054,- tetapi 

sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya, kedepan mudah-mudahan 

bisa mencapai target 100%. 

2. Capaiaan Retribusi Jasa Usaha mencapai 114,78% atau melampaui target 

sebesar Rp. 268.944.600  dari target sebesar Rp. 1.819.700.000,- dengan 

total penerimaan sebesar Rp. 2.088.644.600,-. Adapun komponen yang 

mempengaruhi realisasi tersebut adalah : 

- Realisasi Retribusi Terminal mencapai 90,38%  atau tidak terlampaui 

sebesar (Rp. 6.418.000,-). Mengingat terdapat kendala baik dari aspek 

petugas, pedagang, peraturan, fasilitas, dan karakteristik tertentu yang ada 

di Terminal Seruni. 

Dan terdapat beberapa sektor Retribusi Daerah Jasa Umum yang mengalami 

Melampaui target diantaranya : 

- Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mencapai 116,41% atau 

melampaui target sebesar Rp. 275.302.600,-. Hal tersebut dipengaruhi 

dari capaian pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang 

dikelola beberapa OPD diantaranya : 

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon dengan capaian 

penerimaan retribusi pemakaiaan kekayaan daerah mencapai 105%  

melampaui target sebesar Rp. 7.990.000,- 

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian penerimaan 

retribusi pemakaiaan kekayaan daerah mencapai 86,36%  tidak 

terlampaui sebesar (Rp. 58.249.800,-). 

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal pengelolaan 

Retribusi Kekayaan Daerah mencapai 129,60%  dengan realisasi 

sebesar Rp. 1.425.562.400 ,- dari target sebesar Rp. 1.100.000.000,-. 

- Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan, mencapai 100,08%  atau 

melampaui target sebesar Rp. 60.000,-. Atas pelaksanaan intensifikasi dan 

ekstensifikasi yang dilakukan oleh OPD pengelola.  

3. Capaiaan Retribusi Perizinan Tertentu  mencapai 108,92%  melampaui 

target sebesar Rp. 1.074.780.150 ,- dari target sebesar  Rp. 12.053.000.000.- 
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dengan total penerimaan sebesar Rp. 13.127.780.150 ,-. Adapun komponen 

yang mempengaruhi capaiaan retribusi perizinan tertentu yakni :  

- Realisasi capaian pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mencapai 

101,95% atau melampaui target sebesar Rp. 155.919.450,-. 

- Realisasi pada Retribusi IMTA mencapai 123,47%  atau melampaui target 

sebesar Rp. 938.615.600 ,-. Dengan diterbitkanya Surat Edaran 

Kementerian Dalam Negeri Nomor 569/424/SJ tentang penerimaan 

daerah yang bersumber dari pembayaran dana kompensasi penggunaan 

tenaga kerja asing. Sehingga Dana Konpensasi penggunaan tenaga kerja 

asing (DPTKA) Masih dapat di pungut Oleh Kota Cilegon. 

Namun terdapat sektor retribusi perizinan tertentu yang tidak 

melampaui target yakni : 

- Realisasi Retribusi Izin Trayek dengan capaian 62,73%  atau tidak 

terlampaui sebesar (RP. 19.754.900,-) mengingat kurangnya kesadaran 

dari wajib retribusi (angkutan umum) dalam melaksanakan kewajiban 

membayar Retribusi Izin Trayek. 

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor retribusi daerah sebagai 
berikut : 

Tabel 2.7 Rencana dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 

NO. URAIAN  RENCANA  REALISASI  
% 

CAPAIAN  

  HASIL RETRIBUSI DAERAH 17.557.451.636 18.728.314.750 106,67% 

1 TOTAL RETRIBUSI JASA UMUM 3.684.751.636 3.511.890.000 95,31% 

1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.200.000.000 1.455.871.000 121,32% 

1.2 
Retribusi Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan 

972.577.582 825.520.000 84,88% 

1.3 
Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan 
Umum 

400.000.000 0 0,00% 

1.4 Retribusi Pelayanan Pasar 581.890.000 696.944.000 119,77% 

1.5 
Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor 

460.284.054 453.473.000 98,52% 

1.6 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran 

70.000.000 80.082.000 114,40% 

1.7 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 0,00 0,00 0,00% 

2 TOTAL RETRIBUSI JASA USAHA 1.819.700.000 2.088.644.600 114,78% 

2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.677.200.000 1.952.502.600 116,41% 

2.2 Retribusi Terminal 66.700.000 60.282.000 90,38% 

2.4 Retribusi Rumah Potong Hewan 75.800.000 75.860.000 100,08% 

3 
TOTAL RETRIBUSI PERIZINAN 
TERTENTU 

12.053.000.000 13.127.780.150 108,92% 

3.1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 8.000.000.000 8.155.919.450 101,95% 

3.3 Retribusi Izin Trayek 53.000.000 33.245.100 62,73% 

3.4 
Retribusi IMTA (Izin Memperkerjakan 
Tenaga Asing) 

4.000.000.000 4.938.615.600 123,47% 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited) 
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Gambar 2.6 Capaian Komponen Retribusi Daerah Tahun 2019 

 

 

Gambar 2.7 Capaian Retribusi Jasa Umum 
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Gambar 2.8 Capaian Retribusi Jasa Usaha 

 

 

Gambar 2.9 Capaian Retribusi Perizinan Tertentu 
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3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang  Dipisahkan  

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, realisasi Bagian Laba atas 

Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan penerimaan 

mencapai 100,00%  dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 

17.127.092.370 ,- adapun realisasi sebesar Rp. 17.127.057.370,- tersebut 

merupakan hasil audit independen masing-masing BUMD Kota Cilegon. 

- Bank Jabar Banten Cabang Kota Cilegon pada tahun anggaran 2019 

memiliki total sektor modal (modal disetor + Agio) sebesar Rp. 

19.499.998.200, - dengan jumlah deviden kepada Pemerintah Daerah Kota 

Cilegon sebesar Rp. 5.420.463.073,- dengan lembar saham sebanyak 

60.631.578 . 

- Realisasi Bagi Hasil Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 

Daerah PT. BPRS Cilegon Mandiri telah mencapai target yang telah 

ditetapkan sebesar Rp. 621.743.186,- atau 100%  adapun realisasi tersebut 

berdasarkan keputusan RUPS nomor 72 tanggal 09 April 2019.  

- PDAM Cilegon Mandiri  memperoleh laba tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 

6.909.933.161, - dari proyeksi anggaran perusahaan sebesar Rp. 

6.145.651.000, - atau terealisasi sebesar 112% . Untuk proyeksi Pendapatan 

Asli Daerah adalah sebesar 50%  atas laporan laba rugi tahun anggaran 2019 

yakni sebesar Rp. 3.454.966.581,- dari target Proyeksi RPJMD sebesar Rp. 

3.000.000.000, - sehingga hasil pencapaian terealisasi sebesar 115% . 

- Laba PT. PCM dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan 

sebesar 4%. PT. PCM telah menyetorkan PAD tahun anggaran 2019 ke Kas 

Umum Daerah Kota Cilegon senilai Rp. 7.510.816.736,-, dengan 3 tahap 

penyetoran, namun terdapat kurang bayar sebesar Rp. 35.000,- merupakah 

potongan administrasi dari pihak Bank berupa beban RTGS, namun di tahun 

2020 pihak Bank terkait telah menyetorkan sejumlah Rp. 35.000,- ke Kas 

Daerah Kota Cilegon. 

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut : 

Tabel 2.8 Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

No. URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

RENCANA REALISASI (%) 

  
TOTAL HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG 
DIPISAHKAN 

17.127.092.370 17.127.057.370 100,0% 

1 Laba PDAM 3.574.069.375 3.574.069.375 100,0% 

2 Laba PT. PCM 7.510.816.736 7.510.781.736 100,0% 

3 Laba PT. BPRS 621.743.186 621.743.186 100,0% 

4 Laba Bank Jabar Banten Cabang Cilegon 5.420.463.073 5.420.463.073 100,0% 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019(Unaudited) 



 

  

 

63 

Gambar 2.10 Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
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- Realisasi Pendapatan atas Denda Pajak Daerah mencapai 231,20% 

melampaui target sebesar Rp. 1.010.878.336,-. 

- Adanya komponen Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak 

dipisahkan sebesar Rp. 826.967.520,- yang tidak terproyeksikan sebagai 

target pendapatan daerah. Namun dalam kurun waktu 3 bulan terakhir di 

tahun 2019 terjadi transaksi atas komponen pendapatan tersebut. 

Namun terdapat beberapa sektor Lain-lain PAD yang sah yang tidak 

melampaui target, diantaranya : 

- Realisasi Capaian Lain-lain PAD yang Sah komponen BLUD RSUD Cilegon 

mencapai 94,63% tidak terlampaui sebesar (Rp. 4.184.975.742, -), 

mengingat adanya piutang yang ditimbulakan oleh pihak BPJS selama 3 (tiga) 

bulan periode bulan Oktober, November, dan Desember 2019.  

- Rendahnya penerimaan Jasa Giro Kas Daerah mencapai 78,41%  atau tidak 

terlampaui sebesar (Rp. 473.090.414, -).  

- Realisasi penerimaan atas Pendapatan Sewa Cicilan Kios di tahun 2019 hanya 

mencapai 10,06%  itu berarti hanya terealisasi sebesar Rp. 105.412.878,- 

dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 1.047.733.212,- dikarenakan 

tingkat kesadaran masyarakat pedagang dalam membayar angsuran kurang, 

akibatnya mereka mengosongkan lapaknya dan memilih untuk berdagang di 

luar. 

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut : 

Tabel 2.9 Rencana dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota 
Cilegon Tahun Anggaran 2019 

URAIAN PENERIMAAN 
ANGGARAN                 

APBD TAHUN 2019 
REALISASI                 
TAHUN 2019 

% 

LAIN-LAIN PAD YANG SAH 112,970,139,422 110,208,991,503 97.56% 

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 0 826,967,520  

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak 
Dipakai 

0             63,099,999   

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 0           120,486,867   

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 0           593,499,774   

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Tiga 0 8,880,880   

Penjualan Tanah Galian 0             41,000,000   

Penerimaan Jasa Giro 2,191,118,256 1,718,027,842 78.41% 

Jasa Giro Kas Daerah 2,191,118,256 1,718,027,842 78.41% 

Pendapatan Bunga Deposito 12,250,000,000 13,052,573,226 106.55% 

Rekening Deposito pada Bank Jabar 12,250,000,000 13,052,573,226 106.55% 

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan 
Pekerjaan 

17,340,372 197,356,422 1138.13% 
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URAIAN PENERIMAAN 
ANGGARAN                 

APBD TAHUN 2019 
REALISASI                 
TAHUN 2019 

% 

Bidang Pendidikan 0 121,533,375 #DIV/0! 

Bidang Kesehatan 0 35,161,492 #DIV/0! 

Bidang Pekerjaan Umum 6,812,622 10,354,677 151.99% 

Bidang Perumahan Rakyat 10,527,750 21,383,210 203.11% 

Bidang Lingkungan Hidup 0 8,923,668 #DIV/0! 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 207,500,000 221,700,000 106.84% 

 Kerugian Uang Daerah 0 0 #DIV/0! 

 Kerugian Barang Daerah 207,500,000 221,700,000 106.84% 

Pendapatan Denda Pajak 770,500,000 1,781,378,336 231.20% 

Pendapatan Denda Pajak Hotel 40,000,000 56,032,805 140.08% 

Pendapatan Denda Pajak Restoran 40,000,000 89,451,406 223.63% 

Pendapatan Denda Pajak Hiburan 3,000,000 2,703,337 90.11% 

Pendapatan Denda Pajak Reklame 75,000,000 108,798,930 145.07% 

Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 300,000 4,604 1.53% 

Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 

5,000,000 48,370,724 967.41% 

Pendapatan Denda Parkir 5,000,000 6,643,129 132.86% 

Pendapatan Denda Air Tanah 2,200,000 909,179 41.33% 

Pendapatan Denda PBB Perdesaan dan Perkotaan 600,000,000 1,468,464,222 244.74% 

Pendapatan Denda Retribusi 6,500,000 19,216,781 295.64% 

Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran 

0 0 #DIV/0! 

Pendapatan Denda Retribusi Kekayaan Daerah 4,500,000 6,279,688 139.55% 

Pendapatan Denda Retribusi IMB 2,000,000 12,937,093 646.85% 

Pendapatan dari Pengembalian 1,300,000,000 1,022,944,966 78.69% 

Pendapatan dari Pengembalian Temuan 1,300,000,000 1,022,944,966 78.69% 

Pendapatan Sewa 1,071,733,212 141,561,416 13.21% 

Cicilan Kios 1,047,733,212 105,412,878 10.06% 

MCK Umum 24,000,000 36,148,538 150.62% 

Dana Kapitasi JKN pada FKTP 11,963,308,082 12,631,882,808 105.59% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cilegon 1,311,862,156 1,295,524,715 98.75% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Ciwandan 1,925,847,519 2,097,174,900 108.90% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cibeber 1,625,663,543 1,796,076,883 110.48% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Grogol 988,501,663 992,506,948 100.41% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Pulomerak 1,635,998,246 1,828,655,301 111.78% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Purwakarta 1,086,705,579 1,119,188,906 102.99% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Jombang 1,384,889,747 1,468,224,586 106.02% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Citangkil 2,003,839,629 2,034,530,569 101.53% 

Pendapatan BLUD 81,192,139,500 77,025,673,660 94.87% 

Pendapatan BLUD - RSUD 78,000,000,000 73,815,024,258 94.63% 

Pendapatan BLUD - PDB 3,192,139,500 3,210,649,402 100.58% 

Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya 2,000,000,000 1,569,708,526 78.49% 

Lain-Lain PAD yang Sah Lain-lainnya 2,000,000,000 1,569,708,526 78.49% 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019(Unaudited) 

 

Gambar 2.10a Realisasi Komponen Lain-lain PAD yang Sah 
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Gambar 2.10b Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 
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Gambar 2.10c Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak 
dipisahkan 

 

 

Gambar 2.10d Realisasi Total Pendapatan BLUD 
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B. DANA PERIMBANGAN 

Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2019 dari Dana Perimbangan 

mencapai 95,00%  atau sebesar Rp. 866.731.464.020 ,- artinya terdapat deviasi 

5,00%  dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 912.378.533.000, -. Yang 

bersumber dari komponen : 

1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 74,67%  atau terealisasi sebesar Rp. 

98.126.631.451 ,-. Dari target sebesar Rp. 131.420.440.000 ,-. Capaian 

tersebut berdasarkan pada aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 

180/PMK.07/2019 tentang perubahan rincian DBH dan penyaluran DBH 

Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2019 tidak di transfer. 

2. Realisasi Dana Alokasi Umum mencapai 100,00%  dari target sebesar Rp. 

643.891.037.000 ,-. 

3. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai 90.99%  atau tidak terlampaui 

sebesar Rp. 12.353.260.431 ,- dari target sebesar Rp. 137.067.056.000 ,-. 

Adapun secara rinci DAK Fisik mencapai 84,25%  sesuai dengan PMK Nomor 

121/PMK.07/2018, bahwa transfer DAK Fisik adalah sesuai data kontrak yang 

disampaikan ke Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Juli 2019. Sedangkan 

DAK Non Fisik mencapai 94,31% namun pada dasarnya DAK Non Fisik 

terealisasi 100% akan tetapi terdapat silpa tahun 2018 mengurangi transfer 

pada tahun 2019. 

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Dana Perimbangan 

sebagai berikut : 

Tabel 2.10 Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 
2019 

No. URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

RENCANA REALISASI (%) 

  TOTAL DANA PERIMBANGAN 912.378.533.000 866.731.464.020 95,0% 

1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 131.420.440.000 98.126.631.451 74,7% 

2 Dana Alokasi Umum 643.891.037.000 643.891.037.000 100,0% 

3 Dana Alokasi Khusus 137.067.056.000 124.713.795.569 91,0% 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019(Unaudited) 
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Gambar 2.11 Capaian Komponen Dana Perimbangan 

 

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  

Realisasi penerimaan dari komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 

hanya mencapai 74,67%  atau tidak terlampaui sebesar (Rp. 33.293.808.549 ,-). 

dari target sebesar Rp. 131.420.440.000 ,- dengan total realisasi sebesar                          

Rp. 98.126.631.451,- yang terdiri dari : 

1. Bagi Hasil Pajak mencapai 74,66%  atau tidak terlampaui sebesar (Rp. 

32.762.446.039, -) dari target sebesar Rp. 129.306.337.000, -  adapun yang 

mempengaruhi dari: 

a. komponen Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 94,19%  dari 

target sebesar Rp. 5.005.059.000,-. 

b. komponen Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Psl 25, Psl 29 WP Orang 

Pribadi Dalam Negeri dan PPh Psl 21 hanya mencapai 73,88% dari target 

sebesar Rp. 124.301.278.000, -. 

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mencapai 74,87%  atau tidak 

terlampaui sebesar (Rp. 531.362.510,-) dari target sebesar Rp. 

2.114.103.000, - capaian tersebut dipengaruhi dari penerimaan komponen : 

a. DBH dari Provisi Sumber Daya Hutan mencapai 158,10%  melampaui 

target sebesar Rp. 31.331.299,- 

b. DBH dari Pertambangan Panas Bumi Iuran Tetap mencapai 96,19%  tidak 

terlampaui sebesar (Rp. 5.449.485,-). 

c. DBH dari Sumber Daya Perikanan mencapai 70,08%  tidak terlampaui 

sebesar (Rp. 294.252.529, -). 

d. DBH dari Hasil SDA Pertambangan Umum mencapai 71,83%  tidak 

terlampaui sebesar (Rp. 262.991.795, -). 
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3. Alokasi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Tahun Anggaran 2019 

tentang Alokasi TKDD Tahun Anggaan 2019 

4. Adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 180/PMK.07/2019 tentang 

perubahan rincian DBH dan penyaluran DBH Triwulan IV Tahun Anggaran 

2019 (tidak di transfer). 

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Bagi Hasil Pajak / Bagi 

Hasil Bukan Pajak sebagai berikut : 

Tabel 2.11 Rencana dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota 
Cilegon Tahun Anggaran 2019 

No. URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

RENCANA REALISASI (%) 

  Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 131.420.440.000 98.126.631.451 74,7% 

1. TOTAL BAGI HASIL PAJAK 129.306.337.000 96.543.890.961 94,9% 

1.1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 5.005.059.000 4.714.100.263 103,4% 

1.2 
Bagi Hasil dari Penghasilan(PPh) Psl 25 dan 
Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan 
PPH Psl 21 

124.301.278.000 91.829.790.698 94,2% 

2. 
TOTAL BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER 
DAYA ALAM) 

2.114.103.000 1.582.740.490 76,2% 

2.1 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 53.924.000 85.255.299 92,1% 

2.2 
Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas 
Bumi Iuran Tetap 

142.903.000 137.453.515 245,7% 

2.3 
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Perikanan 

983.593.000 689.340.471 41,5% 

2.4 
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum 
(Royalti) 

933.683.000 670.691.205 115,7% 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019(Unaudited) 

Gambar 2.12 Target & Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 
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Gambar 2.13a Target dan Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak 

 

 

Gambar 2.13b Target dan Realisasi Komponen Bagi Hasil Bukan Pajak 

 

2. Dana Alokasi Umum  
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124.713.795.569 ,- dari target sebesar Rp. 137.067.056.000 ,-. Dikarenakan 

transaksi DAK Fisik sesuai dengan data kontrak yang disampaikan pada tanggal 21 

Juli 2019 ke Kementerian Keuangan. 

Gambar 2.14 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus 

 

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, realisasi 

penerimaannya mencapai 94,47%  atau sebesar Rp. 265.451.039.293, - dari 
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tidak terlampaui sebesar (Rp. 9.036.759.251, -).   

c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mencapai 
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d. Bagi Hasil dari Pajak Rokok mencapai 96,42%  tidak terlampaui sebesar 

(Rp. 1.016.645.851, -).  

c. Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus komponen Dana Insentif 

Daerah (DID) mencapai 100,00%  dari target sebesar Rp. 33.168.816.000,- 

d. Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten mencapai 100,00%  dari 

taget sebesar Rp. 40.000.000.000,-.  

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut : 

Tabel 2.12 Rencana dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota 
Cilegon Tahun Anggaran 2019 

No. URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

RENCANA REALISASI (%) 

  LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 280.990.777.925 265.451.039.293 94,5% 

1. Pendapatan Hibah 39.774.000.000 38.863.765.413 97,7% 

2. 
TOTAL DANA BAGI HASIL PAJAK DARI 
PROVINSI 

168.049.961.925 153.420.457.880 91,3% 

2.1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 40.036.188.506 37.006.460.834 92,4% 

2.2 
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor 

39.307.116.000 30.270.356.749 77,0% 

2.3 
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor 

60.335.261.000 58.788.889.729 97,4% 

2.4 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 28.371.396.419 27.354.750.568 96,4% 

3. 
TOTAL DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI 
KHUSUS 

33.166.816.000 33.166.816.000 100,0% 

3.3 Dana Insentif Daerah 33.166.816.000 33.166.816.000 100,0% 

4. Bantuan Keuangan dari Provinsi  40.000.000.000 40.000.000.000 100,0% 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019(Unaudited) 

Gambar 2.15 Target & Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
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Gambar 2.16 Target & Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten 

 

Tabel 2.13 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

URAIAN PENERIMAAN TARGET REALISASI % 

PENDAPATAN 1,881,449,605,475 1,766,980,559,475 93.92% 

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 688,080,294,550 634,798,056,162 92.26% 

POS PAJAK DAERAH 540,425,611,122 488,733,692,539 90.43% 

Pajak Hotel 10,425,000,000 11,251,118,434 107.92% 

Hotel Bintang Empat 5,800,000,000 6,371,081,253 109.85% 

Hotel Bintang Tiga 700,000,000 656,066,197 93.72% 

Hotel Bintang Dua 3,200,000,000 3,440,687,936 107.52% 

Hotel Melati Tiga 500,000,000 567,009,020 113.40% 

Hotel Melati Dua 100,000,000 94,710,700 94.71% 

Hotel Melati Satu 15,000,000 16,186,500 107.91% 

Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel/ Rumah 

Kos 
110,000,000 105,376,828 95.80% 

Pajak Restoran 24,876,000,000 32,119,241,400 129.12% 

Restoran  15,876,000,000 20,647,917,671 130.06% 

Rumah Makan 700,000,000 763,994,173 109.14% 

Kafetaria 1,900,000,000 2,563,121,168 134.90% 

Kantin 500,000,000 644,162,131 128.83% 

Katering 5,900,000,000 7,500,046,257 127.12% 

Pajak Hiburan 5,423,000,000 6,395,835,058 117.94% 

Tontonan Film/Bioskop 2,550,000,000 3,258,955,910 127.80% 

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 10,000,000 0 0.00% 

Pameran 2,000,000 0 0.00% 

Karaoke 53,000,000 0 0.00% 

Sirkus/Akrobat/Sulap 10,000,000 4,336,364 43.36% 

Permainan Biliard 88,000,000 100,378,467 114.07% 

Permainan Ketangkasan 2,600,000,000 2,922,321,403 112.40% 

Mandi Uap/SPA 55,000,000 49,253,095 89.55% 
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URAIAN PENERIMAAN TARGET REALISASI % 

Pertandingan Olahraga 55,000,000 60,589,819 110.16% 

Pajak Reklame 1,260,000,000 1,891,936,109 150.15% 

Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron 997,000,000 1,512,692,329 151.72% 

Reklame Kain 140,000,000 155,658,780 111.18% 

Reklame Melekat / Stiker 7,000,000 6,725,000 96.07% 

Reklame Berjalan 5,000,000 1,500,000 30.00% 

Reklame Udara 1,000,000 0 0.00% 

Reklame Film/Slide 110,000,000 215,360,000 195.78% 

Pajak Penerangan Jalan 209,000,000,000 209,190,428,545 100.09% 

Pajak Penerangan Jalan PLN 145,000,000,000 134,237,148,294 92.58% 

Pajak Penerangan Jalan Non PLN 64,000,000,000 74,953,280,251 117.11% 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 9,300,000,000 8,144,706,900 87.58% 

Batu Gunung/Batu Belah/Andesit 500,000,000 659,212,600 131.84% 

Makadam 300,000,000 385,164,000 128.39% 

Pasir/Pasir Kuarsa/Pasir teras 8,500,000,000 7,100,330,300 83.53% 

Pajak Parkir 1,700,000,000 2,222,628,156 130.74% 

Pajak Parkir 1,700,000,000 2,222,628,156 130.74% 

Pajak Air Tanah 1,500,000,000 1,575,066,769 105.00% 

Pajak Air Tanah (ABT) 1,500,000,000 1,575,066,769 105.00% 

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan 88,072,000,000 86,469,012,742 98.18% 

Pajak Bumi dan Bangunan  88,072,000,000 86,469,012,742 98.18% 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan 

(BPHTB) 
188,869,611,122 129,473,718,426 68.55% 

Pajak BPHTB 188,869,611,122 129,473,718,426 68.55% 

 HASIL RETRIBUSI DAERAH 17,557,451,636 18,728,314,750 106.67% 

Retribusi Jasa Umum 3,684,751,636 3,511,890,000 95.31% 

Pelayanan Kesehatan 1,200,000,000 1,455,871,000 121.32% 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan 972,577,582 825,520,000 84.88% 

Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum 400,000,000 0 0.00% 

Pelayanan Pasar 581,890,000 696,944,000 119.77% 

- Pelayanan Pasar 575,290,000 689,942,000 119.93% 

- Pelayanan Pasar (Pasar Hewan) 6,600,000 7,002,000 106,09% 

Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 460,284,054 453,473,000 98.52% 

Pemeriksaan Alat Damkar 70,000,000 80,082,000 114.40% 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 0 0 #DIV/0! 

Retribusi Jasa Usaha 1,819,700,000 2,088,644,600 114.78% 

Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 1,677,200,000 1,952,502,600 116.41% 

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 427,200,000 368,950,200 86.36% 

b. DPUTR 150,000,000 157,990,000 105.33% 

c. BPKAD 1,100,000,000  1,425,562,400 129.60% 

Ret. Terminal 66,700,000 60,282,000 90.38% 

Ret. Rumah Potong Hewan 75,800,000 75,860,000 100.08% 

Retribusi Perizinan Tertentu 12,053,000,000 13,127,780,150 108.92% 

Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8,000,000,000 8,155,919,450 101.95% 

Ret.Izin Trayek 53,000,000 33,245,100 62.73% 

Ret. Perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) 4,000,000,000 4,938,615,600 123.47% 

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG 

DIPISAHKAN 
17,127,092,370 17,127,057,370 100.00% 
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URAIAN PENERIMAAN TARGET REALISASI % 

Bagian Laba atas Pernyertaan Modal pada Perusahaan 

Milik Daerah/BUMD 
17,127,092,370 17,127,057,370 100.00% 

Laba Perusahaan PDAM 3,574,069,375 3,574,069,375 100.00% 

Laba Perusahaan PD.PCM 7,510,816,736 7,510,781,736 100.00% 

Laba Perusahaan PD.BPRS 621,743,186 621,743,186 100.00% 

Laba Bank Jabar Banten Cabang Cilegon 5,420,463,073 5,420,463,073 100.00% 

LAIN-LAIN PAD YANG SAH 112,970,139,422 110,208,991,503 97.56% 

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 0 826,967,520 #DIV/0! 

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Dipakai 0             63,099,999  #DIV/0! 

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 0           120,486,867  #DIV/0! 

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 0           593,499,774  #DIV/0! 

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Tiga 0 8,880,880  #DIV/0! 

Penjualan Tanah Galian 0             41,000,000  #DIV/0! 

Penerimaan Jasa Giro 2,191,118,256 1,718,027,842 78.41% 

Jasa Giro Kas Daerah 2,191,118,256 1,718,027,842 78.41% 

Pendapatan Bunga Deposito 12,250,000,000 13,052,573,226 106.55% 

Rekening Deposito pada Bank Jabar 12,250,000,000 13,052,573,226 106.55% 

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan 

Pekerjaan 
17,340,372 197,356,422 1138.13% 

Bidang Pendidikan 0 121,533,375 #DIV/0! 

Bidang Kesehatan 0 35,161,492 #DIV/0! 

Bidang Pekerjaan Umum 6,812,622 10,354,677 151.99% 

Bidang Perumahan Rakyat 10,527,750 21,383,210 203.11% 

Bidang Lingkungan Hidup 0 8,923,668 #DIV/0! 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 207,500,000 221,700,000 106.84% 

 Kerugian Uang Daerah 0 0 #DIV/0! 

 Kerugian Barang Daerah 207,500,000 221,700,000 106.84% 

Pendapatan Denda Pajak 770,500,000 1,781,378,336 231.20% 

Pendapatan Denda Pajak Hotel 40,000,000 56,032,805 140.08% 

Pendapatan Denda Pajak Restoran 40,000,000 89,451,406 223.63% 

Pendapatan Denda Pajak Hiburan 3,000,000 2,703,337 90.11% 

Pendapatan Denda Pajak Reklame 75,000,000 108,798,930 145.07% 

Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 300,000 4,604 1.53% 

Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5,000,000 48,370,724 967.41% 

Pendapatan Denda Parkir 5,000,000 6,643,129 132.86% 

Pendapatan Denda Air Tanah 2,200,000 909,179 41.33% 

Pendapatan Denda PBB Perdesaan dan Perkotaan 600,000,000 1,468,464,222 244.74% 

Pendapatan Denda Retribusi 6,500,000 19,216,781 295.64% 

Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran 
0 0 #DIV/0! 

Pendapatan Denda Retribusi Kekayaan Daerah 4,500,000 6,279,688 139.55% 

Pendapatan Denda Retribusi IMB 2,000,000 12,937,093 646.85% 

Pendapatan dari Pengembalian 1,300,000,000 1,022,944,966 78.69% 

Pendapatan dari Pengembalian Temuan 1,300,000,000 1,022,944,966 78.69% 

Pendapatan Sewa 1,071,733,212 141,561,416 13.21% 

Cicilan Kios 1,047,733,212 105,412,878 10.06% 

MCK Umum 24,000,000 36,148,538 150.62% 

Dana Kapitasi JKN pada FKTP 11,963,308,082 12,631,882,808 105.59% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cilegon 1,311,862,156 1,295,524,715 98.75% 
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URAIAN PENERIMAAN TARGET REALISASI % 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Ciwandan 1,925,847,519 2,097,174,900 108.90% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cibeber 1,625,663,543 1,796,076,883 110.48% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Grogol 988,501,663 992,506,948 100.41% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Pulomerak 1,635,998,246 1,828,655,301 111.78% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Purwakarta 1,086,705,579 1,119,188,906 102.99% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Jombang 1,384,889,747 1,468,224,586 106.02% 

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Citangkil 2,003,839,629 2,034,530,569 101.53% 

Pendapatan BLUD 81,192,139,500 77,025,673,660 94.87% 

Pendapatan BLUD - RSUD 78,000,000,000 73,815,024,258 94.63% 

Pendapatan BLUD - PDB 3,192,139,500 3,210,649,402 100.58% 

Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya 2,000,000,000 1,569,708,526 78.49% 

Lain-Lain PAD yang Sah Lain-lainnya 2,000,000,000 1,569,708,526 78.49% 

II. DANA PERIMBANGAN 912,378,533,000 866,731,464,020 95.00% 

POS BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK 131,420,440,000 98,126,631,451 74.67% 

Bagi Hasil Pajak 129,306,337,000 96,543,890,961 74.66% 

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 5,005,059,000 4,714,100,263 94.19% 

Bagi Hasil dan Penghasilan (PPh) Psl 25 dan Psl 29 WP 

Orang Pribadi Dalam Negri dan PPH Psl 21 
124,301,278,000 91,829,790,698 73.88% 

Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber Daya Alam 2,114,103,000 1,582,740,490 74.87% 

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 53,924,000 85,255,299 158.10% 

Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Iuran Tetap 142,903,000 137,453,515 96.19% 

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan 983,593,000 689,340,471 70.08% 

Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum (Royalti) 933,683,000 670,691,205 71.83% 

DANA ALOKASI UMUM 643,891,037,000 643,891,037,000 100.00% 

Dana Alokasi Umum 643,891,037,000 643,891,037,000 100.00% 

Dana Alokasi Umum 643,891,037,000 643,891,037,000 100.00% 

DANA ALOKASI KHUSUS 137,067,056,000 124,713,795,569 90.99% 

Dana Alokasi Kusus 137,067,056,000 124,713,795,569 90.99% 

Dana Alokasi Khusus Fisik 45,244,379,000 38,118,266,482 84.25% 

Dana Alokasi Khusus Non Fisik 91,822,677,000 86,595,529,087 94.31% 

III. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 280,990,777,925 265,451,039,293 94.47% 

Pendapatan Hibah 39,774,000,000 38,863,765,413 97.71% 

Pendapatan Hibah Dana BOS 39,774,000,000 38,863,765,413 97.71% 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya 
168,049,961,925 153,420,457,880 91.29% 

Bagi Hasil Pajak Propinsi 168,049,961,925 153,420,457,880 91.29% 

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 40,036,188,506 37,006,460,834 92.43% 

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) 
39,307,116,000 30,270,356,749 77.01% 

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB) 
60,335,261,000 58,788,889,729 97.44% 

Bagi Hasil dari Pajak Rokok 28,371,396,419 27,354,750,568 96.42% 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33,166,816,000 33,166,816,000 100.00% 

Dana Penyesuaian   33,166,816,000 33,166,816,000 100.00% 

Dana Insentif Daerah 33,166,816,000 33,166,816,000 100.00% 

POS BANTUAN KEUANGAN PROPINSI  40,000,000,000 40,000,000,000 100.00% 

Bantuan Keuangan dari Propinsi 40,000,000,000 40,000,000,000 100.00% 

Bantuan keuangan dari Provinsi Banten 40,000,000,000 40,000,000,000 100.00% 
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Hasil Pajak 
Daerah; 

488.733.692.539
; 76,99%

Hasil Retribusi 
Daerah; 

18.728.314.750 ; 
2,95%

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan ; 
17.127.057.370 ; 

2,70%

Lain-lain 
Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah; 
110.208.991.503 ; 

17,36%

Pendapatan Hibah ; 
38.863.765.413 ; 

14,64%

Dana Bagi Hasil 
Pajak dari Provinsi 
; 153.420.457.880 ; 

57,80%

Dana Penyesuaian ; 
33.166.816.000 ; 

12,49%

Bantuan Keuangan 
dari Provinsi ; 

40.000.000.000 ; 
15,07%

Gambar 2.16a Diagram Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan daerah Kota 
Cilegon Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bagi Hasil 
Pajak/Bagi Hasil 

Bukan Pajak ; 
98.126.631.451 ; 

11,32%

Dana Alokasi 
Umum; 

643.891.037.000 ; 
74,29%

Dana Alokasi 
Khusus; 

124.713.795.569 ; 
14,39%

PENDAPATAN ASLI 
DAERAH; 

634.798.056.162 ; 
35,93%

DANA PERIMBANGAN; 
866.731.464.020 ; 

49,05%

LAIN-LAIN PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH; 

265.451.039.293 ; 15,02%
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Gambar 2.16b Diagram Presentase Capaian Realisasi Komponen Pendapatan daerah 
Kota Cilegon Tahun 2019 
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2.2.3 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH 

Komposisi Penerimaan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2019 meliputi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan perhitungan komposisi mencapai 36%, 

Dana Perimbangan memberikan komposisi sebesar 49%, dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah Lainnya memberikan komposisi sebesar 15%. Dengan kata lain PAD 

Kota Cilegon memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi peneriman Kota Cilegon, sebagian besar 

pengeluaran APBD dibiayai dari Dana Alokasi dari Pemerintah Pusat. Dalam banyak 

hal, Dana Alokasi dari Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutupi kebutuhan 

pengeluaran pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemberian 

kewenangan sesuai Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sehingga kemandirian pembiayaan dapat tercipta oleh Pemerintah 

Kota Cilegon.   

Gambar 2.16c Diagram Rasio Realisasi Komponen Pendapatan Daerah. 

 

A.  INTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2019 

Untuk menjaga keseimbangan belanja penyelenggaraan Pemerintahan dan 

pembangunan prioritas pemerintah Kota Cilegon yang dibebankan kepada 

Pendapatan Asli Daerah, maka diupayakan untuk meningkatkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai strategi baik peningkatan kinerja 

pemungutan, peningkatan pelayanan publik, penyederhanaan mekanisme, 

peningkatan/ penambahan objek/subjek Pajak dan Retribusi Daerah, peningkatan 

daya investasi, meningkatkan pendanaan penyertaan modal BUMD, dan mengurangi 

36%

49%

15%

Pendapatan Asli Daerah

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
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resiko pengembalian/temuan. Secara rinci Upaya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah pada Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut : 

Intensifikasi Pajak Daerah  

Pelaksanaan intensifikasi Pajak Daerah dilakukan terhadap objek pajak yang 

sudah menjadi wajib pajak daerah. dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pajak Hotel : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak hotel dilakukan dengan 

berbagai upaya, diantaranya yaitu : 

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak hotel. 

- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak hotel. 

- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak hotel yang menunggak. 

- Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak hotel. 

- Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box) pada 

beberapa hotel. 

- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan 

dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya. 

2. Pajak Restoran : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak restoran dilakukan 

dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu : 

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak restoran. 

- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak restoran. 

- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak restoran yang 

menunggak. 

- Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box) pada 

beberapa wajib restoran /rumah  makan. 

- Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak 

restoran. 

- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan 

dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya. 

3. Pajak Hiburan : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak Hiburan dilakukan 

dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu : 

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak hiburan. 

- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak hiburan. 

- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak hiburan yang 

menunggak. 

- Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak 

hiburan. 

- Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box) pada 

beberapa Wajib Pajak Hiburan. 
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- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan 

dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya. 

4. Pajak Reklame : Membentuk tim untuk melakukan pendataan dan konfirmasi 

reklame yang masih terpasang namun belum membayar pajak reklame. Tim 

juga melakukan pengukuran langsung terhadap media reklame yang 

terpasang, serta memberikan teguran kepada wajib pajak yang belum 

membayar pajak reklame. 

5. Pajak Penerangan Jalan : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak penerangan 

jalan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu : 

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak penerangan jalan. 

- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak penerangan jalan. 

- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan 

dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya. 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak 

mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan berbagai upaya, 

diantaranya yaitu : 

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak mineral bukan logam dan 

batuan. 

- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak mineral bukan logam dan 

batuan. 

- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak mineral bukan logam 

dan batuan yang menunggak. 

- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan 

dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya. 

7. Pajak Parkir Pelaksanaan intensifikasi dari pajak Parkir dilakukan dengan 

berbagai upaya, diantaranya yaitu : 

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak parkir. 

- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak parkir. 

- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak parkir yang 

menunggak. 

- Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak parkir.  

- Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box). 

- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan 

dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya. 

8. Pajak Air Tanah Pelaksanaan intensifikasi dari pajak Air Tanah dilakukan 

dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu: 

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak Air Tanah. 

- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak Air Tanah. 
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- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak Air Tanah yang 

menunggak. 

- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan 

dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya. 

9. BPHTB BPKAD Kota Cilegon melakukan pemeriksaan pajak BPHTB pada 

perusahaan-perusahaan yang berpotensi mengalami peralihan kepemilikan 

hak. 

10. PBB Pelaksanaan intensifikasi dari pajak bumi dan bangunan dilakukan 

dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu : 

- Melakukan penagihan aktif  pada wajib-wajib pajak yang menunggak 

- Melakukan penilaian individual objek subjek PBB di wilayah Kota Cilegon 

- Melakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak secara 

langsung. 

- Memberikan penghargaan pada wajib pajak yang melakukan 

pembayaran sebelum jatuh tempo melalui kegiatan bulan panutan Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

- Melakukan pendataan dan pemutakhiran masal PBB. 

- Melakukan pelayanan PBB keliling di tingkat Kelurahan. 

 

Intensifikasi Retribusi Daerah  

Adapun rincian intensifikasi yang dilakukan per objek Retribusi Daerah 

diantaranya sebagai berikut : 

1.  Intensifikasi Retribusi Jasa Umum  

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada 

sektor Retribusi Jasa Umum meliputi : 

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan khusunya 

pada UPTD Puskesmas sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan 

secara baik dan optimal, melakukan peningkatan SDM khususnya bagi tenaga 

medis UPTD Kesehatan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis, dan seminar, sehingga mampu memberikan pelayanan 

sekaligus tindakan bagi pasien, dan melaksanakan akreditasi puskesmas agar 

pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang 

berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan sistem 

penyelenggaraan pelayanan dan program serta penetapan manajemen resiko. 

2. Pelaksanaan intensifikasi dalam hal pemungutan Retribusi  Pelayanan 

Persampahan yang telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi 

dengan Dinas terkait dalam penerapan sanksi terhadap wajib retribusi yang 

tidak mau membayar retribusi sampah, dan mengingatkan para petugas 
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kolektor secara rutin untuk menjemput bola dalam penagihan retribusi 

kepada wajib retribusi  sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Upaya intensifikasi dalam hal pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan 

Umum  oleh Dinas Perhubungan  adalah monitoring para jukir dan lokasi 

parkir.  

4. Upaya intensifikasi terkait pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar  baik 

yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian  maupun Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian meliputi  :  

a. Dalam hal pengelolaan Retribusi Pasar Hewan  melaksanakan 

sosilialisasi dan penjemputan atas pelayanan pasar hewan. 

b. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan 

perdagangan Kota Cilegon dalam pengelolaan pendapatan melakukan 

pembinaan kepada petugas kolektor dalam melakukan pungutan di 

setiap pasar, dan pembenahan manajemen pengelolaan pasar serta 

pemenuhan sarana dan prasarana pasar. 

5. Pelaksanaan intensifikasi dalam hal pemungutan Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan  berupaya meningkatkan 

kegiatan pelayanan PKB kepada Konsumen atau masyarakat umum, Dinas 

Perhubungan Kota Cilegon pada tahun 2020 melakukan perubahan dan 

perbaikan baik sarana dan prasarana guna mendekatkan serta memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat, beberapa perubahan sebagai berikut : 

a. Pengadaan Aplikasi SIM PKB (Smart Card). 

b. Pembuatan ruang tunggu atau ruangan pelayanan uji KIR. 

c. Peningkatan sarana pada ruang PKB. 

6. Pelaksanaan intensifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam 

kebakaran dan penyelamatan dalam hal pemungutan Retribusi APAR  

diantaranya :  

a. Menjalin koordinasi dengan OPD terkait dan perusahaan-perusahaan 

yang ada di Kota Cilegon. 

b. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dukungan anggaran. 

c. Melaksanakan pendataan bangunan gedung untuk bahan evaluasi 

selanjutnya. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan BKPP tentang kebutuhan tenaga 

teknis. 

e. Melaksanakan sosialisasi bahwa pentingnya pemenuhan standar 

keselamatan kebakaran bangunan gedung sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 

 



 

  

 

85 

2.  Intensifikasi Retribusi Jasa Usaha  

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada 

sektor Retribusi Jasa Usaha meliputi : 

1. Upaya intensifikasi dalam pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah yang dilakukan oleh OPD sebagai berikut : 

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  dengan upaya menjaga alat 

berat yang dimiliki selalu dalam keadaan baik dengan perbaikan dan 

pemeliharaan secara berkala sehingga ketika ada yang menyewa alat 

dalam keadaan siap. 

b. BPKAD dalam mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah dengan upaya sebagai berikut: 

1. Menginventarisir Aset Pemerintah Daerah baik aset tetap dan lainya. 

2. Mengoptimalkan upaya penerapan Peraturan Walikota terkait 

pemungutan retribusi Pemakaian kekayaan daerah. 

3. Mengembangkan Sistem Pembayaran Online, untuk mempermudah 

pembayaran retribusi pada Wajib Retribusi. 

2. Upaya intensifikasi dalam hal pemungutan Retribusi Terminal  pada Dinas 

Perhubungan telah berupaya melakukan pembenahan peningkatan dan 

pengembangan pengelolaan retribusi terminal kepada wajib retribusi, dan 

memberikan pemahaman tentang retribusi kepada wajib retribusi. 

3. Intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

khususnya pada UPT RPH (Rumah Potong Hewan) Ruminasi (sapi/kerbau) 

dengan upaya persuasif menjemput pengguna jasa, selama ini masih terus 

dilakukan guna menciptakan hubungan yang baik dengan pengguna jasa, baik 

itu dari pengguna jasa pelayanan pemotongan dan pelayanan pasar hewan. 

3.  Intensifikasi Retribusi Perizinan Tertentu  

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada 

sektor Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :  

a. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan 

pemungutan Retribusi IMB  adalah memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada pemohon. 

b. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan atas 

pemungutan Retribusi Izin Tr ayek dapat dilakukan apabila kita menambah 

jumlah angkutan umum dan memperluas jalur pelayanan trayek. 

c. Retribusi IMTA  : dengan melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap 

perusahaan pengguna TKA  diantanya mengecek setiap TKA 2 (dua) Lokasi  

kerja atau lebih, apakah dari jabatan dan jenis pekerjaanya dapat di pastikan 

bahwa TKA tersebut hanya bekerja di cilegon. Maka kita wajibkan ke 

perusahaan tersebut untuk perpanjang selanjutnya agar di rubah 1 (satu) 
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lokasi kerja hanya kota cilegon. Sehingga saat perpanjangan, perusahaan 

akan membanyar DKPTKA ɀNya ke rekening Kasda Kota Cilegon danj itu 

akan meningkatkan PAD Kota Cilegon Yang bersumber dari retribusi 

Pengunaan TKA. 

Intensifikasi Perusahaan Milik Daerah  

1. Langkah dan upaya yang telah dilaksanakan oleh Bank BJB Cab. Cilegon dalam 

rangka pencapaian Pendapatan Daerah diantaranya peningkatan layanan dan 

jaringan untuk melayani pembayaran Pajak Daerah dengan menyiapkan jaringan 

kantor yang mempermudah wajib pajak diantaranya : 

- 1 (satu) kantor cabang. 

- 2 (dua) kantor cabang pembantu. 

- 7 (tujuh) kantor kas. 

- 5 (lima) payment point di kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pajak 

Daerah. 

- 1 (satu) unit mobil edukasi. 

- 53 (lima puluh tiga) mesin ATM. 

- Internet Banking (Bjb Digi) dan internet banking corporate (IBC). 

- Penempatan elektronoik data capture (EDC) untuk peningkatan pelayanan di 

RSUD. 

- Pembayaran pajak melalui gerai modern (Indomaret) dan  E- Commerce 

(Traveloka, Bukalapak dan Tokopedia) 

- Pemungutan Retribusi melalui E-Retribusi. 

2. Intensifikasi yang dilakukan oleh PT PCM meliputi memberikan pelayanan jasa 

penyandaran kapal yang tepat waktu, handal dan aman, serta meminimalisir 

keluhan pelanggan secara objektif sekaligus penyelesaian keluhan pelanggan 

dengan cepat dan tepat. 

3. Intensifikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Milik Daerah  PT. BPRS CM 

meliputi meminimalisir kolektibilitas pembiayaan bermasalah, melakukan 

sosialisasi, kerjasama dan promosi kepada pemerintah, BUMD, swasta (usaha 

besar, menengah, usaha kecil), lembaga kemasyarakatan dan sekolah-sekolah di 

wil ayah Cilegon, dan mengadakan jasa pembiayaan individu yang lebih 

kompetitif untuk pegawai negeri maupun pegawai swasta. 

4. Perusahaan Milik Daerah PDAM Cilegon Mandiri  dalam hal peningkatan 

pendapatan dari sektor Laba PDAM Kota Cilegon melaksanakan upaya 

intensifikasi berupa menjual air kepada masyarakat dengan menambah jaringan 

pipa dan menambah pemasangan pelanggan baru sebanyak 1500 pelanggan di 

tahun 2019. 
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Intensifikasi Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

1. Intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD dalam hal penyerapan pendapatan 

lelang kendaraan adalah melaksanakan inventarisir barang milik daerah pada 

pengguna barang. 

2. Intensifikasi yang dilakukan RSUD diantaranya melakukan revisi tarif pelayanan, 

melakukan perbaikan mekanisme pendapatan tunai, bekerja sama dengan pihak 

bank untuk memfasilitasi sistem pembayaran biaya pelayanan pasien 

menggunakan ATM, maupun langsung ke kasir Bank. 

3. Intensifikasi pada BLUD Pemerintah  dalam hal ini dilaksanakan oleh Koperasi, 

Usaha Mikro dan Kecil adalah meningkatkan  penagihan kepada Mitra Binaan, 

melakukan pendampingan kepada Mitra Binaan, dan meningkatkan pengawasan 

terhadap kinerja pada Pendamping Kelurahan. 

4. Mengurangi tingkat realisasi penerimaan dari sektor pendapatan denda pajak 

dan retribusi dengan melaksanakan sosialisasi, himbauan atas kewajiban 

membayar pajak dan retribusi. 

5. Intensifikasi dalam pelaksanaan pemungutan pengembalian temuan adalah 

meningkatkan sistem pengendalian, dan pengawasan atas serapan belanja 

daerah sejak tahun 2016.  

6. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana, fasilitas pendukung pelayanan 

pada 8 unit UPT Puskesmas, dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah 

Pusat terkait alokasi JKN tahun anggaran 2019. 

B. INTENSIFIKASI DANA PERIMBANGAN TAHUN 2019 

Secara garis besar penerimaan Dana Perimbangan dipengaruhi dari alokasi yang 

diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan 

ketetapan. Namun Pemerintah Daerah senatiasa melaksanakan upaya-upaya 

peningkatan yang koperhensif dan berkala dengan melaksanakan rekonsiliasi data 

dengan kementerian terkait, dalam penyampaian laporan sesuai jadwal yang 

ditentukan, melaksanakan konsultasi atas piutang capaian alokasi transfer lebih 

bayar maupun kurang bayar oleh Pemerintah Pusat, dan melakukan penyesuaian 

atas pagu anggraan target pendapatan dari sektor transfer dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah untuk Kota Cilegon.  

Adapun intensifikasi sesuai dengan komposisi alokasi Dana Perimbangan sebagai 

berikut:  

A. Intensifikasi Bagi Hasi l Pajak dan Bukan Pajak  

1. Bagi Hasil Pajak Pusat 

- Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Bagi Hasil Pajak 

Pusat sesuai dengan rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2019. 
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- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 77/PMK.07/2019 

tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun anggaran 2019. 

- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kantor Pengelolaan Kas 

Negara  (KPN) dalam rangka penyesuaain penerimaan pendapatan dari sektor 

DBH Pajak Bumi dan Bangunan dan DBH Pph Pasal 21, 25 dan 29 Pajak Pribadi 

atau Orang Asing.  

2.  Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam  

- Penyesuaaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Bagi Hasil Pajak 
Pusat sesuai dengan rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2019. 

- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 77/PMK.07/2019 
tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun anggaran 2019. 

- Melakukan koordinasi pada Kementerian Keuangan RI dalam rangka 
penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Pertambangan Panas 
Bumi, Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan, dan Bagi Hasil Sumber Daya 
Pertambangan Umum (Royalti), dan melaksanakan rekonsiliasi dan 
koordinasi dengan Bappenda Provinsi Banten. 

Intensifikasi Dana Alokasi Umum (DAU)  

Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kementrian Keuangan RI 

terkait Dana Alokasi Umum (DAU) secara periodik, dan melaksanakan penyerapan 

DAU sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. 

Intensifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)  

Melaksanakan penyampaiaan pelaporan penyerapan DAK tepat waktu, 

meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait juknis/juklak penyerapan 

DAK periode tahun 2019, melaksanakan ketentuan Peraturan Kementerian Keuangan 

nomor 48/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non fisik, serta 

melakukan himbauan kepada OPD penerima DAK agar melaksanakan penyerapan 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. 

C. INTENSIFIKASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN 2019 

Secara umum upaya intensifikasi yang dapat dilakukan pada penerimaan 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah 

- Melaksanakan penyesuaian target alokasi anggaran Hibah sesuai dengan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan 

- Melaksanakan penyesuian target alokasi anggaran Bantuan Keuangan 

Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten 

Nomor : 973/Kep.105-Huk/2019 tentang Penetapan Alokasi Sementara 

Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi T.A 2019. 
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- Melaksanakan kebijakan atas pencairan/transfer yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten.  

Berdasarkan Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

A. Pendapatan Hibah  

Dana Bantuan Oprasional Sekolah pada Dinas Pendidikan berupaya 

melaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi dengan sekolah-sekolah yang penerima 

dana BOS di Wilayah Kota Cilegon, dan melaksanakan penyesuaian pagu anggaran 

pendapatan hibah BOS kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan 

Oprasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019. 

B. Bagi Hasil Pajak Provinsi  

- Melaksanakan kesesuaian target pendapatan sesuai dengan Keputusan Gubernur 

Banten Nomor 973/Kep.105-Huk/2019 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi 

Hasil Pajak Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019. 

- Melaksanakan kesesuaian pagu anggaran pendapatan sesuai dengan Keputusan 

Gubernur Banten Nomor 973/Kep.143-Huk/2019 tentang Pelampauan Target 

Bagi Hasil PKB Tahun 2018.  

- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan Provinsi Banten dalam 

rangka meningkatkan pendapatan dari sektor Bagi Dari PKB, Bagi Hasil Dari Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok yang 

dilaksanakan rutin setiap periodik. 

C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus (Dana Insentif Daerah) sesuai dengan rincian alokasi TKDD tahun 

anggaran 2019. Serta melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan Pemerintah 

Pusat. 

D. Bantuan Keuangan Provinsi Banten  

- Melaksanakan kesesuaian target pendapatan sesuai dengan Keputusan Gubernur 

Banten Nomor 973/Kep.105-Huk/2019 tentang Penetapan Alokasi Sementara 

Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi T.A 2019. 

- Meningkatakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini 

koordinasi dengan Bappenda Provinsi berkaitan dengan penetapan target alokasi 

anggaran tahun 2019, dan alokasi penyerapan/penerimaan atas bantuan 

keuangan Provinsi Banten secara periodik. 
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D. EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019 

A.  EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Ekstensifikasi merupakan upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui 

perluasan dan/atau penambahan obyek dan subyek sumber-sumber pendapatan, 

dan perubahan atas regulasi/tata cara pemungutan/mekanisme pemungutan 

Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon 

melalui ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah : 

Pajak Daerah 

a) Ekstensifikasi dari beberapa Jenis Pajak diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan,  Pajak Mineral  Bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah adalah dengan melaksanakan pendataan pada 

objek-objek Pajak Daerah dan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan 

elektronik. 

b) Pada jenis Pajak Reklame upaya ekstensifikasi dengan melakukan pendataan 

reklame indoor terhadap objek-objek media reklame yang berada di Kota Cilegon.  

c) pada sektor BPHTB mencari informasi pada pihak lain terkait potensi hal yang 

terjadi di kota Cilegon, dan  

d) pada sektor PBB melakukan pendataan dan pemutakhiran massal PBB pada 3 

(tiga) Kecamatan. 

Retribusi Daerah  

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Cilegon telah 

berupaya untuk dapat mengintegrasikan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi 

daerah dengan upaya-upaya sebagai berikut : 

a. Retribusi Jasa Umum, meliputi ;  

1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai 

petunjuk untuk pelayanan kesehatan agar lebih baik. 

2. Melakukan terobosan wilayah baru, pendaftaran ulang terhadap wajib retribusi 

baru terutama sumber sampah industri dan komersial, dan melakukan upaya 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran sampah pda lahan TPSA Bagendung 

melalui penyediaan air dan sistem hidran yang memenuhi syarat serta koordinasi 

dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 

3. Ekstensifikasi sektor Parkir Tepi Jalan Umum yang dikelola Dinas Perhubungan 

adalah mensurvey lokasi titik parkir baru, dan mendata para jukir baru dan 

menerbitkan SPTP. 

4. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

dengan upaya melakukan relokasi pedagang untuk masuk ke pasar yang sudah 
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tersedia agar dapat dilakukan pungutan retribusi terhadap mereka dan dilakukan 

sosialisasi tentang retribusi daerah kepada para pedagang pasar. 

5. Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan perluasan Gedung Pengujian 

Kendaraan Bermotor guna memberikan peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat, pada tahun 2020 ini Dinas Perhubungan Kota Cilegon akan 

membangun ruangan tunggu atau ruangan pelayanan terpadu uji KIR kendaraan 

bermotor. 

6. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan dalam pembenahan dan peningkatan 

capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran diantaranya: 

a. Terlaksananya evaluasi/revisi atas Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran agar dapat diundangkan. 

b. Melaksanakan pengajuan peningkatan fasilitas/ peralatan pemeriksaan Alat 

Pemadam Kebakaran, dan penambahan personil SDM petugas pemadam 

kebakaran. 

c. Melaksanakan perubahan atas revisi Raperwal tentang Retribusi 

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :  

1.  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan meyakinkan pihak ketiga 

(penyewa) bahwa alat berat yang dimiliki UPTD Perlengkapan, perbengkelan 

dan laboratorium tidak kalah dengan yang dimiliki swasta.  

2.  BPKAD dalam hal pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah 

melaksanakan upaya ekstensifikasi berupa : 

a. Kajian untuk menentukan kesesuaian pemanfaatan aset Pemerintah Kota 

Cilegon dengan ketetapan zonasi wilayah  

b. Promosi untuk meningkatkan daya investasi agar aset yang dimiliki 

Pemerintah Kota Cilegon dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 

investor.  

3.  Ekstensifikasi pemungutan Retribusi Terminal  merupakan salah satu 

optimalisasi adalah membangun sub terminal tipe C di wilayah Kota Cilegon 

dan mengaktifkan kembali Sub Terminal Angkot Pasar Kelapa. 

4.  Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi pelayanan 

jasa usaha sektor retribusi pemotongan hewan ternak besar (sapi/kerbau) 

melakukan himbauan memotong hewan pada tempat yang disediakan 

pemerintah daerah, dan memberikan penyediaan fasilitas jasa pelayanan 

tambahan sesuai kebutuhan. 

c. Retribusi Izin Tertentu, meliputi :  

1.  Melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan masyarakat tentang 

pentingnya membuat IMB. 

2.  Retribusi IMTA : dengan mengidentifikasi lokasi kerja yang ada di Notifikasi 

dari TKA melalui laporan keberadaan untuk di pastikan adanya TKA tersebut 
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Job description / lingkup pekerjaannya dapat dinyatakan berlokasi di Kota 

Cilegon. Dengan demikian kita dapat menyakinkan Perusahaan untuk 

merubah lokasi kerja hanya satu lokasi Kota Cilegon sehingga pada saat 

memperpanjang Notifikasi TKA itu di lakukan di Kota Cilegon. Dan kita juga 

melaksanakan konsultasi terkait penerapan Peraturan Presiden nomor                

20 tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 569/424/SJ 

tentang penerimaan daerah yang bersumber dari pembayaran dana 

kompensasi penggunaan tenaga kerja. 

3.  Retribusi Trayek berupaya mengintegrasikan pengawasan bagi angkutan 

umum, upaya pemberian reward bagi angkutan umum yang taat kewajiban 

izin trayek.  

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

a. Bank BJB turut serta mendukung pembangunan di Kota Cilegon dengan program 

Kredit Modal Kerja Konstruksi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur 

serta Kredit Usaha Rakyat untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Serta Bank BJB senantiasa turut berpartisipasi dalam kegiatan di 

lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. 

b. PDAM Cilegon Mandiri melakukan ekstensifikasi dengan melakukan 

penambahan pelanggan SL Baru, dan Pengembangan jaringan pipa baru di 

beberapa wilayah di Kota Cilegon. 

c. Ekstensifikasi yang dilakukan olah PT. PCM adalah memelihara komunikasi rutin 

yang efektif dengan pelanggan, meninjau kemungkinan pengembangan bisnis 

perusahaan dengan kajian-kajian yang komprehensif, memelihara hubungan 

dengan organisasi-organisasi kemaritiman dan khususnya pengusaha 

keplabuhanan untuk membuka peluang pelanggan dan bisnis baru. 

d. Mengadakan fasilitas jemput tabungan kepada pihak nasabah penabungan, baik 

setoran maupun penarikan, mengadakan pemantauan dan pembinaan yang lebih 

efektif terhadap nasabah Badan Usaha, melakukan kerjasama penempatan dana, 

kerjasama pembiayaan  dengan Bank Umum Syariah. Serta mengupayakan 

efisiensi pengeluaran biaya pengeluaran PT. BPRS CM.     

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

a. Upaya penentuan nilai jual lelang kendaraan dengan melaksanakan koordinasi 

dengan pihak KPKNL selaku appraisal (penilai) BMD. 

b. Melaksanakan efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan Pembiayaan Daerah 

sehingga penerimaan atas temuan Inspektorat dapat terminimalisir. 

c. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan Lain-lain PAD yang 

sah Cicilan Kios dengan melakukan revitalisasi pasar, meningkatkan 
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kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bagi pengunjung maupun pedagang, dan 

melakukan pendataan kembali terhadap debitur. 

d. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pendapatan BLUD RSUD Cilegon 

adalah meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan sarana dan prasarana 

pelayanan, penambahan pelayanan baru pada RSUD, penambahan alat kesehatan 

pada RSUD. 

e. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan BLUD Pemerintah 

adalah melaksanakan sosialisasi/ pembekalan kepada Calon Mitra Binaan 

sebelum pencairan pinjaman, peningkatan kemampuan SDM Pengelola Dana 

Bergulir, dan lebih selektif dalam rekrutasi dan penyaluran pinjaman. 

B.  EKSTENSIFIKASI DANA PERIMBANGAN  

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 

kepada Daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Sehingga upaya ekstensifikasi penggalian potensi baru 

sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Kota 

Cilegon hanya dapat mendukung pengelolaan dimaksud melalui konsultansi, 

koordinasi terkait mekanisme pencairan/transfer yang dilakukan Pemerintah RI 

Kementerian terkait , agar Dana Perimbangan dimasa mendatang mendapatkan 

alokasi Dana Bidang Baru dan semakin optimal. 

C.  EKSTENSIFIKASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAINNYA 

a. Upaya yang dilakukan dalam penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

sah diantaranya melibatkan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi 

Banten agar alokasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah lebih 

maksimal. 

b. Upaya ekstensifikasi dalam hal penyerapan alokasi Dana Bantuan Sekolah 

adalah dengan melakukan pemantauan update atas aturan-aturan Pemerintah 

Pusat, dan update petunjuk teknis bantuan oprasional sekolah afirmasi dan 

bantuan oprasional sekolah kinerja. 

 

 

 

2.2.4 PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

A. PERMASALAHAN 

PERMASALAHAN PENDAPATAN DAERAH 

Permasalahan pemungutan atas tidak tercapainya beberapa komponen target 

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, yang tercermin pada beberapa sektor 

pendapatan daerah Kota Cilegon adapun permasalahan tersebut sebagai berikut : 
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1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

a. Hasil Pajak Daerah 

a) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2019 dari target yang 

sebesar Rp. 9.300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.144.706.900 ,- atau 

sebesar 87,58% . Tidak tercapainya target dari sektor Pajak mineral bukan 

logam dan batuan dikarenakan proses perluasan salah satu perusahaan 

yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2019 ternyata tidak selesai pada 

tahun 2019 sehingga mengalami kemunduran penyelesaiaan di tahun 

berikutnya. 

b) BPHTB pada tahun 2019 dari target sebesar Rp. 188.869.611.122 ,- 

terealisasi sebesar Rp. 129.473.718.718.426 ,- atau sebesar 68,55% . 

Tidak tercapainya target dari BPHTB, hal tersebut dikarenakan transaksi 

yang potensial/besar yang diperkirakan akan terjadi di Tahun 2019, namun 

hingga akhir tahun 2019 belum terjadi. 

c) PBB Pada tahun 2019 target dari PBB-P2 sebesar Rp. 88.072.000.000 ,-, 

akan tetapi hingga akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 86.469.012742 ,- 

atau sekitar 98,18%. Hal tersebut dikarenakan terdapat wajib pajak yang 

menunggak. 
 

b. Hasil Retribusi Daerah  

1. Pada Retribusi Pelayanan Persampahan terdapat permasalahan diantaranya : 

a. Kejadian kebakaran TPSA Bagendung yang mengakibatkan 

dihentikannya pembuangan sampah ke lokasi selama 2 bulan (agustus 

dan september 2019). 

b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan Perda No 8 tahun 

2012. 

c. Belum singkronnya jumlah pedagang di pasar keranggot dengan 

penerimaan retribusi  

d. Terbatasnya personil kolektor pemungut retribusi 

e. Adanya keterlambatan wajib retribusi persampahan (pihak ketiga) 

dalam membayar retribusi bulananya sehingga terjadi piutang pada 

akhir tahun.  

2. Pada Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terdapat permasalahan diantaranya : 

a. Keterbatasan anggaran  

b. Tidak adanya SPTP 

c. Belum adanya data jukir 

d. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 
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3. Pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola BPKAD Kota 

Cilegon meliputi : 

a. Terkendala terbenturnya peraturan yang dibuat pada OPD baik Perda dan 

Perwal yang berlaku pada pengguna BMD terhadap larangan Objek 

pemanfaatan pada trotoar dan lian-lainya. 

4. Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor permasalahan yang dihadapi 

diantaranya tingkat kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum masih 

rendah, kendaraan wajib uji perusahaan belum bisa hadir langsung, dan 

banyaknya kendaraan wajib uji yang melaksanakan mutasi ke luar daerah. 

5. Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran (APAR) terdapat 

permasalahan diantaranya : 

a. Masih minimnya alat kelengkapan / penunjang tim pemeriksa. 

b. Masih adanya keluhan pengelola/objek pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran yang terjadi tumpang tindih (pemeriksaan 2 (dua) Instansi 

pada satu alat yang sama) termasuk asumsi keberadaan Peraturan Daerah 

nomor 08 tahun 2014 terjadi kontradiksi dengan Undang-undang 

Bangunan Gedung Nomor 28 tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 10 

tahun 2009. 

c. Masih minimnya tenaga teknis (SDM) hanya memiliki 3 orang staf 

pelaksana, sehingga mengakibatkan kurangnya optimal dalam 

pelaksanaan pemeriksaan. 

d. Beberapa anggota tim teknis belum mendapatkan pembekalan bimten 

inspeksi (tata cara pelaksanaan inspeksi/audite pemeriksaan bangunan 

gedung). 

e. Kendaraan oprasional untuk personil dan peralatan tidak layak 

(dibutuhkan minibus). 

6. Dalam melaksanakan pengelolaan Retribusi Terminal guna mencapai target 

retribusi, banyak dijumpai kendala-kendala, baik dari aspek petugas, 

pedagang, peraturan, fasilitas, dan karakteristik tertentu yang ada di terminal 

tersebut, adapun kendala-kendala sebagai berikut : 

a. Sistem jaringan trayek angkutan kota belum terintegrasi dengan terminal 

seruni. 

b. Belum tersedianya fasilitas penunjang terminal yang memadai. 

c. Pedagang (wajib retribusi sewa lahan) sering tidak berjualan (tutup). 

d. Berkurangnya kendaraan angkutan umum (angkot), karena banyaknya 

kendaraan online. 

7. Pada Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang dikelola oleh Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian per-2019 memiliki permasalahan 
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diantaranya kurangnya kesadaran pengguna jasa RPH dan pasar hewan dalam 

membayar retribusi. Dan  tarif retribusi rumah potong hewan dan pasar 

hewan perlu dilakukan penyesuaian tarif mengingat sudah 8 tahun berjalan 

belum ada penyesuaain. 

8. Pada Retribusi Izi n Trayek  permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya 

kesadaran angkutan umum untuk membayar retribusi izin trayek. 

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah  

- Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Milik Daerah PT. BPRS CM 

adalah Pemahaman masyarakat atas sistem syariah secara umum masih 

rendah, dan tingkat penabung (nasabah) pada Bank BPRS masih rendah, 

cakupan pelayanan belum mencakup seluruh wilayah di Kota Cilegon bahkan 

di Luar Kota Cilegon dan fasilitas PT. BPRS CM masih minim. 

- Permasalahan yang dihadapi oleh BJB diantaranya Pembayaran SP2D kepada 

rekanan Pemerintah Kota Cilegon sebagian masih disalurkan memalui Bank 

Lain, belum optimalnya penggunaan garansi bank untuk mengcover 

pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, serta 

Wajib Pajak khususnya penggunaan Tapping Box belum seluruhnya 

menggunakan rekening Bank Bjb untuk mempermudah transaksi keuangan.  

- Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Milik Daerah PDAM Cilegon 

Mandiri adalah kebiasaan pelanggan untuk melunasi tagihan air dilakukan 

pada bulan berikutnya setelah mendapatkan surat peringatan penutupan 

sementara. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

1. Pada komponen lain-lain PAD yang Sah Cicilan Kios terdapat permasalahan 

tingkat kesadaran masyarakat pedagang dalam membayar angsuran masih 

kurang, akibatnya mereka mengosongkan lapaknya dan memilih untuk 

berdagang di luar. 

2. Permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan BLUD Pemerintah 

diantaranya rendahnya kesadaran mitra binaan dalam memenuhi kewajiban 

untuk pengembalian pinjaman tepat waktu, adanya anggapan di masyarakat 

bahwa dana yang dikeluarkan dari pemerintah dianggap sebagai Hibah, dan 

kurang optimalnya pelaksana Pengelola Dana Bergulir (pendamping 

kelurahan) dalam melakukan penagihan kepada Mitra Binaan. 

3. Pada komponen lain-lain PAD yang Sah BLUD-RSUD terealisasi mencapai 

94,63%  dikarenakan masih adanya pihak perusahaan / instansi / lembaga 

yang melakukan kerjasama dengan BLUD-RSUD yang belum memenuhi 

kewajibannya sehingga menimbulkan piutang. 
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2. DANA PERIMBANGAN 

1) Adapun capaian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Tahun Anggaran 2019 yang kurang signifikan, hal tersebut dikarenakan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25 dan 29 merupakan komponen pajak 

pusat yang dikelola Kementerian Keuangan melaui Kantor Pajak Pratama 

Kota Cilegon, sehingga Pemerintah Kota Cilegon hanya menerima bagi hasil 

atas capaian pendapatan yang dipungut atau dikelola oleh Kantor Pajak 

Pratama Kota Cilegon. 

2) Seperti halnya capaian realisasi DBH Pajak capaian atas DBH Bukan 

Pajak/Sumber daya alam dengan capaian yang masih jauh dari target, 

dikarenakan Pemerintah Kota Cilegon hanya menerima Bagi Hasil atas 

Capaian Pendapatan Bukan Pajak yang dipungut atau dikelola Pemerintah 

Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, dan perlu kami 

informasikan bahwa Pemerintah Kota Cilegon merupakan salah satu Kota 

Industri sehingga beberapa komponen DBH bukan Pajak objek/subjeknya 

relatif minim.  

3) Berdasarkan pada Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

Tahun Anggaran 2019 Untuk DAK Fisik realisasi transfer dari Pusat sesuai 

data kontrak yang diupload oleh Daerah pada tanggal 21 Juli 2019 di DJPK. 

4) Untuk DAK Non Fisik pada dasarnya realisasi mencapai 100% namun nilai 

selisih transfer adalah silpa tahun 2017 mengurangi transfer tahun 2019. 

4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

a. Pada DBH Pajak Provinsi baik DBH PKB, DBH BBNKB, DBH PBBKB, dan DBH 

PR, Pemerintah Kota Cilegon mengacu pada Keputusan Gubernur Banten 

Nomor :973/Kep.105-Huk/2019 tentang Penetapan Alokasi Sementara 

Belanja Bagi Hasil Pajak. Dalam Hal pencapaian realisasi sesuai Per-Gub 

mengingat DBH merupakan komponen pajak provinsi  yang dikelola oleh 

Pemerintah Provinsi Banten, sehingga Pemerintah Kota Cilegon hanya 

menerima bagi hasil atas penerimaan jenis pajak tersebut. 

b. Pemerintah Pusat menerbitkan Surat Keputusan terkait penambahan pagu 

anggaran pendapatan Dana Hibah BOS di bulan September 2019 sehingga 

menimbulkan kurangnya koordinasi antar pengelola dana hibah (Bantuan 

Oprasional Sekolah) dengan Intansi pengelola keuangan baik Dinas terkait 

maupun PPKD. 
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B. SOLUSI 

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

a. Hasil Pajak Daerah 

1. Solusi terhadap permasalahan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan adalah melakukan koordinasi dengan DPMTPTSP Provinsi Banten 

dan Distamben Provinsi Banten terkait wajib pajak baru.  

2. Solusi terhadap permasalahan pemungutan BPHTB : BPKAD Kota Cilegon 

melakukan pemeriksaan pajak BPHTB pada perusahaan-perusahaan yang 

berpotensi mengalami peralihan kepemilikan hak. Serta memonitor 

perusahaan yang memiliki potensi peralihan hak atas tanah dan bangunan. 

3. PBB BPKAD Kota Cilegon melakukan penagihan langsung pada wajib pajak 

daerah yang hingga tanggal jatuh tempo belum melakukan pembayaran PBB, 

baik terhadap piutang yang lalu  maupun yang regular tahun berjalan, serta 

melakukan program penghapusan denda. 

b. Hasil Retribusi Daerah  

1) Dalam hal permasalahan retribusi persampahan Dinas Lingkungan Hidup 

berupaya untuk melakukan tagihan langsung terhadap wajib retribusi yang 

mengalami keterlambatan membayar yang disertai surat teguran, 

meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk 

peningkatan penerimaan retribusi dari pasar disesuaikan dengan jumlah 

pedagang. 

2) Mengirimkan surat teguran kepada wajib retribusi (WR) untuk segera melunasi 

tunggakan retribusi. Meningkatkan koordinasi dengan Disperindag untuk 

peningkatan pelayanan kebersihan pada wilayah blok F. dan melaksanakan 

koordinasi dengan pihak penanggulangan bencana tarkait adanya bencana 

alam kebakaran TPA Bagendung. 

3) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum berupaya melaksanakan : 

a. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang perpajakan 

(dengan status masih dalam proses). 

b. Pendataan para jukir dan pendapatanya. 

c. Menentukan/mensurvey lokasi titik parkir.  

d. Mengeluarkan SPTP. 

4) Meningkatkan sosialisasi terkait kewajiban membayar retribusi pelayanan 

pasar yang tertuang dalam peraturan daerah dan peraturan walikota Cilegon. 

5) Upaya yang dilakukan terkait permasalahan Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah dengan melakukan koordinasi lebih intensif terkait objek Pemohon 

dengan BMD yang ada pada pengguna BMD dan memberikan solusi agar target 

tidak terkendala dan terbentur dengan Peraturan yang ada untuk pencapaian 

target Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah tersebut.  



 

  

 

99 

6) Solusi yang dilakukan guna meningkatkan PAD sektor Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor adalah : 

a. Memberikan himbauan kepada masyarakat dan pengusaha jasa 

transportasi untuk melakukan uji KIR Kendaraan secara berkala. 

b. Melakukan Operasi dan Razia Kendaraan Bermotor 

c. Menyiapkan Aplikasi SIM PKB (Smart Card). 

7) Solusi yang dilakukan guna meningkatkan PAD dari sektor Retribusi Rumah 

Potong Hewan adalah meningkatkan sosialisasi/himbauan kepada pengguna 

jasa RPH agar melaksanakan kewajiban membayara kewajibanya dan dapat 

melaksanakan penyesuaain tarif pemungutan,  

8) Solusi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan diantaranya : 

a. Melaksanakan dan meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke OPD teknis 

yang terkait. 

b. Meningkatkan sosialisasi kepada pengelola/objek terperiksa dan 

melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis yang  terkait. 

c. Melaksanakan kegiatan evaluasi Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2014 

tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

d. Melaksanakan pengajuan penambahan atas fasilitas pendukung dan SDM 

petugas pemadam kebakaran namun sifatnya belum terakomodir. 

e. Mengoptimalkan SDM yang ada dan yang telah mengikuti bimtek 

inpeksi/audit bangunan gedung. 

f. Mengoptimalkan peralatan yang ada (pengecekan detektor menggunakan 

asap rokok dari petugas dan detektor panas menggunakan hairdrayer 

milik owner) serta Menggunakan mobil yang ada (losbak) dan mobil salah 

satu anggota tim karena tidak muat. 

9) Upaya penyelesaian masalah terkait Retribusi Terminal solusi yang Dinas 

Perhubungan lakukan adalah : 

a. Lebih meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 

pendapatan retribusi terminal. 

b. Melakukan pengajuan perubahan tarif retribusi terminal. 

c. Perubahan jalur trayek angkutan umum (angkot). 

10) Upaya penyelesaian masalah pemungutan Retribusi Trayek adalah perlu adanya 

kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan PAD yang bersumber dari 

Retribusi Izin Trayek. 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Solusi yang dilakukan oleh Perusahaan Milik Daerah diantaranya : 

1. Pada Laba PT. BPRS CM Perlu adanya peningkatan pelayanan SDM, dan 

fasilitas-fasilitas pendukung seperti halnya ATM, mendekatkan cakupan 

pelayanan kepada nasabah melalui pembukaan cabang yang lebih luas. 
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2. Implementasi Internet Banking Corporate (IBC) di tahun 2019 untuk 

mempermudah transaksi keuangan serta peningkatan kerjasama dengan SKPD 

agar penyetoran dana SP2D bisa disalurkan melaui Bank Bjb serta peningkatan 

gerakan Non Tunai untuk program dana yang bersifat bantuan. Perluasan cara 

pembayaran PBB melalui e-commerce (Traveloka, bukalapak, dan tokopedia), 

Serta Implementasi BPHTB online Kota Cilegon. 

3. Adapun untuk menarik piutang pelanggan dilakukan dengan cara melakukan 

penagihan dan penerapan sanksi berupa penutupan SL sementara kepada 

penggunan yang menunggak. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

Guna meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor Lain-lain pendapatan 

Asli Daerah yang Sah, Pemerintah Kota Cilegon berupaya untuk : 

1. Dalam hal pengelolaan, pemungutan Lain-lain PAD yang Sah Cicilan Kios 

SKPD terkait membentuk tim pembinaan dan pengawasan kepada debitur 

yang menunggak atas kewajiban membayar retribusi daerah, dimana 

pelaksanaannya melibatkan Pengacara Negara yakni Kejaksaan Negeri Kota 

Cilegon. Untuk mengatasi masalah terkait masih rendahnya kesadaran 

pemilik kios dalam membayar kewajiban cicilan kios pemerintah Kota 

Cilegon melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan 

pendekatan baik secara kekeluargaan maupun pendekatan secara hukum 

agar para pemilik kios dapat memenuhi kewajibannya, serta terus dilakukan 

penataan dan pembinaan kepada para pedagang agar dapat menempati 

hanggar yang sudah disediakan. 

2. Solusi yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan 

pengelolaan BLUD Pemerintah adalah memberikan surat 

teguran/peringatan kepada Mitra Binaan atas keterlambatan pembayaran 

angsuran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Dana bergulir 

adalah dana yang harus dikembalikan bukan Dana Hibah, dan membuat 

jadwal kunjungan / pendampingan secara berkala kepada mitra Binaan. 

3. Untuk upaya meningkatkan penerimaan pendapatan BLUD ɀRSUD sesuai 

target yang ditetapkan pihak RSUD dipandang perlu melakukan optimalisasi 

pengelolaan piutang pada para Pihak  yang melakukan kerjasama, serta 

meningkatkan koordinasi yang baik antara RSUD Kota Cilegon dengan pihak 

perusahaan/instansi/lembaga yang melakukan kerjasama dengan pihak 

RSUD. 
 

2. DANA PERIMBANGAN 

a. Upaya pencapaian target realisasi dana perimbangan dapat dilakukan dengan 

melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian terkait baik 
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(Kantor Pajak Pratama Kota Cilegon maupun KPPN Provinsi Banten) dalam 

upaya peningkatan alokasi transfer dari Bagi Hasil Pajak, DBH Bukan Pajak 

dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif. Serta perlu adanya 

koordinasi dengan pihak pemerintah pusat baik rekon, konfirmasi, bahkan 

perlu adanya pertukaran data base wajib pajak pph 21/25/29 yang 

berkedudukan di wilayah Kota Cilegon. 

b. Dalam upaya pencapaian target realisasi dana alokasi khusus SKPD penerima 

Dana Alokasi Khusus harus pro aktif dalam berkoordinasi dengan Instasi 

Terkait agar penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus dapat lebih maksimal. 

Memperhatikan dan melaksanakan sesuai Juklak dan Juknis yang telah 

ditetapkan dalam pelaksanaan penyerapan dana alokasi khusus. 
 

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

a. Pencapaian target realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten dapat 

dilakukan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bappenda 

Provinsi Banten. 

b. Melaksanakan penyesuaian dan perubahan atas pagu anggaran Dana Hibah BOS 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
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2.3 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 

2.3.1 Kebijakan Umum Belanja  Daerah 

Berpedoman kepada Permendagri No.38 Tahun 2018 tentang Penyusunan 

APBD Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan 

urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan 

pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan 

wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada 

standar belanja dan standar satuan harga. Dalam rangka mendukung prioritas 

nasional, APBD juga dialokasikan pada kegiatan yang berorientasi produktif 

dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

2.3.2 Target dan Realisasi Belanja  

Anggaran Belanja daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2018 

sebelum dilakukan audit oleh BPK RI adalah sebesar Rp 2.064.351.720.317,- 

dengan realisasi sebesar Rp.  1.823.308.111.142,- atau persentase pencapaian 

sebesar 88,32%. Jika dibandingkan dengan kinerja belanja daerah di tahun 

sebelumnya yang hanya mencapai 80,53% terdapat peningkatan kinrja yang 

lebih baik.  Rincian realisasi belanja sebagaimana tercantum pada tabel 

berikut:  

 

Tabel 2.14a Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

NO. URAIAN  RENCANA  REALISASI  % CAPAIAN  

  BELANJA 2.064.351.720.317 1.823.308.111.142 88,32% 

1 Belanja Tidak Langsung 814.644.996.297 736.923.192.929 90,46% 

2 Belanja Langsung 1.249.706.724.020 1.086.384.918.213 86,93% 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019  (Unaudited) 
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Gambar 2.17 Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited) 

A. Belanja Tidak Langsung  

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan teknis. Belanja tidak 

langsung yang dilaksanakan pada pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 

2018 meliputi Belanja pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja 

Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai 

Politik, dan Belanja Tidak Terduga. 

Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 

2019 sebesar Rp. 814.644.996.297,- dengan realisasi sebesar Rp. 736.923.192.928,- 

atau mencapai 90.46%. Adapun rincian belanja tidak langsung sebagai berikut : 

Tabel 2.14b 
Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

NO. URAIAN RENCANA REALISASI % CAPAIAN 
  TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 814.644.996.297 736.923.192.929 90,46% 

1 Belanja Pegawai 750.625.913.914 681.225.108.290 90,75% 

2 Belanja Hibah 53.371.238.000 52.488.994.040 98,35% 

3 Belanja Bantuan Sosial 5.171.113.784 2.232.360.000 43,17% 

4 
Belanja Bantuan Keuangan Kepada 
Provinsi/Kab/Kota, Desa dan Partai 
Politik 

976.730.599 976.730.599 100,00% 

5 
Belanja  
Tidak Terduga 

4.500.000.000 0 0,00% 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited) 
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Gambar 3.18  
Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

 
Sumber : Diolah dari LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited) 

A.1 Belanja Pegawai 

Kebijakan belanja pegawai pada APBD tahun 2019 meliputi : 

1.  Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) 

mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;  

2.  Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan penganggaran Calon PNSD 

sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2019;  

3. Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil 

Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBDT 

Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani peraturan yang berlaku;  

4. Dalam merencanakan belanja pegawai memperhitungkan ȰÁÃÃÒÅÓȱ gaji yang 

disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji 

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai 

akibat adanya mutasi;  

5. Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, kepada Pegawai Negeri Sipil 

Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang 

obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 

6.  Penganggaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

mempedomani regulasi yang berlaku; 

Pada tahun 2019 belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 750.625.913.914,- 

dan terealisasi sebesar Rp 681.225.108.290,- atau sebesar 90,75%. 
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Tabel 2.15  
Rencana dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

Uraian 

Jumlah (Rp.) Lebih / (Kurang) 

Target Realisasi Selisih 
% 

Capaian 

Belanja Pegawai 750.625.913.914,00 681.225.108.290,00 (69.400.805.624,00) 90,75% 

Belanja Gaji dan Tunjangan 428.880.780.925,00 408.481.817.203,00 (20.398.963.722,00) 95,24% 

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 285.933.005.876,00 247.537.970.227,00 (38.395.035.649,00) 86,57% 

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan 
anggota DPRD serta KDH/WKDH 

7.912.973.976,00 7.423.482.708,00 
(489.491.268,00) 

93,81% 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah 27.021.280.556,00 17.043.410.070,00 (9.977.870.486,00) 63,07% 

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 877.872.581,00 738.428.082,00 (139.444.499,00) 84,12% 

Sumber : Diolah dari LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited) 

Gambar 2.19 Realisasi Komponen Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung 

 

A.2 Belanja Hibah  

Pengertian Hibah dalam konteks tata kelola keuangan daerah adalah pemberian 

uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah 

daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, 

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

Pada tahun anggaran 2019 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 

53.371.238.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.488.994.040,- (98,35%). Target dan 

realisasi belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.16 Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

No. URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

RENCANA REALISASI (%) 

  TOTAL BELANJA HIBAH 53.371.238.000 52.488.994.040 98% 

1 Kepada Pemerintah Pusat 22.388.689.000 22.290.889.000 100% 

2 Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan 81.525.000 81.525.000 100% 

3 Kepada Badan/ Lembaga/Organisasi Pendidikan 7.312.800.000 6.955.200.000 95% 

4 
Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Pemuda dan 
Olahraga 

18.680.000.000 18.680.000.000 100% 

5 Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Keagamaan 1.330.000.000 1.330.000.000 100% 

6 Kepada Anggota/ Kelompok Masyarakat 935.656.950 935.656.950 100% 

7 Kepada Organisasi Kemasyarakatan 2.642.567.050 2.215.723.090 84% 

Sumber: LRA Kota Cilegon 2019 (Unaudited) 

Gambar 2.20  
Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

 

Sumber : Diolah dari LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited) 

A.3 Belanja Bantuan Sosial 

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah 

daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak 

secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun anggaran 2019 belanja bantuan 

sosial dianggarkan sebesar Rp. 5.171.113.784,- meliputi :  

a) bantuan sosial yang direncanakan sebesar Rp 2.763.700.000,- untuk alokasi 

bantuan beasiswa keluarga miskin, Jaminan Sosial Cilegon Mandiri  (JSCM), 

bantuan permakanan panti dan bantuan operasional panti, yang keselurahannya 

terealisasi sebesar Rp. 1.692.360.000,- (61,24%); Anggaran bantuan sosial yang 

tidak terealisasi, antara lain dari beasiswa bagi anak miskin, kegiatan JSCM dan 

bantuan operasinal panti.  
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Terkait beasiswa, hal ini diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria 

penerima  sesuai dengan hasil verifikasi akhir;  terkait JSCM, tidak seluruh 

anggaran dicairkan karena terdapat beberapa calon penerima sasaran sudah 

tercakup dalam sasaran program PKH dari sumber dana APBN. Sedangkan terkait 

operasional panti, anggaran ini tidak direalisasikan karena mengacu kepada 

regulasi tentang kewenangan bahwa rehalibitasi dalam panti merupakan 

kewenangan Pemerintah Provinsi. 

b) bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk alokasi santuan kematian, cadangan 

rawan pangan, dan bantuan RTLH karena bencana sebesar Rp 2.407.413.784,-, 

yang keselurahannya terealisasi sebesar Rp. 540.000,000,- (22,43%), sesuai 

dengan kejadian di lapangan.  

Rincian rencana dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.17  
Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

No. URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

RENCANA REALISASI (%) 

  Belanja Bantuan Sosial 5.171.113.784 2.232.360.000 43,17% 

1 
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan 

0 0   

2 Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan 2.763.700.000 1.692.360.000 61,24% 

3 
Belanja Bantuan Sosial Kepada yang tidak 
Direncanakan 

2.407.413.784 540.000.000 22,43% 

 

Gambar 2.21 
Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 
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A.4 Belanja Bantuan Keuangan  

Di Kota Cilegon, belanja bantuan keuangan diperuntukan kepada partai politik. 

Pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kota Cilegon menganggarkan sebesar Rp 

976.730.599,- yang terealiasasi 100%. 

A.5 Belanja Tidak Terduga  

Belanja Tidak Terduga merupakan jenis belanja untuk kegiatan yang sifatnya 

tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap 

stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban 

di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan 

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas 

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-

bukti yang sah.  

Di tahun anggaran 2019, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 

4.500.000.000,- yang  hingga akhir tahun anggaran tidak terealisasikan.  

B. Belanja Langsung 

Salah satu komponen terpenting dalam struktur APBD adalah belanja langsung. 

Belanja langsung merupakan belanja yang dialokasikan secara langsung untuk 

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah Kota 

Cilegon.  

Belanja langsung direncanakan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 

1.249.706.724.020.,-dengan realisasi sebesar Rp. 1.086.384.918.213,- atau sebesar 

86,93%. Komponen Belanja Langsung terdiri dari Belanja pegawai, Belanja barang 

dan jasa, Belanja modal. Adapun rinciannya sebagai berikut : 

Tabel 2.18  
Rencana dan Realisasi Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

No. URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

RENCANA REALISASI (%) 

  TOTAL BELANJA LANGSUNG 1.249.706.724.020,00 1.086.384.918.213,00 86,93% 

1 Belanja Pegawai 123.017.067.778,00 113.783.452.413,00 92,49% 

2 Belanja Barang dan Jasa 621.808.344.063,00 559.376.549.355,00 89,96% 

3 Belanja Modal 504.881.312.179,00 413.224.916.445,00 81,85% 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited) 
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Gambar 2.22  
Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

 
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited) 
 

B.1. Belanja Langsung berdasar Jenis Belanja 

Berdasarkan jenis belanjanya, kelompok belanja langsung terdiri dari :   

1)  Belanja Pegawai 

Belanja pegawai meliputi pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintahan daerah, dengan mempertimbangkan asas 
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yang besarnya mengacu pada standar belanja tahun 2019.  

Total anggaran belanja pegawai di tahun 2019 sebesar Rp 123,02 milyar atau 

sebesar 9,8% dari total belanja langsung, meliputi honorarium non PNS, 

honorarium PNS, belanja  pegawai BLUD/BOS dan belanja untuk diberikan kepada 

pihak ketiga. Realisasi belanja pegawai di belanja langsung di tahun 2019 

mencapai Rp. 113,8 milyar atau sebesar 92,49% dari total belanja pegawai. 

2)  Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang 

yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jenis 

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 
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khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas 
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Total anggaran belanja barang dan jasa adalah Rp. 621,8 milyar atau sebesar 

49,8% dari total belanja langsung, dan terealiasasi sebesar RP. 559,37 milyar atau 

sebesar 89,96% dari anggaran belanja barang dan jasa. 

3)  Belanja Modal  

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian, pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai 

nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti dalam bentuk pengadaan lahan, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya. 

Di tahun 2019, belanja modal diprioritaskan untuk percepatan pembangunan 

infrastruktur daerah  terutama jalan dan jembatan, pemenuhan sarana prasarana 

pemerintahan pengadaan sarana prasarana peningkatan layanan pemerintahan 

terutama kebersihan, penerangan jalan umum dan penataan Kawasan kumuh, 

serta pembangunan saluran dan drainase sebagai percepatan penanganan banjir. 

Total anggaran belanja modal di tahun 2019 sebesar Rp 504,9 milyar atau sebesar 

40,4% dari total belanja langsung, dan terealisasi sebesar Rp 413,3 milyar atau 

sebesar 81,87% dari anggaran belanja modal. 

Gambar 2.23 Realisasi Komponen Belanja Modal 

 

 

B.2. Belanja Langsung bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan 

Keuangan 

Berdasarkan sumber dananya, belanja langsung meliputi : belanja yang dibiayai dari 

dana transfer (dana perimbangan, antara lain meliputi DAU dan DAK) serta lain-lain 

pendapatan daerah yang sah (antara lain Bantuan Keuangan Provinsi). 
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B.2.1. Belanja Langsung bersumber dana dari Bantuan Keuangan 

Provinsi Banten  

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep. 145-Huk/2019 

tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten Kota 

se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019,  Pemerintah Daerah Kota Cilegon 

memperoleh Bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 40.000.000.000,- (Empat Puluh 

Milyar rupiah) yang dialokasikan untuk : a)Rehabilitasi Gedung Sekolah Menengah 

Pertama sebesar Rp. 215.500.000,00; b)Pengadaan komputer sekolah menengah 

pertama sebesar Rp. 3.851.980.000,-; c)Pengadaan meubelair siswa dan guru sekolah 

menengah pertama negeri sebesar Rp. 695.050.000,- d)kegiatan pengadaan 

meubelair SMP Negeri Rp. 454.470.000; e)kegiatan Rehabilitasi ruang kelas SD Negeri 

dengan anggaran Rp. 2.289.543.000; f)kegiatan pengadaan meubelair Gedung 

Perpustakaan SD dengan anggaran sebesar Rp. 106.869.000; g)kegiatan Pengadaan 

Meubelair SD Negeri dengan anggaran sebesar Rp.916.566.000; h)kegiatan 

Pembangunan Puskesmas Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000, dan 

i)kegiatan Pembangunan JLU Rp. 27.476.022.000,-. 

Berikut rincian kegiatan yang bersumber dana dari bantuan keuangan provinsi 

Banten tahun 2019 : 

Tabel 2.19 Realisasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Bantuan Keuangan 
Provinsi Banten Tahun 2019 

 

Program/ Kegiatan Satuan output

Kinerja 
Fisik

Anggaran (Rupiah)
OPD

Capaian 
(%)

Target Realisasi Capaian (%)

Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri (Bantuan 
Keuangan)

1. 2 RK SDN Lebak Gede; 2. 2 RK SDN Cilegon IX
3. 2 RK SDN Kenanga; 4. 4 RK SDN Cilegon IV
5. 4 RK SDN Kedaleman I; 6. 3 RK SDN Blok C; 7. 3 RK 
SDN Babakan Turi; 8. 2 RK SDN Walikukun
9. 2 RK SDN Cilegon XII

100% 2.289.543.000 2.148.129.348 93,8% Dindik

Pengadaan Meubeleir Gedung Perpustakaan SD 
Negeri (Bantuan Keuangan)

10 rak buku, 1 Lemari Buku, 10 meja baca, 1 kursi kerja, 
1 meja kerja @lokasi:
1. SDN Masigit III; 2. SDN Kubang Sepat I
3. SDN Cilegon II; 4. SDN Belumbang
5. SDN Pekalongan I; 6. SDN Kubang Lesung Kulon

100% 106.869.000 104.435.000 97,7% Dindik

Pengadaan Meubeleir SD Negeri (Bantuan 
Keuangan)

28 Meja Siswa, 28 Kursi Siswa, 1 Meja Guru, 1 Kursi Guru 
untuk 28 SD negeri, diantaranya:
1. SDN Krenceng I; 2. SDN Kebonsari II; 3. SDN Ketileng 
III; 4. SDN Cilegon V; 5. SDN Tembulun I; 6. SDN Pringori; 
7. SDN Delingseng; 8. SDN Gunung Sugih; 9. SDN 
Samang Raya II; 10. SDN Cilegon VIII; 11. SDN Ketileng I; 
мнΦ {5bΣ ŘǎǘΧ

100% 910.566.000 787.164.400 86,4% Dindik

Rehabilitasi Gedung SMP (Bantuan Keuangan)1 Paket R. Lab Komputer SMPN 1 Cilegon 100% 215.500.000 206.440.000 95,8% Dindik

Pengadaan Komputer SMP (Bantuan Keuangan)1. 3 server; 40 client SMPN 1
2. 3 server; 40 client SMPN 2
3. 3 server; 40 client SMPN 3
4. 3 server; 56 client SMPN 9
5. 3 server; 55 client SMPN 10

100% 3.851.980.000 3.729.743.200 96,8% Dindik

Pengadaan Meubeleir Siswa dan Guru SMP Negeri 
(Bantuan Keuangan)

1. 96 meja kursi siswa; 3 meja kursi guru SMPN 6
2. 96 meja kursi siswa; 3 meja kursi guru SMPN 8
3. 52 meja kursi siswa; 2 meja kursi guru SMPN 9
4. 52 meja kursi siswa; 2 meja kursi guru SMPN 10

100% 695.050.000 505.262.500 72,7% Dindik

Pengadaan Meubeleir SMP Negeri (Bantuan 
Keuangan)

1. 40 meja kursi komputer SMPN 2;  2. 40 meja kursi 
komputer SMPN 3; 3. 60 meja kursi komputer SMPN 9; 
4. 60 meja kursi komputer SMPN 10

100% 454.470.000 373.460.000 82,2% Dindik

Pembangunan Puskesmas Jombang (Bantuan 
Keuangan)

Puskesmas Jombang 100% 4.000.000.000 3.728.688.000 93,2% Dinkes

Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Bantuan 
Keuangan)

1. 1 paket STA 04+600 s.d. 05+200
2. 1 paket STA 08+550 s.d. 09+150 
3. 1 paket STA 12+000 s.d. 12+664

82% 27.476.022.000 12.798.736.620 46,58% DPUTR

JUMLAH 88 % 40 Milyar 24,32 Milyar 61 %
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Sebagaimana tertera pada tabel di atas, rendahnya serapan kegiatan Pembangunan 

Jalan Lingkar Utara berdampak terhadap kinerja anggaran bantuan keuangan. 

Terkait hal ini,progress fisik kegiatan pembangunan JLU pada Sta 12 + 000 sd 12 + 

664 hanya terealisasi sebesar 20%, karena masih terkendala dengan pembebasan 

lahan. 

B.2.2. Belanja Langsung bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus  

Di Tahun Anggaran 2019 Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) disampaikan 

melalui sistem aplikasi E-planning yang di kelola langsung oleh kementerian 

PPN/Bappenas. Anggaran dana alokasi khusus (DAK) adalah sebesar 

137.067.056.000,-  meliputi : 1)DAK Fisik sebesar Rp. 45.244.379.000,- untuk 

kegiatan rehabilitasi ruang kelas, sarpras belajar. Pengadaan alkes, penyediaan obat, 

sarpras rumah sakit, peningkatan struktur jalan, sarpras KB dan pelayanan 

kemetrologian; 2) DAK non fisik sebesar Rp 91.822.677.000,- untuk dana tunjangan 

profesi dan tambahan penghasilan guru, bantuan operasional penyelenggaraan 

PAUD, bantuan operasional kesehatan puskesmas, akreditasi puskesmas, jaminan 

persalinan dan dana bantuan operasional keluarga berencana. Realisasi kegiatan 

mencapai Rp 103.288.710.740,- (75,35%). Capaian kegiatan yang bersumber dana 

dari dana alokasi khusus sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.20.a Target dan Realisasi Keg. yang bersumber dana dari Dana Alokasi 
Khusus Fisik Tahun 2019 

 

 

Program/ Kegiatan
Satuan 

output

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah)

OPD
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi

Capaian 

(%)

DAK FISIK 45.244.379.000 37.739.886.370 83,41%

DAK REGULER

BIDANG PENDIDIKAN

Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri (DAK) Sekolah  5 5 100,0% 1.737.330.000 1.725.267.600 99,3% Dindik

Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK) Sekolah  3 3 100,0% 1.201.220.000 1.200.277.000 99,9% Dindik

Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK) Sekolah  10 10 100,0% 2.124.217.000 2.111.280.000 99,4% Dindik

BIDANG KESEHATAN & KB

Instalasi Pengolahan Air Limbah /IPAL (DAK) unit 1 1 100,0% 450.000.000 446.650.000 99,3% Dinkes

Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan (DAK) Tahun 1 1 100,0% 3.069.636.000 3.034.605.565 98,9% Dinkes

Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) kegiatan 1 1 100,0% 2.127.265.000 986.635.981 46,4% Dinkes

Pengadaan Alat Kesehatan Rujukan (DAK) jenis 20 20 100,0% 19.100.134.000 18.193.340.804 95,3% RSUD

Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB (DAK) Unit 1 1 92,2% 853.000.000 786.060.000 92,2% DP3AKB

Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (DAK) Unit 11 11 100,0% 91.260.000 88.431.000 96,9% DP3AKB

Pengadaan Sarana KIE Kita dan Media Lini Lapangan 

(DAK)
Unit 75 70 93,4% 371.540.000 346.857.500 93,4% DP3AKB

BIDANG INFRASTRUKTUR/JALAN

Peningkatan Struktur Jalan (DAK) % 88 59 67,4% 12.363.453.000 8.331.602.000 67,4% Dinas PUTR

DAK PENUGASAN

BIDANG PASAR

Peningkatan Pelayanan Kemetrologian (DAK) paket 1 - 0,0% 1.271.691.000 5.250.000 0,4% Disperindag

BIDANG KESEHATAN & KB

Penurunan Stunting (DAK) Bulan 12 12 100,0% 483.633.000 483.628.920 100,0% Dinkes
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Tabel 2.20b Target dan Realisasi Keg. yang bersumber dana dari Dana Alokasi 
Khusus Non Fisik Tahun 2019 

 

2.3.3 Permasalahan dan Solusi  

A. Permasalahan  

1) Persentase serapan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, 
hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada Partai Politik dan belanja 
tidak terduga mencapai 90,46%. Serapan belanja bantuan sosial hanya 
mencapai 43,17% dalam hal ini tidak seluruh anggaran belanja bantuan sosial  
direalisasikan karena berpedoman kepada hasil verifikasi lapangan; Selain itu, 
beberapa sasaran/penerima program telah tercakup sebagai sasaran program 
Bantuan Sosial yang bersumber dana dari APBN.  

2) Persentase serapan keseluruhan  belanja langsung yang merupakan 
akumulasi belanja dari seluruh program maupun kegiatan yang dilakukan 
oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon adalah 
sebesar 86,93 %. Beberapa kegiatan masih belum optimal penyerapannya 
dikarenakan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan kegiatan al. terkait 
cash budget, kendala pada saat proses pelelangan, kelengkapan administrasi 

Program/ Kegiatan
Satuan 

output

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah)

OPD
Target

Realisas

i
Capaian (%) Target Realisasi

Capaian 

(%)

DAK NON-FISIK 91.703.046.500 90.622.638.814 98,82%

Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan 

(BOK) dan Jampersal (DAK)
Keg 9 7 80,0% 250.000.000 

199.992.000 
80,0% Dinkes

Upaya Kesehatan Sekunder Bantuan Operasional 

Kesehatan (DAK)
keg 15.346 14.047 91,5% 587.000.000 

520.300.000 
88,6% Dinkes

BOK Distribusi Obat & E-logistik (DAK) UPTD 8 8 100,0% 120.000.000 
99.025.000 

82,5% Dinkes

Akreditasi Puskesmas (DAK) Puskesmas 2 2 100,0% 774.480.000 
736.077.639 

95,0% Dinkes

Jaminan Persalinan/Jampersal (DAK) Tahun 1 1 100,0% 473.000.000 
129.024.093 

27,3% Dinkes

Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) (akumulasi 8 

Puskesmas)
bulan 12 12 100,0% 3.289.000.000 

3.273.676.000 
99,5%

8 

Puskesmas

Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)
OK 1.600 1.600 100,0% 343.341.500 

339.541.500 
98,9% Disdukcapil

Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK) kecamatan 8 7 89,6% 96.078.000 
86.077.186 

89,6% Disdukcapil

Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas 

Resmi Anak (DAK)
Dokumen 2 2 92,2% 282.287.500 

260.257.500 
92,2% Disdukcapil

Pengelolaan SIAK (DAK) tahun 1 1 100,0% 25.459.000 14.910.000 58,6% Disdukcapil

Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksana Kebijakan 

dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

(DAK)

Kegiatan 3 3 85,6% 150.000.000 128.318.646 85,5% Disdukcapil

Dukungan Media KIE (DAK) % 100 100 100,0% 162.800.000 161.000.000 98,9% DP3AKB

Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader 

(DAK)
Kelurahan 43 43 100,0% 206.400.000 205.368.000 99,5% DP3AKB

Biaya Operasional Distribusi Alokon (DAK) Kecamatan 8 8 100,0% 25.000.000 21.672.000 86,7% DP3AKB

Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK) Orang 15 15 100,0% 760.000.000 755.412.000 99,4% DP3AKB

Dukungan Manajemen (DAK) Tahun 1 1 100,0% 127.262.000 124.622.000 97,9% DP3AKB

Biaya Operasional Penyuluhan (DAK) % 100 100 100,0% 9.437.500 9.437.500 100,0% UPT KCM I

Biaya Operasional Penyuluhan (DAK) % 100 100 100,0% 10.932.000 10.932.000 100,0% UPT KCM II

Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro 

(DAK)

pelaku 

usaha 
40 40 100,0% 470.000.000 420.630.000 89,5%

Diskop 

UMK

Hibah Kepada Organisasi Pendidikan (BOP PAUD)

Paud/TK/ 

Playgroup/ 

SPS

228 228 100,0% 5.791.200.000 5.440.500.000 93,9% Dindik

Hibah Kepada Organisasi Pendidikan (BOP 

Kesetaraan)
lembaga 20 20 100,0% 1.521.600.000 1.521.600.000 100,0% Dindik

Tunjangan Khusus Guru PNSD Bulan 12 12 100,0% 75.967.257.000 75.944.440.750 100,0% Dindik

Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Bulan 12 12 100,0% 260.512.000 219.825.000 84,4% Dindik
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khususnya terkait pengadaan lahan, serta adanya keterbatasan waktu 
pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang dilaksanan pada 
triwulan 4, yang ketika mengalami gagal lelang tidak memungkinkan lagi 
dilakukan lelang ulang.  

B. Solusi 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan belanja tidak langsung khususnya terkait 
belanja bantuan sosial, melalui peningkatan kualitas verifikasi serta peningkatan 
pemahaman terkait mekanisme dan alokasi bantuan sosial bagi pengusul dan 
penerima program.    

2. Meningkatkan kinerja serapan belanja langsung melalui peningkatan 
pengendalian sejak tahap perencanaan kegiatan, hingga pelaksanaan dan 
evaluasi kegaitan, yang dalam hal ini didukung oleh sistem informasi yang 
terintegrasi, serta system reward dan punishment berbasis kinerja.    

2.4 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Pada struktur APBD komponen pembiayaan merupakan komponen yang 
dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti 
bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk 
menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. 
Sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan dalam APBD, yang berpedoman pada 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila 
APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk 
pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang 
yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening 
dana cadangan.  Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat 
didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan 
anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah.  

Pada APBD Tahun 2019, penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SILPA 
tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 192.902.114.842,-. Silpa ini selain dari 
efisiensi belanja juga merupakan silpa anggaran BLUD serta realisasi pendapatan 
dana transfer khususnya bantuan keuangan yang tidak terserap. Sedangkan 
pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk dana cadangan pilkada 
sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang dalam hal ini tidak direalisasikan di tahun 
2019. Anggaran ini menjadi bagian dari SILPA Tahun 2019 yang akan tercatat 
sebagai penerimaan pembiayaan (pencairan dana cadangan) pada APBD Tahun 
2020.  

Tabel 2.21  
Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited) 

No. URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

RENCANA REALISASI (%) 

  PEMBIAYAAN DAERAH 202.902.114.842 192.902.114.842 95,07% 

1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 192.902.114.842 192.902.114.842 100,00% 

2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.000.000.000 0 0,00% 
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2.5 RINGKASAN REALISASI KEUANGAN DAERAH 

Ringkasan APBD dan realisasi tahun anggaran 2019 sebelum dilakukan audit oleh 

BPK-RI adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.19  
Ringkasan Rencana dan Realisasi APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 

URAIAN  
ANGGARAN (Rp.)  

RENCANA REALISASI  %  

        

PENDAPATAN 1.881.449.605.475  1.766.980.559.475  93,92%  

PENDAPATAN ASLI DAERAH  688.080.294.550  634.798.056.162  92,26%  

Pendapatan Pajak Daerah 540.425.611.122 488.733.692.539 90,43% 

Hasil Retribusi Daerah 17.557.451.636 18.728.314.750 106,67% 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.127.092.370 17.127.057.370 100,00% 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 112.970.139.422 110.208.991.503 97,56% 

DANA PERIMBANGAN  912.378.533.000  866.731.464.020  95,00%  

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 131.420.440.000 98.126.631.451 74,67% 

Dana Alokasi Umum 643.891.037.000 643.891.037.000 100,00% 

Dana Alokasi Khusus 137.067.056.000 124.713.795.569 90,99% 

LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  280.990.777.925  265.451.039.293  94,47%  

Pendapatan Hibah 39.774.000.000 38.863.765.413 97,71% 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  168.049.961.925 153.420.457.880 91,29% 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.166.816.000 33.166.816.000 100,00% 

Bantuan Keuangan dari Provinsi  40.000.000.000 40.000.000.000 100,00% 

BELANJA 2.064.351.720.317  1.823.308.111.142  88,32%  

BELANJA TIDAK LANGSUNG  814.644.996.297  736.923.192.929  90,46%  

Belanja Pegawai 750.625.913.914 681.225.108.290 90,75% 

Belanja Hibah 53.371.238.000 52.488.994.040 98,35% 

Belanja Bantuan Sosial 5.171.113.784 2.232.360.000 43,17% 

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota, 
Desa dan Partai Politik 

976.730.599 976.730.599 100,00% 

Belanja tidak terduga 4.500.000.000 0 0,00% 

BELANJA LANGSUNG 1.249.706.724.020  1.086.384.918.213  86,93%  

Belanja Pegawai 123.017.067.778 113.783.452.413 92,49% 

Belanja Barang dan Jasa 621.808.344.063 559.376.549.355 89,96% 

Belanja Modal 504.881.312.179 413.224.916.445 81,85% 

SURPLUS / DEFISIT( -)  -182.902.114.842  -56.327.551.667  30,80%  

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH  192.902.114.842  192.902.114.842  100,00%  

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya 

192.902.114.842 192.902.114.842 100,00% 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH  10.000.000.000  0 0,00%  

Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah 10.000.000.000 0 0,00% 

Pengeluaran Investasi Non Permanen Dana Bergulir - - - 

TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN  182.902.114.842  192.902.114.842  105,47%  

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 
2019  

0 136.574.563.175    

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited) 
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BAB III   
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

 

 

3.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 

3.1.1 Bidang Urusan Pendidikan  

A. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan  

A.1 Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non -Formal  

Tabel 3.1.1a  
Target dan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Tahun Anggaran 

2019 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Pembinaan 
PAUD dan Pendidikan 
Non Formal  

  
    

7.344,67 6.851,05 93,28% 

    Angka Partisipasi Kasar 
(APK) POS PAUD/ KOBER/ 
TPA/ SPS (0-6 tahun)  

%  8,87  8,65  97,52%  
   

    APK PAUD usia 3-6 tahun 
(RENSTRA KEMDIKBUD) 

%  43,60  39,19  89,89%  
   

    Angka Partisipasi Kasar 
(APK) PAUD (TK/RA/TPA) 

%  37,55  32,55  86,68%  
   

    Angka Melanjutkan (AM) 
POS PAUD/ KOBER/ TPA/ 
SPS 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Angka Putus Sekolah 
(APTs) PAUD/ KOBER/ 
TPA/ MDA 

%  - -  100,00%  
   

    Angka Partisipasi Kasar 
(APK) TK dan sederajat 
(TK/RA) 

%  36,96  34,16  92,42%  
   

    Angka Partisipasi Murni 
(APM) TK/RA 

%  36,96  34,16  92,42%  
   

    Proporsi jumlah penduduk 
berusia 15 tahun keatas 
yang melek huruf  

%  100,00  99,94  99,94%  
   

    Rasio sekolah PAUD 
terhadap murid  

%  2,00  2,52  126,00%  
   

    Rasio jumlah PAUD per 
penduduk  

%  1,18  1,33  112,71%  
   

    Tingkat kelulusan UN 
kejar paket A 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Tingkat kelulusan 
pendidikan kesetaraan 
Paket B dan C 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    APM Pendidikan 
Prasekolah 

%  59,12  52,97  89,60%  
   

    Angka Partisipasi Sekolah 
Jenjang Prasekolah 

%  23,65  23,61  99,83%  
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

     Jumlah Penyelenggara 
LKP  

LKP 138,00  136,00  98,55%  
   

     Jumlah Instruktur pada 
Program LKP  

orang  270,00  270,00  100,00%  
   

     Jumlah lembaga kursus 
yang memiliki TUK ( 
Tempat Uji Kompetensi)  

Lembaga  8,00  8,00  100,00%  
   

     Jumlah peserta didik 
Kegiatan Pelestarian 
Melek Aksara  

Orang  250,00  200,00  80,00%  
   

     Cakupan kelembagaan 
PAUD yang dibina  

%  100,00  100,00  100,00%  
   

     Cakupan lembaga PAUD 
yang dikembangkan  

%  100,00  100,00  100,00%  
   

     Cakupan lembaga PAUD 
Formal dan Non Formal 
yang mendapatkan APE  

%  8,01  9,70  121,10%  
   

     Cakupan warga Belajar 
yang mengikuti ujian 
kompetensi/Ujian Nasional  

%  17,04  68,25  400,53%  
   

     Jumlah kelembagaan 
PAUD yang dibina  

Lembaga  312,00  331,00  106,09%  
   

     Jumlah lembaga PAUD 
yang dikembangkan  

Lembaga  312,00  331,00  106,09%  
   

     Jumlah lembaga TK/RA 
yang dibina  

Lembaga  160,00  179,00  111,88%  
   

  Pengadaan 
Peralatan/Pendidikan PAUD 
Holistik Integratif  

 Tersedianya Alat didik 
PAUD Holistik Integratif  

Lembaga 2 2 100,00% 325,00 318,35 97,95% 

  Pengadaan Fasilitas Sarana 
Lembaga Kursus 

 Jumlah Lembaga Kursus 
yang diberikan Bantuan  

Lembaga 4 4 100,00% 130,00 128,30 98,69% 

  Pengadaan Fasilitas Sarana 
Belajar Bagi PAUD 

 Tersedianya alat peraga 
edukasi (APE) Indoor 
outdoor dan Meubeleir 
bagi PAUD  

Lembaga 16 16 100,00% 450,00 439,32 97,63% 

  Pengadaan Sarana 
Prasarana Warga Belajar 

 Jumlah Kelompok 
Keaksaraan Fungsional 
yang diberikan sarana 
prasarana  

kegiatan 1 1 100,00% 163,20 158,15 96,91% 

  Pengadaan Alat Didik TK 
Holistik Integratif  

 Tersedianya Alat didik TK 
Holistik Integratif  

Lembaga 3 3 100,00% 207,50 200,65 96,70% 

  Penyelenggaraan Taman 
Bacaan Masyarakat (TBM) 

 Jumlah Kebutuhan 
Operasional Taman 
Bacaan Masyarakat (TBM)  

Lembaga 28 28 100,00% 228,90 224,25 97,97% 

  Penyelenggaraan Pusat 
Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) 

 Jumlah Lembaga PKBM 
yang mendapatkan 
operasional  

PKBM 15 15 100,00% 172,60 170,68 98,89% 

  Rehabilitasi Gedung PAUD  Jumlah Kebutuhan 
Rehabilitasi Gedung PAUD  

Lembaga 2 2 100,00% 200,00 196,37 98,19% 

  Pelatihan pengelolaan 
lembaga kursus/pelatihan 

 Terselenggaranya mutu 
tenaga pengelola kursus  

Orang 40 40 100,00% 37,77 22,97 60,81% 

  Pelatihan Kelembagaan 
Pengelola PKBM, TBM, LKP 
dan PAUD 

 Jumlah Pengelola PKBM 
TBM dan LKP yang 
mendapatkan Pelatihan 
Kelembagaan  

Orang 275 275 100,00% 166,20 163,04 98,10% 

  Peningkatan Kompetensi 
Pengelola TK Holistik 
Integratif  

 Terselenggaranya 
peningkatan kompetisi 
Pengelola TK Holistik 
Integratif  

Orang / 
Lembaga 

98 98 100,00% 90,00 72,15 80,17% 

  Apresiasi PTK PNFI 
Berprestasi Tingkat Kota 
Cilegon 

 Terlaksananya Kegiatan 
Lomba dalam Rangka 
Apresiasi PTK PNFI 
Berprestasi Tingkat Kota 
Cilegon  

Kegiatan 1 1 100,00% 198,95 194,62 97,82% 

  Bantuan BOP TK Negeri  Jumlah TK negeri 
Penerima Pendampingan 

Lembaga 14 14 100,00% 257,59 252,80 98,14% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

Biaya Operasional 
Pembangunan (BOP)  

  Peringatan Hari Aksara 
Internasional Tingkat Kota 
Cilegon 

 Jumlah Peserta 
Peringatan Hari Aksara 
Internasional Tingkat Kota 
Cilegon  

kegiatan 1 1 100,00% 51,30 41,51 80,92% 

  Supervisi  Pelaporan 
Evaluasi Monitoring dan 
Pembinaan Penilik 

 Jumlah kegiatan 
Supervisi  Pelaporan 
Evaluasi Monitoring dan 
Pembinaan Penilik  

kegiatan 1 1 100,00% 40,89 40,89 100,00% 

  Penyelenggaraan Lomba 
Kesiswaan Paket B Tingkat 
Kota Cilegon 

 Jumlah Lomba Kesiswaan 
paket B Tingkat Kota 
Cilegon  

kegiatan 1 1 100,00% 135,00 132,99 98,51% 

  Penyelenggaraan 
keterampilan bagi Warga 
Belajar Paket C 

 Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Keterampilan bagi Warga 
Belajar Paket C  

kegiatan 1 1 100,00% 178,19 175,23 98,34% 

  Gebyar kreativitas peserta 
didik PAUD dan TK 

 Terlaksananya Gebyar 
Kreativitas peserta didik 
PAUD dan TK  

Kegiatan 1 1 100,00% 91,78 64,72 70,52% 

  Seminar pembentukan jati 
diri bagi warga belajar 
paket C dan paket B 

 Terlaksananya Seminar 
Pembentukan Jati Diri 
Bagi Warga Belajar Paket 
C dan Paket B  

kegiatan 1 1 100,00% 62,86 61,15 97,28% 

  Jambore pramuka 
kesetaraan paket B 

 Terlaksananya kegiatan 
Jambore Pramuka 
Kesetaraan warga belajar 
paket B  

kegiatan 1 1 100,00% 61,31 60,67 98,95% 

  Workshop keriwausahaan 
bagi warga belajar 
pendidikan Non Formal dan 
LKP 

 Terlaksananya Workshop 
Kewirausahaan Bagi 
Warga Belajar Pendidikan 
Non Formal dan LKP  

kegiatan 1 1 100,00% 100,00 98,15 98,15% 

  Penyelenggaraan Ujian 
Nasional dan Ujian Sekolah 
Kesetaraan 

 Jumlah Kebutuhan 
Penyelenggaraan Ujian 
Nasional dan ujian 
sekolah kesetaraan 
  

Orang 900 900 100,00% 96,00 88,23 91,91% 

  Pendampingan Operasional 
DAK 

 Jumlah Kegiatan 
Pendampingan 
Operasional DAK  

kegiatan 1 1 100,00% 128,26 126,61 98,71% 

  Operasional PAUD Formal 
dan Non Formal 

 Jumlah Kebutuhan 
Operasional PAUD Formal 
dan Non Formal 
  

Lembaga 100 100 100,00% 199,45 190,07 95,30% 

  Ujian Kompetensi 
Keterampilan Warga Belajar 
Non Formal 

 Jumlah Peserta Ujian 
Kompetensi Keterampilan 
Warga Belajar Non Formal  

Orang 75 75 100,00% 71,41 70,40 98,58% 

  Pelatihan Keterampilan 
Warga Belajar Non Formal 

 Jumlah Warga Belajar 
Non Formal yang 
mendapatkan Pelatihan 
Keterampilan  

Orang 80 80 100,00% 180,00 176,32 97,96% 

  Penyelenggaraan 
Kesiswaan dan 
Kelembagaan Pendidikan 
TK 

 Terselenggaranya Lomba 
Kesiswaan TK Tingkat 
Kota Cilegon  

kegiatan 1 1 100,00% 76,82 75,10 97,77% 

  Pelestarian Keaksaraan 
Fungsional 

 Jumlah Peserta 
Pelestarian Keaksaraan 
Fungsional  

kegiatan 1 1 100,00% 64,22 64,22 100,00% 

  Penyelenggaraan Paket B 
dan C kesetaraan 
Pendidikan Non Formal 

 Terlaksananya 
Penyelenggaraan Paket B 
dan C Kesetaraan 
Pendidikan Non Formal 
  

Orang 615 615 100,00% 350,00 349,40 99,83% 

  Pendampingan Akreditasi 
Satuan Lembaga PNFI 

 Jumlah Satuan lembaga 
PNFI yang Terakreditasi 
  

Lembaga 30 30 100,00% 159,81 125,63 78,62% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Pengembangan Kurikulum 
2013 PAUD Dan TK 

 Jumlah Peserta Pelatihan 
Kurikulum 2013 PAUD 
Dan TK  

Lembaga 241 241 100,00% 175,00 162,53 92,88% 

  Peningkatan Kompetensi 
Pengelola PAUD Holistik 
Integratif  

 Jumlah Peserta 
Peningkatan Kompetensi 
Pengelola PAUD Holistik 
Integratif  

Orang 150 150 100,00% 220,00 207,28 94,22% 

  Penyusunan Bahan Ajar 
Program Pendidikan 
Kesetaraan Paket B Dan  
Paket C 

 Jumlah peserta workshop 
Bahan Ajar Program 
Pendidikan Kesetaraan 
Paket B Dan  Paket C  

Orang 100 100 100,00% 192,50 152,19 79,06% 

  Pelatihan Dan Penulisan 
Soal UPK Pendidikan 
Kesetaraan 

 Terlaksananya Pelatihan 
Dan Penulisan Soal UPK 
Pendidikan Kesetaraan 
  

Orang 50 50 100,00% 82,50 64,43 78,09% 

  Bimtek Kurikulum Lembaga 
Kursus Dan Pelatihan 

 Terlaksananya Bimtek 
Kurikulum Lembaga 
Kursus Dan Pelatihan 
  

Orang 100 100 100,00% 165,00 143,26 86,82% 

  Penilaian Kinerja Lembaga 
P2PNF 

 Terlaksananya kegiatan 
Penilaian Kinerja Lembaga 
P2PNF  

Lembaga 9 9 100,00% 350,00 318,53 91,01% 

  Operasional POKJA 
Akreditasi 

 Terlaksananya Akreditasi 
Lembaga PAUD dan 
Pendidikan Non Formal  

Kegiatan 1 1 100,00% 82,50 82,50 100,00% 

  Pembinaan Dan 
Pengembangan PKG PAUD 
Formal dan Non Formal 

 Terlaksananya 
Pembinaan dan 
Pengembangan PKG 
PAUD Formal dan Non 
Formal  

Kecamatan 8 8 100,00% 352,00 267,98 76,13% 

  Bimtek Penguatan 
Pendidikan Keluarga dan 
Pelibatan Orang Tua Pada 
Satuan Pendidikan 

 Terlaksananya Bimtek 
Penguatan Pendidikan 
Keluarga dan Pelibatan 
Orang Tua Pada Satuan 
Pendidikan  

Kegiatan 1 1 100,00% 285,00 256,10 89,86% 

  Pengadaan Server dan 
Komputer Bagi PKBM 

 Tersedianya Komputer 
dan Server untuk UNBK 
PKBM  

PKBM 2 2 100,00% 300,00 297,61 99,20% 

  Gebyar Pramuka Pra Siaga 
PAUD Saka Widya Budaya 
Bakti  

 Jumlah peserta yang 
mengikuti Gebyar 
Pramuka Pra siaga PAUD 
saka widya budaya bakti  

kegiatan 1 1 100,00% 250,00 241,80 96,72% 

  Rehabilitasi Gedung TK 
Negeri 

 Jumlah Lembaga TK 
Negeri yang mendapatkan 
rehab gedung 
  

Sekolah 1 1 100,00% 140,87 101,75 72,23% 

  Pengadaan Peralatan 
Kantor bagi Lembaga PAUD 

 Tersedianya peralatan 
kantor bagi lembaga 
PAUD  

Lembaga 8 8 100,00% 74,31 72,17 97,12% 

Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal merupakan bagian dari 

upaya perluasan akses pendidikan di Kota Cilegon. Melalui jalur pendidikan non 

formal yang dilakukan antara lain melalui Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan 

kecakapan hidup, pendidikan keaksaraan serta pendidikan kesetaraan melalui kejar 

paket A, B dan C, serta jalur pendidikan informal melalui jalur pendidikan keluarga 

dan masyarakat yang dilakukan secara mandiri. Sasaran Strategis Program 

Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal adalah Terwujudnya penyediaan dan 

pengembangan layanan satuan Pendidikan PAUD Formal dan Non Formal yang 

merata dan berkeadilan secara berkesinambungan, berkualitas, terjangkau, relevan 

dan kompetitif. 
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Sasaran  Strategis untuk Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal 

adalah terwujudnya penyediaan dan pengembangan layanan satuan Pendidikan 

PAUD Formal dan Non Formal yang merata dan berkeadilan secara 

berkesinambungan, berkualitas, terjangkau, relevan dan kompetitif dengan Indikator 

Kinerja sebagai berikut : 

1. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan capaian 

realisasi 99,94% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui 

perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tulis 

terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas; 

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK/RA/TPA) dengan capaian realisasi 

32,55% dari target RPJMD 37,55%, berdasarkan rencana target yang ditetapkan 

terlihat realisasi yang diperoleh masih dibawah target dikarenakan jumlah 

penduduk usia 5-6 tahun pada tahun 2019 mengalami kenaikan tidak sebanding 

dengan pertambahan jumlah sekolah PAUD pada tahun 2019, capaian ini terukur 

melalui jumlah peserta didik usia 5-6 tahun pada jenjang PAUD  terhadap jumlah 

penduduk usia 5 ɀ 6 tahun; 

3. Angka Melanjutkan (AM) POS PAUD/KOBER/TPA/SPS dengan capaian realisasi 

100% dari  target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah peserta didik 

yang lulus pada jenjang PAUD terhadap jumlah peserta didik baru yang masuk 

pada kelas 1 jenjang SD; 

4. Angka Putus Sekolah (APTs) PAUD/KOBER/TPA/MDA dengan capaian realisasi 

0% dari target RPJMD 0,00%, capaian ini terukur melalui jumlah siswa yang putus 

sekolah pada jenjang PAUD  terhadap jumlah seluruh siswa pada jenjang PAUD; 

5. Angka Partisipasi Kasar (APK) TK dan sederajat dengan capaian realisasi 34,16% 

dari target RPJMD 36,96%, hal ini dikarenakan jumlah masyarakat usia 4-6 tahun 

terpecah tidak hanya bersekolah pada jenjang TK dan RA tetapi ada juga yang 

masih bersekolah pada jenjang PAUD Non Formal seperti Kober, TPA dan SPS, 

capaian ini terukur melalui jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA usia 4-6 

tahun terhadap  jumlah penduduk usia 4-6 tahun. 

Pada program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal di atas terdapat 14 

Indikator program yang rata-rata capaian realisasinya sudah mencapai lebih dari 

90%, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan dan pastisipasi masyarakat 

pada jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal telah terkelola dengan baik. Salah 

satu keberhasilan prestasi yang diraih program Pembinaan PAUD dan Pendidikan 

Non Formal adalah tercapainya Nilai Akreditasi tertinggi Tahun 2019 dan 

meningkatnya pelayanan PAUD Holistik Integratif Tahun 2019. Keberhasilan tersebut 

didukung dengan adanya kegiatan ɀ kegiatan sebagai berikut : 
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1. Pengadaan Peralatan/Pendidikan PAUD Holistik Integratif dengan output 

Tersedianya Alat didik PAUD Holistik Integratif untuk 3 lembaga dengan capaian 

persentasi pagu anggaran 97,95%; 

2. Pengadaan Alat Didik TK Holistik Integratif dengan output Tersedianya Alat didik 

TK Holistik Integratif untuk 3 TK Negeri dengan capaian persentasi pagu anggaran 

96,70%; 

3. Peningkatan Kompetensi Pengelola PAUD Holistik Integratif dengan output 

Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Pengelola PAUD Holistik Integratif 

sebanyak 141 orang dengan capaian persentasi pagu anggaran 94,22%; 

4. Peningkatan Kompetensi Pengelola TK Holistik Integratif dengan output 

Terselenggaranya peningkatan kompetisi Pengelola TK Holistik Integratif 

sebanyak 79 orang/lembaga dengan capaian persentasi pagu anggaran 80,17%. 

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kinerja dan anggaran 

kegiatan pada Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal telah mencapai 

realisasi rata- rata lebih dari 90% yang berarti semua kegiatan dan anggaran yang 

tersedia telah dilaksanakan dengan baik pada tahun 2019. 

Adapun beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih belum optimal 

antara lain sebagai berikut : 

1. Pelatihan pengelolaan lembaga kursus/pelatihan; 

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya mutu tenaga pengelola 

kursus, dengan target RPJMD 40 orang dan realisasi 24 orang. Adapun serapan 

anggaran sebesar Rp.22.965.100,- dari target Rp.37.765.100,- dengan persentasi 

capaian anggaran 60,81%, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan didalam DPA 

2 hari, sedangkan angaran belanja makanan dan minuman hanya 1 hari. Sehingga 

kegiatan dilaksanakan satu hari. Adapun anggaran yang tidak diserap adalah 

belanja sewa gedung dan honorarium narasumber di hari kedua dan belanja 

transportasi peserta. 

2. Gebyar kreativitas peserta didik PAUD dan TK; 

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya gebyar kreativitas peserta 

didik PAUD dan TK, dengan target RPJMD 400 orang dan realisasi 282 orang. 

Adapun serapan anggaran sebesar Rp.64.720.000,- dari target Rp.91.775.000,- 

dengan persentasi capaian anggaran 70,52%, hal ini dikarenakan adanya efisiensi 

dalam penyerapan belanja makanan dan minuman peserta karena disesuaikan 

dengan jumlah peserta yang hadir. Selain itu kurangnya motivasi peserta untuk 

hadir mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan tidak diperbolehkannya uang saku 

sebagai pengganti transport peserta. 
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3. Pendampingan Akreditasi Satuan Lembaga PNFI; 

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pendampingan akreditasi 

satuan lembaga PNFI, dengan target RPJMD 30 lembaga dan realisasi 24 lembaga. 

Adapun serapan anggaran sebesar Rp.125.633.500,- dari target Rp.159.805.000,- 

dengan persentasi capaian anggaran 78,62%, hal ini dikarenakan adanya 

pengalihan uang transport peserta, dan honorarium narasumber yang melebihi 

standar satuan harga atau SSH. 

4. Penyusunan Bahan Ajar Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Dan  Paket C; 

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penyusunan bahan ajar 

program pendidikan kesetaraan Paket B Dan  Paket C, dengan target RPJMD 100 

orang dan realisasi 84 orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.152.189.000,- 

dari target Rp.192.500.000,- dengan persentasi capaian anggaran 79,06%, hal ini 

dikarenakan adanya kode rekening belanja transportasi yang tidak diserap 

dikarenakan melebihi SSH. 

5. Pelatihan Dan Penulisan Soal UPK Pendidikan Kesetaraan; 

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelatihan dan penulisan 

soal UPK pendidikan kesetaraan, dengan target RPJMD 50 orang dan realisasi 44 

orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.64.425.000,- dari target 

Rp.82.500.000,- dengan persentasi capaian anggaran 78,09%, hal ini dikarenakan 

efisiensi belanja jasa transportasi dan honorarium narasumber melebihi SSH. 

6. Pembinaan Dan Pengembangan PKG PAUD Formal dan Non Formal; 

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan dan 

pengembangan PKG PAUD Formal dan Non Formal, dengan target RPJMD 8 

kecamatan dan realisasi 8 kecamatan. Adapun serapan anggaran sebesar 

Rp.267.981.000,- dari target Rp.352.000.000,- dengan persentasi capaian 

anggaran 76,13%, hal ini dikarenakan belanja ATK tidak diserap karena ada 

kesalahan kode rekening yang seharusnya belanja alat perlengkapan pendidikan 

tetapi masuk dalam kode rekening ATK, dan belanja jasa transport peserta tidak 

diserap karena peserta yang mengikuti kegiatan telah mendapat honor daerah. 

7. Rehabilitasi Gedung TK Negeri; 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi gedung TK Negeri, 

dengan target RPJMD 1 tahun dan realisasi 1 tahun. Adapun serapan anggaran 

sebesar Rp.101.745.600,- dari target Rp.140.870.600,- dengan persentasi capaian 

anggaran 72,23%, hal ini dikarenakan pada saat pengesahan DPA APBD-P tidak 

cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga tidak ada konsultan yang 

sanggup untuk melaksanakan kegiatan ini. 
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A.2 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar 

Tabel 3.1.1b  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 

2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program 
Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Dasar  

  
    

30.529,37 28.002,67 91,72% 

    Angka Partisipasi Kasar (APK) 
SD/ MI/ Paket A 

%  115,35  105,58  91,53%  
   

    Angka Partisipasi Murni (APM) 
SD/ MI/ Paket A 

%  100,47  92,98  92,55%  
   

    Angka Partisipasi Sekolah (APS) 
SD/ MI/ Paket A 

%  100,47  92,98  92,55%  
   

    Angka Mengulang Kelas (AMK) 
SD/ MI 

%  2,91  0,33  188,66%  
   

    Angka Melanjutkan (AM) SD/ 
MI/ SDLB ke SMP/ MTs/ SMPLB 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Angka Putus Sekolah (APTS) SD/ 
MI 

%  0,25  0,15  140,00%  
   

    Angka Kelulusan (AL) SD/ MI %  100,00  100,00  100,00%  
   

    Rata - rata lama sekolah (RLS) Tahun  10,67  9,73  91,19%  
   

    Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun  14,43  13,13  90,99%  
   

    Jumlah Warga Negara Usia 7 - 
15 Tahun yang berpartisipasi 
dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi , 
SMP/MTs) (Permendagri 100 thn 
2018) 

%  91,59  105,39  115,07%  
   

    Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) 
orang guru untuk setiap 32 
peserta didik dan 6 (enam) 
orang guru untuk setiap satuan 
pendidikan 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Prosentase gedung SD/MI dalam 
kondisi baik 

%  98,30  95,63  97,28%  
   

    Prosentase ruang kelas SD/MI 
dalam kondisi baik 

%  81,50  95,63  117,34%  
   

    Tersedia satuan pendidikan 
dalam jarak yang terjangkau 
dengan berjalan kaki yaitu 
maksimal 3 km untuk SD/MI dari 
kelompok permukiman 
permanen 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Setiap rombongan belajar untuk 
SD/MI tersedia 1 (satu) ruang 
kelas yang dilengkapi dengan 
meja dan kursi yang cukup 
untuk peserta didik dan guru 
serta papan tulis 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Di setiap SD/MI tersedia satu 
ruang guru yang dilengkapi 
dengan meja dan kursi untuk 
setiap orang guru, kepala 
sekolah dan staf kependidikan 
lainnya 

%  97,00  100,00  103,09%  
   

    Satuan pendidikan SD/MI 
menerapkan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan (KTSP) sesuai 
ketentuan yang berlaku 

Sekolah  190,00  194,00  102,11%  
   

    Kepala sekolah atau madrasah 
SD/MI menyampaikan laporan 
hasil ulangan akhir semester 

%  100,00  100,00  100,00%  
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

(UAS) dan Ulangan Kenaikan 
Kelas (UKK) serta ujian akhir 
(US/UN) kepada orang tua 
peserta didik dan 
menyampaikan rekapitulasinya 
kepada Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota 

    Jumlah SD/MI/SDLB yang 
mendapat pengembangan 
pembelajaran pendidikan agama 
dan bahasa inggris 

Sekolah  190,00  194,00  102,11%  
   

    Pemerintah kota memiliki 
rencana dan melaksanakan 
kegiatan untuk membantu 
satuan pendidikan dalam 
mengembangkan kurikulum dan 
proses pembelajaran yang 
efektif untuk SD/ MI  

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Satuan pendidikan SD/MI 
menyelenggarakan proses 
pembelajaran selama 34 minggu 
per tahun dengan kegiatan tatap 
muka sebagai berikut : kelas I -II 
(18 jam per minggu); kelas III -
IV (24 jam per minggu); kelas 
V-VI (27 jam per minggu)  

%  100,00  100,00  100,00%  
   

  Revitalisasi  Ruang 
Kelas Sekolah Dasar 

 Terlaksananya Revitalisasi 
Ruang Kelas Sekolah Dasar  

Sekolah 7 7 100,00% 3.156,33 2.784,80 88,23% 

  Rehabilitasi Ruang 
Kelas SD Negeri 

 Terpeliharanya Ruang Kelas 
Sekolah Dasar Negeri  

Ruang 
Kelas 

22 22 100,00% 2.121,42 1.995,98 94,09% 

  Bantuan 
Operasional Sekolah 
Model dan Gugus 

 Jumlah sekolah yang mendapat 
Bantuan Operasional Sekolah 
Model dan Gugus  

3 Sekolah 
dan 28 
Sekolah 
Model 
Gugus 

31 31 100,00% 118,80 118,12 99,43% 

  Pembangunan 
Ruang Perpustakaan 

 Tersedianya Ruang 
Perpustakaan Sekolah  

SD 3 3 100,00% 601,10 594,99 98,98% 

  Revitalisasi Gedung 
Kantor/Guru 

 Tersedianya Ruang Kantor 
untuk Guru di sekolah  

SD 2 2 100,00% 782,40 694,98 88,83% 

  Pembangunan TPT, 
Cut and Fill Sekolah 
Dasar 

 Terlaksananya Pembangunan 
TPT, Cut and Fill di sekolah 
dasar  

SD 2 2 100,00% 1.668,60 1.414,93 84,80% 

  Pemagaran Sekolah 
Dasar 

 Tersedianya pagar sekolah 
dasar  

SD 4 4 100,00% 591,00 585,53 99,07% 

  Pembangunan RKB 
SD Negeri 

 Tersedianya Ruang Kelas Baru  Ruang 6 6 100,00% 1.301,00 1.289,68 99,13% 

  Pembangunan Toilet  Tersedianya Toilet Sekolah 
Dasar  

Ruang 16 16 100,00% 307,66 303,74 98,73% 

  Pembangunan 
Ruang UKS Sekolah 

 Tersedianya ruang UKS Sekolah 
Dasar  

SDN 1 1 100,00% 152,72 151,72 99,35% 

  Pengadaan 
Meubeleir Sekolah 
Dasar 

 Tersedianya meubeleir untuk 
sekolah dasar  

Ruang 36 36 100,00% 900,00 686,66 76,30% 

  Pengadaan Alat 
Peraga/praktek 
Pendidikan sekolah 

 Tersedianya alat peraga/ 
praktek pendidikan sekolah  

Sekolah 8 8 100,00% 178,00 175,78 98,75% 

  Penyelenggaraan 
Lomba - Lomba 

 Terselenggaranya Lomba - 
Lomba  

Mata 
Lomba 

21 21 100,00% 520,95 471,32 90,47% 

  Pelaksanaan 
Kegiatan FLS2N, 
OSN 

 Terlaksananya Kegiatan FLS2N 
dan OSN  

Kegiatan 2 2 100,00% 178,00 142,42 80,01% 

  Penyelenggaraan 
Penerimaan Siswa 
Baru (PSB) Sekolah 
Dasar 

 Jumlah Sekolah Yang 
Menyelenggarakan PSB  

Sekolah 
Negeri 

150 150 100,00% 83,16 81,98 98,58% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Penyelenggaraan 
dan Pelatihan 
UASBN dan US 
SD/MI 

 Jumlah siswa yang mengikuti 
pelatihan UASBN dan US SD/MI  

Siswa 800 800 100,00% 357,60 288,30 80,62% 

  Penyelenggaraan 
Pembinaan Program 
Gugus dan KKKS 

 Jumlah peserta Pembinaan 
Program Gugus dan KKKS  

Kegiatan 1 1 100,00% 623,65 569,50 91,32% 

  Pelatihan 
Pengembangan 
Kurikulum 
Pendidikan Dasar 
(SD) 

 Jumlah Kegiatan Pelatihan 
Pengembangan Kurikulum 
Pendidikan Dasar (SD)  

Peserta 160 160 100,00% 478,90 439,84 91,84% 

  Pelatihan Penulisan 
Soal Jenjang 
Sekolah Dasar 

 Jumlah Peserta Pelatihan 
Penulisan Soal Jenjang Sekolah 
Dasar  

Peserta 80 80 100,00% 86,15 80,15 93,04% 

  Pengadaan Buku 
Paket/  
Perpustakaan 
Sekolah 

 Tersediaya Buku Pustaka  Kegiatan 1 1 100,00% 148,50 146,45 98,62% 

  Penyelenggaraan 
Kesiswaan dan 
Kelembagaan 
Pendidikan 

 Jumlah Lomba Kesiswaan yang 
di laksanakan  

Mata 
Lomba 

20 20 100,00% 600,00 564,22 94,04% 

  Penyelenggaraan 
Pembinaan Program 
UKS SD 

 Jumlah peserta Pembinaan 
Program UKS SD  

Peserta 50 50 100,00% 70,15 67,11 95,67% 

  Pembinaan 
Manajemen Sekolah 
Mantap 

 Tersedianya Pengelola Sekolah 
Yang Berkompeten  

Peserta 100 100 100,00% 100,00 97,00 97,00% 

  Penyelenggaraan 
Beasiswa SD 

 Terselenggaranya Beasiswa 
untuk sekolah dasar  

Sekolah 
Dasar 

160 160 100,00% 80,54 28,06 34,84% 

  Bimbingan Teknis 
Tim Pengelola 
Beasiswa Sekolah 
SD 

 Terlaksananya Bimbingan 
Teknis Tim Pengelola Besiswa 
Sekolah SD  

Kegiatan 1 1 100,00% 88,62 42,02 47,42% 

  Pendidikan dan 
Pelatihan Non 
Akademik 

 Terselenggaranya Pendidikan 
dan Pelatihan Non Akademik  

Kegiatan 
Non 

Akademik 

7 7 100,00% 492,17 482,33 98,00% 

  Pembangunan 
Sekolah Dasar 
Negeri 

 Terlaksananya Pembangunan 
SDN Ciwedus 1  

Sekolah 1 1 100,00% 1.034,39 982,10 94,94% 

  Revitalisasi Sekolah 
Dasar Negeri 

 Terlaksananya Revitalisasi SD 
Negeri  

Sekolah 1 1 100,00% 844,80 759,49 89,90% 

  Pengembangan 
Kurikulum Sekolah 
mantap 

 Jumlah Kegiatan Pelatihan 
Pengembangan Kurikulum 
Pendidikan Dasar (SD) Mantap  

Sekolah 8 8 100,00% 188,00 97,00 51,60% 

  Sosialisasi Program 
Indonesia Pintar 

 Terlaksananya penyaluran 
bantuan pendidikan siswa 
penerima PIP  

Sekolah 150 150 100,00% 36,40 19,45 53,43% 

  Pengadaan Alat TIK 
Sekolah Dasar 
Negeri 

 Tersedianya peralatan LAB 
Komputer untuk SD Negeri  

PC, 
Laptop, 

Proyektor 

64, 4, 4 64, 4, 4 100,00% 322,95 301,32 93,30% 

  Renovasi Pagar dan 
Gapura 

 Terlaksananya Renovasi Pagar 
dan Gapura  

SD 2 2 100,00% 300,00 296,05 98,68% 

  Rehabilitasi Ruang 
Perpustakaan SD 

 Terlaksananya Rehabilitasi 
Ruang Perpustakaan SD  

SD 2 2 100,00% 300,00 293,64 97,88% 

  Penulisan Soal 
UASBN SD/MI 

 Jumlah Mata Pelajaran hasil 
Penulisan Soal Jenjang Sekolah 
Dasar  

Mata 
Pelajaran 

3 3 100,00% 95,00 92,00 96,84% 

  Rehabilitasi Ruang 
Kelas SD Negeri 
(DAK) 

 Terpeliharanya Ruang Kelas 
Sekolah Dasar Negeri  

Sekolah 5 5 100,00% 1.737,33 1.725,27 99,31% 

  Revitalisasi Ruang 
Kelas Sekolah Dasar 
(DID)  

 Terlaksananya Revitalisasi 
Ruang Kelas Sekolah Dasar 
(DID)  

Sekolah 4 4 100,00% 4.856,10 4.516,25 93,00% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Rehabilitasi Ruang 
Kelas Sekolah Dasar 
(DID)  

 Terpeliharanya Ruang Kelas 
Sekolah Dasar (DID)  

Ruang 
Kelas 

1 1 100,00% 226,69 219,30 96,74% 

  Pengadaan 
Meubeuleir Sekolah 
Dasar (DID) 

 Tersedianya Barang Meubeuleir  Ruang 24 24 100,00% 924,29 817,56 88,45% 

  Rehabilitasi Ruang 
Kelas SD Negeri 
(Bantuan 
Keuangan) 

  Terlaksananya Rehabilitasi 
Ruang kelas SD Negeri (Bantuan 
Keuangan)   

Sekolah 5 5 100,00% 2.289,54 2.148,13 93,82% 

  Pengadaan 
Meubeleir Gedung 
Perpustakaan SD 
Negeri (Bantuan 
Keuangan) 

  Terlaksananya Pengadaan 
Meubeleir Gedung Perpustakaan 
SD Negeri (Bantuan Keuangan)   

Sekolah 5 5 100,00% 106,87 104,44 97,72% 

  Pengadaan 
Meubeleir SD Negeri 
(Bantuan 
Keuangan) 

  Terlaksananya Pengadaan 
Meubeleir SD Negeri (Bantuan 
Keuangan)   

Sekolah 5 5 100,00% 910,57 787,16 86,45% 

  Penyusunan Detail 
Enginering Design 
(DED) Sekolah 
Dasar Negeri 

  Terlaksananya Program 
Penyusunan Detail Enginering 
Design (DED)   

Tahun 1 1 100,00% 569,05 545,90 95,93% 

Program 
Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Dasar  (Dinas 
Pendidikan BOS)  

  
    

30.965,26 30.216,85 97,58% 

  Bantuan 
Operasional Sekolah 
Sekolah Dasar (BOS 
SD) 

 Tersedianya Bantuan 
Operasional Sekolah Sekolah 
Dasar (BOS SD)  

Paket 1 1 98,80% 30.585,26 30.216,85 98,80% 

  Bantuan 
Operasional Sekolah 
Kinerja Sekolah 
Dasar (BOS Kinerja 
SD) 

 Tersedianya BOS Kinerja SD  tahun 1 - 0,00% 380,00 0,00 0,00% 

 

       Sasaran Strategis Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar adalah 

Terwujudnya ekosistem pendidikan Sekolah Dasar yang merata, terjangkau, bermutu 

dan kompetitif bagi masyarakat. Pada program tersebut terdapat 7 Indikator program 

yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dengan capaian kinerja rata ɀ rata lebih dari 

80% yang menunjukan bahwa pelayanan dan peran serta masyarakat dan 

pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan Sekolah Dasar telah dilakukan 

dengan baik melalui : 

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dengan capaian realisasi 105,58% 

dari target RPJMD 115,35%, capaian ini terukur melalui perbandingan antara 

jumlah seluruh peserta didik pada jenjang SD/MI terhadap jumlah penduduk usia 

7 ɀ 12 tahun; 

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dengan capaian realisasi 92,98%. 

Dari target RPJMD 99,13%, capaian ini terukur melalui perbandingan antara 

jumlah peserta didik usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI terhadap jumlah 

penduduk usia 7-12 tahun. Dari capaian ini dapat diartikan bahwa daya tampung 
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peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar telah memadai dengan di dukung 

sarana dan prasarana yang mencukupi; 

3. Angka Mengulang Kelas (AMK) SD/Mi dengan target 2,91 % dan realisasi sebesar 

0,33 %, dengan capaian sudah lebih dari 100% menunjukkan angka AMK SD/MI 

telah baik karena nilai realisasi lebih rendah dari nilai yang ditargetkan; 

4. Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI/ SDLB ke SMP/ MTs/ SMPLB dengan capaian 

realisasi 100% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah 

seluruh peserta didik baru kelas 1 SMP/MTs terhadap jumlah jumlah lulusan 

kelas jenjang SD/MI; 

5. Angka Putus sekolah (APTs) SD/ MI dengan target 0,25% dan realisasi sebesar 

0,15 % dengan capaian 166,67%  menunjukkan angka APTs SD/MI telah baik 

karena nilai realisasi lebih rendah dari nilai yang ditargetkan; 

6. Angka Kelulusan (AL) SD/ MI dengan capaian realisasi 100% dari target RPJMD 

100%, capaian ini terukur melalui jumlah peserta didik yang lulus ujian nasional 

jenjang SD/Mi terhadap jumlah peserta didik yang mengikuti ujian nasional 

jenjang SD/MI. 

Untuk mendukung capaian indikator program tersebut maka diperlukan adanya 

kegiatan penunjang agar sasaran program dapat tercapai. Dari tabel realisasi kegiatan 

dan anggaran di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran pada program 

Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar telah mencapai 91,72%, yang menggambarkan 

bahwa hampir semua kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan secara maksimal. 

Adapun beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih belum optimal 

antara lain sebagai berikut : 

1. Pengadaan Meubeleir Sekolah Dasar; 

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya meubeleir untuk sekolah dasar, 

dengan target RPJMD 36 ruang dan realisasi 36 ruang. Adapun serapan anggaran 

sebesar Rp. 686,663,360,- dari target Rp. 900,000,000,- dengan persentasi capaian 

anggaran 76,30%, hal ini dikarenakan adanya proses negosiasi dalam mekanisme E-

Catalog dan untuk pengadaan jenis meubeleir lemari buku tidak terserap dikarenakan 

harga di E-Catalog lebih tinggi dari nilai pagu yang ada di DPA. 

2. Penyelenggaraan Beasiswa SD; 

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Beasiswa untuk sekolah dasar, 

dengan target RPJMD 160 Sekolah Dasar dan realisasi 160 Sekolah Dasar. Adapun 

serapan anggaran sebesar Rp. 28,060,000,- dari target Rp. 80,541,200,- dengan 

persentasi capaian anggaran 34,84%, dikarenakan ada beberapa belanja yang tidak 

terserap antara lain belanja jasa honorarium narasumber tidak diserap karena 

berstatus PNS, dan sewa aula tidak diserap karena diselenggarakan di aula Dinas 

Pendidikan. 
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3. Bimbingan Teknis Tim Pengelola Beasiswa Sekolah SD; 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis tim pengelola 

besiswa Sekolah Dasar, dengan target RPJMD 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan. 

Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 42,020,550,- dari target Rp. 88,620,550,- 

dengan persentasi capaian anggaran 47,42%, dikarenakan pemerintah kota cilegon 

melalui dinas pendidikan yang di implementasikan pada kegiatan ini melakukan 

efisiensi dalam belanja sewa tempat guna memaksimalkan tempat yang ada ada di 

Dinas Pendidikan sehingga untuk belanja sewa tempat tidak di serap. Sedangkan 

untuk belanja honor narasumber tidak dapat diberikan karena berstatus PNS. 

4. Pengembangan Kurikulum Sekolah mantap; 

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pengembangan 

kurikulum sekolah mantap, dengan target RPJMD 8 Sekolah dan realisasi 8 Sekolah. 

Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 97,000,000,- dari target Rp. 188,000,000,- 

dengan persentasi capaian anggaran 51,60%, pada kegiatan ini ada anggaran yang 

tidak terserap pada rekening belanja jasa honor pakar/praktisi sekolah mantap 

karena terjadi kesalahan kode rekening sehingga nilai pagu melebihi standar satuan 

harga/SSH pada kode rekening tersebut. 

5. Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP); 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyaluran bantuan pendidikan 

siswa penerima PIP, dengan target RPJMD 150 Sekolah dan realisasi 150 Sekolah. 

Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 19,448,000,- dari target Rp. 36,398,000,- 

dengan persentasi capaian anggaran 53,43%, dikarenakan pada saat penganggaran 

kegiatan, aula dinas pendidikan dalam kondisi perbaikan sehingga dianggarkan sewa 

tempat, tetapi pada saat pelaksanan aula dinas pendidikan telah selesai di perbaiki 

sehingga dilaksanakan di aula Dinas Pendidikan. 

Adapun beberapa ketercapaian dari kegiatan prioritas daerah yang menunjang 

program tersebut diantaranya sebagai berikut : 

1. Revitalisasi Ruang Kelas Sekolah Dasar (DID); 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Revitalisasi Ruang Kelas Sekolah 

Dasar (DID), dengan target RPJMD 4 Sekolah dan realisasi 4 Sekolah. Adapun serapan 

anggaran sebesar Rp. 4.528.178.817,00,- dari target Rp. 4.856.095.000,00,- dengan 

persentasi capaian anggaran 93,25 %. 

2. Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri. 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri, 

dengan target RPJMD 1 Sekolah dan realisasi 1 Sekolah. Adapun serapan anggaran 

sebesar Rp. 762.568.000,00,- dari target Rp. 844.804.800,00,- dengan persentasi 

capaian anggaran 90,27 %. 
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A.3 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama   

Tabel 3.1.1c  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama 

Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program 
Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  

  
    

37.092,11 34.858,71 93,98% 

    Angka Partisipasi Kasar (APK) 
SMP/ MTs/ SMPLB 

%  107,30  107,99  100,64%  
   

    Angka Partisipasi Murni (APM) 
SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B 

%  94,94  90,33  95,14%  
   

    Angka Melanjutkan (AM) SMP/ 
MTs/ SMPLB ke SMA/ SMK/ 
MA/ SMALB 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Angka Putus Sekolah (APTs) 
SMP/ MTs 

%  0,11  0,28  -54,55%  
   

    Angka  Kelulusan (AL) SMP/ 
MTs 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Angka Mengulang Kelas (AMK) 
SMP/ MTs 

%  0,13  0,11  115,38%  
   

    Tersedia satuan pendidikan 
dalam jarak yang terjangkau 
dengan berjalan kaki yaitu 
maksimal 6 km untuk 
SMP/MTs dari kelompok 
permukiman permanen 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Setiap rombongan belajar 
untuk SMP/MTs tersedia 1 
(satu) ruang kelas yang 
dilengkapi dengan meja dan 
kursi yang cukup untuk 
peserta didik dan guru serta 
papan tulis 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Di setiap SMP/MTs tersedia 
satu ruang guru yang 
dilengkapi dengan meja dan 
kursi untuk setiap orang guru, 
kepala sekolah dan staf 
kependidikan lainnya 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Jumlah peserta didik dalam 
setiap rombongan belajar 
untuk SMP/MTs tidak melebihi 
36 orang 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Di setiap SMP/MTs tersedia 1 
(satu) orang guru untuk setiap 
mata pelajaran, dan untuk 
daerah khusus tersedia satu 
orang guru untuk setiap 
rumpun mata pelajaran 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Pemerintah kota memiliki 
rencana dan melaksanakan 
kegiatan untuk membantu 
satuan pendidikan SMP/MTs 
dalam mengembangkan 
kurikulum dan proses 
pembelajaran yang efektif 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Satuan pendidikan 
menyelenggarakan proses 
pembelajaran selama 34 
minggu per tahun dengan 
kegiatan tatap muka sebagai 

%  100,00  100,00  100,00%  
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

berikut :kelas VII -IX (27 jam 
per minggu) 

    Satuan pendidikan SMP/MTs 
menerapkan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan (KTSP) 
sesuai ketentuan yang berlaku 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Kepala sekolah SMP/MTs 
melakukan supervisi kelas dan 
memberikan umpan balik 
kepada guru dua kali dalam 
setiap semester 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

  Pengembangan 
Kurikulum Jenjang 
SMP 

 Jumlah Kegiatan 
Pengembangan Kurikulum 
Jenjang SMP  

SMP 42 42 100,00% 936,85 924,32 98,66% 

  Rehabilitasi Sarana 
Prasarana Sekolah 

 Terlaksananya Rehabilitasi 
Sarana - Prasarana Sekolah 
SMP  

Sekolah 3 3 100,00% 1.836,00 1.593,79 86,81% 

  Pembangunan 
Prototype Gerbang 
SMP 

 Terlaksananya Pembangunan 
Prototype Gerbang SMP  

Sekolah 4 4 100,00% 436,00 429,24 98,45% 

  Pembangunan RKB  Tersedianya RKB Baru pada 
SMP Negeri  

Sekolah 3 3 100,00% 2.099,70 1.904,04 90,68% 

  Bantuan Operasional 
SMPN Satu Atap 
Gunung Batur 

 Jumlah Kebutuhan Bantuan 
Operasional SMPN Satu Atap 
Gunung Batur  

Sekolah 1 1 100,00% 69,94 68,86 98,46% 

  Pelaksanaan 
Penerimaan Siswa 
Baru Jenjang SMP 

 Jumlah Kegiatan Penerimaan 
Siswa Baru Jenjang SMP  

Kegiatan 1 1 100,00% 498,68 421,07 84,44% 

  Penyelenggaraan Ujian 
Nasional dan Ujian 
Sekolah Jenjang SMP 

 Jumlah kegiatan 
Penyelenggaraan Ujian 
Nasional dan Ujian Sekolah 
Jenjang SMP Tingkat Kota 
Cilegon  

SMP dan 
MTS 

83 83 100,00% 960,80 897,58 93,42% 

  Lomba Sekolah Sehat 
Tingkat SMP 

 Terlaksananya Lomba Sekolah 
Sehat Tingkat SMP  

SMP 42 42 100,00% 170,13 150,68 88,57% 

  Gebyar Festifal FLS2N 
Tingkat Kota Cilegon 

 Terlaksananya Gebyar Festifal 
FLS2N Tingkat Kota Cilegon  

Kegiatan 5 5 100,00% 762,24 740,57 97,16% 

  Pelatihan Latihan 
Dasar Kepemimipinan 
Siswa (LDKS) 

 Terlaksananya Pelatihan LDKS 
jenjang SMP  

Kegiatan 1 1 100,00% 101,65 97,66 96,07% 

  Penyelenggaraan 
Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) 
Tingkat Kota Cilegon 

 Terselenggaranya Olimpiade 
Sains Nasional (OSN) Tingkat 
Kota Cilegon  

Kegiatan 1 1 100,00% 315,57 305,04 96,66% 

  Penyelenggaraan 
Lomba Literasi 
Sekolah 

 Terselenggaranya Lomba 
Literasi Sekolah Jenjang SMP  

Kegiatan 1 1 100,00% 246,93 238,54 96,60% 

  Sosialisasi Kapasitas 
Pembangunan 
Karakter Peserta Didik 
SMP 

 Terlaksananya Sosialisasi 
kapasitas pembangunan 
karakter peserta didik SMP  

Kegiatan 1 1 100,00% 120,18 115,92 96,45% 

  Kemah Karya Siswa 
Tingkat Kota Cilegon 

 Terlaksananya Kemah Karya 
Siswa Tingkat Kota Cilegon  

Lomba 5 5 100,00% 296,45 274,34 92,54% 

  Workshop Jurnalistik  Terlaksananya Workshop 
Jurnalistik jenjang SMP  

Kegiatan 1 1 100,00% 101,65 97,02 95,44% 

  Kegiatan Gebyar 
Pendidikan Agama 
Islam (PAI) Tingkat 
SMP  

 Terlaksananya Gebyar 
Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Tingkat SMP  

Kegiatan 1 1 100,00% 335,80 325,52 96,94% 

  Pendamping Sekolah 
Model dan Sekolah 
Mantap 

 Terlaksananya Pendampingan 
Sekolah Model dan Sekolah 
Mantap  

Sekolah 
Model & 
Sekolah 
Mantap 

7 & 2 7 & 2 100,00% 83,55 81,96 98,10% 

  Pembangunan Pagar 
SMPN 

 Terlaksananya Pembangunan 
Pagar SMPN  

Sekolah 1 1 100,00% 247,65 239,87 96,86% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Pemasangan Paving 
Blok SMPN 

 Terlaksananya Pemasangan 
Paving Blok SMPN  

Sekolah 3 3 100,00% 393,28 388,74 98,85% 

  Pengadaan Meubeleir 
SMP Negeri 

 Terlaksananya Pengadaan 
Meubeleir SMP Negeri  

Sekolah 5 5 100,00% 880,00 779,12 88,54% 

  Pengadaan 
Perlengkapan Sekolah 
Menengah Pertama 

 Terlaksananya Pengadaan 
Perlengkapan Sekolah 
Menengah Pertama   

Sekolah 11 11 100,00% 411,37 404,84 98,41% 

  Pembangunan Toilet 
SMPN 

 Terlaksananya Pembangunan 
Toilet SMPN  

Sekolah 2 2 100,00% 384,70 379,75 98,71% 

  Penyelenggaraan 
Beasiswa SMP 

 Terlaksananya 
Penyelenggaraan Beasiswa 
SMP  

Sekolah 42 42 100,00% 233,49 210,09 89,98% 

  Liga Sepak bola Siswa 
Jenjang SMP 

 Terlaksananya Liga Sepak 
Bola Siswa Jenjang SMP  

Sekolah 42 42 100,00% 219,11 180,24 82,26% 

  Revitalisasi SMP 
Negeri 

 Terlaksananya Revitalisasi 
SMP Negeri  

Kegiatan 2 2 100,00% 4.192,35 3.920,35 93,51% 

  Pengadaan Alat Lab. 
IPA / Fisika Biologi  
SMP 

 Terlaksananya Pengadaan 
Alat Lab. IPA / Fisika Biologi  
SMP  

Sekolah 2 2 100,00% 435,40 425,22 97,66% 

  Pengadaan Lab 
Komputer SMP 

 Terlaksananya Pengadaan Lab 
Komputer SMP  

Sekolah 2 2 100,00% 2.368,13 2.280,75 96,31% 

  Rehabilitasi Toilet SMP  Terlaksananya Rehabilitasi 
Toilet SMP  

Sekolah 3 3 100,00% 300,00 296,34 98,78% 

  Rehabilitasi Ruang 
Kelas SMP 

 Terlaksananya Rehabilitasi 
Ruang Kelas SMP  

Sekolah 3 3 100,00% 2.000,00 1.787,52 89,38% 

  Pembangunan UKS 
dan Perlengkapan UKS 

 Terlaksananya Pembangunan 
UKS dan Perlengkapan UKS  

Sekolah 3 3 100,00% 300,00 292,81 97,60% 

  Pengadaan Alat 
Pendingin SMP 

 Terlaksananya Pengadaan 
Alat Pendingin SMP  

Sekolah 3 3 100,00% 400,00 315,86 78,97% 

  Pembangunan Aula 
SMP 

 Terlaksananya Pembangunan 
Aula SMP  

Sekolah 2 2 100,00% 1.586,85 1.424,66 89,78% 

  Pengadaan Studio 
Visual SMP 

 Terlaksananya Pengadaan 
Studio Visual SMP  

Sekolah 11 11 100,00% 1.100,00 1.090,20 99,11% 

  Rehabilitasi Prasarana 
Belajar SMP (DAK) 

 Terlaksananya Rehabilitasi 
Prasarana Sekolah SMP (DAK)  

Sekolah 3 3 100,00% 1.201,22 1.200,28 99,92% 

  Pengadaan Sarana 
Belajar SMP (DAK) 

 Terlaksananya Pengadaan 
Sarana Belajar SMP Negeri 
(DAK)  

Sekolah 10 10 100,00% 2.124,22 2.111,28 99,39% 

  Pengadaan Studio 
Visual Sekolah 
Menengah Pertama 
(DID)  

 Terlaksananya Pengadaan 
Studio Visual SMP (DID)  

Sekolah 2 2 100,00% 2.541,00 2.496,80 98,26% 

  Pengadaan Meubeuleir 
Sekolah Menengah 
Pertama (DID) 

 Terlaksananya Pengadaan 
Meubeleir SMP Negeri (DID)  

Sekolah 2 2 100,00% 271,92 255,43 93,93% 

  Rehabilitasi Gedung 
SMP (Bantuan 
Keuangan) 

 Terlaksananya Rehabilitasi 
Gedung SMP (Bantuan 
Keuangan)  

Tahun 1 1 100,00% 215,50 206,44 95,80% 

  Pengadaan Komputer 
SMP (Bantuan 
Keuangan) 

 Terlaksananya Pengadaan 
Komputer SMP (Bantuan 
Keuangan)  

Tahun 1 1 100,00% 3.851,98 3.729,74 96,83% 

  Pengadaan Meubeleir 
Siswa dan Guru SMP 
Negeri (Bantuan 
Keuangan) 

 Terlaksananya Pengadaan 
Meubeleir Siswa Dan Guru SMP 
Negeri (Bantuan Keuangan)  

Tahun 1 1 100,00% 695,05 505,26 72,69% 

  Pengadaan Meubeleir 
SMP Negeri (Bantuan 
Keuangan) 

 terlaksananya Pengadaan 
Meubeleir SMP Negeri 
(Bantuan Keuangan)  

Tahun 1 1 100,00% 454,47 373,46 82,17% 

  Penyusunan Detail 
Enginering Design 
(DED) Sekolah 
Menengah Pertama 

 Terlaksananya Detail 
Enginering Design (DED) 
Sekolah Menengah Pertama  

paket 1 1 100,00% 782,30 769,78 98,40% 

  Penyusunan e-RKAS 
dan SIPlah Dana BOS 

 Terlaksananya Kegiatan 
Penyusunan E-RKAS, SIPLah 
dan Katalog Sektoral  

kegiatan 1 1 100,00% 130,00 127,73 98,25% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

Program 
Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  
(Dinas Pendidikan 
BOS) 

  
    

9.712,80 7.812,29 80,43% 

 Bantuan Operasional 
Sekolah Sekolah 
Menengah Pertama 
(BOS SMP) 

 Terlaksananya Bantuan 
Operasional Sekolah Sekolah 
Menengah Pertama (BOS SMP)  

paket 1 1 100,00% 9.049,80 7.812,29 86,33% 

 Bantuan Operasional 
Sekolah Kinerja 
Sekolah Menengah 
Pertama (BOS Kinerja 
SMP) 

 Tersedianya BOS Kinerja SMP  tahun 1 - 0,00% 663,00 0,00 0,00% 

 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama adalah 

Terwujudnya ekosistem pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang merata, 

terjangkau, bermutu dan kompetitif bagi masyarakat. 

Salah satu ketercapaian Indikator Program Peningkatan Kualitas Sekolah 

Menengah Pertama adalah : 

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B dengan capaian realisasi 

sebesar 94,58% dari target RPJMD 107,30%, capaian ini terukur melalui 

perbandingan jumlah seluruh peserta didik jenjang SMP/MTs terhadap jumlah 

penduduk penduduk usia 13-15 tahun; 

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dengan capaian realisasi 

sebesar 79,11% dari target RPJMD 94,94%, hal ini menunjukan bahwa daya 

tampung untuk masyarakat dan siswa usia 13-15 tahun telah memadai dari segi 

pelayanan maupun sarana-prasaran sekolah jenjang SMP sederajat, capaian ini 

terukur melalui perbandingan antara jumlah peserta didik usia 13-15 tahun pada 

jenjang SMP/MTs terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun. 

Untuk mendukung capaian indikator program tersebut maka diperlukan adanya 

kegiatan penunjang agar sasaran program dapat tercapai. Dari tabel realisasi kegiatan 

dan anggaran di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran pada Program 

Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama telah mencapai 91,72%, yang 

menggambarkan bahwa hampir semua kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan 

secara maksimal. 

Adapun beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih belum optimal 

antara lain sebagai berikut : 

1. Peningkatan Sarana Prasarana SMP Swasta; 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan sarana prasarana 

SMP Swasta, dengan target RPJMD 2 Sekolah dan realisasi 0 Sekolah. Adapun serapan 

anggaran sebesar Rp.0,- dari target Rp.0,- dengan persentasi capaian anggaran 0%, 
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hal ini dikarenakan pada tahapan E-Hibah Bansos sekolah yang mengajukan proposal 

tidak tercapai sampai dengan tahap akhir. 

2. Pengadaan Alat Pendingin SMP; 

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya alat pendingin SMP, dengan target 

RPJMD 3 Sekolah dan realisasi 3 Sekolah. Adapun serapan anggaran sebesar 

Rp.315.861.200,- dari target Rp.400.000.000,- dengan persentasi capaian anggaran 

78,97%, hal ini dikarenakan harga barang yang di dapatkan dari pengadaan tersebut 

di bawah harga satuan yang di anggar pada DPA. 

3. Pengadaan Meubeleir Siswa Dan Guru SMP Negeri (Bantuan Keuangan); 

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya meubeleir Siswa dan Guru 

SMPNegeri, dengan target RPJMD 1 Tahun dan realisasi 1 Tahun. Adapun serapan 

anggaran sebesar Rp.505.262.500,- dari target Rp.695.050.000,- dengan persentasi 

capaian anggaran 72,69%, hal ini dikarenakan harga barang yang diperoleh dari 

pengadaan tersebut dibawah harga satuan yang di rencanakan dalam DPA kegiatan. 

Adapun beberapa ketercapaian dari kegiatan prioritas daerah yang menunjang 

program tersebut diantaranya sebagai berikut : 

2. Revitalisasi SMP Negeri; 

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Revitalisasi SMP Negeri, dengan 

target RPJMD 4 Ruang Kelas dan realisasi 4 Ruang Kelas. Adapun serapan anggaran 

sebesar Rp 3.920.350.966,00,- dari target Rp 4.192.350.000,00,- dengan persentasi 

capaian anggaran 93,51 %. 

3. Pengadaan komputer smp (bantuan keuangan); 

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengadaan komputer smp 

(bantuan keuangan), dengan target RPJMD 4 Sekolah dan realisasi 4 Sekolah. Adapun 

serapan anggaran sebesar Rp. 3.729.743.200,00  ,- dari target Rp. 3.851.980.000,00,- 

dengan persentasi capaian anggaran 96,83%. 

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa seluruh kinerja dan anggaran 

kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama belum 

dapat terlaksana secara sempurna sehingga penyerapan anggaran pada program 

tersebut hanya mencapai sebesar 93,98% pada tahun anggaran 2019. 
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A.3.1 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama  (SMPN) 

Tabel 3.1.1c-1  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama 

(SMPN) Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  
(SMPN 1)  

  
    

185,26 169,92 91,72% 

  Pembinaan Orientasi Siswa  Tersedianya pembinaan 
orientasi terhadap siswa baru  

siswa 240 240 100,00% 9,05 9,05 100,00% 

  Evaluasi Hasil Belajar 
Peserta Didik 

 Terlaksananya evaluasi hasil 
belajar pada SMPN 1 Cilegon  

kegiatan 5 5 100,00% 166,20 150,86 90,77% 

  Pembinaan Imtaq dan 
kerohaniaan peserta didik 

 Terlaksananya pembinaan 
imtaq dan kerohanian siswa/i 
SMPN 1 Cilegon  

siswa 706 706 100,00% 10,01 10,01 100,00% 

Program Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  
(SMPN 2)  

  
    

315,60 233,68 74,04% 

  Pembinaan Orientasi Siswa  Terpenuhinya kelancaran 
kegiatan pembinaan orientasi 
siswa  

Kegiatan 4 4 100,00% 46,30 37,59 81,18% 

  Evaluasi Hasil Belajar 
Peserta Didik 

 Terlaksananya kegiatan 
Evaluasi Hasil Belajar Peserta 
didik  

Kegiatan 8 8 100,00% 90,03 83,55 92,80% 

  Pendampingan Program 
Sekolah Mantap 

 Terlaksananya kegiatan 
pendampingan program sekolah 
mantap  

Guru/TU 67 67 100,00% 17,02 16,90 99,28% 

  Peningkatan Kompetensi 
Akademik non Akademik 

 Terlaksananya kegiatan 
Ekstrakurikuler  

Jenis 17 15 88,24% 134,40 74,40 55,36% 

  Pembinaan Imtaq dan 
kerohaniaan peserta didik 

 Terpenuhinya kegiatan 
pembinaan imtaq dan 
kerohanian siswa  

Kegiatan 2 2 100,00% 27,86 21,25 76,31% 

Program Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  
(SMPN 3)  

  
    

220,72 203,78 92,33% 

  Evaluasi Hasil Belajar 
Peserta Didik 

 Terselenggaranya Kegiatan 
Evaluasi Hasil Belajar Peserta 
Didik  

Kegiatan 4 4 100,00% 126,60 115,47 91,21% 

  Penyusunan Dokumen 
Kurikulum 2013 

 Terselenggaranya Kegiatan 
Penyusunan Dokumen 
Kurikulum 2013  

Kegiatan 3 3 100,00% 22,97 17,85 77,72% 

  Pembinaan Orientasi Peserta 
Didik 

 Terselenggaranya Kegiatan 
Pembinaan Orientasi Peserta 
Didik  

Kegiatan 3 3 100,00% 43,00 42,59 99,04% 

  Pembinaan Imtaq dan 
kerohaniaan peserta didik 

 Terselenggaranya Pembinaan 
Imtaq dan Kerohanian Peserta 
Didik  

Kegiatan 2 2 100,00% 28,15 27,87 99,01% 

Program Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  
(SMPN 4)  

  
    

264,09 79,50 30,10% 

  Evaluasi Hasil Belajar 
Peserta Didik 

 Tersedianya pelaksanaan 
kegiatan evaluasi hasil belajar 
peserta didik.  

Kegiatan 7 7 100,00% 246,03 64,80 26,34% 

  Pembinaan Imtaq dan 
kerohaniaan peserta didik 

 ersedianya pembinaan Imtaq 
dan kerohanian peserta didik  

Kegiatan 5 5 100,00% 18,06 14,70 81,41% 

Program Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  
(SMPN 5)  

  
    

194,31 183,41 94,39% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Evaluasi Hasil Belajar 
Peserta Didik 

 Terpenuhinya kebutuhan 
Evaluasi Hasil Belajar pada 
SMPN 5 Cilegon  

bulan 12 12 100,00% 182,33 175,32 96,15% 

  Pembinaan Ekstra Kurikuler  Terpenuhinya Kegiatan Ekstra 
Kurikuler  

bulan 12 12 100,00% 11,98 8,09 67,52% 

Program Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  
(SMPN 6)  

  
    

26,60 14,37 54,03% 

  Evaluasi Hasil Belajar 
Peserta Didik 

 Terlaksananya kegiatan 
Evaluasi Hasil Belajar Peserta 
Didik  

Kegiatan 4 4 100,00% 26,60 14,37 54,03% 

Program Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  
(SMPN 7)  

  
    

238,41 212,32 89,06% 

  Pembinaan Orientasi Siswa  Terpenuhinya Pelaksanaan 
Pembinaan Peserta Didik pada 
SMPN 7 Cilegon  

kegiatan 5 5 100,00% 9,10 9,10 100,00% 

  Evaluasi Hasil Belajar 
Peserta Didik 

 Terpenuhinya Pelaksanaan 
Evaluasi Hasil Belajar Peserta 
Didik pada SMPN 7 Cilegon  

Kegiatan 6 6 100,00% 159,11 140,03 88,01% 

  Pendampingan Program 
Kurikulum 2013 

 Terlaksananya program 
kurikulum 2013  

Kegiatan 1 1 100,00% 35,00 34,00 97,14% 

  Peningkatan Kompetensi 
Akademik non Akademik 

 Terpenuhinya Kegiatan 
Kompetensi Akademik dan Non 
Akademik   

kegiatan 5 5 100,00% 35,19 29,19 82,95% 

Program Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  
(SMPN 8)  

  
    

68,00 50,60 74,41% 

  Pembinaan Orientasi Siswa  Terlaksananya Program 
Pembinaan Orientasi Siswa  

Kegiatan 4 4 100,00% 13,13 10,33 78,67% 

  Evaluasi Hasil Belajar 
Peserta Didik 

 Terlaksananya Kegiatan 
Evaluasi Hasil Belajar Siswa  

Kegiatan 4 4 100,00% 42,20 30,61 72,53% 

  Peningkatan Kompetensi 
Akademik non Akademik 

 Terlaksananya Kegiatan 
EkstKulikuler ( OSIS )  

kegiatan 2 2 100,00% 2,02 0,00 0,00% 

  Pembinaan Imtaq dan 
kerohaniaan peserta didik 

 Terwujudnya Peningkatan 
IMTAQ Dan Kerohanian Siswa   

Kegiatan 7 7 100,00% 10,67 9,67 90,62% 

Program Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  
(SMPN 9)  

  
    

21,54 13,12 60,91% 

  Evaluasi Hasil Belajar 
Peserta Didik 

 Terlaksananya evaluasi hasil 
belajar pada SMPN 9 Cilegon  

kegiatan 2 2 100,00% 21,54 13,12 60,91% 

Program Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  
(SMPN 10)  

  
    

41,63 36,70 88,16% 

  Evaluasi Hasil Belajar 
Peserta Didik 

 terlaksananya kegiatan evaluasi 
hasil belajar peserta didik  

kegiatan 7 7 100,00% 23,28 22,11 94,97% 

  kegiatan orientasi siswa  tersedianya pendukung 
kegiatan kesiswaan  

kegiatan 8 8 100,00% 12,95 9,19 70,97% 

  Pembinaan Imtaq dan 
kerohaniaan peserta didik 

 Terlaksananya pembinaan 
imtaq dan kerohanian peserta 
didik  

kegiatan 6 6 100,00% 5,40 5,40 100,00% 

Program Peningkatan 
Kualitas Sekolah 
Menengah Pertama  
(SMPN 11)  

  
    

104,10 84,78 81,44% 

  Pembinaan Orientasi Siswa  Tercapainya pelaksanaan 
pembinaan orientasi siswa  

Kegiatan 1 1 100,00% 9,81 8,61 87,77% 

  Evaluasi Hasil Belajar 
Peserta Didik 

 Terpenuhinya kegiatan evaluasi 
hasil belajar siswa  

Kegiatan 9 9 100,00% 32,78 27,26 83,14% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Peningkatan Kompetensi 
Akademik non Akademik 

 Terlaksananya kegiatan 
kompetensi akademis dan non 
akademis siswa  

Kegiatan 6 6 100,00% 47,49 34,90 73,48% 

  Penerimaan Peserta Didik 
Baru ( PPDB Sekolah ) 

 Terselenggaranya Penerimaan 
Siswa Baru SMP Negeri 11 
Cilegon  

Kegiatan 1 1 100,00% 14,02 14,02 100,00% 

 

Dari tabel realisasi kegiatan dan anggaran 11 Sekolah Menengah Pertama 

Negeri dapat dilihat bahwa rata ɀ rata capaian realisasi kegiatan dan anggaran sudah 

terealisasi lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang bersumber dari 

APBD di SMP Negeri telah dikelola dengan baik. Akan tetapi ada beberapa kegiatan 

yang capaian realisasi anggaranya masih di bawah 80% antara lain :  

SMPN 3  

1. Penyusunan Dokumen Kurikulum 2013. 

Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pelaksanaan Penyusunan 

Dokumen Kurikulum pada SMPN 3 Cilegon, dengan target RPJMD 3 kegiatan dan 

realisasi 3 kegiatan. Adapun serapan anggarannya sebesar Rp. 17.851.800,- dari 

target Rp. 22.970.000,- dengan persentasi capaian anggaran 77,72%, hal ini 

dikarenakan Belanja jasa tenaga ahli/narasumber/pakar/praktisi/pembicara 

khusus dan pendukungnya ditanggulangi oleh sponsor/penerbit dan Belanja cetak 

spanduk dan penggandaan juga ditanggulangi oleh sponsor/penerbit. 

SMPN 4  

1. Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik. 

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya pelaksanaan kegiatan evaluasi 

hasil belajar peserta didik, dengan target RPJMD 7 kegiatan dan realisasi 7 

kegiatan. Adapun serapan anggarannya sebesar Rp. 81.600.000,- dari target Rp. 

139.500.000,- dengan persentasi capaian anggaran 58,49%, hal ini dikarenakan 

Adanya sistem penilaian dalam evaluasi dari UNKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas 

dan Pensil) menjadi UNBK ( Ujian Nasional Bebasis Komputer), sehingga 

berdampak pada jumlah pengawas dan pemeriksa hasil evaluasi. 

SMPN 5 

1. Pembinaan Ekstra Kurikuler; 

Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kegiatan Ekstra Kurikuler, 

dengan target RPJMD 12 bulan dan realisasi 12 bulan. Adapun serapan 

anggarannya sebesar Rp. 8.085.000,- dari target Rp. 11.975.000,- dengan 

persentasi capaian anggaran 67,52%, hal ini dikarenakan kegiatan ini tidak 

dilaksanakan secara penuh. 
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SMPN 6  

1. Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik;  

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan evaluasi hasil belajar 

siswa, dengan target RPJMD 4 kegiatan dan realisasi 4 kegiatan. Adapun serapan 

anggarannya sebesar Rp. 14.372.000,- dari target Rp. 26.600.000,- dengan 

persentasi capaian anggaran 54,03 %, hal ini  dikarenakan pada belanja 

penggandaan soal dari anggaran yang dibuat Fotocopy Soal Penilaian Tengah 

Semester 800 siswa x 7 lembar x 10 MP x 2 keg, yang terserap adalah 760 siswa x 

4 lembar x 10 MP x 2 keg, begitu pula dengan Fotocopy Soal Try Out (260 siswa x 

8 lmbr x 4 MP x 2 keg) yang terserap adalah 257 siswa x 7 lmbr x 4 MP x 2 keg. 

SMPN 8 

1. Peningkatan Kompetensi Akademik Non Akademik; 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan ekstkulikuler (Osis), 

dengan target RPJMD 2 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan. Adapun serapan 

anggarannya sebesar Rp. 0,- dari target Rp. 2.015.000,- dengan persentasi capaian 

anggaran 0,00%, hal ini dikarenakan anggaran di kegiatan ini sudah ada di 

kegiatan dana BOS. 

SMPN 9  

1. Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik; 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi hasil belajar pada 

SMPN 9 Cilegon, dengan target RPJMD 2 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan. Adapun 

serapan anggarannya sebesar Rp. 13.120.600,- dari target Rp. 21.540.808,- 

dengan persentasi capaian anggaran 60.91%, hal ini disebabkan adanya 

kelebihan didalam penganggaran pada perencanaan sebelumnya, sehingga masih 

menyisakan anggaran. 

SMPN 10 

1. Kegiatan Orientasi Siswa;  

Output dari kegiatan ini terlaksananya pembinaan orientasi siswa, dengan 

target RPJMD 8 kegiatan dan realisasi 8 kegiatan. Adapun serapan anggrannya 

sebesar Rp. 9.190.000,- dari target Rp. 12.950.000,- dengan persentasi capaian 

anggaran 70,97% dikarenakan ada 1 Kegiatan yang belum terlaksana, yaitu PPDB 

sehingga belum bisa diajukan. 
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A.4  Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan  
Tabel 3.1.1d  

Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan 
Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Peningkatan 
Kualitas Guru Dan Tenaga 
Kependidikan  

  
    

23.561,05 22.345,75 94,84% 

    Di setiap SD/MI 
tersedia 2 (dua) orang 
guru yang memenuhi 
kualifikasi akademik S1 
atau D-IV dan 2 (dua) 
orang guru yang telah 
memiliki sertifikat 
pendidik 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Di setiap kota semua 
kepala SD/MI 
berkualifikasi akademik 
S-1 atau D-IV dan 
telah memiliki sertifikat 
pendidik 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Di setiap kota semua 
pengawas sekolah dan 
madrasah untuk SD/MI 
memiliki kualifikasi 
akademik S-1 atau D-
IV dan telah memiliki 
sertifikat pendidik 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Di setiap kota semua 
pengawas sekolah dan 
madrasah SMP/MTs 
memiliki kualifikasi 
akademik S-1 atau D-
IV dan telah memiliki 
sertifikat pendidik 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Di setiap SMP/MTs 
tersedia guru dengan 
kualifikasi akademik S-
1 atau D-IV sebanyak 
70% dan separuh 
diantaranya (35% dari 
keseluruhan guru) 
telah memiliki sertifikat 
pendidik, untuk daerah 
khusus masing-masing 
sebanyak 40% dan 
20%) 

%  100,00  94,04  94,04%  
   

    Guru yang memenuhi 
kualifikasi D4/ S1 
(Proposi jumlah guru 
SD/ MI, SMP/ MTs/ dan 
SMA/ SMK/ MA yang 
berijazah D4/ S1 
terhadap total jumlah 
guru SD/ MI, SMP/ MTs 
dan SMA/ SMK/ MA) 

%  89,71  92,37  102,97%  
   

    Jumlah Guru TK/RA 
yang bersertifikat 
Pendidik 

Orang  350,00  366,00  104,57%  
   

    Jumlah Guru TK/RA 
yang berkualifikasi 
S1/D4 

Orang  735,00  861,00  117,14%  
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Penyelenggaraan & Pembekalan 
Calon Peserta PPG 

 Terselenggaranya 
Pembekalan Calon 
Peserta PPG    

Orang 54 - 0,00% 425,90 18,05 4,24% 

  Workshop Penggunaan 
Tekhnologi Informasi 

 Tersedianya GTK yang 
menguasai 
kemampuan 
penggunaan IT  

Orang 300 300 100,00% 201,00 198,63 98,82% 

  Workshop Pemantapan Mata 
Pelajaran SMP Sekolah Mantap 

 Tersedianya Guru 
Mata Pelajaran Yang 
Berkompetensi Tinggi  

Peserta 118 118 100,00% 75,18 74,65 99,30% 

  Workshop Pemantapan Guru 
Kelas Sekolah Mantap 

 Tersedianya Guru 
Kelas Yang 
Berkompetensi Tinggi  

Orang 130 130 100,00% 100,50 96,43 95,95% 

  Workshop Pembinaan 
Pemantapan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan 

 Jumlah Peserta 
Workshop Pembinaan 
PKB  

Orang 160 160 100,00% 135,30 133,05 98,34% 

  Pembinaan Guru dan Tenaga 
Kependidikan Berprestasi 

 Jumlah Peserta 
Pembinaan PTK  
Berprestasi  

Orang 256 256 100,00% 131,68 126,38 95,98% 

  Penyelenggaraan Kualifikasi 
Guru S1/D4 Tingkat Kota 
Cilegon 

 Jumlah Guru 
Kualifikasi Guru S1/D4  

Orang 300 300 100,00% 41,11 40,16 97,68% 

  Pelatihan Guru Mata Pelajaran 
Penjaskes SD/SMP 

 Terlaksananya 
Pelatihan Guru Mata 
Pelajaran Penjaskes 
SD/SMP  

Orang 175 175 100,00% 113,75 105,94 93,14% 

  Pendidikan dan Pelatihan 
(workshop/binlat/seminar/dll) 
Pengembangan Guru dan 
Tenaga Kependidikan 

 Tersedianya Tenaga 
GTK yg professional  

Orang 260 260 100,00% 284,12 256,66 90,34% 

  Pelatihan Guru Tekhnologi 
Informasi 

 Jumlah Guru Yang 
Mengikuti Pelatihan  

Guru 219 219 100,00% 159,50 151,12 94,75% 

  Peningkatan Kualitas Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan 

 Jumlah Peserta 
Peningkatan Kualitas 
PTK  

Orang 2.337 2.337 100,00% 12.871,14 12.374,18 96,14% 

  Pemeliharaan Sistem Informasi 
Uji Kompetensi Guru dan 
Penilaian Rapor 

 Terpeliharanya  Sistem 
Informasi Ujian 
Kompetensi Guru dan 
penilaian rapor  

Aplikasi 1 1 100,00% 46,50 39,41 84,76% 

  Pemeliharaan Sistem Informasi 
Manajemen Tunjangan Guru 

 Terpeliharanya  Sistem 
Informasi Bawa Aku 
Sejahtera  

System 1 1 100,00% 28,50 21,34 74,88% 

  Penguatan Lembaga PAUD Non 
Formal 

 Tersedianya 
Operasional Pengelola 
PAUD  

Orang 907 907 100,00% 4.916,80 4.853,95 98,72% 

  Seleksi dan Apresiasi GTK 
Tingkat Kota Cilegon 

 Jumlah Peserta Seleksi 
PTK dan Siswa Teladan  

Orang 439 439 100,00% 494,35 486,20 98,35% 

  Peningkatan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) 

 Jumlah Peserta 
Peningkatan MBS  

Orang 80 80 100,00% 83,10 56,27 67,72% 

  Lomba dan Apresiasi Karya 
APEM (Alat Peraga Edukatif 
Murah) 

 Terlaksananya Loma 
dan Apresiasi Karya 
APEM (Alat Peraga 
Edukatif Murah)  

Peserta 310 310 100,00% 346,11 331,20 95,69% 

  Lomba Karya Inovasi 
Pembelajaran Guru SD 

 Terlaksananya Lomba 
Karya Inovasi 
Pembelajaran Guru SD  

Peserta 178 178 100,00% 221,48 211,84 95,65% 

  Bimtek Kurikulum Pengelola 
PAUD 

 Terlaksananya Bimtek 
Kurikulum Pengelola 
PAUD  

Orang 340 340 100,00% 166,65 165,09 99,06% 

  Peningkatan Mutu Kualitas 
Pendidikan Guru Sekolah Negeri 
Non PNS 

 Tersedianya Bantuan 
Biaya Penyusunan 
Skripsi S1, S2  

Orang 187 187 100,00% 93,75 90,15 96,16% 

  Workshop Pembinaan Guru 
Mulok SD/SMP 

 Terlaksananya 
Workshop Pembinaan 
Guru Mulok SD/SMP  

Orang 135 135 100,00% 140,00 137,03 97,88% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Workshop Pembinaan Guru PAI 
SD/SMP 

 Terlaksananya 
Workshop pembinaan 
guru PAI SD/SMP  

Orang 138 138 100,00% 140,00 137,03 97,88% 

  Seleksi Dan Apresiasi Karya 
Tulis Ilmiah Bagi Guru SD Dan 
SMP 

 Terlaksananya Seleksi 
dan Apresiasi Karya 
Tulis Ilmiah Bagi Guru 
SD dan SMP  

Orang 356 356 100,00% 189,95 178,81 94,13% 

  Verifikasi Dan Validasi Guru 
Penerima Tunjangan Profesi 
Dan Tunjangan Tambahan 
Penghasilan Bagi Guru PNSD 
Non Sertifikasi 

 Terlaksananya 
Verifikasi dan Validasi 
Penerima Tunjangan 
Profesi dan Tunjangan 
Tambahan penghasilan 
bagi Guru PNSD Non 
Sertifikasi   

Orang 200 200 100,00% 99,74 96,73 96,99% 

  Lomba Karya Inovasi 
Pembelajaran Guru SMP 

 Terlaksananya Lomba 
Karya Inovasi 
Pembelajaran Guru 
SMP  

Orang 300 300 100,00% 168,50 155,22 92,12% 

  Lomba Penulisan Best Practice 
Kepsek dan Pengawas 

 Terlaksananya Lomba 
Penulisan Best Practice 
Kepsek dan Pengawas  

Orang 255 255 100,00% 235,19 226,23 96,19% 

  Workshop peningkatan kualitas 
guru kelas SD Negeri / Swasta 

 Terlaksananya 
Workshop peningkatan 
kualitas guru kelas SD 
Negeri / Swasta  

Orang 152 152 100,00% 133,50 130,03 97,40% 

  Workshop penguatan 
Pendidikan karakter (PPK) 
KKKS/KKPS, MKKS/MKPS 
SD/SMP 

 Terlaksananya 
Workshop penguatan 
Pendidikan karakter 
(PPK) KKKS/KKPS, 
MKKS/MKPS SD/SMP  

Orang 178 178 100,00% 224,30 216,80 96,66% 

  Penyelenggaraan Pemantapan 
pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) KKG/MGMP 
SD dan SMP 

 Terselenggaranya 
Pemantapan 
pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) 
KKG/MGMP SD dan 
SMP  

Orang 218 218 100,00% 205,60 185,03 90,00% 

  Workshop Kepemimpinan 
Kepala Sekolah PAUD 

 Terlaksananya 
Workshop 
Kepemimpinan Kepala 
Sekolah PAUD  

Orang 300 300 100,00% 119,60 119,07 99,55% 

  Workshop PTK PAUD Tingkat 
Kota Cilegon 

 Terlaksananya 
Workshop PTK PAUD 
Tingkat Kota Cilegon  

Orang 300 300 100,00% 130,00 128,49 98,84% 

  Penyelenggaraan Olimpiade 
Guru Tingkat Kota Cilegon 

 Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Olimpiade Guru 
Tingkat Kota Cilegon  

Guru 
SD dan 

SMP 

388 388 100,00% 413,65 404,20 97,72% 

  Lomba Sastra Bahasa Bagi Guru 
TK, SD dan SMP 

Terlaksananya Lomba 
Sastra Bahasa Bagi 
Guru TK, SD Dan  Smp 

Tahun 1 1 100,00% 424,61 400,36 94,29% 

 

Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan adalah 

Meningkatnya Kapasitas, Kualitas dan Kesejahteraan  Tenaga Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan. Ketercapaian indikator program pada program Peningkatan Kualitas 

Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dilihat dari 12 indikator Program yang ada 

pada tabel tersebut rata ɀ rata capaian realisasi sudah 100%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelayanan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga 

kependidikan di Kota Cilegon telah dilaksanakan dengan baik. 
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Ketercapaian Indikator:  

Sasaran Strategis Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga 

Kependidikan adalah Meningkatnya Kapasitas, Kualitas dan Kesejahteraan  Tenaga 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dari 12 indikator Program yang ada pada tabel 

tersebut rata ɀ rata capaian realisasi sudah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelayanan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di 

Kota Cilegon telah dilaksanakan dengan baik melalui indikator program berikut : 

1. Guru yang memenuhi kualifikasi D4/ S1 (Proposi jumlah guru SD/ MI, SMP/ MTs/ 

yang berijazah D4/ S1 terhadap total jumlah guru SD/ MI, SMP/ MTs) dengan 

realisasi 92,37 % dari target RPJMD 89,71 %, capaian ini terukur dari 

perbandingan antara jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang memenuhi 

kualifikasi D4/S1 terhadap jumlah seluruh guru pada jenjang SD/MI dan 

SMP/MTs 

2. Jumlah Guru TK/RA yang bersertifikat Pendidik dengan capaian realisasi 366 

orang dari target RPJMD 350 Orang capaian ini terukur melalui perbandingan 

antara jumlah guru TK/RA yang bersertifikat pendidikan terhadap seluruh 

jumlah guru TK/RA 

3. Jumlah Guru TK/RA yang berkualifikasi S1/D4 dengan capaian realisasi 861 dari 

target RPJMD 735 Orang capaian ini terukur melalui perbandingan antara jumlah 

guru TK/RA yang berkualifikasi D4/S1  terhadap jumlah seluruh guru TK/RA 

Ketercapaian kegiatan:  

Jika dilihat dari tabel realisasi kegiatan dan anggaran program Peningkatan 

Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan di atas bahwa capaian realisasi anggaran 

program tersebut telah mencapai 94,84%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal 

pada tahun 2019. 

 Adapun beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih belum optimal 

antara lain sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan & Pembekalan Calon Peserta PPG; 

Output dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Pembekalan Calon Peserta 

PPG, dengan target RPJMD 54 orang dan realisasi 0 orang. Adapun serapan anggaran 

sebesar Rp.18.050.000,- dari target Rp.425.900.000,- dengan persentasi capaian 

anggaran 4,24%, hal ini dikarenakan tidak ada kepastian kuota dari kemendikbud 

untuk pretest persyaratan PPG, angka yang ditentukan oleh kemendikbud untuk 

mencapai angka kelulusan di atas 80 sesuai dengan mata pelajarannya, sedangkan 

guru yang mengikuti pretest hanya lulus sebanyak 20 orang dan dana PPG 

kemendikbud belum terserap 100% kemudian kebijakan pusat yang lulus pretest 20 

orang ini dibiayai menggunakan APBN dan dinas pendidikan mengusulkan untuk 
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peserta PPG sejumlah 45 orang. Karena dominan menggunakan anggaran PPG pusat 

dari 20 orang ini maka anggaran APBD tidak terserap. 

2. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Tunjangan Guru; 

Output dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya  Sistem Informasi Bawa Aku 

Sejahtera, dengan target RPJMD 1 sistem dan realisasi 1 sistem. Adapun serapan 

anggaran sebesar Rp.21.340.000,- dari target Rp.28.500.000,- dengan persentasi 

capaian anggaran 74,88%, hal ini dikarenakan belanja makanan dan minuman 

kegiatan verval data honor daerah untuk koordinator honor sekolah hanya dilakukan 

satu kali pertemuan yang semula di recanakan empat kali pertemua. 

3. Peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); 

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan MBS, dengan target 

RPJMD 80 orang dan realisasi 80 orang. Adapun serapan anggaran sebesar 

Rp.56.273.000,- dari target Rp.83.099.000,- dengan persentasi capaian anggaran 

67,72%, hal ini dikarenakan belanja transportasi uang saku peserta tidak dibayarkan 

karena belanja tersebut tidak diperbolehkan diberikan kepada peserta diklat MBS 

yang berstatus pegawai PNS atau Non PNS di kota cilegon. 

4. Lomba Sastra Bahasa Bagi guru SMP (MBS); 

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Lomba Sastra Bahasa Bagi guru 

SMP, dengan target RPJMD 84 orang dan realisasi 0 orang. Adapun serapan anggaran 

sebesar Rp. 0,- dari target Rp. 0,- dengan persentasi capaian anggaran 0%, hal ini 

dikarenakan  lakukan pergantian judul kegiatan pada saat APBD-P untuk 

mengakomodir peserta dari guru TK, SD, dan SMP. 

 

A.5  Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (Dinas Pendidikan)  
Tabel 3.1.1e  

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 
 Tahun Anggaran 2019 (Dinas Pendidikan) 

 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Dukungan 
Pelayanan Pemerintahan  
(DINAS PENDIDIKAN)  

  
    

14.363,60 12.071,68 84,04% 

    Persentase ketersediaan 
data dan informasi 
sektoral 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran 
dalam kondisi baik 

%  100,00  91,00  91,00%  
   

    Tingkat disiplin aparatur %  100,00  87,00  87,00%  
   

    Kesesuaian realisasi 
keuangan berdasarkan 
cash budget (anggaran 
kas) 

%  100,00  93,81  93,81%  
   

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (SMPN 1)  
  

1.010,90 980,72 97,01% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (SMPN 2)  
  

1.130,13 1.055,12 93,36% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (SMPN 3)  
  

993,68 924,27 93,02% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (SMPN 4)  
  

1.010,45 983,08 97,29% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (SMPN 5)  
  

1.312,30 1.250,84 95,32% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (SMPN 6)  
  

1.220,66 1.081,09 88,57% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (SMPN 7)  
  

1.035,92 990,57 95,62% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (SMPN 8)  
  

947,37 920,08 97,12% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (SMPN 9)  
  

1.025,13 958,73 93,52% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (SMPN 10)  
  

755,07 699,18 92,60% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (SMPN 11)  
  

1.011,01 936,82 92,66% 

 

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1 Permasalahan  

1.  Belum terakomodirnya calon siswa SMP dibeberapa wilayah di Kota Cilegon 

akibat dari Zonasi Sekolah dan pemberlakuan MoU wilayah perbatasan; 

2.  Belum signifikannya peningkatan APK dan APM jenjang PAUD dikarenakan 

belum adanya peraturan daerah maupun peraturan Walikota terkait program 

wajib PAUD bagi penduduk usia PAUD; 

3.  Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan beasiswa prestasi 

untuk siswa berprestasi dan lulusan terbaik jenjang SD dan SMP; 

4.  Belum adanya sistem pelaporan hasil perkembangan belajar peserta didik 

kepada orangtua secara langsung berbasis internet; 

5.  Belum terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan 4 standar kompetensi pendagogik, professional, 

kepribadian dan sosial; 

6.  Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah 

sehingga mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar dan minimnya 

daya tampung; 

7.  Belum optimalnya pendataan masyarakat usia sekolah yang tidak sekolah; 

8.  Belum konsistennya antara perencanaan dan pelaksanaan; 

9.  Belum tersebarnya dan meratanya tenaga pendidik dan kependidikan terutama 

di wilayah yang jauh dari perkotaan; 

10.  Belum maksimalnya pemberian BOSDA untuk jenjang SD dan SMP serta BOPDA 

untuk jenjang PAUD. 
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B.2 Solusi 

1.  Diadakannya pembangunan unit sekolah baru SMPN 12 di kecamatan 

purwakarta dan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah sekolah di 

wilayah perbatasan; 

2.  Disusunnya peraturan daerah dan peraturan walikota tentang program wajib 

PAUD bagi penduduk usia PAUD 

3.  Disediakannya beasiswa prestasi bagi peserta didik berprestasi dan lulusan 

terbaik jenjang SD dan SMP; 

4.  Diperlukan adanya pembuatan system pelaporan hasil belajar peserta didik yag 

dapat di akses orang tua siswa secara online; 

5.  Diadakannya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

melalui diklat, bimbingan teknis dan workshop kompetensi; 

6.  Melaksanakan pembangunan dan pengadaan sarana secara bertahap dan 

berkelanjutan dengan skala prioritas; 

7.  Mengoptimalkan fungsi dan kinerja Penilik dan PKBM dalam pendataan 

masyarakat tidak sekolah serta memaksimalkan fungsi pendidikan kesetaraan 

bagi masyarakat putus sekolah sampai dengan warga binaan di dalam lembaga 

pemasayarakatan; 

8.  Perlu adanya kajian yang terdokumentasi sebagai dasar dalam menentukan 

perencaan kegiatan dan anggaran; 

9.  Pemetaan dan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai 

dasar dalam penempatan guru dan tenaga kependidikan; 

10.  Dibuat payung hokum yang mengatur tentang tata cara pemberian BOSDA untuk 

jenjang SD dan SMP  serta BOPDA untuk jenjang PAUD. 
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3.1.2 Bidang Urusan Kesehatan 

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat  

Tabel 3.1.2a  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat                         

Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat  

  
    

5.280,14 4.515,71 85,52% 

    Angka Kematian Ibu (AKI) Per 
100.000 

kelahiran 
hidup  

306,00  120,00  160,78%  
   

    Angka Kematian Bayi 
(AKB) 

Per 1.000 
kelahiran 

hidup  

24,00  9,00  162,50%  
   

    Persentase Ibu Hamil 
Mendapat Pelayanan 
kesehatan ibu hamil 

%  100,00  96,22  96,22%  
   

    Persentase Ibu bersalin 
mendapat Pelayanan 
kesehatan ibu bersalin 

%  100,00  104,68  104,68%  
   

    Persentase bayi baru lahir 
mendapat Pelayanan 
kesehatan bayi baru lahir 

%  100,00  108,30  108,30%  
   

    Persentase anak usia 0-59 
bulan mendapat 
Pelayanan kesehatan 
balita 

%  100,00  96,36  96,36%  
   

    Persentase anak usia 
pendidikan dasar 
mendapat Pelayanan 
kesehatan pada usia 
pendidikan dasar 

%  100,00  96,33  96,33%  
   

    Persentase warga negara 
usia 60 th keatas 
mendapat Pelayanan 
kesehatan pada usia 
lanjut  

%  100,00  38,22  38,22%  
   

    Prevalensi kekurangan 
gizi (underweight)  
pada anak balita (persen) 

%  17,00  3,13  181,59%  
   

    Prevalensi stunting 
(pendek dan sangat 
pendek) pada anak 
baduta (bawah dua 
tahun) (persen)  

%  28,00  0,91  196,75%  
   

    Persentase BBLR %  8,00  3,35  158,13%  
   

    Persentase ibu hamil 
kurang energi kronik 
(KEK) 

%  18,20  11,60  136,26%  
   

    Persentase ibu hamil 
anemia 

%  20,00  10,57  147,15%  
   

    Presentase penduduk 
yang menggunakan 
Jamban Sehat 

%  92,00  90,46  98,33%  
   

    Persentase rumah tangga 
yang melaksanakan PHBS 

%  71,00  80,22  112,99%  
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Peningkatan Kesehatan 
Lingkungan 

 Terlaksananya inspeksi 
sanitasi tempat-tempat 
umum  

Lokasi 10 15 150,00% 484,23 410,44 84,76% 

     Terlaksananya 
pengawasan kualitas air 
bersih pemukiman  

Lokasi 86 86 100,00% 
   

     Terlaksananya pelatihan  Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     Terlaksananya pengujian 
sampel kolam renang  

Lokasi 6 6 100,00% 
   

     Terlaksananya 
monitoring limbah 
fasyankes  

Lokasi 10 10 100,00% 
   

     Terlaksananya 
penyuluhan kesling  

Sekolah 10 11 110,00% 
   

     Terlaksananya 
pengawasan hygiene 
sanitasi makanan 
minuman  

Lokasi 100 100 100,00% 
   

     Terlaksananya pemicuan 
CLTS/STBM  

Lokasi 8 8 100,00% 
   

  Penyelenggaraan Kota 
Sehat 

 Terlaksananya sosialisasi 
Kota Sehat  

Kegiatan 1 1 100,00% 191,04 190,93 99,94% 

     Terlaksananya Rapat 
Kerja TPKS  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Rapat 
Koordinasi (TP-Forum)  

Kegiatan 3 3 100,00% 
   

     Terlaksananya Rapat 
Evaluasi  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksannya penilaian 
Kelembagaan FKS Kec & 
POKJA Tk. Kota  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Verifikasi 
dan Deklarasi Kelurahan 
Stop Buang Air Besar 
Sembarangan (BABS) / 
Open Defecation Free 
(ODF)  

Kelurahan 10 10 100,00% 
   

  Peningkatan Promosi 
Kesehatan 

 Melaksanakan 
Penandatanganan 
Kerjasama Dengan Dunia 
Usaha  

orang 40 40 100,00% 479,97 434,54 90,54% 

     Melaksanakan Kampanye 
Germas Untuk Santri 
Hebat  

Orang 40 40 100,00% 
   

     Melaksanakan 
Penandatanganan 
Kerjasama Dengan 
Organisasi Masyarakat  

Orang 150 150 100,00% 
   

     Melaksanakan 
Pembinaan Krida SBH  

Orang 50 50 100,00% 
   

     Melaksanakan Pameran 
Pembangunan  

Kegiatan 12 12 100,00% 
   

     Melaksanakan Bimbingan 
Teknis Puskesmas  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Melaksanakan Media 
Promosi Kesehatan  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     Melaksanakan 
Penyuluhan Kesehatan di 
Radio  

Paket 1 1 100,00% 
   

     Melaksanakan 
Pemberitaan Media Massa  

Kegiatan 50 50 100,00% 
   

     Melaksanakan Evaluasi 
Keluarga Sehat  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     Melaksanakan Evaluasi 
Tindak Lanjut:  Kerjasama 

Orang 60 60 100,00% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

Dengan Ormas & Dunia 
Usaha  

     Melaksanakan Lomba 
Desain Grafis Tingkat 
SMA  

Orang 50 50 100,00% 
   

     Melaksanakan 
Pemberitaan Media Massa 
dan Media Elektronik  

Orang 60 60 100,00% 
   

  Kesehatan Kerja dan 
Kesehatan Olahraga 

 Terlaksananya Senam 
Sehat bagi Pekerja  

kegiatan 44 44 100,00% 73,28 58,73 80,15% 

     Terlaksananya 
Pembinaan Pos UKK Kesja  

Orang 30 30 100,00% 
   

     Terlaksananya 
Monitoring Pos UKK  

Lokasi 18 18 100,00% 
   

     Terlaksananya 
Monitoring Pekerja Formal  

Lokasi 10 10 100,00% 
   

     Terlaksananya Koordinasi 
Lintas Prog_Sek KesJa  

Orang 40 40 100,00% 
   

     Terlaksananya rapat 
evaluasi KesJa  

Orang 40 40 100,00% 
   

     Tersedianya audio visual 
penerapan kesehatan 
kerja  

Lokasi 9 9 100,00% 
   

     Terlaksananya Rockport 
Test  

kegiatan 10 10 100,00% 
   

  BOP Jamban Keluarga  Terlaksananya dukungan 
kegiatan jamban keluarga 
pada Wilayah Kelurahan  

unit 6 6 100,00% 40,10 25,13 62,66% 

  Jaminan 
Persalinan/Jampersal 
(DAK) 

 Terlaksananya Pelayanan 
Jasa Kesehatan  

Tahun 1 1 100,00% 473,00 129,02 27,28% 

  Instalasi Pengolahan Air 
Limbah /IPAL (DAK) 

 Terlaksananya 
pengadaan unit IPAL 
Puskesmas  

unit 1 1 100,00% 450,00 446,65 99,26% 

  Dukungan Manajemen 
Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK) dan 
Jampersal (DAK) 

 Terlaksananya Kegiatan 
Dukungan Manajemen 
Bantuan Operasional 
Kesehatan dan Jampersal  

Keg 9 7 80,00% 250,00 199,99 80,00% 

  DED Pembangunan 
Instalasi Pembuangan Air 
Limbah 

 Terlaksanakanya DED 
IPAL  

lokasi 1 1 51,57% 49,39 25,47 51,57% 

  Kesehatan Ibu Hamil  Terlaksananya MOU 
Pemanfaatan Buku KIA 
lintas Sektoral  

Orang 20 20 100,00% 185,60 183,99 99,13% 

     Terlaksananya Sosialisasi 
Pemanfaatan Buku KIA 
Lintas Sektor  

Orang 40 80 200,00% 
   

     Terlaksananya Pelatihan 
Pemanfaatan Buku KIA 
bagi Petugas  

Kegiatan 3 3 100,00% 
   

     Terlaksananya Follow UP 
SBMR Bidan  

Orang 50 50 100,00% 
   

     Terlaksananya Follow Up 
SBMR Poned  

Orang 30 30 100,00% 
   

     Terlaksananya Pelatihan 
Supervisi Fasilitatif PKM 
dan BPM  

Orang 65 65 100,00% 
   

     Terlaksananya Sosialisasi 
Pemanfaatan Buku KIA 
untuk Kader  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

  Kesehatan Ibu Bersalin  Terlaksananya Evaluasi 
Kesga Gizi  

Kegiatan 1 1 100,00% 156,15 155,40 99,52% 

     Terlaksananya kegiatan 
Pembinaan Bidan 
Kelurahan  

Orang 43 43 100,00% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

     Terlaksananya 
pertemuan Bidan 
Koordinator  

Orang 16 16 100,00% 
   

     Terlaksananya Pelacakan 
kematian Ibu  

Kegiatan 4 1 25,00% 
   

     Terlaksananya 
Pengkajian Kasus IBU dan 
Anak  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     Terlaksananya 
Pembelajaran audit  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     Terlaksananya Evaluasi 
PPWS KIA  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Koordinasi 
PKRT  

Orang 50 50 100,00% 
   

     Terlaksananya Orientasi 
AMP Terintegrasi dengan 
MDN  

Orang 35 35 100,00% 
   

     Terlaksananya Orientasi 
Pelayanan Kesehatan PNC  

Kegiatan 3 3 100,00% 
   

  Kesehatan Bayi Baru Lahir  Terlaksananya perawatan 
BBLR bagi kader  

Orang 86 86 100,00% 135,45 123,35 91,07% 

     Terlaksananya Pelacakan 
kematian Anak  

Kegiatan 2 1 50,00% 
   

     Terlaksananya Pelatihan 
MTBM Bagi bidan 
Kelurahan  

Orang 53 53 100,00% 
   

     Terlaksananya Rotasi 
Klinik Neonatal PKM Non 
PONED  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Pelatihan 
Asfiksia BBLR Bagi 
Tenaga Kesehatan  

Orang 18 18 100,00% 
   

     Terlaksananya Orientasi 
SHK bagi tenaga 
kesehatan swasta  

Orang 24 24 100,00% 
   

     Terlaksananya Orientasi 
Yankes Neonatal Esensial  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

  Kesehatan Anak Bawah 
Lima Tahun (Balita) 

 Terlaksananya Evaluasi 
MTBS  

Orang 24 24 100,00% 97,03 96,48 99,43% 

     Terlaksananya 
Penanganan Gangguan 
Tumbuh Kembang Anak 
oleh Dr SpA  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya 
Pendampingan Psikolog  

Puskesmas 8 8 100,00% 
   

     Terlaksananya Evaluasi 
Hasil Pendampingan 
Psikolog  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Pelatihan 
SDIDTK bagi Petugas  

Orang 55 55 100,00% 
   

  Kesehatan Anak Usia 
Pendidikan Dasar 

 Terlaksananya Pelatihan 
Peer Conselor  

puskesmas 8 8 100,00% 250,76 234,97 93,70% 

     Terlaksananya Koordinasi 
Usekrem  

Orang 40 40 100,00% 
   

     Terlaksananya Gebyar 
Anak Sehat  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Pelatihan 
Instrumen Penjaringan 
Kesehatan bagi Guru  

Orang 60 60 100,00% 
   

     Terlaksananya 
Pendampingan imunisasi 
Gigi  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Intervensi 
Kesehatan Mental 
Emosional  

Kegiatan 1 1 100,00% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Kesehatan Usia Lanjut  Terlaksananya Lomba 
Senam USILA  

Kegiatan 1 1 100,00% 87,62 80,31 91,66% 

     Terlaksananya Pelatihan 
USILA  

Orang 32 32 100,00% 
   

     Tersedianya Kartu 
Kunjungan USILA  

Kartu 14.000 14.000 100,00% 
   

  Gizi Masyarakat  Terlaksananya Lomba 
LBI dan Bumil Sehat  

Kegiatan 1 1 100,00% 805,91 716,39 88,89% 

     Terlaksananya Validasi 
Data Gizi  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     Terlaksananya 
Pemantauan GPA Balita 
Kurus Sekali  

Kegiatan 4 2 50,00% 
   

     Terlaksananya Seminar 
Hari Gizi Nasional  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Kordinasi 
Tata Laksana Gizi Buruk  

Orang 40 40 100,00% 
   

     Terlaksananya 
Pertemuan 
Penanggulangan KEK dan 
Anemia pada Bumil  

Orang 60 60 100,00% 
   

     Terlaksananya 
Pertemuan Stunting dan 
Gizi Lebih pada Balita  

Orang 60 60 100,00% 
   

     Terlaksananya Konselor 
ASI  

Orang 20 20 100,00% 
   

     Terlaksananya 
Pengadaan PMT bagi 
Kurang Gizi dan Bumil 
KEK  

Paket 1 1 100,00% 
   

  Penurunan Stunting (DAK)  Terlaksananya 
Pengadaan Obat Program 
Gizi untuk mendukung 
Pencegahan Stunting  

Bulan 12 12 100,00% 483,63 483,63 100,00% 

  Upaya Kesehatan 
Sekunder Bantuan 
Operasional Kesehatan 
(DAK) 

 Terlaksananya Upaya 
Kesehatan Sekunder  

keg 15.346 14.047 91,54% 587,00 520,30 88,64% 

Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat  
(UPTD Puskesmas 
Kecamatan Cilegon )  

  
    

317,85 317,39 99,86% 

  Perbaikan Gizi Masyarakat  Terlaksananya LBSI Di 
Kecamatan Cilegon  

peserta 125 125 100,00% 13,98 13,98 100,00% 

  Bantuan Operasional 
Kesehatan (DAK) 

 Terlaksananya Kegiatan 
BOK (DAK)   

Jenis 
Kegiatan 

4 4 100,00% 303,87 303,42 99,85% 

Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat  
(UPTD Puskesmas 
Kecamatan Ciwandan )  

  
    

543,14 534,95 98,49% 

  Perbaikan Gizi Masyarakat  Terselenggaranya 
Kegiatan LBSI  

Pemenang 120 120 100,00% 14,90 14,75 98,99% 

  Bantuan Operasional 
Kesehatan (DAK) 

 terpenuhinya kegiatan 
Bantuan Operasional 
Kesehatan (DAK)  

Bulan 12 12 100,00% 528,24 520,20 98,48% 

Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat  
(UPTD Puskesmas 
Kecamatan Cibeber )  

  
    

455,77 455,09 99,85% 

  Perbaikan Gizi Masyarakat  Terlaksananya Kegiatan 
Perbaikan Gizi Masyarakat  

kegiatan 1 1 100,00% 21,35 21,13 98,97% 

  Bantuan Operasional 
Kesehatan (DAK) 

 Tersedianya Upaya 
Kesehatan Prioritas/BOK  

Tahun 1 1 100,00% 434,42 433,97 99,90% 

Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat  

  
    

335,89 335,43 99,86% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

(UPTD Puskesmas 
Kecamatan Grogol )  

  Perbaikan Gizi Masyarakat  Terlaksananya kegiatan 
perbaikan gizi masyarakat  

Kegiatan 1 1 100,00% 22,02 22,02 100,00% 

  Bantuan Operasional 
Kesehatan (DAK) 

 Terlaksananya Kegiatan 
BOK ( DAK )  

Kegiatan 4 4 100,00% 313,87 313,42 99,86% 

Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat  
(UPTD Puskesmas 
Kecamatan Pulomerak )  

  
    

422,00 421,55 99,89% 

  Perbaikan Gizi Masyarakat  Terlaksananya Lomba 
Balita Indonesia Tingkat 
kecamatan  

Pemenang 6 6 100,00% 17,49 17,49 100,00% 

  Bantuan Operasional 
Kesehatan (DAK) 

 Terlaksananya Kegiatan 
BOK  

Jenis 4 4 100,00% 404,51 404,06 99,89% 

Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat  
(UPTD Puskesmas 
Kecamatan Purwakarta )  

 Tersedianya Makanan 
Dan Minuman Kegiatan 
BOK  

Tahun 1 1 100,00% 384,57 384,12 99,88% 

  Perbaikan Gizi Masyarakat  Terlaksananya Kegiatan 
LBI Puskesmas 
Purwakarta  

Orang 110 110 100,00% 17,11 17,11 100,00% 

  Bantuan Operasional 
Kesehatan (DAK) 

 Tersedianya Jasa / Upah 
Tenaga Kerja  

Tahun 1 1 100,00% 367,46 367,01 99,88% 

     Tersedianya Transportasi 
Dan Akomodasi Kegiatan 
BOK  

Tahun 1 1 100,00% 
   

     Tersedianya 
Penggandaan  

Lembar 15.050 15.050 100,00% 
   

     Tersedianya Makanan 
Dan Minuman Kegiatan 
BOK  

Tahun 1 1 100,00% 
   

Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat  
(UPTD Puskesmas 
Kecamatan Jombang )  

  
    

476,73 476,09 99,87% 

  Perbaikan Gizi Masyarakat  Terlaksananya LBI  Peserta 155 155 100,00% 13,90 13,90 100,00% 

  Peningkatan Kesehatan 
Ibu dan Bayi 

 Terlaksananya Gebyar 
Ibu Hamil Tingkat 
Kecamatan  

orang 283 283 100,00% 16,78 16,78 100,00% 

  Bantuan Operasional 
Kesehatan (DAK) 

 Terlaksananya Kegiatan 
Bantuan Operasional 
(DAK)  

Bulan 12 12 100,00% 446,05 445,42 99,86% 

Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat  
(UPTD Puskesmas 
Kecamatan Citangkil 1 )  

  
    

500,88 496,51 99,13% 

  Perbaikan Gizi Masyarakat  Terlaksananya Lomba 
Balita Indonesia 
Tk.Kecamatan  

Pemenang 6 6 100,00% 10,30 10,30 100,00% 

  Bantuan Operasional 
Kesehatan (DAK) 

 Terlaksananya Kegiatan 
BOK  

Kegiatan 4 4 100,00% 490,58 486,21 99,11% 

Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat  
(UPT Kesehatan P2KP )  

  
    

10,00 10,00 100,00% 

  Jasa Dokter Spesialis Paru  Terlaksananya Jasa 
Dokter Spesialis Paru   

Orang 1 1 100,00% 10,00 10,00 100,00% 

 

Peningkatan kesehatan  masyarakat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor antara  

lain :  perilaku,  lingkungan,  sosial  budaya,  dan  fasilitas  kesehatan  serta peran  

masyarakat.  Untuk  memenuhi  tuntutan  dan kebutuhan  pelayanan urusan 

kesehatan pada masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Cilegon melalui Dinas 
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Kesehatan terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-

tingginya melalui pengembangan kebijakan,  program dan  kegiatan  sesuai tugas  

fungsi dan kewenangannya. 

Upaya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kota Cilegon 

cukup berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya upaya dalam memelihara kesehatan serta upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari 

beberapa indikator keberhasilan diantaranya : 
 

1)  AKI (Angka Kematian Ibu) per100.000 KH (Kelahiran Hidup) (AKI 

KONVERSI)  

Jumlah kematian ibu karena hamil, bersalin, dan nifas di Kota Cilegon Tahun 

2019 sebanyak 11 orang dari 9.132 jumlah kelahiran hidup, dan bila 

dikonversikan menjadi 120/100.000 KH. Dengan target tahun 2019 sebesar 

kurang dari 306/100.000 KH, maka dengan ini capaiannya adalah sebesar 

160,64%. Ini menunjukkan keberhasilan capaian program kesehatan dalam upaya 

menurunkan AKI di Kota Cilegon; hal tersebut menunjukan ANC yang semakin 

berkualitas. Penyebab kematian ibu terdiri dari : kematian pada masa nifas 

sebanyak 2 orang, selama kehamilan sebanyak 3 orang, dan pada saat persalinan 

sebanyak 6 orang. Penyebab kematian paling tinggi dikarenakan pendarahan post 

partum dan masa nifas. Adapun kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian 

indikator ini adalah  

Kegiatan  Output  
Kesehatan Ibu Hamil Terlaksananya MOU Pemanfaatan Buku KIA lintas Sektoral 
 Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA Lintas 

Sektor 
 Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Buku KIA bagi 

Petugas 
 Terlaksananya Follow UP SBMR Bidan 
 Terlaksananya Follow Up SBMR Poned 
 Terlaksananya Pelatihan Supervisi Fasilitatif PKM dan BPM 
 Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA untuk 

Kader 
Kesehatan Ibu Bersalin Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader 
 Terlaksananya Pelacakan kematian  Anak 
 Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan 
 Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non PONED  
 Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga 

Kesehatan 
 Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta 
 Terlaksananya Orientasi Yankes Neonatal Esensial 
Gizi Masyarakat Terlaksananya Lomba LBI dan Bumil Sehat 

 
Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan 
Anemia pada Bumil 
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Kegiatan  Output  
 Terlaksananya Konselor ASI 

 
Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil 
KEK 

 

2)  AKB (Angka Kematian Bayi) per1000 KH (Kelahiran Hidup)  

Jumlah kematian bayi ditahun 2019 sebesar 82 bayi dari 9132, apabila di 

konversikan sebesar 9/1000 KH dengan target tahun 2019 sebesar kurang dari 

24/1000 KH. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan 

dinyatakan lebih baik,  maka dengan ini capaiannya adalah sebesar 162,59%,. 

Penyebab Kematian tertinggi dikarenakan BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), 

keberhasilan indikator ini melalui kegiatan sebagai berikut : 

Kegiatan  Output  

Kesehatan Ibu Bersalin Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader 

 Terlaksananya Pelacakan kematian  Anak 

 Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan 

 Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non PONED  

 Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga 

Kesehatan 

 Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta 

 Terlaksananya Orientasi Yankes Neonatal Esensial 

Gizi Masyarakat Terlaksananya Lomba LBI dan Bumil Sehat 

 
Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan 

Anemia pada Bumil 

 Terlaksananya Konselor ASI 

 
Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil 

KEK 

Kesehatan Bayi Baru Lahir Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader 

 Terlaksananya Pelacakan kematian  Anak 

 Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan 

 Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non PONED  

 
Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga 

Kesehatan 

 Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta 

 Terlaksananya Orientasi Yankes Neonatal Esensial 

 

3)  Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan kesehatan ibu hamil  

Kunjungan Ke-4 (K4) adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah 

mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit empat kali kunjungan, 

dengan distribusi sekali pada tri semester pertama, satu kali pada trimester kedua, 

dan dua kali pada trimester  ketiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat 
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kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil. Pada Tahun 2019 Jumlah ibu hamil yang 

mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan 

swasta sebesar 8.707 bumil terhadap Jumlah semua ibu hamil di wilayah kerja 

dalam kurun waktu satu tahun yang sama sebanyak 9.049 bumil sehingga 

persentasenya sebesar 96,22%  dengan target sasaran 100%, maka capaian 

Kinerja sebesar 96,22%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:  

Kegiatan  Output  
Kesehatan Ibu Hamil Terlaksananya MOU Pemanfaatan Buku KIA lintas Sektoral 
 Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA Lintas 

Sektor 
 Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Buku KIA bagi 

Petugas 
 Terlaksananya Follow UP SBMR Bidan 
 Terlaksananya Follow Up SBMR Poned 
 Terlaksananya Pelatihan Supervisi Fasilitatif PKM dan BPM 
 Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA untuk 

Kader 
 

4)  Persentase Ibu bersalin mendapat Pelayanan kesehatan ibu bersalin  

Persentase pelayanan terhadap ibu bersalin yang mendaptakan pelayanan 

persalinan yang standar Pada Tahun 2019 target ibu bersalin yang mendapat 

pelayanan kesehatan sebesar 8.637 ibu bersalin, realisasi sebesar 9.044 ibu 

bersalin yang mendapat peLayanan kesehatan sehingga capaiannya kinerjanya 

sebesar 104,68% dari target 100%, Keberhasilan ini dengan meningkatnya 

kesadaran kesehatan tenang kehamilan serta di dukung melalui kegiatan : 

Kegiatan  Output  
Kesehatan Ibu Bersalin Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader 
 Terlaksananya Pelacakan kematian  Anak 
 Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan 
 Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non PONED  
 Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga 

Kesehatan 
 Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta 
 Terlaksananya Orientasi Yankes Neonatal Esensial 

 

5)  Persentase bayi baru lahir mendapat Pelayanan kesehatan bayi baru lahir  

Pada Tahun 2019  target bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sebanyak 8.226 bayi akan tetapi realisasi sebesar 8.909 bayi 

sehingga capaianya adalah 108,30%, dari target sebesar 100%, , ini menunjukkan 

keberhasilan capaian program kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Adapun kegiatan yang mendukung adalah: 

Kegiatan  Output  
Kesehatan Bayi Baru Lahir Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader 
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Kegiatan  Output  
 Terlaksananya Pelacakan kematian  Anak 
 Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan 
 Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non PONED  

 
Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga 
Kesehatan 

 Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta 
 

6)  Persentase anak usia 0-59 bulan mendapat Pelayanan kesehatan balita  

Tahun 2019 Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan 

balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 31.919 balita 

terhadap jumlah seluruhnya 33.125 balita sehingga capaiannya sebesar 96.36%, 

dari target sebesar 100%, maka capaiannya realisasi adalah sebesar 96,36%, ini 

menunjukkan keberhasilan capaian program kesehatan dalam meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. Adapun indikator ini yang didukung melalui 

kegiatan: 

Kegiatan  Output  
Kesehatan Anak Bawah 
Lima Tahun (Balita) 

Terlaksananya Evaluasi MTBS 

 
Terlaksananya Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang 
Anak oleh Dr SPA  

 Terlaksananya Pendampingan Psikolog 
 Terlaksananya Evaluasi Hasil Pendampingan Psikolog 
 Terlaksananya Pelatihan SDIDTK bagi Petugas 
Gizi Masyarakat Terlaksananya Lomba LBI dan Bumil Sehat 
 Terlaksananya Validasi Data Gizi 
 Terlaksananya Pemantauan GPA  Balita Kurus Sekali 
 Terlaksananya Seminar Hari Gizi Nasional 
 Terlaksananya Kordinasi Tata Laksana Gizi Buruk 

 
Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan 
Anemia pada Bumil 

 
Terlaksananya Pertemuan Stunting dan Gizi Lebih pada 
Balita 

 Terlaksananya Konselor ASI 

 
Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil 
KEK 

 

7)  Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat Pelayanan kesehatan 

pada usia pendidikan dasar  

Cakupan pelayanan usia Pendidikan Dasar yang mendapat Skrining 

Kesehatan sesuai standar di Kota Cilegon Pada Tahun 2019 Jumlah anak usia 

pendidikan dasar kelas 1 dan  7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di 

satuan pendidikan dasar dalam kurun waktu satu tahun ajaran 23.241 siswa 

terhadap seluruh siswa kelas 1 dan 7 sebanyak 24.126 siswa sehingga capaia 
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kinerjanya sebesar 96,33% dari target sasaran sebesar 100%,. Adapun kegiatan 

yang mendukung ini dikator ini adalah: 

Kegiatan  Output  
Gizi Masyarakat Terlaksananya Koordinasi Usekrem 
 Terlaksananya Gebyar Anak Sehat 

 
Terlaksananya Pelatihan Instrumen Penjaringan Kesehatan 
bagi Guru 

 Terlaksananya Pendampingan imunisasi Gigi 

 Terlaksananya Intervensi Kesehatan Mental Emosional 

Kesehatan Anak Usia 
Pendidikan Dasar 

Terlaksananya  Pelatihan Peer Conselor  

 Terlaksananya Koordinasi Usekrem 

 Terlaksananya Gebyar Anak Sehat 

 
Terlaksananya Pelatihan Instrumen Penjaringan Kesehatan 
bagi Guru 

 Terlaksananya Pendampingan imunisasi Gigi 

 Terlaksananya Intervensi Kesehatan Mental Emosional 

 

8)  Persentase warga negara usia 60 th keatas mendapat Pelayanan kesehatan 

pada usia lanjut  

Pada tahun 2019 Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang 

mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu 

satu tahun sebesar 16.386 usia lanjut terhadap seluruh penduduk usia lanjut 

sebanyak 42.870 orang sehingga capaiannya sebesar 38,22% dengan target 

sebesar 100%. Pencapaian di bawah target tersebut dikarenakan masih 

kurangnya kesadaran lansia dan keluarganya untuk melakukan skrining lansia di 

posbindu. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah : 

Kegiatan Output 

Kesehatan Usia Lanjut Terlaksananya Lomba Senam USILA 

 Terlaksananya Pelatihan USILA 

 Tersedianya Kartu Kunjungan USILA 

 

9)  Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)  

Pada tahun 2019 Jumlah Balita Kurus dan Kurus sekali dalam kurun waktu 

tertentu  sebesar 384 balita terhadap 32.854 sehingga capain kinerjanya sebesar 

3,13% dari yang ditargetkan 17%, angka tersebut menunjukan keberhasilan 

dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak balita. Indikator ini jika 

realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik, ini menunjukkan 

keberhasilan capaian program kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat. Adapun kegiatan yang mendukung 

indikator ini adalah : 
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Kegiatan  Output  
Gizi Masyarakat Terlaksananya Lomba LBI dan Bumil Sehat 
 Terlaksananya Validasi Data Gizi 
 Terlaksananya Pemantauan GPA  Balita Kurus Sekali 
 Terlaksananya Seminar Hari Gizi Nasional 
 Terlaksananya Kordinasi Tata Laksana Gizi Buruk 

 
Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan 
Anemia pada Bumil 

 
Terlaksananya Pertemuan Stunting dan Gizi Lebih pada 
Balita 

 
Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil 
KEK 

 

10)  Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta 

(bawah dua tahun) (persen)  

Pada Tahun 2019 Jumlah Balita Kurus dan Kurus sekali dalam kurun waktu 

tertentu 298 terhadap 32.854 sebesar 0,91% dengan target sebesar 29%, sehingga 

capaian realisasi sebesar 196,87%. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target 

maka akan dinyatakan lebih baik, keberhasilan ini terlihat dari meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksakan kesehatan, Adapun 

kegiatan yang mendukung indikator ini adalah : 

Kegiatan  Output  
Gizi Masyarakat Terlaksananya Lomba LBI dan Bumil Sehat 
 Terlaksananya Validasi Data Gizi 
 Terlaksananya Pemantauan GPA Balita Kurus Sekali 
 Terlaksananya Seminar Hari Gizi Nasional 
 Terlaksananya Kordinasi Tata Laksana Gizi Buruk 

 
Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan 
Anemia pada Bumil 

 
Terlaksananya Pertemuan Stunting dan Gizi Lebih pada 
Balita 

 

11)  Persentase BBLR  

Pada Tahun 2019 jumlah bayi lahir dengan BB lahir rendah 304 bayi 

terhadap jumlah bayi kelahiran hidup 9.087 bayi sehingga capaian kinerjanya  

sebesar 3,35% dari target sebesar 8%, maka capaian realisasi adalah sebesar 

158,18%, Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan 

lebih baik. keberhasilan indikator ini didukung melalui kegiatan : 

Kegiatan Output 

Kesehatan Bayi Baru Lahir Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader 

 Terlaksananya Pelacakan kematian  Anak 

 Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan 

 Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non PONED  

 Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga Kesehatan 
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Kegiatan Output 

 Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta 

 Terlaksananya Orientasi Yankes Neonatal Esensial 

 

12)  Persentase ibu hamil kurang energi kronik  (KEK)  

Pada tahun 2019 Jumlah ibu hamil dengan status Kurang Energi Kronik 

dalam satu periode 1.050 Bumil KEK terhadap jumlah ibu hamil dalam satu 

periode yang sama 9.049 bumil sehingga capaian kinerjanya  sebesar 11,60% 

dengan target sasaran sebesar 18,2%, sehingga capaian realisasi  sebesar 

136,24%. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan 

lebih baik. Adapun kegiatan yang mendukung inidikator ini adalah: 

Kegiatan Output 

Gizi Masyarakat Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan Anemia pada 
Bumil 

 Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil KEK 

 

13)  Persentase ibu hamil anemia  

Capaian Kinerja Persentase ibu hamil anemia di Kota Cilegon pada tahun 

2019 Jumlah ibu hamil yang menderita berdasarkan uji lab dalam kurun waktu 

satu tahun 920 bumil terhadap jumlah semua ibu hamil diwilayah kerja dalam 

kurun waktu 1 tahun yang sama 8.707 bumil sehingga persentasenya sebesar 

10,57% dengan target sasaran sebesar 20 %, sehingga capaian realisasi sebesar 

147,17%. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan 

lebih baik. Adapun kegiatan yang mendukung adalah: 

Kegiatan Output 

Gizi Masyarakat Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan Anemia pada 
Bumil 

 Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil KEK 

 

14)  Presentase penduduk yang menggunakan Jamban Sehat  

Pada tahun 2019 jumlah penduduk yang menggunakan jamban sehat 

116.474 jiwa terhadap jumlah penduduk 128.751 jiwa sehingga persentasenya 

sebesar 90.46 % dengan target sasaran sebesar 92%, sehingga capaian realisasi 

sebesar 98.33%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: 

Kegiatan Output 

Penyelenggaraan Kota Sehat 

 

Terlaksananya Verifikasi dan Deklarasi Kelurahan Stop Buang Air 

Besar Sembarangan (BABS) / Open Defecation Free (ODF) 

BOP Jamban Keluarga 
Terlaksananya dukungan kegiatan jamban keluarga pada Wilayah 

Kelurahan 
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15)  Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS 

Pada tahun 2019 Jumlah rumah tangga yang disurvey dan melaksanakan 

PHBS 53.634 rumah terhadap jumlah Rumah Tangga yang di Survey PHBS 66.862 

rumah sehingga persentasenya sebesar 80,22% dari target sasaran sebesar 71%, 

sehingga capaian realisasi sebesar 112.98%. Adapun kegiatan yang mendukung 

indikator ini adalah: 

Kegiatan Output 

Peningkatan Promosi 
Kesehatan 

Melaksanakan Bimbingan Teknis Puskesmas 

 Melaksanakan Media Promosi Kesehatan 

 Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan di Radio 

 Melaksanakan Pemberitaan Media Massa 

 Melaksanakan Evaluasi Keluarga Sehat 

 Melaksanakan Pemberitaan Media Massa dan Media Elektronik 
 

 

REALISASI CAPAIAN KINERJA ANGGARAN<75% 

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran Program Peningkatan Kesehatan 

Masyarakat terdapat realisasi yang belum mencapai 75% dapat adalah sebagai 

berikut : 

1) Capaian BOP Jamban Keluarga  sebesar 100 % dengan Total Anggaran 

Rp.40.100.000 terealisasi sebesar Rp.25.125.000 dengan capaian kinerja 

keuangan sebesar 62,66%, dikarenakan ada perubahan metode pembuatan 

jamban keluarga dengan tujuan agar masyarakat dapat membuat sendiri jamban 

keluarga sehingga adanya efisiensi anggaran. 

2) Capaian Kinerja Kegiatan Jampersal (DAK) sebesar 27,28 % dengan Total 

Anggaran Rp.473.000.000,  terealisasi sebesar Rp.129.024.093 dengan capaian 

kinerja keuangan 27,28%, dikarenakan sudah banyak masyarakat menjadi peserta 

BPJS baik PBI atau Non PBI, dan belum semua faskes dan BPM bekerjasama 

dengan Dinas Kesehatan berkaitan dengan jampersal. 

3) Capaian Kinerja Kegiatan DED Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah 

sebesar 50,00% dengan Total Anggaran Rp.49.390.400, terealisasi sebesar 

Rp.25.472.800 dengan capaian kinerja keuangan 51,57%, dikarenakan TP4D 

sudah di tiadakan menurut kebijakan pusat sehingga Honor TP4D tidak di 

realisasikan. 
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A.2  Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit   
 

Tabel 3.1.2b  
Target dan Realisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Pencegahan 
dan Pengendalian 
Penyakit  

  
    

2.349,58 2.150,86 91,54% 

    Cakupan Kelurahan 
Universal Child 
Immunization (UCI)  

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Persentase anak usia 0 
sampai 11 bulan yang 
mendapat imunisasi dasar 
lengkap 

%  97,00  105,79  109,06%  
   

    Prevalensi HIV/AIDS %  0,50  0,03  194,00%  
   

    Prevalensi tekanan darah 
tinggi 

%  23,70  8,88  162,53%  
   

    Cakupan Penemuan Kasus 
TB (Case Detection Rate / 
CDR) yang diobati 

%  90,00  92,89  103,21%  
   

    Menurunya Prevalensi 
Kusta 

/ 10,000 
Penduduk  

1,00  0,73  127,00%  
   

    Puskesmas yang 
melaksanankan surveilans 
penyakit yang dapat 
dicegah dengan imunisasi 
(PD3I) tertentu  

Puskesmas  8,00  8,00  100,00%  
   

    Persentase Puskesmas 
yang melaksanakan 
pengendalian PTM 
terpadu 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan 
Tuberkulosis (TB) 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan Risiko 
Terinfeksi HIV 

%  100,00  107,19  107,19%  
   

    Persentase Pelayanan 
Kesehatan pada usia 
produktif  

%  100,00  82,53  82,53%  
   

    Pelayanan Kesehatan 
Penderita Hipertensi 

%  100,00  42,10  42,10%  
   

    Pelayanan Kesehatan 
Penderita Diabetes Melitus 
(DM) 

%  100,00  63,43  63,43%  
   

    Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan Gangguan 
Jiwa (ODGJ) Berat 

%  100,00  99,23  99,23%  
   

    Angka Penemuan Kasus 
Baru (CDR) Kusta 

per 
100.000 

penduduk  

5,00  6,40  72,00%  
   

    Persentase sekolah 
melaksanakan kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) 

%  25,00  56,50  226,00%  
   

    Angka Kesakitan DBD per 
100.000 

penduduk  

49,00  132,20  49,00%  
   

    Jamaah haji yang 
dilakukan pemeriksaan 
dan pembinaan kesehatan 

%  90,00  95,94  106,60%  
   

  Kesehatan Haji  Terlaksananya 
pemeriksaan haji lanjutan  

Orang 810 779 96,17% 212,14 198,32 93,48% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

     Terlaksananya 
pembinaan di masa 
tunggu  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya 
pembinaan di masa 
keberangkatan  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya 
pengukuran kebugaran 
jemaah haji  

Orang 810 787 97,16% 
   

     Terlaksananya senam 
berhaji sehat  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya entry 
siskohatkes  

Kegiatan 1 2 200,00% 
   

     Terlaksananya 
pembinaan kesehatan 
calon jemaah haji di KBIH  

KBIH 7 7 100,00% 
   

     Terlaksananya skrining 
istithaah jemaah haji  

Kegiatan 1 2 200,00% 
   

     Terlaksananya istithaah  Orang 810 779 96,17% 
   

  Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Bersumber Binatang 

 Terlaksananya Bongkar 
Muat Bahan insekstisida 
dan larvasida program 
P2BB  

kegiatan 4 4 100,00% 253,40 253,40 100,00% 

     Terlaksananya Fogging  Focus 120 120 100,00% 
   

     Terlaksananya Sosialisasi 
Leptospirosis pada swasta  

kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya sosialisasi 
Leptospirosis pada kader  

kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya kegiatan 
Gerakan Serentak PSN  

Kecamatan 8 8 100,00% 
   

     Terlaksananya belanja 
BBM Fogging  

Focus 120 120 100,00% 
   

     Terlaksananya pertemuan 
koordinasi Gerakan 
Serentak PSN  

kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya supervisi 
Jumantik di sekolah  

kegiatan 8 8 100,00% 
   

     Terlaksananya kegiatan 
pertemuan P2BB  

kegiatan 1 1 100,00% 
   

  Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Menular HIV AIDS 

 terlaksananya validasi 
data HIV AIDS dan IMS  

Kegiatan 4 5 125,00% 245,52 241,32 98,29% 

     terlaksananya monev 
pendampingan ODHA  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya workshop 
LKB  

Kegiatan 2 1 50,00% 
   

     terlaksananya transport 
pendampingan ODHA  

Orang 24 24 100,00% 
   

     terlaksananya transport 
ODHA  

Orang 40 40 100,00% 
   

     terlaksananya monev 
Duta TB HIV  

Kegiatan 8 8 100,00% 
   

     terlaksananya sosialisasi 
layanan VCT lintas 
sektoral  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya sosialisasi 
program TB HIV di 
perusahaan  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya sosialisasi / 
survey komprehensif HIV 
AIDS di PT  

Kegiatan 10 10 100,00% 
   

     terlaksananya mobile vct  Kegiatan 15 15 100,00% 
   

     terlaksananya hari aids 
sedunia  

Kegiatan 1 1 100,00% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

     terlaksananya pertemuan 
program HIV AIDS dan 
IMS di RS  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya sosialisai 
bagi kader  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya supervisi 
P2 HIV  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     terlaksananya bongkar 
muat logistik program HIV  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     terlaksananya belanja 
ATK Kegiatan  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya (Biaya 
Perjalanan Dinas Luar 
Kota Serang, Tanggerang, 
Tangsel)  

Paket 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya kegiatan 
pertemuan P2 HIV  

Orang 35 35 100,00% 
   

  Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Menular TB 

 terlaksananya validasi Tb 
HIV  

kegiatan 60 
Orang 

2 2 100,00% 347,16 346,13 99,70% 

     terlaksananya monev 
pokja TB HIV Tk. UPK 
,kolaborasi TB DM dan 
Kolaborasi TB Kusta  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya monev 
pokja TB HIV Tk. Kota  

Pokja 16 16 100,00% 
   

     terlaksananya validasi 
data TB  

Kegiatan 2 3 150,00% 
   

     terlaksananya sosialisasi 
TB RO bagi petugas 
kesehatan swasta  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     terlaksananya pertemuan 
rakor PPM Tk. Kota  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya pertemuan 
sosialisasi TCM pada 
petugas  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     terlaksananya 
pelaksanaan TB Day  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya kolaborasi 
TB DM  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     terlaksananya pelatihan 
SITT TB 10.04  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     terlaksananya evaluasi 
semester seksi P2  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     terlaksananya screening 
massal dilapas  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya pertemuan 
Tb DOTS RS  

Kegiatan 5 5 100,00% 
   

     terlaksananya supervisi 
TB  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya 
penjaringan kasus TB  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     terlaksananya belanja 
ATK  

Kegiatan 3 3 100,00% 
   

     terlaksananya bongkar 
muat obat TB  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya belanja 
cetak  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     terlaksananya Pelayanan 
TB oleh Dokter Spesialis 
Paru  

Paket 1 1 100,00% 
   

     terlaksananya Kegiatan 
pengawas menelan obat 
TBMDR  

JP 24 24 100,00% 
   

     terlaksananya kegiatan 
screening contact TB MDR  

keg 5 5 100,00% 
   



 

  

   

162 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

     terlaksananya refreshing 
kader  

keg 5 5 100,00% 
   

     terlaksananya penyisiran 
kasus TB di RS  

Orang 75 75 100,00% 
   

  Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Menular Kusta 

 terlaksananya pendataan 
dan pemeriksaan kontak 
dan pemeriksaan 
kemoprofilaksis  

Kegiatan 4 4 100,00% 45,78 45,11 98,54% 

     terlaksananya rapat 
kordinasi kusta puskesmas  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     terlaksananya sosialisasi 
pemeriksaan kontak dan 
kemoprofilaksis bagi 
petugas kesehatan  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     terlaksananya monev 
pemeriksaan kontak dan 
kemoprofilaksis bagi 
petugas kesehatan  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     terlaksananya supervisi 
kusta  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     terlaksananya leprosy day  Kegiatan 1 - 0,00% 
   

     terlaksananya validasi 
kusta  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     terlaksananya konfirmasi 
diagnosa kusta  

Kegiatan 8 8 100,00% 
   

     terlaksananya bongkar 
muat obat kusta  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     terlaksananya belanja atk  Kegiatan 1 1 100,00% 
   

  Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Menular ISPA (Infeksi 
Saluran Pernapasan 
Akut) dan HPISP 
(Hepatitis Penyakit 
Infeksi Saluran 
Pencernaan) 

 terlaksananya pertemuan 
hepatitis dan thypoid pada 
faskes swasta  

Kegiatan 2 2 100,00% 74,70 74,63 99,91% 

     terlaksananya pertemuan 
ISPA pada faskes swasta  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya pertemuan 
Diare pada faskes swasta  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

     terlaksananya rakor 
program TB HIV Hepatitis 
dengan Program KIA dan 
Imunisasi  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     terlaksananya supervisi 
program ISPA ,HPISP  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     terlaksananya belanja 
ATK  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Belanja 
Penggandaan (fotocopy)  

Lembar 5.000 5.000 100,00% 
   

     terlaksananya belanja 
materai  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     terlaksananya bongkar 
muat logistik ISPA HPISP  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     Terlaksananya validasi 
ISPA HPISP  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

  Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Tidak Menular Lainnya 

 Melaksanakan Sosialisasi 
Kanker dan Pemeriksaan 
IVA Pada Masyarakat  

Kegiatan 8 8 100,00% 191,20 189,13 98,91% 

     Melaksanakan 
Penjaringan IVA  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     Melaksanakan 
Penjaringan PTM  

Kegiatan 10 10 100,00% 
   

     Melaksanakan Supervisi 
Posbindu PTM  

Kegiatan 8 8 100,00% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

     Melaksanakan Pelatihan 
PTM untuk pengelola 
program  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Melaksanakan Sosialisasi 
PTM  

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

     Melaksanakan Rakoor 
Program PTM  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Melaksanakan Seminar 
Faktor Resiko PTM 
BagiPekerja  

Orang 95 95 100,00% 
   

     Melaksanakan Seminar 
Faktor Resiko PTM Bagi 
BagiGuru dan Anak 
Sekolah  

Orang 110 110 100,00% 
   

     Melaksanakan Pertemuan 
Lintas Sektor 
dalamPengendalian PTM  

Orang 60 60 100,00% 
   

  Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Tidak Menular hipertensi  

Melaksanakan Sosialisai 
Hipertensi pada 
Masyarakat 

Kegiatan 1 1 100,00% 60,00 40,20 67,00% 

    Melaksanakan 
Peningkatan Kapasitas 
Bagi Kader Posbindu 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan Rakor 
Program PTM 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan Pelatihan 
Konseling sebaya UBM 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan Sosialisai 
UBM bagi Guru 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan Sosialisasi 
UBM pada anak sekolah 

Kegiatan 1 2 200,00% 
   

  Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Tidak Menular Diabetes 
Melitus 

Melaksanakan Kegiatan 
Penjaringan DM ( Anak 
Sekolah dan Ibu Hamil ) 

Kegiatan 16 16 100,00% 60,00 60,00 100,00% 

    Melaksanakan Pelatihan 
Pendeteksian Dini DM 
Pada Ibu Hamil 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan Sosialisasi 
DM Pada Masyarakat 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan Validasi 
Data Penyakit Tidak 
Menular 

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

    Melaksanakan Bimbingan 
Teknis PTM ke Puskesmas 

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

    Melaksanakan Sosialisasi 
DM Di Posbindu 

Kegiatan 8 8 100,00% 
   

    Melaksanakan Sosialisasi 
dan Senam DM 

Kegiatan 8 8 100,00% 
   

    Melaksanakan Peringatan 
Hari Diabetes sedunia 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

  Peningkatan Kesehatan 
Jiwa 

Melaksanakan Sosialisasi 
Kesehatan Jiwa Lintas 
Sektor 

Kegiatan 1 1 100,00% 148,80 148,80 100,00% 

    Melaksanakan Sharing 
Kesehatan Jiwa Di Sekolah 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan Penyuluhan 
Kesehatan Jiwa dan Napza 
Pada Keluarga Pasien 

Kegiatan 24 24 100,00% 
   

    Melaksanakan Kunjungan 
Rumah Pasien Pasung 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan 
Pembentukan Posjitu ( 
Pos Jiwa Terpadu ) 
Tingkat Kelurahan 

Kegiatan 1 4 400,00% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

    Melaksanakan Sosialisasi 
Kesehatan Jiwa dan Napza 
Pada Anak Sekolah 

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

    Melaksanakan Sosialisasi 
Kesehatan Jiwa dan Napza 
Pada Swasta ( BPS FKTP I 
dan FKTP Lanjutan ) 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan Sosialisasi 
Kesehatan Jiwa dan Napza 
Pada Organisasi 
Kemasyarakatan 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan Validasi 
Data Kesehatan Jiwa 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan Seminar 
Kesehatan Jiwa 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

  Peningkatan Kesehatan 
Indera 

Melaksanakan Supervisi 
Kesehatan Indera Ke 
Puskesmas 

Puskesams 8 8 100,00% 75,00 74,20 98,93% 

    Melaksanakan penjaringan 
Monitoring kesehatan 
indera 

Sekolah 24 24 100,00% 
   

    Melaksanakan Pelatihan 
Gangguan Indera dan 
Fungsional 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan Screning 
Katarak di Posbindu 

Posbindu 20 20 100,00% 
   

    Melaksanakan Penyuluhan 
Kesehatan indera Di 
Posbindu 

Posbindu 20 14 70,00% 
   

    Melaksanakan Validasi 
Data kesehatan indera 

Kegiatan 4 4 100,00% 
   

    Melaksanakan Sharing 
Kesehatan Indera Di 
Sekolah 

Sekolah 24 24 100,00% 
   

    Melaksanakan 
Pendampingan Screning 
Katarak 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan 
Pendampingan Operasi 
Katarak 

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

    Melaksanakan 
Pendampingan Screening 
Bibir Sumbing 

Kegiatan 1 - 0,00% 
   

    Melaksanakan 
Pendampingan Operasi 
Bibir Sumbing 

Kegiatan 1 - 0,00% 
   

  Survelinans Terlaksananya 
penangulangan KLB 

Kegiatan 4 2 50,00% 142,68 71,99 50,46% 

    Terlaksananya rakor 
situasi terkini dan 
kebiajakan nasional 
surveilans 

orang 50 50 100,00% 
   

    Terlaksananya surveilans 
kesehatan 

orang 50 50 100,00% 
   

    Terlaksananya Refrest 
surveilans situasi terkini 

orang 40 40 100,00% 
   

    Terlaksananya validasi 
surveilans PKM dan RS 

orang 75 75 100,00% 
   

    Terlaksananya surveilans 
berbasis masyarakat 

orang 55 55 100,00% 
   

  Imunisasi Terlaksananya imunisasi 
dasar lengkap 

Orang 8.532 8.714 102,13% 162,21 117,55 72,47% 

    Terlaksananya imunisasi 
pada anak sekolah 

SD 193 199 103,11% 
   

    Terlaksananya imunisasi 
pada ibu hamil ( TT2+)  

Orang 8 7 81,56% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

    Terlaksananya pembinaan 
RS/RSIA/RB/BPS program 
imunisasi 

Orang 70 60 85,71% 
   

    Terlaksananya rakor BIAS Orang 80 75 93,75% 
   

    Terlaksananya evaluasi 
KIPI Tingkat Kota 

Orang 80 - 0,00% 
   

    Terlaksananya kasus KIPI 
di kota cilegon 

Kasus 5 1 20,00% 
   

    Terlaksananya penguatan 
imunisasi lanjutan 

Orang 80 75 93,75% 
   

    Terlaksananya kegiatan 
DQS 

Orang 40 40 100,00% 
   

    Terlaksananya validasi 
data triwulan  

Orang 160 160 100,00% 
   

    Terlaksannya pembinaan 
pada bidan kelurahan 

Orang 65 65 100,00% 
   

    Terlaksannya imunisasi 
berbasis masyarakat 

Orang 100 100 100,00% 
   

    Terlaksannya service dan 
spare part kulkas vaksin 

Kegiatan 3 - 0,00% 
   

  Kesehatan Matra Terlaksananya pelayanan 
kesehatan pada arus 
mudik perayaan hari raya 

Posko 5 6 120,00% 310,35 275,81 88,87% 

    Terlaksananya pelayanan 
kesehatan pada arus 
mudik perayaan tahun 
baru 

Posko 5 5 100,00% 
   

  Krisis Kesehatan Matra  Terlaksananya 
penanggulangan bencana 
di wilayah kota cilegon  

kegiatan 6 5 83,33% 20,65 14,28 69,13% 

Program Pencegahan 
dan Pengendalian 
Penyakit  (UPTD 
Puskesmas Kecamatan 
Cibeber )  

  
    

6,54 6,54 100,00% 

  Pemeriksaan Calon Haji  Terlaksananya 
Pemeriksaan Haji Tingkat 
Kecamatan  

kegiatan 1 1 100,00% 6,54 6,54 100,00% 

Program Pencegahan 
dan Pengendalian 
Penyakit  (UPTD 
Puskesmas Kecamatan 
Grogol )  

  
    

14,40 14,40 100,00% 

  Pemeriksaan Calon Haji  Terlaksananya 
pemeriksaan calon haji  

Kegiatan 4 4 100,00% 14,40 14,40 100,00% 

Program Pencegahan 
dan Pengendalian 
Penyakit  (UPTD 
Puskesmas Kecamatan 
Purwakarta )  

  
    

8,71 7,92 90,91% 

  Pemeriksaan Calon 
Jamaah Haji 

 Terlaksananya kegiatan 
pemeriksaan haji 
tk.Kecamatan Purwakarta  

box 360 320 88,89% 8,71 7,92 90,91% 

     Tersedianya ATK  jenis 7 7 100,00% 
   

     Tersedianya Fototcopy  lembar 2.020 1.750 86,63% 
   

Program Pencegahan 
dan Pengendalian 
Penyakit  (UPT 
Kesehatan P2KP )  

  
    

3,60 3,60 100,00% 

  Pelaksanaan Kegiatan 
Rabu Sehat 

 Terlaksananya Kegiatan 
Rabu Sehat   

Box 240 240 100,00% 3,60 3,60 100,00% 
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Program ini bertujuan mengendalikan dan menurunkan angka kesakitan, 

kematian dan kecacatan dari penyakit menular dan tidak menular, penyakit 

bersumber binatang, penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I) melalui 

pengembangan kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan 

kesehatan berwawasan kesehatan. Keberhasilan program ini di dukung oleh 

beberapa indikator yang mendukung program tersebut diantaranya : 

 

1)  Prevalensi HIV/AIDS  

Penanggulangan HIV di Indonesia terdiri atas upaya pencegahan, termasuk 

peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan pemahaman 

akan hak-hak reproduksi; pengobatan, dukungan dan perawatan bagi orang yang 

hidup dengan HIV/AIDS; dan surveilans. Upaya pencegahan juga ditujukan kepada 

populasi beresiko tinggi seperti pekerja seks komersial dan pelanggannya, orang 

yang telah terinfeksi dan pasangannya parapengguna napza suntik serta pekerja 

kesehatan yang mudah terpapar oleh infeksi HIV/AIDS. Pada tahun 2019 Jumlah 

Penduduk laki-laki dan perempuan usia 15-49 tahun yang terinfeksi HIV  77 orang 

terhadap jumlah penduduk laki-laki dan perempuan usia 15-49 tahun 250.528 

orang sehingga pesentasenya sebesar 0,03% dengan target 0,5% maka capaian 

kinerjanya adalah sebesar 193,85 %. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari 

target maka akan dinyatakan lebih baik. Adapun kegiatan yang mendukung 

indikator ini  adalah : 

Kegiatan  Output  
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular HIV 

terlaksananya monev pendampingan ODHA 

 terlaksananya workshop LKB 

 
terlaksananya transport pendampingan 
ODHA 

 terlaksananya transport ODHA 
 terlaksananya monev Duta TB HIV 

 
terlaksananya sosialisasi layanan VCT lintas 
sektoral 

 
terlaksananya sosialisasi program TB HIV di 
perusahaan  

 
terlaksananya sosialisasi / survey 
komprehensif HIV AIDS di PT  

 terlaksananya mobile VCT 
 terlaksananya hari AIDS sedunia 

 
terlaksananya pertemuan program HIV AIDS 
dan IMS di RS 

 terlaksananya sosialisai bagi kader 
 terlaksananya supervisi P2 HIV 

 
terlaksananya bongkar muat logistik 
program HIV  
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Kegiatan  Output  

 
Terlaksananya (Biaya Perjalanan Dinas Luar 
Kota Serang, Tangerang, Tangsel) 

 Terlaksananya kegiatan pertemuan P2 HIV 
 

2)  Prevalensi Hipertensi  

Pada tahun 2019 Jumlah Seluruh Penderita tekanan darah tinggi sebanyak 

28.170 penderita terhadap  jumlah penduduk 15 tahun keatas sebesar 317.090 

jiwa sehingga persentasenya sebesar 8,88% dengan target sasaran 23,7% maka 

capaiannya adalah sebesar 162,52 %. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari 

target maka akan dinyatakan lebih baik. Adapun kegiatan yang mendukung 

indikator ini adalah : 

Kegiatan  Output  
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Tidak Menular hipertensi 

Melaksanakan Sosialisai Hipertensi 
pada Masyarakat  

 
Melaksanakan Peningkatan 
Kapasitas Bagi Kader Posbindu  

 Melaksanakan Rakor Program PTM  

 
Melaksanakan Pelatihan Konseling 
sebaya UBM  

 
Melaksanakan Sosialisai UBM bagi 
Guru  

 
Melaksanakan Sosialisasi UBM pada 
anak sekolah  

 

3)  Cakupan Penemuan Kasus TB (Case Detection Rate / CDR) yang diobati 

Pada tahun 2019 Jumlah Pasien TB (Semua Tipe) yang dilaporkan dan 

diobati  1.294 Pasien terhadap Perkiraan jumlah semua kasus TB  1.394 pasien 

sehingga persentasenya sebesar 92,89% dengan target sasaran 90% maka 

capaiannya adalah sebesar 103,21%. Adapun kegiatan yang mendukung adalah : 

Kegiatan  Output  
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular TB 

terlaksananya validasi Tb HIV 

 
terlaksananya monev pokja TB HIV Tk. UPK, 
kolaborasi TB DM dan Kolaborasi TB Kusta 

 terlaksananya monev pokja TB HIV Tk. Kota  
 terlaksananya validasi data TB  

 
terlaksananya sosialisasi TB RO bagi petugas 
kesehatan swasta 

 terlaksananya pertemuan rakor PPM Tk. Kota  

 
terlaksananya pertemuan sosialisasi TCM pada 
petugas  

 terlaksananya pelaksanaan TB Day 
 terlaksananya kolaborasi TB DM  
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Kegiatan  Output  
 terlaksananya pelatihan SITT TB 10.04 
 terlaksananya evaluasi semester seksi P2 
 terlaksananya screening massal dilapas 
 terlaksananya pertemuan TB DOTS  RS  
 terlaksananya supervisi TB  
 terlaksananya penjaringan kasus TB 
 terlaksananya bongkar muat obat TB  

 
terlaksananya Pelayanan TB oleh Dokter 
Spesialis Paru 

 
terlaksananya Kegiatan pengawas menelan 
obat TBMDR 

 
terlaksananya kegiatan screening contact TB 
MDR 

 terlaksananya penyisiran kasus TB di RS 

 

4)  Menurunnya Prevalensi Kusta  

Pada tahun 2019 Jumlah Kasus Kusta terdaftar pada suatu saat tertentu 

sebanyak 32 penderita terhadap jumlah penduduk pada tahun yang sama adalah 

sebesar 0,73/10.000  dengan target sasaran 1/10.000 Penduduk maka capaiannya 

adalah sebesar 126,81%.  

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah : 

Kegiatan  Output  
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular Kusta 

terlaksananya pendataan dan pemeriksaan 
kontak dan pemeriksaan kemoprofilaksis 

 
terlaksananya rapat kordinasi kusta 
puskesmas 

 
terlaksananya sosialisasi pemeriksaan kontak 
dan kemoprofilaksis bagi petugas kesehatan 

 
terlaksananya monev pemeriksaan kontak dan 
kemoprofilaksis bagi petugas kesehatan  

 terlaksananya supervisi kusta 
 terlaksananya validasi kusta  
 terlaksananya konfirmasi diagnosa kusta 
 terlaksananya bongkar muat obat kusta 

 

5)  Puskesmas yang melaksanankan surveilans penyakit yang dapat dicegah 

dengan imunisasi (PD3I) tertentu  

Capaian Kinerja Puskesmas yang melaksanankan surveilans penyakit yang 

dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dikota Cilegon pada tahun 2019 

adalah sebesar 8 puskesmas dengan target sasaran 8 Puskesmas maka capaian 

realisasi  adalah sebesar 100,00%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini 

adalah : 
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Kegiatan Output 

Surveillans  Terlaksananya penangulangan KLB 

 Terlaksananya rakor situasi terkini dan kebiajakan nasional surveilans 

 Terlaksananya surveilans kesehatan 

 Terlaksananya Refrest surveilans situasi terkini 

 Terlaksananya validasi surveilans PKM dan RS 

 Terlaksananya surveilans berbasis masyarakat 

 

6)  Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)  

5#) ɉ5ÎÉÖÅÒÓÁÌ #ÈÉÌÄ )ÍÍÕÎÉÚÁÔÉÏÎɊ ÁÄÁÌÁÈ ÄÅÓÁȾËÅÌÕÒÁÈÁÎ ÄÉÍÁÎÁ Іψπ ÄÁÒÉ 

jumlah bayi yang ada di desa/ kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi 

dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Pada tahun 2019 capaian kelurahan UCI 

sebesar 100 %  (43 Kelurahan dari 43 Kelurahan di Kota Cilegon). Adapun 

kegiatan yang mendukung adalah : 

Kegiatan  Output  
Imunisasi Terlaksananya imunisasi dasar lengkap 
 Terlaksananya imunisasi pada anak sekolah 
 Terlaksananya imunisasi pada ibu hamil  ( TT2+) 
 Terlaksananya pembinaan RS/RSIA/RB/BPS program imunisasi 
 Terlaksananya rakor BIAS 
 Terlaksananya evaluasi KIPI Tingkat Kota 
 Terlaksananya kasus KIPI di kota cilegon 
 Terlaksananya penguatan imunisasi lanjutan 
 Terlaksananya kegiatan DQS 
 Terlaksananya validasi data triwulan 
 Terlaksannya pembinaan pada bidan kelurahan 
 Terlaksannya imunisasi berbasis masyarakat 
 Terlaksannya service dan spare part kulkas vaksin 

 

7)  Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu  

Capaian Kinerja Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian 

PTM terpadu pada tahun 2019 sebesar 100% (8/8), Adapun kegiatan yang 

mendukung inidikator ini adalah : 

Kegiatan  Output  
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular Diabetes 
Melitus 

Melaksanakan Kegiatan Penjaringan 
DM ( Anak Sekolah dan Ibu Hamil ) 

 
Melaksanakan Pelatihan Pendeteksian 
Dini DM Pada Ibu Hamil 

 
Melaksanakan Sosialisasi DM Pada 
Masyarakat 

 
Melaksanakan Validasi Data Penyakit 
Tidak Menular 

 Melaksanakan Bimbingan Teknis  PTM 
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Kegiatan  Output  
ke Puskesmas 

 
Melaksanakan  Sosialisasi DM Di 
Posbindu 

 
Melaksanakan Sosialisasi dan  Senam 
DM 

 
Melaksanakan Peringatan Hari 
Diabetes sedunia 

Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular hipertensi 

Melaksanakan Sosialisai Hipertensi 
pada Masyarakat  

 
Melaksanakan Peningkatan Kapasitas 
Bagi Kader Posbindu  

 Melaksanakan Rakor Program PTM  

 
Melaksanakan Pelatihan Konseling 
sebaya UBM  

 
Melaksanakan Sosialisai UBM bagi 
Guru  

 
Melaksanakan Sosialisasi UBM pada 
anak sekolah  

 

8)  Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)  

Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) pada 

tahun 2019 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam 

kurun waktu satu tahun sebanyak 7.308 terhadap 7.308 orang sehingga 

presentasenya sebesar 100% dengan target 100%. Capaian ini sudah sesuai 

dengan target sebesar 100%, maka capaian realisasi sebesar 100%. Adapun 

kegiatan yang mendukung indikator ini  adalah : 

Kegiatan  Output  
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular TB 

terlaksananya validasi Tb HIV 

 
terlaksananya monev pokja TB HIV Tk. UPK 
,kolaborasi TB DM dan Kolaborasi TB Kusta 

 terlaksananya monev pokja TB HIV Tk. Kota  
 terlaksananya validasi data TB  

 
terlaksananya sosialisasi TB RO bagi petugas 
kesehatan swasta 

 terlaksananya pertemuan rakor PPM Tk. Kota  

 
terlaksananya pertemuan sosialisasi TCM pada 
petugas  

 terlaksananya pelaksanaan TB Day 
 terlaksananya kolaborasi TB DM  
 terlaksananya pelatihan SITT TB 10.04 
 terlaksananya evaluasi semester seksi P2 
 terlaksananya screening massal dilapas 
 terlaksananya pertemuan Tb DOTS  RS  
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Kegiatan  Output  
 terlaksananya supervisi TB  
 terlaksananya penjaringan kasus TB 
 terlaksananya bongkar muat obat TB  

 
terlaksananya Pelayanan TB oleh Dokter 
Spesialis Paru 

 
terlaksananya Kegiatan pengawas menelan 
obat TBMDR 

 
terlaksananya kegiatan screening contact TB 
MDR 

 terlaksananya penyisiran kasus TB di RS 
 

9)  Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  

Capaian Realisasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

pada tahun 2019 sebesar 107.19% dengan target 100% maka capaian kinerja 

adalah sebesar 107,19%. Adapun indikator ini didukung melalui kegiatan: 

Kegiatan  Output  
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular TB 

terlaksananya monev pendampingan ODHA 

 terlaksananya workshop LKB 

 
terlaksananya transport pendampingan 
ODHA 

 terlaksananya transport ODHA 
 terlaksananya monev Duta TB HIV 

 
terlaksananya sosialisasi layanan VCT lintas 
sektoral 

 
terlaksananya sosialisasi program TB HIV di 
perusahaan  

 
terlaksananya sosialisasi / survey 
komprehensif HIV AIDS di PT  

 terlaksananya mobile VCT 
 terlaksananya hari AIDS sedunia 

 
terlaksananya pertemuan program HIV AIDS 
dan IMS di RS 

 terlaksananya sosialisai bagi kader 
 terlaksananya supervisi P2 HIV 

 
terlaksananya bongkar muat logistik program 
HIV  

 
Terlaksananya (Biaya Perjalanan Dinas Luar 
Kota Serang, Tanggerang, Tangsel) 

 Terlaksananya kegiatan pertemuan P2 HIV 

 

10)  Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif  

Pada tahun 2019 Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan 
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skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 241.258 orang 

terhadap Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam 

kurun waktu satu tahun yang sama 292.312 orang sehingga persentasenya 

sebesar 82,53% dari target 100% maka capaian kinerja sebesar 82,53%. Adapun 

kegiatan yang mendukung indikator ini adalah : 

Kegiatan  Output  
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular Lainnya 

Melaksanakan Sosialisasi Kanker dan 
Pemeriksaan IVA Pada Masyarakat 

 Melaksanakan Penjaringan IVA 
 Melaksanakan Penjaringan PTM 
 Melaksanakan Supervisi Posbindu PTM 

 
Melaksanakan Pelatihan PTM untuk 
pengelola program 

 Melaksanakan Sosialisasi PTM 
 Melaksanakan Rakoor Program PTM 

 
Melaksanakan Seminar Faktor Resiko PTM 
BagiPekerja 

 
Melaksanakan Seminar Faktor Resiko PTM 
Bagi  BagiGuru dan Anak Sekolah 

 
Melaksanakan Pertemuan Lintas Sektor 
dalamPengendalian PTM 

 

11)  Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  

Pada tahun 2019 Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 28.170 

Penderita terhadap Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka 

prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama 

sebanyak 66.906 penderita sehingga persentasenya sebesar 42,10% dengan 

target sasaran 100% maka capaian Realisasi adalah sebesar 42,10%. Karena data 

dari sarana pelayanan kesehatan swasta belum optimal di catat.  

Rendahnya capaian indikator program ini salah satunya dikarenakan basis 

data dari sarana pelayanan kesehatan swasta belum optimal dan belum 

terintegrasi dengan data kesehatan di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. 

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah : 

Kegiatan Output 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular hipertensi 

Melaksanakan Sosialisai Hipertensi pada 
Masyarakat  

 
Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Bagi 
Kader Posbindu  

 Melaksanakan Rakor Program PTM  

 
Melaksanakan Pelatihan Konseling sebaya 
UBM  

 Melaksanakan Sosialisasi UBM bagi Guru  

 Melaksanakan Sosialisasi UBM pada anak 
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Kegiatan Output 

sekolah  

 

12)  Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)  

Pada tahun 2019 Jumlah penyandang Diabetes Melitus (DM) yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 

sebanyak 13.877 Terhadap Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi 

DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama 

21.879 Penyandang DM sehingga persentasenya adalah sebanyak  63,43 % dengan 

target sasaran 100% maka capaian kinerja adalah sebesar 63,43% .Karena data 

dari sarana pelayanan kesehatan swasta belum optimal di catat.  

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah : 

Kegiatan  Output  
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular Diabetes 
Melitus 

Melaksanakan Kegiatan Penjaringan 
DM ( Anak Sekolah dan Ibu Hamil ) 

 
Melaksanakan Pelatihan Pendeteksian 
Dini DM Pada Ibu Hamil 

 
Melaksanakan Sosialisasi DM Pada 
Masyarakat 

 
Melaksanakan Validasi Data Penyakit 
Tidak Menular 

 
Melaksanakan Bimbingan Teknis  PTM 
ke Puskesmas 

 
Melaksanakan  Sosialisasi DM Di 
Posbindu 

 
Melaksanakan Sosialisasi dan Senam 
DM 

 
Melaksanakan Peringatan Hari 
Diabetes sedunia 

 

13)  Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 

Pada tahun 2019 Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja Kab/Kota 

yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar 

dalam kurun waktu satu tahun 564 ODGJ terhadap Jumlah ODGJ berat (psikotik) 

yang ada di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama 568 

ODGJ persentasenya adalah sebanyak  99,23% dengan target sasaran 100% maka 

capaian kinerja adalah sebesar 99,23 % .Adapun kegiatan yang mendukung 

indikator ini adalah : 

Kegiatan  Output  
Peningkatan 
Kesehatan Jiwa 

Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Jiwa Lintas Sektor 

 Melaksanakan Sharing Kesehatan Jiwa Di Sekolah 
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Kegiatan  Output  

 
 Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Napza 
Pada Keluarga Pasien 

 Melaksanakan Kunjungan Rumah Pasien Pasung 

 
Melaksanakan Pembentukan Posjitu ( Pos Jiwa Terpadu ) 
Tingkat Kelurahan 

 
Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan Napza Pada 
Anak Sekolah 

 
 Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan Napza 
Pada Swasta ( BPS FKTP I dan FKTP Lanjutan ) 

 
Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan Napza Pada 
Organisasi Kemasyarakatan 

 Melaksanakan Validasi Data Kesehatan Jiwa 
 Melaksanakan Seminar Kesehatan Jiwa 

 

 

14)  Angka Penemuan Kasus Baru (CDR) Kusta 

Capaian Realisasi Angka Penemuan Kasus Baru (CDR) Kusta pada tahun 

2019 adalah sebanyak  6,40/100.000 penduduk  dengan target sasaran 

5/100.000 penduduk maka capaian Kinerja adalah sebesar 71,91 %. Capaian 

kinerja demikian berarti kinerja penemuan kasus baru cukup baik tapi di  sisi lain 

data tersebut menunjukkan kasus kusta di kota Cilegon masih cukup tinggi 

diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah : 

Kegiatan  Output  
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular Kusta 

terlaksananya pendataan dan pemeriksaan 
kontak dan pemeriksaan kemoprofilaksis 

 
terlaksananya rapat kordinasi kusta 
puskesmas 

 
terlaksananya sosialisasi pemeriksaan kontak 
dan kemoprofilaksis bagi petugas kesehatan 

 
terlaksananya monev pemeriksaan kontak dan 
kemoprofilaksis bagi petugas kesehatan  

 terlaksananya supervisi kusta 
 terlaksananya validasi kusta  
 terlaksananya konfirmasi diagnosa kusta 
 terlaksananya bongkar muat obat kusta 

 

15)  Persentase sekolah melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

(KTR)  

Pada tahun 2019 Jumlah Sekolah melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR) sebanyak 200 sekolah (SD,SMP dan SMU) terhadap jumlah sekolah 

seluruhnya 354 sekolah baik negeri maupun swasta adalah sebanyak  56,50%  

dengan target sasaran 25% maka capaian Kinerja adalah sebesar  225,99 % 

.Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah : 
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Kegiatan  Output  
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular Lainnya 

Melaksanakan Penjaringan PTM 

 
Melaksanakan Seminar Faktor Resiko 
PTM Bagi Bagi Guru dan Anak Sekolah 

 

 

16)  Persentase Anak Usia 0 Sampai 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar 

Lengkap (%)  

Keberhasilan Kelurahan UCI sebesar 100% didukung indikator Cakupan 

Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi 0-11 bulan yang sudah tercapai sebesar 

105,79% dengan target sebesar 97% maka capaian kinerja telah mencapai 

sebesar 109,06%. Indikator ini menggambarkan kesadaran masyarakat yang 

sudah tinggi akan pentingnya melakukan upaya pencegahan penyakit melalui 

imunisasi. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini  adalah : 

Kegiatan  Output  
Imunisasi Terlaksananya imunisasi dasar lengkap 
 Terlaksananya imunisasi pada anak sekolah 
 Terlaksananya imunisasi pada ibu hamil  ( TT2+) 
 Terlaksananya pembinaan RS/RSIA/RB/BPS program imunisasi 
 Terlaksananya rakor BIAS 
 Terlaksananya evaluasi KIPI Tingkat Kota 
 Terlaksananya kasus KIPI di Kota Cilegon 
 Terlaksananya penguatan imunisasi lanjutan 
 Terlaksananya kegiatan DQS 
 Terlaksananya validasi data triwulan 
 Terlaksannya pembinaan pada bidan kelurahan 
 Terlaksannya imunisasi berbasis masyarakat 
 Terlaksannya service dan spare part kulkas vaksin 

 

17)  Angka Kesakitan DBD 

Capaian realisasi angka kesakitan DBD pada tahun 2019 jumlah penderita 

DBD sebesar 578 penderita terhadap jumlah penduduk Kota Cilegon sehingga 

persentasenya sebesar 132 per 100.000 penduduk  dengan target sasaran 

49/100.000 penduduk, maka capaian Kinerja adalah sebesar 49,00%. Data 

tersebut menunjukkan kasus DBD di Kota Cilegon masih cukup tinggi diperlukan 

peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Pemberantasan Sarang 

Nyamuk serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

Adapun kegiatan yang mendukung adalah : 

Kegiatan  Output  
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Bersumber Binatang 

Terlaksananya Bongkar Muat Bahan 
insekstisida dan larvasida program P2BB 
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Kegiatan  Output  
 Terlaksananya Fogging  

 
Terlaksananya Sosialisasi Leptospirosis 
pada swasta 

 
Terlaksananya sosialisasi Leptospirosis 
pada kader 

 
terlaksananya kegiatan Gerakan Serentak 
PSN 

 Terlaksananya belanja BBM Fogging 

 
Terlaksananya pertemuan koordinasi 
Gerakan Serentak PSN  

 
Terlaksananya supervisi Jumantik di 
sekolah 

 Terlaksananya kegiatan pertemuan P2BB 
 

18)  Jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan  

Capaian Realisasi Jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan 

kesehatan pada tahun 2019 Jumlah Jamaah Haji yang dilakukan pemeriksaan dan 

pembinaan kesehatan sebesar 756 jemaah haji terhadap 788 jemaah haji 

sehingga persentsenya sebesar 95,94% dengan target sasaran 90%, maka capaian 

Kinerja adalah sebesar 106,60%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini 

adalah : 

Kegiatan  Output  
Kesehatan Haji Terlaksananya pemeriksaan haji lanjutan 
 Terlaksananya pembinaan di masa tunggu 
 Terlaksananya pembinaan di masa keberangkatan 
 Terlaksananya pengukuran kebugaran jemaah haji 
 Terlaksananya senam berhaji sehat 
 Terlaksananya entry siskohatkes 

 
Terlaksananya pembinaan kesehatan calon jemaah haji di 
KBIH 

 Terlaksananya skrining istithaah jemaah haji 
 Terlaksananya istithaah 

 

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran Program Program Pencegahan Dan 

Pengendalian Penyakit terdapat realisasi yang belum mencapai 75 % adalah sebagai 

berikut : 

1) Capaian Kegiatan Surveillans sebesar 100 % dengan total anggaran 

Rp.142.675.000 terealisasi sebesar Rp.71.993.150 dengan capaian kinerja 

keuangan sebesar 50,46%, dikarenakan kejadian KLB di Kota Cilegon sebanyak 2 

kasus dari target 4 kasus. 

2) Capaian Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

hipertensi sebesar 100 % dengan total anggaran Rp.60.000.000 terealisasi sebesar 
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Rp.40.200.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 67,00%, dikarenakan 

efisiensi anggaran. 

3) Capaian Kegiatan Imunisasi sebesar 77,04% dengan total anggaran 

Rp.162.206.100 terealisasi sebesar Rp.117.550.000 dengan capaian kinerja 

keuangan sebesar 72,47%, dikarenakan tidak ada kasus KIPI berat, yang terjadi 

kasus KIPI ringan sehingga ada penurunan level narasumber.Untuk kegiatan 

servis cold chain tidak dilaksanakan karena teknisi dari Dometic Jakarta tidak 

hadir. 

4) Capaian Kegiatan Krisis Kesehatan Matra sebesar 83,33% dengan total anggaran 

Rp.20.650.000 terealisasi sebesar Rp.14.275.000 dengan capaian kinerja 

keuangan sebesar 69,13%, dikarenakan kegiatan tersebut menyesuaikan kejadian 

bencana alam di Kota Cilegon. 

 

A.3 Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya  Kesehatan 

Tabel 3.1.2c  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 

Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan  Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

        
      

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Sumber Daya 
Kesehatan  

    
   

23.474,20 19.898,96 84,77% 

    Persentase penduduk yang 
memiliki Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN)/Kartu 
Indonesia Sehat (KIS) 

 %  95,00  94,17  99,13%  
   

    Jumlah Kecamatan yang 
memiliki minimal 1 
Puskesmas yang tersertiikasi 
akreditasi 

 Angka  8,00  8,00  100,00%  
   

    Persentase jumlah tenaga 
kesehatan yang memiliki SIP 
(memenuhi standar yang 
berlaku) 

 %  77,82  93,19  119,75%  
   

    Jumlah Puskesmas yang 
minimal memiliki 5 jenis 
tenaga kesehatan 

 Angka  8,00  8,00  100,00%  
   

    Puskesmas dan Jaringannya 
yang memenuhi persyaratan 
Permenkes No. 75 Tahun 
2014 

 
Puskesmas  

8,00  9,00  112,50%  
   

    Terbangunnya bangunan 
kesehatan 

 Bangunan  1,00  1,00  100,00%  
   

    Jumlah Fasilitas Kesehatan 
yang ditingkatkan sarana dan 
prasarana sesuai standar 

 Faskes  9,00  9,00  100,00%  
   

    Persentase ketersediaan obat 
dan vaksin  

 %  98  100  102,04%  
   

  Peningkatan 
Kesehatan Dasar 

 Terlaksananya Pertemuan 
Perkesmas  

 Kegiatan  1 1 100,00% 118,81 115,01 96,81% 

     Terlaksananya Monitoring 
Program Yandas  

 Kegiatan  8 8 100,00% 
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Program / Kegiatan  Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

     Terlaksananya Pembinaan 
FKTP Berprestasi  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Lomba FKTP 
Berprestasi  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Rakontek 
Quick Win Pelayanan Darah  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Sosialisasi 
Quick Win Pelayanan Darah  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Pertemuan 
Manajemen Puskesmas  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Pertemuan 
Rakor Yandas  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Pertemuan 
Laboratorium  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Pertemuan 
Kesehatan Gigi dan Mulut  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Validasi Data   Kegiatan  10 9 90,00% 
   

  Sistem Registrasi 
Kematian 

 Terlaksananya Pelatihan SRS 
(Wawancara Kasus Kematian)  

 Kegiatan  1 1 100,00% 332,81 327,63 98,44% 

     Terlaksananya wawancara 
kasus kematian  

 Kasus  546 546 100,00% 
   

     Terlaksananya monitoring 
CRVS  

 Kegiatan  2 2 100,00% 
   

     Terlaksananya pertemuan 
sistem registrasi kematian  

 Kegiatan  2 2 100,00% 
   

     Terlaksananya workshop 
lokakarya pengembangan 
CRVS  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya pertemuan 
validasi data  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya pelatihan 
tentang data Rs  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya pelatihan 
sertifikasi medis penyebab 
kematian  

 Kegiatan  2 2 100,00% 
   

     Terlaksananya sosialisasi 
CRVS  

 Kegiatan  2 2 100,00% 
   

  Peningkatan  
Kesehatan Rujukan 

 Terlaksananya Pelatihan 
GELS  

 Orang  8 8 100,00% 113,38 112,06 98,84% 

     Terlaksananya Pelatihan 
Emergensi Dasar  

 Orang  40 40 100,00% 
   

     Terlaksananya Koordinasi 
dan Pembinaan RS (2 RS 
Swasta)  

 RS  2 2 100,00% 
   

     Terlaksananya Monev Sistem 
Rujukan (30 FKTP Swasta 
dan Pemerintah)  

 FKTP  30 30 100,00% 
   

     Terlaksananya Validasi Data 
Rujukan (FKTP Swasta dan 
Pemerintah)  

 Orang  40 40 100,00% 
   

  Peningkatan Mutu 
Pelayanan Kesehatan 

 Terlaksananya kegiatan DVI   Orang  120 120 100,00% 364,05 358,91 98,59% 

     Terlaksananya pelatihan 
perawatan luka  

 Orang  36 36 100,00% 
   

  Peningkatan Obat, 
bahan dan alkes habis 
pakai 

 Terlaksananya Sosialisasi 
Peraturan Perundang-
undangan di Bidang 
Kefarmasian  

 Orang  50 50 100,00% 1.519,17 1.435,13 94,47% 

     Terlaksananya 
Keg.Sosialisasi, Advokasi & 
Implementasi Formularium 
Nasional dan DOEN  

 Orang  50 50 100,00% 
   

     Terlaksananya 
Keg.Pembekalan Pengelolaan 
Vaksin  

 Orang  60 60 100,00% 
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Program / Kegiatan  Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

     Terlaksananya 
Keg.Penggunaan Obat 
Rasional  

 Orang  60 60 100,00% 
   

     Terlaksananya Keg.Gerakan 
Masyarakat Cerdas 
Menggunakan Obat  

 Orang  100 100 100,00% 
   

     Terlaksananya 
Pembekalan/Peningkatan 
Kapasitas Tenaga 
Kefarmasian  

 Orang  50 50 100,00% 
   

     Terlaksananya Peningkatan 
kemampuan SDM dalam 
Pengelolaan Alkes & PKRT  

 Orang  50 50 100,00% 
   

     Terlaksananya Rapat 
Perencanaan Tim 
Perencanaan Obat Terpadu 
(TPOT)  

 Orang  35 35 100,00% 
   

     Terlaksananya Rapat 
Evaluasi Tim Perencanaan 
Obat Terpadu (TPOT)  

 Orang  35 35 100,00% 
   

     Terlaksananya Pengadaan 
Obat dan BMHP  

 Tahun  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Pemusnahan 
Obat dan BMHP  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

  Penyusunan Dokumen 
Lingkungan UKL UPL 
Puskesmas 

 Tersedianya UKL UPL   dokumen  2 2 100,00% 100,00 96,02 96,02% 

  Pelayanan  Kesehatan 
Tradisional 

 Terlaksananya Pertemuan 
Pengembangan Program 
Pelayanan Kesehatan 
Tradisional di Fasyankes  

 Orang  24 24 100,00% 97,46 97,43 99,97% 

     Terlaksananya Pertemuan 
Penyehat Tradisional  

 Orang  40 40 100,00% 
   

     Terlaksananya Orientasi 
kader kelompok Asman Toga 
dan Akupresur  

 Orang  95 95 100,00% 
   

     Terlaksananya Pembinaan 
Penyehat Tradisional  

 Tempat  8 8 100,00% 
   

     Terlaksananya Pembinaan 
kelompok Asman TOGA dan 
Akupresur  

 Kegiatan  4 4 100,00% 
   

     Terlaksananya monitoring 
program pelayanan 
kesehatan Tradisional 
Puskesmas  

 Puskesmas  8 8 100,00% 
   

     Terlaksananya Lomba 
Asman Toga dan Akupresur 
TK KOTA  

 Puskesmas  8 8 100,00% 
   

     Terlaksananya Lomba 
Asman TOGA dan Akupresur 
TK Provinsi  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Validasi Data Program 
Pelayanan Kesehatan 
Tradisional  

 Kegiatan  2 3 150,00% 
   

  Pengawasan Obat dan 
Makanan 

 Terlaksananya Sosialisasi 
POM  

 Orang  120 120 100,00% 274,45 271,16 98,80% 

     Terlaksananya Sosialisasi 
Kemanan Pangan  

 Orang  60 60 100,00% 
   

     Terlaksananya Sosialisasi 
Gerakan Nasional Waspada 
Obat dan Makanan Ilegal  

 Orang  60 60 100,00% 
   

     Terlaksananya Penyuluhan 
Kemanan Pangan  

 Orang  150 150 100,00% 
   

     Terlaksananya Sosialisasi 
Pangan Jajanan Anak Sekolah  

 SD  18 18 100,00% 
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Program / Kegiatan  Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

     Terlaksananya Belanja 
Percontohan  

 Sampel  500 500 100,00% 
   

     Terlaksananya Pengawasan 
Obat, Makmin dan Kosmetik 
di Sarana Distribusi  

 Tempat  105 89 84,76% 
   

     Terlaksananya Pengawasan 
Sarana IRT-P  

 Tempat  15 42 280,00% 
   

  Peningkatan 
Pendayagunaan 
Tenaga dan Sarana 
Kesehatan 

 Terlaksananya sosialisasi 
perundang - undangan 
tenaga kesehatan  

 Orang  180 60 33,33% 193,89 99,84 51,49% 

     Terlaksananya sosialisasi 
perundang - undangan 
sarana kesehatan  

 Orang  180 60 33,33% 
   

     Terlaksananya monitoring 
tenaga dan sarana kesehatan  

 Lokasi  120 33 27,50% 
   

  ASPAK (Aplikasi 
Sarana Prasarana dan 
Alat Kesehatan) 

 Terlaksananya rakornis 
ASPAK  

 Orang  30 30 100,00% 100,00 96,73 96,73% 

     Terlaksananya updating data 
ASPAK  

 Orang  20 20 100,00% 
   

  Peningkatan 
Managemen Jaminan 
Kesehatan Nasional 

 Terlaksananya pertemuan 
JKN  

 Kegiatan  12 12 100,00% 130,66 124,05 94,94% 

     Terlaksananya Rakoor JKN   Kegiatan  12 12 100,00% 
   

     Terlaksananya Monitoring 
JKN  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Jumlah kebijakan teknis 
pengembanagan pembiayaan 
kesehatan & JKN/KIS  

 SK  6 6 100,00% 
   

  Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Kesehatan Lainnya 

 Terlaksananya rehabilitasi 
lanjutan pustu ciwaduk  

 Kegiatan  1 1 100,00% 1.319,49 1.263,49 95,76% 

     Terlaksananya rehabilitasi 
poskesdes pabean  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya rehabilitasi 
poskesdes tegal bunder  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya rehabilitasi 
poskesdes Gerem  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya rehabilitasi 
poskesdes Taman Sari  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya rehabilitasi 
puskesmas Cibeber  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya 
pembangunan sarana dan 
prasarana PLGDT  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya pengadaan 
pagar dan teralis gudang 
farmasi kota cilegon  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     DED rehabilitasi poskesdes 
pabean  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     DED rehabilitasi poskesdes 
tegal bunder  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     DED rehabilitasi poskesdes 
Gerem  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     DED pembangunan sarana 
dan prasaran puskesmas 
cilegon DTP  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     DED rehabilitasi poskesdes 
Taman Sari  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     DED rehabilitasi puskesmas 
Cibeber  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     DED pembangunan sarana 
dan prasaran puskesmas 
purwakarta  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
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Program / Kegiatan  Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

     DED pembangunan sarana 
dan prasarana PLGDT  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     DED pengadaan teralis dan 
pagar gudang farmasi kota 
cilegon  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Penyusunan DED rehabilitasi 
lanjutan Pustu Ciwaduk  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya rehabilitasi 
lanjutan Puskesmas Cibeber  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

  Pendataan Tenaga 
Kesehatan di Sarana 
Kesehatan 

 Terlaksananya Kegiatan 
Sosialisasi Tenaga Kesehatan  

 Orang  200 100 50,00% 92,08 60,55 65,76% 

     Terlaksananya Kegiatan 
Koordinasi Lintas Sektor  

 Orang  60 30 50,00% 
   

     Terlaksananya Kegiatan 
Pendataan Tenaga Kesehatan 
di Fasyankes  

 Sarana  150 150 100,00% 
   

  BOK Distribusi Obat & 
E-logistik (DAK) 

 Terlaksananya Distribusi 
Obat dan Pemanfaatan 
Sistem E-Logistik  

 UPTD  8 8 100,00% 120,00 99,03 82,52% 

  Akreditasi Puskesmas 
(DAK) 

Terlaksananya survey 
akreditasi puskesmas 

 Puskesmas  2 2 100,00% 774,48 736,08 95,04% 

    Terlaksananya pendampingan 
pasca akreditasi 

 Puskesmas  8 8 100,00% 
   

    Terlaksananya Workshop 
Pemahaman standar dan 
instrumen Akreditasi 

 Kegiatan  2 2 100,00% 
   

  Penyediaan Obat dan 
perbekalan kesehatan 
(DAK) 

Tersedianya obat dan 
perbekalan kesehatan 

 Tahun  1 1 100,00% 3.069,64 3.034,61 98,86% 

  Pengadaan Alat 
Kesehatan (DAK) 

 Tersedianya sarana alat 
kesehatan di Puskesmas DTP 
Citangkil dan Puskesmas DTP 
Cilegon  

 kegiatan  1 1 100,00% 2.127,27 986,64 46,38% 

  Pembangunan Sarana 
dan Prasarana 
Puskesmas 

 Tersedianya sarana dan 
prasarana puskesmas  

 Puskesmas  2 2 100,00% 3.200,00 2.410,25 75,32% 

     Tersedianya dokumen 
pengawasan pembangunan 
sarana dan prasarana 
puskesmas  

 Dokumen  2 2 100,00% 
   

  Lomba Tenaga 
Kesehatan Teladan 

 Terlaksananya Lomba 
Tenaga Kesehatan teladan  

 Kegiatan  1 1 100,00% 81,87 76,05 92,90% 

     Terlaksananya Pembinaan 
Tenaga Kesehatan Teladan  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

  Kajian Pembiayaan 
Kesehatan 
Daerah/DHA 

 Terlaksananya kajian analisa 
DHA Kota Cilegon  

 kegiatan  1 1 100,00% 120,49 119,03 98,80% 

  Pembangunan Sarana 
dan Prasarana 
Puskesmas (DID) 

 Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Puskesmas  

 Puskesmas  2 2 100,00% 5.208,00 4.234,37 81,31% 

     Tersedianya Dokumen 
Pengawasan Pembangunan 
Sarana dan Prasarana 
Puskesmas  

 Dokumen  2 2 100,00% 
   

  Pembangunan 
Puskesmas Jombang 
(Bantuan Keuangan) 

 Terlaksananya 
pembangunan puskesmas 
jombang  

 unit 
bangunan  

1 1 100,00% 4.000,00 3.728,69 93,22% 

  Pendamping Dana 
DAK Pengadaan alat 
Kesehatan 

 Terlaksananya pengadaan 
alat kesehatan di Puskesmas 
DTP Cilegon  

 kegiatan  1 1 100,00% 16,21 16,20 99,99% 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Sumber Daya 
Kesehatan  (UPTD 

    
   

10.678,43 8.370,58 78,39% 
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Program / Kegiatan  Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

Jaminan Pelayanan 
Kesehatan 
Masyarakat )  

  Penyelengaraan 
Pembiayaan 
Pelayanan Kesehatan 
Non-Kapitasi 

 Terlaksananya Kegiatan 
pelayanan kesehatan non 
kapitasi  

 Bulan  12 12 100,00% 1.269,09 689,23 54,31% 

     Terlaksananya pelayanan 
kesehatan non kapitasi  

 Bulan  12 12 100,00% 
   

     Terlaksananya pelayanan 
kesehatan non kapitasi 
(Prolanis)  

 Bulan  12 12 100,00% 
   

     Terlaksananya Kegiatan 
Pertemuan Bidan  

 Bulan  12 12 100,00% 
   

     Terlaksananya pertemuan 
Rapat Koordinasi kegiatan 
Non Kapitasi  

 Bulan  12 12 100,00% 
   

     Terlaksaksananya 
Pertemuan Rapat Koordinasi 
Kegiatan Non Kapitasi 
(Prolanis)  

 Bulan  12 12 100,00% 
   

  Penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan 
Melalui BPJS 
Kesehatan (APBD II) 

 Terlaksananya 
penyelenggaraan jaminan 
kesehatan melalui BPJS yang 
bersumber dari APBD II  

 bulan  12 12 100,00% 7.369,79 5.807,44 78,80% 

  Jaminan Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat 
(JPKM) 

 Terlaksannya Kegiatan JPKM   Bulan  12 12 100,00% 39,55 35,95 90,90% 

     Terlaksananya Kegiatan 
Sosialisasi Kegiatan Rapat 
Koordinasi Bendaharan JKN 
dengan BPJS  

 Bulan  12 12 100,00% 
   

     Terlaksananya Kegiatan 
Sosialisasi Kegiatan JPKM 
dengan Unsur RT, RW dan 
Kader  

 Bulan  12 12 100,00% 
   

     Terlaksananya kegiatan 
Sosialisasi Kegiatan JPKM 
dengan UKM dan Nelayan  

 Bulan  12 12 100,00% 
   

     Terlaksananya kegiatan 
Rapat Koordinasi Kegiatan 
JPKM  

 Bulan  12 12 100,00% 
   

     Terlaksananya Rapat JKN 
Kegiatan JPKM dengan 
OPD/Instasi terkait  

 Bulan  12 12 100,00% 
   

  Penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan 
Melalui BPJS 
Kesehatan (DID) 

 Terlaksananya kegiatan 
penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan Melalui BPJS yang 
Bersumber dari Dana Insentif 
Daerah (DID)   

 bulan  12 12 100,00% 2.000,00 1.837,97 91,90% 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Sumber Daya 
Kesehatan  (UPTD 
Pusat Pelayanan 
Keselamatan 
Terpadu )  

    
   

1.292,70 1.194,38 92,39% 

  Pelayanan Ambulan 
Rujukan Gratis 

 Terlaksananya pelayanan 
ambulan rujukan gratis  

 bulan  12 12 100,00% 502,94 485,47 96,53% 

  Pelayanan Ambulan 
Jenazah 

 Terlaksananya Pelayanan 
Ambulan Jenazah  

 Bulan  12 12 100,00% 31,02 27,99 90,22% 

  Pertolongan Pertama 
Pada Kecelakan (P3K) 

 Terlaksananya Pertolongan 
Pertama Pada Kecelakan ( 
P3K)  

 Kegiatan  12 12 100,00% 195,86 134,39 68,61% 
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Program / Kegiatan  Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Publik Sefty Center 
(PSC) 

 Terlaksananya Sosialisasi 
Publik Sefety Center (PSC)  

 Kegiatan  1 1 100,00% 22,84 22,21 97,27% 

  Sistem 
Penanggulangan 
Gawat Darurat 
Terpadu (SPGDT) 

 Terlaksanya Sistem 
Penanggulangan Gawat 
Darurat Terpadu (SPGDT)  

 Bulan  12 12 100,00% 444,04 428,33 96,46% 

  Replikasi Program 
SIJARIEMAS 

 Tersedianya Aplikasi 
SIJARIEMAS  

 Aplikasi  1 1 100,00% 96,00 96,00 100,00% 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Sumber Daya 
Kesehatan  (UPTD 
Laboratorium 
Kesehatan Daerah )  

    
   

30,45 19,95 65,50% 

  Pelayanan 
Laboratorium 
Kesehatan Daerah 

 Terlaksananya Kegiatan 
Magang Petugas 
Laboratorium Kesehatan  

 Kegiatan  2 2 100,00% 30,45 19,95 65,50% 

     Terlaksananya Rujukan UJi 
Silang sediaan BTA se Kota 
Cilegon  

 Triwulan  4 4 100,00% 
   

     Terlaksananya Pemeriksaan 
Scrining Kimia Kesehatan  

 Kegiatan  40 - 0,00% 
   

     Terlaksananya Pertemuan 
Peningkatan Mutu  

 Kegiatan  1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya Seminar 
Tentang Laboratorium 
Kesehatan  

 Kegiatan  1 - 0,00% 
   

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Sumber Daya 
Kesehatan  (UPTD 
Puskesmas 
Kecamatan Cilegon 
(Kapitasi) )  

    
   

966,00 909,06 94,11% 

  Jasa pelayanan 
kesehatan (kapitasi) 

 Tersedianya Jasa pelayanan 
kesehatan  

 Bulan  12 12 100,00% 966,00 909,06 94,11% 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Sumber Daya 
Kesehatan  (UPTD 
Puskesmas 
Kecamatan 
Ciwandan 
(Kapitasi ) )  

    
   

1.500,00 1.467,73 97,85% 

  Jasa pelayanan 
kesehatan (kapitasi) 

 Tersedianya Jasa Pelayanan 
Kesehatan  

 bulan  12 12 100,00% 1.500,00 1.467,73 97,85% 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Sumber Daya 
Kesehatan  (UPTD 
Puskesmas 
Kecamatan Cibeber 
(Kapitasi) )  

    
   

1.260,77 1.257,02 99,70% 

  Jasa pelayanan 
kesehatan (kapitasi) 

 Tersedianya Jasa pelayanan 
kesehatan  

 bulan  12 12 100,00% 1.260,77 1.257,02 99,70% 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Sumber Daya 
Kesehatan  (UPTD 
Puskesmas 
Kecamatan Grogol  
(Kapitasi) )  

    
   

720,00 694,57 96,47% 
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Program / Kegiatan  Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Jasa pelayanan 
kesehatan (kapitasi) 

 Tersedianya jasa pelayanan 
kesehatan  

 Bulan  12 12 100,00% 720,00 694,57 96,47% 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Sumber Daya 
Kesehatan  (UPTD 
Puskesmas 
Kecamatan 
Pulomerak 
(Kapitasi) )  

    
   

1.264,80 1.176,96 93,06% 

  Jasa pelayanan 
kesehatan (kapitasi) 

 Tersedianya Jasa Pelayanan 
Kesehatan  

 Bulan  12 12 100,00% 1.264,80 1.176,96 93,06% 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Sumber Daya 
Kesehatan  (UPTD 
Puskesmas 
Kecamatan 
Purwakarta 
(Kapitasi) )  

    
   

799,67 783,38 97,96% 

  Jasa pelayanan 
kesehatan (kapitasi) 

 Tersedianya Jasa Pelayanan 
Kesehatan  

 Bulan  12 12 100,00% 799,67 783,38 97,96% 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Sumber Daya 
Kesehatan  (UPTD 
Puskesmas 
Kecamatan 
Jombang (Kapitasi) )  

    
   

1.056,00 1.027,48 97,30% 

  Jasa pelayanan 
kesehatan (kapitasi) 

 Tersedianya Jasa Pelayanan 
Kesehatan  

 Bulan  12 12 100,00% 1.056,00 1.027,48 97,30% 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Sumber Daya 
Kesehatan  (UPTD 
Puskesmas 
Kecamatan 
Citangkil 1 
(Kapitasi) )  

    
   

1.405,92 1.306,28 92,91% 

  Jasa pelayanan 
kesehatan (kapitasi) 

 Tersedianya Jasa Pelayanan 
Kesehatan   

 Bulan  12 12 100,00% 1.405,92 1.306,28 92,91% 

 

Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, 

keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan, pembinaan terhadap sarana 

kesehatan swasta, pengawasan terhadap obat, makanan dan minuman termasuk obat 

tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika yang beredar di 

masyarakat. Beberapa indikator yang mendukung keberhasilan program ini 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1)  Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (%)  

Capaian Realisasi Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2019 jumlah penduduk 
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yang memiliki jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat (KIS) sebesar 

396.891 penduduk terhadap jumlah penduduk se kota cilegon sebesar 421.448 

penduduk sehinga persentasenya sebanyak  94,17% dengan target sasaran 95% 

maka capaian kinerja adalah sebesar 99,13 % .Adapun kegiatan yang mendukung 

indikator ini adalah : 

Kegiatan  Output  
Peningkatan Managemen Jaminan 
Kesehatan Nasional 

Terlaksananya pertemuan JKN 

 Terlaksananya Rakoor JKN 
 Terlaksananya Monitoring JKN 

 
Jumlah kebijakan teknis pengembanagan 
pembiayaan kesehatan & JKN/KIS 

Penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan Melalui BPJS Kesehatan 
(APBD II) 

Terlaksananya penyelenggaraan jaminan 
kesehatan melalui BPJS yang bersumber 
dari APBD II 

 

2)  Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Yang Tersertifikasi 

Akreditasi (Puskesmas)  

Capaian Realisasi Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas 

yang tersertifikasi akreditasi pada tahun 2019 adalah sebanyak 100% dengan 

target sasaran 8 Puskesmas maka capaian kinerja adalah sebesar 100%. Adapun 

kegiatan yang mendukung adalah : 

Kegiatan  Output  
Akreditasi Puskesmas 
(DAK) 

Terlaksananya survey akreditasi puskesmas 

 Terlaksananya pendampingan pasca akreditasi 

 
Terlaksananya Workshop Pemahaman standar dan 
instrumen Akreditasi  

 

3)  Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP (Memenuhi Standar 

Yang Berlaku).  

Pada tahun 2019 Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP (Memenuhi 

Standar yang berlaku) sebesar 2.150 Tenaga kesehatan terhadap jumlah seluruh 

tenaga kesehatan 2.307 tenaga kesehatan sehingga persentasenya sebanyak 

93,19% dengan target sasaran 78% maka capaian kinerja adalah sebesar 

119,48%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator i ni adalah: 

Kegiatan  Output  
Peningkatan Pendayagunaan Tenaga 
dan Sarana Kesehatan 

Terlaksananya sosialisasi perundang - 
undangan tenaga kesehatan 

 
Terlaksananya sosialisasi perundang - 
undangan sarana kesehatan 

 
Terlaksananya monitoring tenaga dan 
sarana kesehatan 
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4)  Persentase ketersediaan obat dan vaksin  (%)  

Capaian Realisasi Persentase ketersediaan obat dan vaksin pada tahun 2019 

adalah sebanyak  100% dengan target sasaran 98% maka capaian kinerja adalah 

sebesar 102,04%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah : 

Kegiatan  Output  
Peningkatan Obat, bahan 
dan alkes habis pakai 

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Kefarmasian 

 
Terlaksananya Keg.Sosialisasi, Advokasi & 
Implementasi Formularium Nasional dan DOEN 

 
Terlaksananya Keg. Pembekalan Pengelolaan 
Vaksin 

Pendataan Tenaga 
Kesehatan di Sarana 
Kesehatan 

Terlaksananya Keg. Penggunaan Obat Rasional 

 
Terlaksananya Keg. Gerakan Masyarakat Cerdas 
Menggunakan Obat 

 
Terlaksananya Pembekalan/Peningkatan 
Kapasitas Tenaga Kefarmasian 

 
Terlaksananya Peningkatan kemampuan SDM 
dalam Pengelolaan Alkes & PKRT 

 
Terlaksananya Rapat Perencanaan Tim 
Perencanaan Obat Terpadu (TPOT) 

 
Terlaksananya Rapat Evaluasi Tim Perencanaan 
Obat Terpadu (TPOT) 

 Terlaksananya Pengadaan Obat dan BMHP 
 Terlaksananya Pemusnahan Obat dan BMHP 
 

5)  Puskesmas dan Jaringannya yang memenuhi persyaratan Permenkes No. 75 

Tahun 2014  

Capaian Realisasi Puskesmas dan Jaringannya yang memenuhi persyaratan 

Permenkes No. 75 Tahun 2014 pada tahun 2019 adalah sebanyak  9 Puskesmas 

dengan target sasaran 8 Puskesmas maka capaian kinerja adalah sebesar 

112,50%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah : 

Kegiatan  Output  
ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana 
dan Alat Kesehatan) 

Terlaksananya rakornis ASPAK 
Terlaksananya updating data ASPAK 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 
Puskesmas dan Jaringannya 

Terlaksananya rehabilitasi lanjutan Pustu 
Ciwaduk 

 
Terlaksananya rehabilitasi poskesdes 
Pabean 

 
Terlaksananya rehabilitasi poskesdes 
Tegal Bunder 

 Terlaksananya rehabilitasi poskesdes 
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Kegiatan  Output  
Gerem 

 
Terlaksananya rehabilitasi poskesdes 
Taman Sari 

 
Terlaksananya rehabilitasi puskesmas 
Cibeber 

 
Terlaksananya pembangunan sarana dan 
prasarana PLGDT 

 
Terlaksananya pengadaan pagar dan 
teralis gudang farmasi kota Cilegon 

 DED rehabilitasi poskesdes Pabean 
 DED rehabilitasi poskesdes Tegal Bunder 
 DED rehabilitasi poskesdes Gerem 

 
DED pembangunan sarana dan prasarana 
puskesmas Cilegon DTP 

 DED rehabilitasi poskesdes Taman Sari 
 DED rehabilitasi puskesmas Cibeber 

 
DED pembangunan sarana dan prasaran 
puskesmas purwakarta 

 
DED pembangunan sarana dan prasarana 
PLGDT 

 
DED pengadaan teralis dan pagar gudang 
farmasi kota Cilegon 

 
Penyusunan DED rehabilitasi lanjutan 
Pustu Ciwaduk 

 
Terlaksananya rehabilitasi lanjutan 
Puskesmas Cibeber 

 

6)  Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 

(puskesmas)  

Capaian Realisasi Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga 

kesehatan pada tahun 2019 adalah sebanyak 8 Puskesmas dengan target sasaran 

8 Puskesmas maka capaian kinerja adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang 

mendukung indikator ini adalah : 

Kegiatan  Output  
Peningkatan Pendayagunaan Tenaga 
dan Sarana Kesehatan 

Terlaksananya sosialisasi perundang - 
undangan tenaga kesehatan 

 
Terlaksananya sosialisasi perundang - 
undangan sarana kesehatan 

 
Terlaksananya monitoring tenaga dan 
sarana kesehatan 

Pendataan Tenaga Kesehatan di 
Sarana Kesehatan 

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi 
Tenaga Kesehatan 

 
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi 
Lintas Sektor 

 Terlaksananya Kegiatan Pendataan 
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Kegiatan  Output  
Tenaga Kesehatan di Fasyankes 

 

7)  Terbangunnya bangunan kesehatan  

Capaian Realisasi Terbangunnya bangunan kesehatan pada tahun 2019 

adalah sebanyak 1 Bangunan dengan target sasaran 1 Bangunan maka capaian 

kinerja adalah sebesar 100 %. Adapun kegiatan yang mendukung adalah : 

Kegiatan  Output  
Pembangunan Puskesmas Jombang 
(Bantuan Keuangan) 

Terlaksananya pembangunan 
puskesmas jombang 

 

8)  Jumlah Fasilitas Kesehatan yang ditingkatkan sarana dan prasarana sesuai 

standar  

Capaian Realisasi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang ditingkatkan sarana dan 

prasarana sesuai standart pada tahun 2019 adalah sebanyak 9 Faskes dengan 

target sasaran 9 Faskes maka capaian kinerja adalah sebesar 100 %. Adapun 

kegiatan yang mendukung adalah : 

Kegiatan  Output  
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 
Puskesmas dan Jaringannya 

Terlaksananya rehabilitasi lanjutan pustu 
Ciwaduk 

 
Terlaksananya rehabilitasi poskesdes 
Pabean 

 
Terlaksananya rehabilitasi poskesdes 
Tegal Bunder 

Pendataan Tenaga Kesehatan di 
Sarana Kesehatan 

Terlaksananya rehabilitasi poskesdes 
Gerem 

 
Terlaksananya rehabilitasi poskesdes 
Taman Sari 

 
Terlaksananya rehabilitasi puskesmas 
Cibeber 

 
Terlaksananya pembangunan sarana dan 
prasarana PLGDT 

 
Terlaksananya pengadaan pagar dan 
teralis gudang farmasi kota Cilegon 

 DED rehabilitasi poskesdes Pabean 
 DED rehabilitasi poskesdes Tegal Bunder 
 DED rehabilitasi poskesdes Gerem 

 
DED pembangunan sarana dan prasaran 
puskesmas Cilegon DTP 

 DED rehabilitasi poskesdes Taman Sari 
 DED rehabilitasi puskesmas Cibeber 

 
DED pembangunan sarana dan prasaran 
puskesmas Purwakarta 

 
DED pembangunan sarana dan prasarana 
PLGDT 
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Kegiatan  Output  

 
DED pengadaan teralis dan pagar gudang 
farmasi kota Cilegon 

 
Penyusunan DED rehabilitasi lanjutan 
Pustu Ciwaduk 

 
Terlaksananya rehabilitasi lanjutan 
Puskesmas Cibeber 

 

PRIORITAS DAERAH 

Kegiatan yang masuk dalam prioritas daerah pada tahun anggaran 2019 adalah 

1. Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas DTP Cilegon anggaran Rp 

525.362.000,- realisasi       Rp.495.209.000,- 

2. Pembangunan Pagar Puskesmas DTP Cilegon anggaran Rp. 924.000.000,- 

realisasi Rp.575.999.400,- 

3. Urukan dan jalan Puskesmas DTP Cilegon anggaran Rp 1.710.000.000,- 

realisasi Rp.1.438.805.000 

4. Pembangunan drainase dan resapan air Puskesmas DTP Cilegon anggaran Rp 

700.000.000,- realisasi Rp 508.810.000,- 

5. Penyusunan DED pembangunan Puskesmas Cilegon DTP anggaran Rp. 

79.600.000,- realisasi        Rp 73.830.000,- 

6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Citangkil II) Rp. 

3.200.000.000,- realisasi         Rp 2.420.247.200,- 

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran Program Peningkatan Pelayanan dan 

Sumber Daya Kesehatan terdapat realisasi yang belum mencapai 75% dapat adalah 

sebagai berikut : 

1) Capaian Kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan 

sebesar 33,33% dengan Total Anggaran Rp.193.893.000 terealisasi sebesar 

Rp.99.837.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 51,49%, dikarenakan 

tidak adanya Permenkes yang terbaru untuk di sosialisasikan. 

2) Capaian Kegiatan Pendataan Tenaga Kesehatan di Sarana Kesehatan sebesar 

50,00% dengan Total Anggaran Rp. 92.084.000 terealisasi sebesar Rp. 60.554.000 

dengan capaian kinerja keuangan sebesar 65,76%, dikarenakan kegiatan tersebut 

dilaksanakan secara bersamaan di kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Tenaga 

dan Sarana Kesehatan, sehingga adanya efisiensi anggaran. 

3) Capaian Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) sebesar 100 % dengan Total 

Anggaran Rp.2.127.265.000 terealisasi sebesar Rp. 986.635.981 dengan capaian 

kinerja keuangan sebesar 46,38 %, dikarenakan Pagu Anggaran Rp. 2.127.265.000 

adalah pagu usulan Krisna, padahal pagu final sesuai dengan Berita Acara dari 

Kementerian Kesehatan dengan adalah: Rp. 999.300.000. 
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4) Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non 

Kapitasi di UPTD JPKM sebesar 100% dengan Total Anggaran Rp.1.269.091.840 

terealisasi sebesar Rp. 689.234.840 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 

54,31%, dikarenakan adanya keterlambatan berita acara dari BPJS Kesehatan 

sehingga JPKM tidak bisa mencairkan anggaran untuk Puskesmas dan ada 

beberapa Puskesmas yang tidak mengklaim kegiatan Prolanis. 

5) Capaian Kegiatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakan (P3K) di UPTD P2KT 

sebesar 100% dengan total anggaran Rp.195.863.000 terealisasi sebesar 

Rp.134.385.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 68,61%, dikarenakan 

kegiatan/Event tahun 2019 tidak sebanyak Tahun sebelumnya. 

Capaian Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah di UPTD Labkesda 

sebesar 100 % dengan Total Anggaran Rp.30.450.000 terealisasi sebesar 

Rp.19.945.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 65,50%, dikarenakan 

adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu  Pemeriksaan Skrining Kimia 

Kesehatan karena alatnya belum ada. 

 

A.4 Program Peningkatan Pelayanan RSUD (RSUD) 

Tabel 3.1.2d  
Program Peningkatan Pelayanan RSUD (RSUD) Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

        
      

Program Peningkatan 
Pelayanan RSUD  

    
   

32.282,65 30.181,12 93,49% 

    Indeks Kepuasan Masyarakat 
Pasien RSUD 

 poin  >80  71,86  89,83%  
   

    meningkatnya pelayanan  
yang efektif kepada seluruh 
pengunjung /pasien rawat 
inap dan rawat jalan 

 %  80  74,21  92,76%  
   

    presentase pemenuhan 
kebutuhan alat kesehatan dan 
alat keperawatan  

 %  80  60,00  75,00%  
   

  Aplikasi Radiologi 
Information System (RIS) 
dan PACS (Picture Archiving 
and Communication 
System) 

 Tersedianya aplikasi 
Radiologi Iinformation System 
(RIS) dan PACS (Picture 
Archiving and Communication 
System)  

 unit  2 2 95,93% 3.841,82 3.493,45 90,93% 

  Pendamping DAK Kegiatan 
Pengadaan Alat Kesehatan 
Rujukan 

 Terlaksananya pendamping 
kegiatan pengadaan Alat 
Kesehatan Rujukan DAK  

 
kegiatan  

21 21 100,00% 67,19 64,88 96,56% 

  Pengadaan Alat Kesehatan  Tersedianya alat kesehatan   Unit  10 10 100,00% 3.000,00 2.887,96 96,27% 

  Pembangunan Gedung 
Central Jantung (DID) 

 Terbangunnya Gedung 
Central Jantung  

 unit  1 1 83,95% 2.730,00 2.291,84 83,95% 

  Pengadaan Alat Kesehatan 
Rujukan (DAK) 

 Terlaksananya pengadaan 
alat kesehatan dan 
kedokteran  

 jenis  20 20 100,00% 19.100,13 18.193,34 95,25% 

  Pengadaan Obat, Bahan 
alat habis pakai & alat 
bahan Habis Pakai Reagen 

 Terpenuhinya Kebutuhan 
Obat dan Bahan Alat Habis 
Pakai Rumah Sakit  

 Paket  2 2 93,46% 3.000,00 2.803,87 93,46% 

  Penggantian Pengolahan 
Darah 

 Terlaksananya Penggantian 
Biaya Darah  

 %  100 84 83,75% 500,00 418,76 83,75% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Pendampingan DID 
Pembangunan Gedung 
Central Jantung 

 Terlaksananya Pengadaan 
Nourse Station ( Meja 
Resepsionis )  

 
Kegiatan  

1 1 62,13% 43,50 27,03 62,13% 

Program Peningkatan 
Pelayanan RSUD  

    
   

79.122,11 74.074,09 93,62% 

    Indeks Kepuasan Masyarakat 
Pasien RSUD 

 poin  >80  71,86  89,83%  
   

    meningkatnya pelayanan  
yang efektif kepada seluruh 
pengunjung /pasien rawat 
inap dan rawat jalan 

 %  80  74,21  92,76%  
   

    presentase pemenuhan 
kebutuhan alat kesehatan dan 
alat keperawatan  

 %  80  60,00  75,00%  
   

  Pelayanan Dan pendukung 
pelayanan RSUD 

 Terlaksananya kegiatan 
pelayanan dan pendukung 
pelayanan RSUD  

 subkeg  18 18 98,67% 79.122,11 74.074,09 93,62% 

 

2ÕÍÁÈ 3ÁËÉÔ 5ÍÕÍ $ÁÅÒÁÈ ÍÅÍÐÕÎÙÁÉ ÔÕÇÁÓ ÐÏËÏË ȰÍÅÌÁËÓÁÎÁËÁÎ ÕÐÁÙÁ 

pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan 

upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan 

upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, peningkatan 

mutu pelayanan kesahatan di RSUD selalu di lakukan evaluasi guna untuk menjaga 

agar selalu konsisten tetap untuk menjalankan misinya sebagai institusi pelayanan 

sosial, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat banyak dan harus selalu 

memperhatikan etika pelayanan. 

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja pada Program Peningkatan Pelayanan RSUD, 

yaitu: 

1.  Indeks Kepuasan Masyarakat Pasien RSUD 

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pasien RSUD mempunyai tujuan secara 

umum adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD. Sedangkan tujuan 

khususnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kepuasan 

pasien terhadap pelayanan di RSUD Kota Cilegon, menilai masing-masing unsur 

kepuasan pelayanan pada setiap tempat pelayanan, dan mengidentifikasi unsur 

pelayanan yang perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

RSUD Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel Komposisi Survey Kepuasan Masyarakat di setiap poli didalam 
RSUD Kota Cilegon. 

SPESIALISASI LAYANAN SKM SPESIALISASI LAYANAN SKM 

Poli Spesialis Anak 74,90 ICU/ Patologi/ Operasi-
Radiologi-Inap 

70,48 

Poli Spesialis Kulit & 
Kelamin 

73,60 PKBRS 70,12 

Poli Gizi 72,29 Poli Spesialis Mata 70,01 
Poli Hemodialisa 71,94 Poli Spesialis Jantung 69,88 
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SPESIALISASI LAYANAN SKM SPESIALISASI LAYANAN SKM 

Poli Gigi 71,75 Poli Spesialis Kebidanan 69,85 
Poli Umum 71,00 Poli Orthopedi 69,64 
Poli Spesialis Rehabilitasi 
Medik 

70,86 Poli Paru 69,57 

Poli Diabetes Melitus 70,81 Instalasi Gawat Darurat 69,57 
Poli Spesialis THT 70,73 Poli Spesialis Penyakit Dalam/ 

Interna 
68,96 

RSUD 70,66 Poli Spesialis Bedah Umum 68,93 
Poli Spesialis Jiwa/ Psikiatri 70,52 Poli Spesialis Syaraf 68,81 

 
Tabel Komposisi Survey Kepuasan Masyarakat  

Berikut adalah Tabel Jumlah Sampel pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 

pasien RSUD Kota Cilegon. 

No 
Jumlah 
Sampel 

Pencapaian 
Tertinggi  

Pencapaian 
Terendah  

Rata-Rata 

1 100 74,90% 68,81% 71,86% 

 

Pencapaian tertinggi sebesar 74,90%, pencapaian terendah sebesar 68,81% 

dengan rata-rata sebesar 71,86%. Dari target sebesar 80% sehingga capaian 

target sebesar 89,83%. Hal ini disebabkan karena sarana dan pra sarana yang 

kurang memadai, kepastian jadwal dokter yang masih belum sesuai serta 

kebersihan yang kurang terjaga. 

2. Meningkatnya Pelayanan Yang Efektif Kepada Seluruh Pengunjung/ Pasien 

Rawat Inap dan Rawat Jalan  

Pada indikator ini seluruh pengunjung/Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan yang 

mendapatkan pelayanan harus sesuai Standar Pelayanan Operasional (SPO). 

Tahun 2017 RSUD Kota Cilegon telah mendapatkan sertifikat akreditasi 

paripurna  dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dilanjutkan tahun 2018 

RSUD Kota Cilegon dilakukan kembali survey verifikasi ke 1 (satu) dan pada 

tahun 2019 dilakukan kembali survey verifikasi ke 2 (dua) yang bertujuan untuk 

evaluasi rekomendasi penilaian akreditasi. Adapun capaian indikator 

Meningkatnya Pelayanan Yang Efektif Kepada Seluruh Pengunjung/Pasien Rawat 

Inap dan Rawat Jalan, dari target 80% dapat direalisasikan 74,21% sehingga 

capaian kinerjanya sebesar 92,76% 

 

3. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan dan Alat Keperawatan 

Tiga yang harus dikerjakan secara simultan dalam kaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan alat kesehatan dan keperawatan yaitu : 
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- Pemenuhan kebutuhan akan penggantian alat lama yang sudah tidak bisa 

dipakai baik karena rusak maupun karena perubahan regulasi dan atau 

perkembangan teknologi kedokteran; 

- Pemenuhan kebutuhan peralatan baru untuk melengkapi peralatan pada 

jenis pelayanan lama yang sudah ada, misalnya karena perkembangan 

regulasi atau tuntutan akreditasi; 

- Pemenuhan kebutuhan peralatan baru dalam upaya menambah jenis 

pelayanan baru.  

Adapun capaian indikator Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan dan Alat 

Keperawatan, dari target 80% dapat direalisasikan 60% hal ini disebabkan 

karena diperlukannya alat kesehatan dan keperawatan yang baru mengingat 

bertambahnya jenis pelayanan baru dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan kesehatan seperti Pelayanan Hemodialisa, Patologi Anatomi dan 

Urologi, serta umur alat kesehatan dan keperawatan yang waktunya harus 

diganti.  

Kegiatan pada program Program Peningkatan Pelayanan RSUD yang pencapaian 

kinerjanya dibawah 75 % adalah:  

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor  dengan realisasi 

anggaran sebesar 51,59% hal ini dikarenakan ada 2 output kegiatan yang 

waktu pelelangan tidak mencukupi untuk dilaksanakan proses tender atau 

gagal lelang yaitu rehab ruang tunggu ICU dan rehab lantai koridor.  

b.  Kegiatan Pendampingan DID Pembangunan Gedung Central Jantung 

dengan realisasi anggaran sebesar 62,13% dikarenakan Kegiatan 

Pendampingan DID Pembangunan Gedung Central Jantung, pada belanja Bak 

Mandi Granit sudah dilakukan proses pengadaan, namun karena keterbatasan 

waktu sehingga pihak ketiga tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan 

tersebut. 

 
A.5 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (Dinas Kesehatan dan RSUD) 

Tabel 3.1.2d Program Dukungan Layanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 
(Dinas Kesehatan dan RSUD) 

Program / 
Kegiatan 

Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

        
      

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (DINAS KESEHATAN)   16.098,73 12.901,45 80,14% 

    Persentase ketersediaan data dan 
informasi sektoral 

 %  100,00  100,00  100,00%  
   

    Persentase sarana dan prasarana 
perkantoran dalam kondisi baik 

 %  100,00  80,00  80,00%  
   

    Tingkat disiplin aparatur  %  100,00  99,79  99,79%  
   

    Kesesuaian realisasi keuangan 
berdasarkan cash budget (anggaran kas) 

 %  100,00  85,85  85,85%  
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Program / 
Kegiatan 

Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Cilegon )   

177,86 145,97 82,07% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Ciwandan )  

323,90 278,54 85,99% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Cibeber )   

190,77 164,43 86,19% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Grogol )   

129,16 107,25 83,03% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Pulomerak )   

255,29 237,56 93,05% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Purwakarta )   

239,85 211,03 87,98% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Jombang )   

94,68 92,82 98,03% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Citangkil 1 )   

161,50 147,91 91,58% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPT Kesehatan P2KP )   14,27 14,27 100,00% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Jaminan Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat )   

70,60 56,40 79,88% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Pusat Pelayanan 
Keselamatan Terpadu )   

99,27 73,80 74,34% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Laboratorium Kesehatan 
Daerah )   

70,35 65,60 93,25% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Cilegon (Kapitasi) )  

414,00 284,07 68,62% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Ciwandan (Kapitasi) )   

642,85 605,28 94,16% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Cibeber (Kapitasi) )   

540,33 524,12 97,00% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Grogol (Kapitasi) )   

308,57 283,99 92,03% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Pulomerak (Kapitasi) )   

542,00 530,13 97,81% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Purwakarta (Kapitasi) )   

342,70 334,80 97,69% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Jombang (Kapitasi) )   

453,00 326,04 71,97% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas Kecamatan 
Citangkil 1 (Kapitasi) )   

602,50 560,53 93,03% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Puskesmas DTP Kecamatan 
Citangkil 2 )   

74,97 21,77 29,03% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (RSUD)   1.781,20 1.354,08 76,02% 

    Persentase ketersediaan data dan 
informasi sektoral 

 %  100  100  100,00%  
   

    Persentase sarana dan prasarana 
perkantoran dalam kondisi baik 

 %  100  100  100,00%  
   

    Tingkat disiplin aparatur  %  100  93  93,00%  
   

    Kesesuaian realisasi keuangan 
berdasarkan cash budget (anggaran kas) 

 %  100  87  87,00%  
   

 

 

 

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1 Permasalahan 

1) Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan (SIK), dikarenakan masih 

belum maksimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait, diantaranya 
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afiliasi data kesehatan unit pelayanan kesehatan swasta, dan juga instansi 

vertikal lainnya.  

2) Belum optimal penerapan Jampersal. Karena dengan UHC Kota Cilegon yang 

sudah mencapai 94,17% sehingga penjaminan biaya persalinan sebagian 

besar sudah terpenuhi oleh BPJS Kesehatan. Selain daripada itu masih ada 

komponen dari dana jampersal yang tidak direalisasikan, belum semua faskes 

dan BPM bekerjasama dengan Dinas Kesehatan berkaitan dengan jampersal, 

serta masih terkendala dengan juknis jampersal yang membatasi waktu 

penjaminan untuk pemanfaatan ibu dan bayi. 

3) Masih rendahnya angka ketercapaian pelayanan kesehatan warga negara usia 

60 tahun ke atas sesuai standar karena kesadaran masyarakat masih kurang 

untuk melakukan kunjungan pemeriksaan kesehatan di posbindu, serta 

belum tercukupinya rasio kebutuhan jumlah Posbindu dengan kelompok 

masyarakat sasaran yaitu 1: 512  dari seharusnya 1:100. Selain itu kendala 

lain adalah karena pengumpulan data pelayanan kesehatan warga negara 

usia 60 tahun dari faskes swasta belum optimal. 

4) Masih perlunya peningkatan atau pemenuhan alat kesehatan dan 

keperawatan untuk pelayanan rumah sakit. 

5) Menurunnya pendapatan rumah sakit akibat belum terevisinya tarif rumah 

sakit dan Pembentukan unit case manager.  

6) Belum terwujudnya pelayanan dan manajemen rumah sakit yang efisien, 

cepat, mudah, akurat, aman, terpadu dan akuntabel; 

B.2 Solusi 
1) Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan akan menjadi prioritas kegiatan 

ditahun berikutnya sehingga koordinasi akan ditingkatkan dengan 

stakeholder terkait 

2) Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat yang belum memiliki jaminan 

kesehatan dan memperluas kerjasama dengan Fasyankes di Kota Cilegon 

3) Meningkatkan edukasi dan promosi pelayanan Posbindu, penambahan 

Posbindu sesuai jumlah rasio ideal dan koordinasi data dengan fasyankes 

4) Pemenuhan alat kesehatan dan keperawatan yang baru, mengingat 

bertambahnya jenis pelayanan baru dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan kesehatan seperti Pelayanan Hemodialisa, Patologi Anatomi dan 

Urologi, serta yang sudah tidak bisa dipakai baik karena rusak atau umur alat 

kesehatan dan keperawatan yang waktunya harus diganti diharapkan dapat 

meningkatkan kecepatan layanan rumah sakit dan meningkatkan mutu 

pelayanan. 

5) Meningkatkan pendapatan rumah sakit melalui: 

a. Penyesuaian tarif Rumah Sakit; 
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b. Pembentukan unit case manager bertujuan untuk percepatan klaim agar 

tepat waktu. 

6) Mewujudkan pelayanan yang lebih baik di RSUD, langkah yang akan 

dilakukan adalah mengoptimalkan sistem pelayanan rumah sakit berbasis 

teknologi informasi secara terintegrasi melalui: 

a. Program Smart Hospital yaitu implementasi kegiatan Hospital 

Information System (HIS), Laboratory Information System (LIS), Radiology 

Information System (RIS), Sistem Elektronik Registrasi Mandiri 

(SIREMAN), dan Sistem Aset Manajemen Rumah Sakit (SAMRS) 

b. BerGas (berbenah dengan gegas) yaitu implementasi Kegiatan 

Pembangunan Sentral Gas Medis, Pembangunan Gedung 5 (lima) Lantai, 

Pembangunan Gedung Gizi, Pembangunan Gedung Loundry, 

Pembangunan Gedung IPRS, Pembangunan Gedung Rawat Jiwa, 

Pembangunan IPAL dan TPS B3, Pembangunan Gudang Logistik dan 

Warehouse, Gedung Sanitasi K3, serta Pengembangan Gedung Rawat 

Inap; 

c. Pemenuhan SDM melalui perekrutan pegawai terutama di Pelayanan 

Sentral Jantung, dan Haemodialisa (dokter spesialis jantung minimal 2 

(dua) orang, perawat, radiografer, kesehatan kerja, teknik elektromedis), 

Apotheker, dokter spesialis forensik, serta dokter spesialis bedah mulut. 
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3.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum  dan Penataan Ruang 

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1 Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase Dan Pengelolaan 
Sumber Daya Air  

Tabel 3.1.3a  
Target dan Realisasi Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase Dan 

Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2019 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

             

Program Pembangunan, 
Pemeliharaan 
Saluran/Drainase Dan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Air  

  
    

33.296,92 23.687,65 71,14% 

    Persentase luasan yang 
masih tergenang (lebih 
dari 30 cm selama 2 jam) 

%  94,57  78,51  83,02%  
   

    Persentase 
saluran/drainase 
perkotaan dalam kondisi 
baik 

%  76,24  71,09  93,25%  
   

    Persentase peningkatan 
panjang saluran/drainase 
perkotaan (tahun dasar : 
2016) 

%  3,00  2,30  76,67%  
   

  Pengendalian Banjir dan 
Genangan (Prioritas Daerah) 

 Terlaksanannya kegiatan 
Pengendalian banjir  

lokasi 5 - 0,00% 400,00 0,00 0,00% 

  Pemeliharaan Saluran/Drainase  Panjang saluran yg 
dipelihara  

km / 
lokasi 

2/22 8,4/39 420,00% 2.500,00 2.117,92 84,72% 

  Normalisasi Saluran/Drainase  Jumlah saluran /drainase 
yg dinormalisasi  

lokasi 17 17 100,00% 4.500,00 4.177,80 92,84% 

  Perencanaan Teknis Bidang 
Sumber Daya Air 

 Jumlah dokumen   dok 15 15 100,00% 1.777,00 1.625,24 91,46% 

  Pembangunan 
Saluran/Drainase dan Jaringan 
Irigasi 

 Jumlah lokasi pemb 
sal/drainase  

lokasi 10 10 100,00% 6.149,92 4.282,08 69,63% 

  Peningkatan Saluran/Drainase 
dan Jaringan Irigasi 

 Jumlah lokasi peningk 
saluran  

lokasi 22 22 100,00% 4.544,27 3.950,49 86,93% 

  Pembangunan Tandon  Jumlah lokasi tandon  lokasi 3 3 100,00% 5.200,00 1.678,92 32,29% 

  Pengadaan Lahan Tandon  Jumlah lokasi lahan 
tandon  

lokasi 3 3 100,00% 6.825,73 5.488,00 80,40% 

  Perencanaan Teknis (DED) 
Revitalisasi Situ Rawa Arum 
(Prioritas Daerah) 

 Jumlah dokumen   dok 1 1 100,00% 400,00 358,21 89,55% 

  Revitalisasi Situ Rawa Arum 
(Prioritas Daerah) 

 Luas situ yg direvitalisasi  m2 83.038 40.000 48,17% 1.000,00 9,00 0,90% 

 

Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase, dan Pengelolaan 

Sumber Daya Air memiliki tiga indikator, yaitu: 

1. Persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam), 

2. Persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik, dan 

3. Persentase kolam retensi/tandon dan sumur resapan dalam kondisi baik. 
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Indikator persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 

jam) dari target RPJMD sebesar 94,57% dapat direalisasikan sebesar 78,51% atau 

capaiannya sebesar 83,02%. Capaian ini merupakan hasil dari penanganan banjir 

yang telah dilakukan pada areal seluas 19 Ha. Dari total luas genangan banjir 24,2 ha 

maka tersisa sebanyak 5,2 Ha yang masih dinyatakan sebagai luasan yang masih 

tergenang. 

Indikator persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik, dari 

target 76,24% dapat direalisasikan 71,09% atau capaiannya adalah 93,25% Capaian 

ini merupakan hasil dari kegiatan: 

1. 0ÅÍÂÁÎÇÕÎÁÎ 3ÁÌÕÒÁÎȾ$ÒÁÉÎÁÓÅ ÄÁÎ ÊÁÒÉÎÇÁÎ ÉÒÉÇÁÓÉ ÓÅÐÁÎÊÁÎÇ ςπρσȟωτ ÍȭȢ 

2. Peningkatan Saluran/Drainase daÎ ÊÁÒÉÎÇÁÎ ÉÒÉÇÁÓÉ ÓÅÐÁÎÊÁÎÇ ςφρπȟωχ ÍȭȢ 

3. .ÏÒÍÁÌÉÓÁÓÉ 3ÁÌÕÒÁÎ ÓÅÐÁÎÊÁÎÇ ρφυχ ÍȭȢ 

Jumlah panjang saluran/drainase yang ditangani melalui ketiga kegiatan 

tersebut adalah 5,87 km. Pada tahun 2018 panjang saluran/drainase dalam kondisi 

baik adalah 118,54 km, sehingga total saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik 

pada akhir tahun 2019 adalah mencapai 124,82 km atau mencapai 71,09% dari total 

panjang saluran/drainase 175,59 km. 

Target indikator persentase peningkatan panjang saluran/drainase pada tahun 

2019 adalah sebesar 3,00%. Total peningkatan saluran/drainase sampai dengan 

tahun ini adalah 4,03 km atau 2,30% dari panjang total saluran/drainase 175,59 km.  

Rencana tandon / kolam retensi yang akan dibangun berjumlah 3, yaitu: (1) 

Tandon Cibuntu, (2) Tandon Sukmajaya 2, (3) Tandon Bulakan. Pada tahun anggaran 

2019 direncanakan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah untuk jalan akses Tandon 

Bulakan. Pada tahun anggaran 2019 ini pengadaan tanah untuk jalan akses Tandon 

Bulakan merupakan sisa kegiatan yang belum diselesaikan di tahun 2016. Dari ketiga 

tandon tersebut yang dapat terlaksana pada tahun 2019 ini adalah Tandon Bulakan, 

Tandon Sukmajaya 2, dan Cibuntu sehingga realisasi tahun 2019 ini adalah 3 dari 3 

tandon atau 100%.  

Kegiatan Pengendalian Banjir dan Genangan (Prioritas Daerah) tidak ada 

realisasi disebabkan pada tahun 2019 tidak terjadi banjir dan genangan yang masif, 

sehingga masih dapat tertangani oleh kegiatan Pemeliharan Saluran/Drainase. 

Anggaran kegiatan pengendalian banjir dan genangan (prioritas daerah) bersifat 

dana taktis untuk penanggulangan banjir dan genangan. 

Kegiatan Pembangunan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi di dalamnya 

terdapat pembayaran pengadaan tanah untuk jalan akses Tandon Bulakan, dari 

anggaran sebesar Rp 6.825.726.584,- dapat terealisasi sebesar Rp 5.464.141.000,- 
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Tabel.3.1.3a.1 

Data Dasar Lokasi Banjir dan Genangan Kota Cilegon  

No. Lokasi (Kec.) Titik Banjir  
Luas Genangan 

(Ha) 
I Jombang 1. Seneja (Sal. Mitsubishi) 3 
  2. Perum Bumi Panggung Rawi (BPI) 1 2 
  3. Perum Bumi Panggung Rawi (BPI)  2 
  4. Kp. Kranggot 4 
  5. Perumahan Metro Cilegon 0.2 
  6. Perumahan Taman Raya 0.1 
  7. Belakang Mall Mayofield 3 
  8. Masigit/SDN Masigit I, Kenanga 0.1 
  9. Depan Kelurahan Masigit 2 
  10. Perum PGRI 0.1 
  11. Lingk. Sawah Besar 0.1 
  12. Lingk. Rokal 0.1 
  13. Lingk. Nyi Kambang 0.3 
  14. Lingk. Cigiceh (Pabrik Tahu Tempe) 0.1 
  15. Lingk. Samandaran Kel. PG. Rawi 0.3 
II  Citangkil 16. Makam Balung Di Bagian Hulu 1 
  17. Ramanuju Citangkil-Purwakarta 0.5 
  18. Kubang Welut 2 
  19. Lingk. Ciriu 1 
  20. Lingk. Ramanuju Baru (RGM) 0.1 
III  Pulomerak 21. Lingk. Gamblang, Mekarsari 0.1 
  22. Belakang Pasar, Tamansari 0.1 
  23. Lingkungan Tamansari/Sudimampir 1.5 
  24. Lingk. Temposo Lebak Gede 0.5 
  25. Lingk. Kec. Pulomerak Lebak Gede 0.2 
  26. Lingk. Batu Bolong 0.1 
  27. Lingk. Langon sari Kali Medaksa 0.1 
  28. Lingk. Sawah Kel. Tamansari 2 
IV Cilegon 29. Arjuna bagian hilir 0.2 

  
30. Pasar Kelapa Kapling Blok F (saluran 

jalan) 
0.2 

  
31. Lingk. Palas (Saluran Purbaya) Kel. 

Bendungan 
0.1 

  32. RBK 1 
V Purwakarta 33. Kp. Penyairan, Kotabumi (hulu) 1 
  34. Kp. Penyairan, Kotabumi (hilir) 0.1 
  35. Kp. Dukuh Malang, Kel. Pabean 0.1 

  
36. Jl. Pasar baru Link. Kubang Welingi 

Kel. Purwakarta 
0.5 

  37. Perum Golf Asri Kel. Kebon Dalem 1.5 
  38. Terowongan Tol Leweung Sawo 0.2 
  39. Lingk. Belakang SDN Kenanga 0.3 
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No. Lokasi (Kec.) Titik Banjir  
Luas Genangan 

(Ha) 
  40. Lingk. Kaligandu 0.1 
VI Grogol 41. Perum. Arga Baja, Kel. Kotasari 0.5 
  42. Perum. Arga Baja II, Kel. Kotasari 0.5 

  
43. Lingk. Ciore Waseh, Kel. Kota Sari di 

depan gerbang Tol Cilegon Barat  
0.5 

  
44. Lingk. Ciore Kwista, Kel. Kota Sari 

Kec. Grogol  
0.3 

  
45. Lingk. Keserangan, belakang kantor 

Samsat Rawa Arum 
0.2 

VII Ciwandan 46. Lingk. Kebanjiran 1 
  47. Tegal Ratu (Lingk. Dpn Kantor Kel) 3 

  
48. Simpul JLS dengan Jalan Negara, 

Ciwandan 
3 

  49. Lingk. Tegal Buntu 2 
  50. Randakari (Kali Bapang) 3 
  51. Lingk. Depan Korindo 0.5 
  52. Lingk. Kel. Kepuh 0.5 
VIII Cibeber 53. Lingk. Cibeber Kulon 1 
  54. Seruni, Kel. Kedaleman 0.1 

  
55. Lingk. Depan dan Belakang Polsek 

Cibeber 
3 

  56. Lingk. Ciberko 0.2 
  57. Lingk. Pesantren Cibeber 0.2 

  
58. Perum Gedong Damai (Kel. 

Kalitimbang) 
0.5 

Total Luas Banjir Genangan 51,9 

Salah satu upaya dalam penanggulangan banjir di Kota Cilegon adalah membuat 

kolam retensi/tandon di daerah hulu dan tengah sungai yang menimbulkan banjir. 

Adapun lokasi penanganan beserta luas genangan pada TA 2019 sebagai berikut: 

Tabel.3.1.3a.2  
Lokasi dan Luas Penanganan Genangan Banjir 

No. Lokasi  Luas (Ha) 
1 Lingk. Kranggot 4 
2 Lingk. Belakang Taman Sari 0.1 

3 
Lingk. Keserangan Belakang 
Samsat 

0.2 

4 Lingk. Cilurah ɀ JLS 0.5 
5 Lingk. Perum Taman Raya 0.1 
6 Lingk. Depan Korindo 0.5 

Total Luas 5,4 
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Kegiatan Pengendalian Banjir dan Genangan (Prioritas Daerah)  tidak ada 

realisasi disebabkan pada tahun 2019 tidak terjadi banjir dan genangan yang masif, 

sehingga masih dapat tertangani oleh kegiatan Pemeliharan Saluran/Drainase. 

Anggaran kegiatan pengendalian banjir dan genangan (prioritas daerah) bersifat 

dana taktis untuk penanggulangan banjir dan genangan. 

Kegiatan Pembangunan Saluran/Drainase  sudah terealisasi fisiknya sebesar 

100%, namun realisasi anggaran hanya mencapai 69,63% dikarenakan terlambatnya 

proses administrasi pembayaran sehingga tidak dapat dibayarkan pada Tahun 2019 

(Luncuran Pembayaran Tahun Anggaran 2020). Hal tersebut juga terjadi pada 

pembangunan tandon dimana realisasi anggarannya hanya sebesar 32,29%. 

Pada Kegiatan Revitalisasi Situ Rawa Arum yang sudah terealisasi fisiknya 

sebesar 48,17% juga mengalami keterlambatan pembayaran sehingga pada Tahun 

2019 realisasi anggarannya hanya sebesar 0,9%. Adapun beberapa hal yang 

menyebabkan terlambatnya proses keterlambatan pembayaran antara lain: (1) 

Faktor dari pihak pelaksana/ kontraktor yang lama dalam proses pengajuan 

pembayaran, sementara pekerjaan fisik di lapangan sudah selesai dikerjakan sebelum 

kontrak berakhir; (2) Faktor eksternal yang bersamaan dengan bidang lain saat 

melakukan permohonan pembayaran; (3) Terganggunya sistem jaringan komputer 

saat penginputan tagihan pembayaran pada SIMRAL. 

Kegiatan Pemeliharan Saluran/Drainase sifatnya swakelola dimana anggaran 

pada DPA berupa belanja jasa/upah tenaga kerja dan belanja bahan bahan/material 

dimana realisasi kinerja mencapai 8,4 km (39 lokasi) melebihi target sebesar 2 km 

(22 lokasi) dengan capaian kinerja sebesar 420%. Adapun titik lokasi pelaksanaan 

kegiatan pemeliharaan saluran/drainase sebagai berikut : 

Tabel.3.1. 3a.3 
Lokasi kegiatan pemeliharaan saluran/drainase 

No Lokasi Pekerjaan  Kelurahan/Kecamatan  6ÏÌÕÍÅ ɉÍȭɊ 
1. Kali Cibeber, Link. Ciberko Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber Penanganan 480,50 

Pasangan - 
2. Saluran Sekunder Cibeber Kulon 

(Samping SDN Cibeber) 
Kel. Cibeber/Kec. Cibeber Penanganan 247,60 

Pasangan - 
3. Saluran Sekunder Cibeber Kulon 

(Samping Eks. Puskesmas 
Cibeber) 

Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber Penanganan 271,00 
Pasangan - 

4. Saluran Sekunder Seneja 
(Belakang Pasar Kranggot) 
 
 

Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber Penanganan 271,00 
Pasangan - 

5. Sungai Grogol (Jembatan Komp. 
Puri Krakatau Hijau s.d. 
Jembatan Jl. Nasional) 

Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber Penanganan 307,97 
Pasangan - 

6. Sungai Kedung Ingas (Link. 
Kenanga s.d. Pintu Air) 

Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber Penanganan 212,00 
Pasangan - 

7. Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber Penanganan 335,00 
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No Lokasi Pekerjaan  Kelurahan/Kecamatan  6ÏÌÕÍÅ ɉÍȭɊ 
Saluran Tersier Cibeber Gede, 
Link. Cibeber Gede 

Pasangan - 

8. Saluran Karang Tengah Cibeber 
(Samping GOR Galaxy, Perum 
TCI) 

Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber Penanganan 209,00 
Pasangan - 

9. Saluran Sekunder Kranggot Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber Penanganan 376,00 
Pasangan - 

10. Sungai Cibeber Wetan, Samping 
Sarana Teknik 

Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber Penanganan 185,35 
Pasangan - 

11. Saluran Sekunder 
Ramanuju/Sumampir Samping 
DPRD s.d. Belakang POLRES 

Kel. Ramanuju/Kec. Purwakarta Penanganan 419,00 
Pasangan - 

12. Sungai Cijalumpang Jl. Negara 
Samping RM. Laguna dan Bank 
BRI 

Kel. Kedaleman/Kec. Cibeber Penanganan 156,00 
Pasangan - 

13. Sungai Cibeber Depan Perum 
Praja Mandiri 

Kel. Cibeber/Kec. Cibeber Penanganan 300,00 
Pasangan - 

14. Sungai Cibeber Wetan Samping 
Sarana Teknik 

Kel. Cibeber/Kec. Cibeber Penanganan 185,35 
Pasangan - 

15. Saluran Sekunder Kubang Laban, 
belakang GOR Jombang Al-Ishlah 

Kel. Jombang/Kec. Jombang Penanganan 215,00 
Pasangan - 

16. Lanjutan Saluran Sekunder 
Kubang Laban, belakang GOR 
Jombang, Al-Ishlah 

Kel. Jombang/Kec. Jombang Penanganan 210,00 
Pasangan - 

17. Saluran Tersier belakang Perum 
BPI Panggung Rawi 

Kel. Panggung Rawi/Kec. Jombang Penanganan 272,70 
Pasangan - 

18. Sungai Kedung Ingas samping 
RSUD Panggung Rawi 

Kel. Panggung Rawi/Kec. Jombang Penanganan 263,50 
Pasangan - 

19. Saluran Purbaya II Link. Palas Kel. Bendungan/Kec. Cilegon Penanganan 489,30 
Pasangan - 

20. Sungai Pabean Link. Kaligandu Kel. Purwakarta/Kec. Purwakarta Penanganan 236,80 
Pasangan - 

21. Saluran Sekunder Pecek, Link. 
Pecek Baru 

Kel. Gedong Dalem/Kec. Jombang Penanganan 176,30 
Pasangan - 

22. Saluran Sekunder Ramanuju, 
Link. Martapura 

Kel. Masigit/Kec. Jombang Penanganan 142,00 
Pasangan - 

23. Sungai Kedung Ingas samping 
Kantor DINKES/DINDIK 

Kel. Masigit/Kec. Jombang 
 

Penanganan 225,40 
Pasangan - 

24. Sungai Cijalumpang Link. 
Kadipaten 

Kel. Kedaleman/Kec. Cibeber Penanganan 124,70 
Pasangan - 

25. Saluran Seneja Belakang Pasar 
Tahap II 

Kel. Sukmajaya/Kec. Cibeber Penanganan 281,20 
Pasangan - 

26. Sungai Semar Bulakan Kel. Bulakan/Kec. Cibeber Penanganan 204,80 
Pasangan - 

27. Sungai Kedung Ingas, Bonakarta Kel. Masigit/Kec. Jombang Penanganan 158,00 
Pasangan - 

28. Sungai Medaksa, Link. Sawah 
 
 

Kel. Mekarsari/Kec. Pulomerak Penanganan 83,00 
Pasangan - 

29. Lanjutan Sungai Medaksa Link. 
Sawah 

Kel. Mekarsari/Kec. Pulomerak Penanganan 89,30 
Pasangan - 

30. Sungai Kedung Ingas Link. 
Cigiceh 

Kel. Gedong Dalem/Kec. Jombang Penanganan 160,00 
Pasangan - 

31. Kel. Cibeber/Kec. Cibeber Penanganan 180,00 
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No Lokasi Pekerjaan  Kelurahan/Kecamatan  6ÏÌÕÍÅ ɉÍȭɊ 
Lanjutan Sungai Cibeber 
Samping Perum Griya Praja 
Mandiri  

Pasangan - 

32. Saluran Sekunder Seneja Jl. KH. 
Wasyid Pasar Kota Cilegon 
(Pasangan) 

Kel. Sukmajaya/Kec. Jombang Penanganan 137,30 
Pasangan 137,30 

33. Sungai Krotek (Pasangan) Kel. Bulakan/Kec. Cibeber Penanganan 30,00 
Pasangan 13,00 

34. Sungai Semar Belakang Link. 
Bentolo (Pasangan) 

Kel. Bulakan/Kec. Cibeber Penanganan 57,00 
Pasangan 57,00 

35. Sungai Kedung Ingas Samping 
RSUD Panggung Rawi 
(Pasangan) 

Kel. Panggung Rawi/Kec. Jombang Penanganan 67,00 
Pasangan 67,00 

36. Saluran Sekunder Ketileng RBK 
(Pasangan) 

Kel. Ketileng/Kec. Cilegon Penanganan 156,00 
Pasangan 66,00 

37. Sungai Kedung Ingas Makam 
Balung (Pasangan) 

Kel. Taman Baru/Kec. Cilegon Penanganan 42,00 
Pasangan 42,00 

38. Saluran Sekunder Seneja Pasar 
Kota  

Kel. Jombang/Kec. Jombang Penanganan 30,00 
Pasangan 30,00 

39. Sungai Sangkanila Hulu 
(Pasangan) 

Kel. Mekarsari/Kec. Pulomerak Penanganan 15,14 
Pasangan 15,14 

Untuk Kegiatan Normalisasi Saluran/Drainase, capaian di Tahun Anggaran 

ςπρω ÉÎÉ ÓÅÐÁÎÊÁÎÇ ρȢφυχȟυπ Íȭȟ ÔÅÒÄÉÒÉ ÄÁÒÉ ρχ ɉÔÕÊÕÈ ÂÅÌÁÓɊ ÌÏËÁÓÉ ÔÅÒÓÅÂÁÒ ÄÉ ×ÉÌÁÙÁÈ 

Kota Ciegon sebagai berikut : 

Tabel.3.1.3a.4 
Lokasi kegiatan Normalisasi saluran/drainase 

No Uraian  
Volume  
ɉÍȭɊ 

Keterangan  

1 Normalisasi Saluran Tersier Kadipaten (Link. Belakang PCI Blok 
E) Kel. Kedaleman 

92,00 Pas. Batu 

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Tersier Ciore Jaya Kel. Grogol Kec. 
Krogol 

100,30 Pas. Batu 

3 Normalisasi Sungai Cigobang Kel. Randakari Kec. Ciwandan 76,00 Pas. Batu 
4 Normalisasi Sungai Sangkanila Hulu Kel. Mekarsari Kec. 

Pulomerak 
66,00 Pas. Batu 

5 Normalisasi Sungai Panasepan Kel. Tegal Bunder Kec.Pulomerak 77,00 Pas. Batu 
6 Normalisasi Sungai Cibuntu 80,00 Pas. Batu 
7 Normalisasi Sungai Medaksa 121,60 Pas. Batu + 

Jembatan 
8 Normalisasi Sungai Cikuasa 205,70 Pas. Batu 
9 Nor. Sungai Pabean Link. Perum Taman Raya Cilegon Rw.05) Kel. 

Gedong Dalem 
85,00 Pas. Batu 

10 Lanj. Normalisasi Muara Sungai Medaksa (Link.Sukajadi 
Rt.02/02) Kel. Mekar Sari 

84,00 Pas. Batu 

11 Normalisasi Saluran Tersier Blok Slorot (Link. Sumampir Timur) 
Kel. Kebon Dalem 

148,40 Pas. Batu 

12 Normalisasi Saluran Skunder Kepuh (Link. Cilurah) Kel. Kepuh 
Kec.Ciwandan 

79,00 Pas. Batu 

13 Normalisasi Sungai Kepuh (Bagian Hilir) Kel. Kepuh 107,00 Pas. Batu 
14 Lanjutan Normalisasi Sungai Medaksa (Link. Langon Poksor) 

Kel. Taman sari 
60,00 Pas. Batu + 

Jembatan 
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No Uraian  
Volume  
ɉÍȭɊ 

Keterangan  

15 Lanjutan Normalisasi Sungai Grogol (Link. Cikebel Bawah) Kel. 
Grogol 

130,00 Pas. Batu 

16 Normalisasi Sungai Taman Baru 68,00 Pas. Batu 
17 Lanjutan Normalisasi Saluran Sekunder Grogol (Link. Cipinang 

Atas) Kel. Grogol 
77,50 Pas. Batu 

 

A.2 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Tabel 3.1.3b  
Target dan Realisasi Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program 
Pembangunan dan 
Pemeliharaan Jalan 
dan Jembatan  

  
    

201.067,02 151.103,29 75,15% 

    Persentase panjang 
Jalan dalam kondisi 
baik dan sedang 
(mantap) 

%  94,00  84,41  89,80%  
   

    Persentase jumlah 
jembatan dalam 
kondisi baik  

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Cakupan panjang 
jalan yang dipelihara 

%  25,00  36,59  146,36%  
   

  Perencanaan Teknis 
Bidang Bina Marga 

 Jumlah dokumen 
perencanaan  

dok 14 14 100,00% 1.300,00 961,80 73,98% 

  Pembangunan Jalan 
Lingkar Utara 

 Luas tanah yang 
dibebaskan  

m2 312.469 121.193 38,79% 122.956,70 102.703,41 83,53% 

  Pembangunan dan 
Peningkatan Jalan dan 
Jembatan 

 Jumlah ruas jalan 
yang ditingkatkan  

ruas / jemb  2/1 2/0 60,00% 17.283,09 10.470,54 60,58% 

  Penanganan Darurat 
Jalan 

 Jumlah permohonan 
yang dtangani  

permohonan 10 8 80,00% 2.000,00 884,08 44,20% 

  Pemeliharaan Berkala  Jumlah ruas yang 
dipelihara  

Ruas 34 34 100,00% 9.536,80 7.681,33 80,54% 

  Pemeliharaan Rutin 
Jalan dan Jembatan 

 Jumlah ruas yang 
dipelihara  

Ruas 26 25 96,15% 4.087,50 3.740,27 91,51% 

  Peningkatan Struktur 
Jalan (DAK) 

 Jumlah ruas yang 
ditingkatkan  

Ruas 2 1 50,00% 12.363,45 8.331,60 67,39% 

  Pembangunan Jalan 
Lingkar Utara (Bantuan 
Keuangan) 

 Panjang jalan yang 
ditangani  

m' 1.800 1.523 84,61% 27.476,02 12.798,74 46,58% 

  Peningkatan Struktur 
Jalan (Rigid Pavement) 

 Jumlah ruas jalan 
yang ditingkatkan jadi 
beton  

ruas 2 2 100,00% 4.063,45 3.531,52 86,91% 

 

Pada tahun 2016, Kota Cilegon melakukan perubahan data jalan melalui SK 

Walikota Nomor : 620/Kep.510-DPU/2016 tentang Status Jalan Kota Cilegon. 

Berdasarakan SK ini, panjang jalan kota Cilegon mengalami penambahan dari panjang 

semula 348,31 km menjadi 420,09 km. Tahun 2018, SK jalan tersebut diganti dengan 

SK No : 620/Kep.372-DPUTR/2018 tentang Status Jalan Kota Cilegon dengan panjang 
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jalan menjadi 384,858 km. Hasil perhitungan pada tahun 2019 panjang jalan kondisi 

mantap adalah 326,000 Km 84,71 % dari total panjang 384,858 Km. 

Ketidaktercapainya indikator kinerja kondisi jalan mantap sebagaimana 

ditargetkan pada TA. 2018 dikarenakan terjadi perubahan metode pengambilan data 

kondisi jalan, yang semula menggunakan metode visual, sejak tahun 2017 suvei 

kondisi jalan menggunakan alat NASSRA sehingga data yang diperoleh lebih 

akuntabel. Selain itu, perubahan panjang jalan yang semula 420,09 km (652 ruas) 

menjadi 384,85 km (393 ruas) juga turut mempengaruhi capaian kinerja kondisi jalan 

mantap. Perubahan ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi 

Banten terhadap LKPD Kota Cilegon Tahun 2017, dimana aset jalan yang tercantum 

dalam KIBD hanya berjumlah 393 ruas, yang kemudian dituangkan dalam Surat 

Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 620/Kep.372-DPUTR/2018 tentang Status Jalan 

Kota Cilegon tanggal 11 Mei 2018. Adapun secara rinci panjang jalan Kota Cilegon 

TA.2019 dan kondisi permukaannya terihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1.3b.1 
Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Kota Cilegon Tahun 2019 

Jenis Permukaan Panjang (KM)  
Hotmix 276,506 
Beton 92,967 
Aspal 3,747 
Conblock -  
Tanah 11,638 
Jumlah 384,858  

Selanjutnya kondisi kemantapan jalan Kota Cilegon Tahun 2019 berdasarkan nillai 
IRI (International Roughness Index) sebagai berikut. 

Tabel 4.1.3b.2 
Kondisi Kemantapan Jalan Kota Cilegon Tahun 2019 

Kondisi Mantap  Kondisi Tidak Mantap  
Baik  Sedang Rusak Ringan Rusak Berat  

km  % km  % km  % km  % 
52,860 13,74 273,140 70,97 38,276 9,95 20,582 5,35 

Jumlah : Jumlah : 
326,000 km (84,71%)  58,858 km (15,29%)  

 

Target indikator persentase jumlah jembatan dalam kondisi mantap tahun 2019 

adalah 100%. Jumlah jembatan di Kota Cilegon adalah 53 buah dan jumlah jembatan 

dalam kondisi baik adalah 53 buah, jadi capaian indikator adalah 100%. 
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Target indkator persentase jalan dan jembatan yang dibangun atau ditingkatkan 

terhadap total panjang jalan dan jembatan perkotaan adalah 0%. Akan tetapi pada 

Tahun 2019 ada pekerjaan peningkatan struktur jalan sepanjang 4.572,00 km. 

Kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 75% adalah : 

1. Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga 

Realisasi kegiatan Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga adalah 

73,98%. Dari 14 (empat belas) pekerjaan dalam DPA terdapat 2 (dua) 

pekerjaan yang tidak terbayarkan yaitu : (1) Survey Kerataan Jalan Kota 

Cilegon dengan nilai kontrak Rp. 98,403,800.00 dan (2) FS Pelebaran Jalan 

Bagendung Raya (Curug Katimaha(JLS) - Krotek (JLS)) dengan nilai 

kontrak Rp. 177,485,000.00 yang disebabkan oleh penagihan tidak sempat 

terinput didalam SIMRAL sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dan 

akan dibayarkan di Tahun Anggaran 2020. 

2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 

Realisasi kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan 

Jembatan adalah 60,58%. Dari 3 (tiga) pekerjaan dalam DPA terdapat 1 

(satu) pekerjaan yang tidak  dilaksanakan yaitu Penggantian Jembatan 

Ciberko. Pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sisa waktu 

tahun anggaran berjalan tidak mencukupi untuk waktu pelaksanaan 

pekerjaan fisik. 

3. Peningkatan Struktur Jalan (DAK) 

Realisasi kegiatan Peningkatan Struktur Jalan (DAK) adalah 

67,39%. Dari 2 (dua) pekerjaan dalam DPA terdapat 1 (satu) pekerjaan 

yang tidak  dilaksanakan yaitu Peningkatan Struktur Jl. Kh. Achmad Dahlan 

(244). Pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena penyaluran 

DAK Fisik Tahun 2019 Tahap 1 yaitu 25% dengan dokumen persyaratan 

paling lambat hari Senin 22 Juli 2019 harus sudah terinput di OMSPAN 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia sementara itu proses pekerjaan 

masih dalam tahap pelelangan dan diperkirakan SPK melebihi tanggal 22 

Juli 2019. Kegiatan ini dianggarkan kembali di perubahan anggaran 

menggunakan APBD perubahan. 

4. Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Bantuan Keuangan) 

Realisasi kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara adalah 

46,58%. Hal ini disebabkan oleh progres pekerjaan pembentukan badan 

jalan tidak mencapai 100% dan juga penagihan tidak sesuai progress akhir 

pekerjaan. Adapun rincian progres pekerjaan tersebut sebagai berikut : 

× Pembentukan Badan Jalan Lingkar Utara STA 12+000 s/d STA 

12+664 pada akhir tahun 2019 mencapai progress 53,49% , 
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sehingga diberikan perpanjangan waktu selama 19 hari sehingga 

tercapai progres sebesar 99,01%. Dari nilai kontrak sebesar Rp. 

11.089.948.000,- yang terserap sebesar Rp. 2.217.989.600,-. 

Untuk sisa anggaran yang belum terbayarkan, akan dibayarkan 

di Tahun Anggaran 2020 

× Pembentukan Badan Jalan Lingkar Utara STA 08+550 s/d STA 

09+150 dengan progress 98,02% sebesar Rp. 7.106.174.073,- 

dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.249.718.500,- dan yang terserap 

sebesar Rp. 6.488.498.057,-untuk sisa yang belum terbayarkan 

sebesar Rp. 617.676.017,-  dan akan dibayarkan di Tahun 

Anggaran 2020 

× Pembentukan Badan Jalan Lingkar Utara STA 04+600 s/d STA 

05+200 dengan progress 97,50% sebesar Rp. 6.145.659.975,- 

dari nilai kontrak sebesar Rp. 6.303.241.000,- dan yang terserap 

sebesar Rp. 4.052.983.963,-untuk sisa yang belum terbayarkan 

sebesar Rp. 2.092.676.012,-  dan akan dibayarkan di Tahun 

Anggaran 2020 

Capaian kegiatan lain dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pembangunan Jalan Lingkar Utara 
Sebagai upaya percepatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon telah melaksanakan 

pengadaan lahan Jalan Lingkar Utara berdasarakan daftar nomintaif yang 

telah dikeluarkan oleh BPN. Berikut daftar rincian bidang tanah yang telah 

dibayarkan : 

Tabel 4.1.3b.3 
Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara tahun 2019 

 

 

Bidang 

Tanah
Luas (m2) Anggaran (Rp)

Bidang 

Tanah
Luas (m2) Anggaran (Rp)

172 66.654 119 26.846 18.462.061.081         19       3.930                3.718.348.397        

140 56.547 -           -                -                                   61       20.169              9.924.433.870        

189 56.006 -           -                -                                   168     50.279              40.342.318.601      

134 37.040 -           -                -                                   86       28.658              29.919.142.802      

12 35.068 -           -                -                                   -      -                    -                           

57 28.426 43 23.730 10.013.651.490         13       4.026                2.522.814.000        

110 27.178 -           -                -                                   44       14.035              15.805.359.678      

17 5.023 4 1.697 2.568.309.290           1          6                       40.785.000             

831 311.942 166 52.273 31.044.021.861 392 121.103 102.273.202.348

REALISASI TOTAL TA 2019 (Desember)

KET
JUMLAH 

BIDANG TANAH
LUAS (m2)

REALISASI TA 2018



 

  

   

208 

Kebutuhan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara adalah 

sebanyak 831 bidang dengan luas 311.942 m2. Realisasi pengadaan tanah 

pada tahun 2018 tercapai sebanyak 166 bidang dengan luas 52.273 m2, 

sedangkan pada tahun 2019 pengadaan tanah yang dapat direalisasikan 

sebanyak 392 bidang dengan luas 121.103 m2. Jadi total lahan yang sudah 

terbebaskan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 558 bidang tanah 

seluas 173.376 m2, sehingga sisa yang belum terbebaskan adalah sebanyak 

273 bidang tanah seluas 138.566 m2. Salah satu kendala lambatnya proses 

pengadaan tanah adalah adanya tanah wakaf yang penyelesaiannya 

membutuhkan waktu yang lebih lama, banyaknya tanah yang masih 

bersengketa kepemilikan, adanya warga yang masih keberatan dengan nilai 

penggantian tanah dari apprisal, serta banyaknya tanah swasta yang tidak 

lengkap dokumen kepemilikannya. 

2. Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement) baik melalui anggaran APBD 

maupun DAK. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan umur rencana jalan, 

Pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini Dinas PUTR Kota Cilegon 

melaksanakan pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan dengan Rigid 

Pavement (beton). Keuntungan penggunaan perkerasan jalan dengan 

menggunakan beton ini diantaranya adalah jalan lebih tahan terhadap air, 

serta umur jalan juga lebih lama dibandingkan dengan jalan aspal. Daya 

dukung jalan beton untuk menahan beban kendaraan yang berat juga lebih 

kuat.  

Pada TA.2019 kegiatan peningkatan struktur jalan diselenggarakan 

dengan total panjang 4,572 km. Adapun ruas-ruas jalan yang ditingkatkan 

konstruksinya menjadi perkerasan beton (rigid pavement) adalah Jl. Ir. 

Sutami (084) sepanjang 2.525 meter, Jl. Wilulang (145) sepanjang 200 

meter, Jl. KH Ach. Dahlan (244) sepanjang 725 meter, Jalan Tembus Akses 

Kel. Panggungrawi (Kubang Laban ɀ Panggungrawi (448)) sepanjang 442 

meter, serta Jalan Bonakarta ɀ Masigit (450) sepanjang 680 meter.   

3. KegiatanPemeliharaan Jalan baik melalui Pemeliharaan Berkala maupun 

Rutin Jalan. 

Sebagai upaya mempertahankan kondisi jalan di Kota Cilegon, 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kata Cilegon pada Tahun 

Anggaran 2019 telah melaksanakan pemeliharaan jalan pada 59 ruas jalan 

dengan total pemeliharaan jalan sepanjang 24,51 km, yang terdiri dari 

pemeliharaan berkala sebanyak 34 ruas sepanjang 17,925 kilometer, dan 

7,71 km melalui pekerjaan pemeliharaan rutin sebanyak 27 ruas.  
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A.3 Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan Dan 

Pengendalian Reklame  

Tabel 3.1.3c 
Target dan Realisasi Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan 

Dan Pengendalian Reklame Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi % Capaian Target Realisasi 
% 

Capaian 

      
       

Program Pembangunan 
Gedung Negara, 
Pengelolaan Bangunan 
Dan Pengendalian 
Reklame  

  
    

30.611,99 26.782,37 87,49% 

    Persentase unit gedung 
negara/pemerintahan yang 
laik fungsi 

%  57,69  83,20  144,21%  
   

    Persentase bangunan 
berizin terhadap seluruh 
jumlah bangunan yang ada 

%  9,00  27,81  309,00%  
   

    Persentase reklame berizin 
terhadap seluruh jumlah 
reklame yang ada 

%  9,00  100,00  1111,11%  
   

  Pembangunan dan 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor Pemerintahan 

 Jumlah gedung negara 
yang dibangun/direhab  

unit 7 6 85,71% 3.286,99 1.399,14 42,57% 

  Perencanaan Teknis 
Ciptakarya 

 Jumlah dokumen 
perencanaan  

dokumen 5 5 100,00% 300,00 293,55 97,85% 

  Penerbitan standar laik 
fungsi bangunan 

 Jumlah gedung yang laik 
fungsi  

gedung 5 5 100,00% 185,00 155,00 83,78% 

  Penertiban Media luar 
ruang 

 Jumlah lokasi yang 
ditertibkan  

lokasi 2 2 100,00% 40,00 39,22 98,05% 

  Pembuatan papan 
himbauan IMB 

 Jumlah papan himbauan 
IMB yang dibuat  

paket 1 1 100,00% 200,00 198,48 99,24% 

  Pemeliharaan Papan 
Himbauan IMB 

 Jumlah papan himbauan 
IMB yang dipelihara  

paket 1 1 100,00% 50,00 47,27 94,53% 

  Perencanaan Teknis Cipta 
Karya (Prioritas Daerah) 

 Jumlah dokumen 
perencanaan  

dok 5 5 100,00% 450,00 431,57 95,90% 

  Pembangunan dan 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor Pemerintahan 
(Prioritas Daerah) 

 Jumlah gedung negara 
yang dibangun/direhab  

unit 3 2 66,67% 25.800,00 23.923,54 92,73% 

  Pemeliharaan Jembatan 
Penyeberangan Orang 
(JPO) dan Media Luar 
Ruang 

 Jumlah lokasi JPO yang 
dipelihara  

lokasi 15 15 100,00% 150,00 148,00 98,67% 

  Kajian Potensi Retribusi 
Izin Mendirikan Bangunan 
(DID)  

 Jumlah dokumen   dokumen 1 1 100,00% 50,00 48,20 96,40% 

  Penyusunan Gambar 
Teknis Gedung 
Pemerintahan 

 Jumlah dokumen  dokumen 10 10 100,00% 100,00 98,42 98,42% 

 

Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan 

dan Pengendalian Reklame merupakan salah satu program yang tertuang 

dalam RPJM Kota Cilegon tahun 2016-2021, sehingga Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang (DPUTR) berupaya keras untuk merealisasikan 

target kinerja yang sudah ditentukan. Indikator keberhasilan program ini 

ada 3 indikator, yaitu  meningkatnya persentase unit gedung 



 

  

   

210 

negara/pemerintahan yang laik fungsi, meningkatnya persentase 

bangunan berizin dan meningkatnya perizinan reklame.  

Pembangunan prasarana gedung perkantoran pemerintahan 

berupa peningkatan atau rehabilitasi gedung perkantoran harus sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan untuk mempermudah pelayanan 

masyarakat, sederhana dan transparan. Saat ini jumlah gedung 

perkantoran pemerintahan di Kota Cilegon sebanyak 86 gedung yang 

terdiri dari gedung kantor kecamatan 8 unit, gedung kantor kelurahan 43 

unit dan gedung dinas dan badan sebanyak 35 unit. Adapun dari jumlah 

tersebut kondisi gedung pemerintahan yang laik fungsi/sesuai dengan 

standar teknis dan administrasi adalah 71 unit atau 83,20 %.  Target 

indikator persentase unit gedung negara/pemerintahan yang laik fungsi 

adalah 57,69% sedangkan realisasinya sebesar 83,2%, dengan demikian 

capaian kinerjanya adalah 144,22%. 

Berkaitan dengan pelayanan teknis perizinan pada tahun 2019 

jumlah bangunan yang telah diterbitkan IMB sebanyak 822 unit. Target 

kinerja indikator persentase bangunan berizin terhadap seluruh jumlah 

bangunan yang ada adalah sebesar 9,00%, sedangkan realisasinya sebesar 

8,8%, karena adanya peningkatan bangunan ber-IMB menjadi 10.117 unit 

dari total bangunan yang ada sebanyak 114.939 unit. 

Jumlah total reklame pada tahun 2019 adalah sebanyak 410 unit. 

Dari jumlah tersebut, unit reklame yang sudah berizin adalah sebanyak 

410 unit (100%) Target kinerja DPUTR Kota Cilegon untuk indikator 

persentase reklame berizin terhadap jumlah reklame yang ada tahun 2019 

adalah sebesar 9% dengan realisasi sebesar 100,0%, dengan demikian 

capaian kinerja adalah 1111,11%. 

Secara umum kegiatan di bawah Program Pembangunan Gedung 

Negara, Pengelolaan Bangunan, dan Pengendalian Reklame dapat 

direalisasikan dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan realiasasi anggaran 

program sebesar Rp 26.782.369.350,- dari total pagu sebesar Rp 

30.611.990.000,- atau mencapai 87,49%. Dari jumlah toal sebanyak 11 

kegiatan, sebanyak 10 kegiatan mampu merealisasikan anggaran di atas 

80%, hanya satu kegiatan yang realisasinya di bawah 75%, yaitu kegiatan 

Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan dengan 

serapan anggaran sebesar 42,57%. 

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor 

Pemerintahan direncanakan menangani 7 unit gedung, yaitu : (1) 

Rehabilitasi Gedung Dinas Kesehatan, (2) Lanjutan Pembangunan 

Training Centre, (3) Lanjutan Pembangunan Kelurahan Tegal Ratu, (4) 
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Rehabilitasi Gedung Kantor Lma Dinas Sosial, (5) Renovasi Tampak Muka 

Gedung Kantor Walikota, (6) Rehab Gedung Kantor Lama Dinas PUTR, dan 

(7) Rehab Kantor KODIM. Dari ketujuh pekerjaan tersebut, renovasi 

tampak muka gedung kantor walikota tidak dapat dilaksanakan. Hal ini 

disebabkan gagal lelang dan waktu yang tersedia tidak memungkinkan 

untuk dilaksanakan. 

 

A.4  Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa 

Konstruksi  

Tabel 3.1.3d Target dan Realisasi Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan 
Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2019 

 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Pengelolaan Data 
Teknis Pekerjaan Umum 
dan Pembinaan Jasa 
Konstruksi  

  
    

515,36 432,57 83,94% 

    Persentase ketersediaan 
data dan informasi sektoral 
urusan pekerjaan umum, 
tata ruang dan pertanahan 

%  85,00  90,00  105,88%  
   

    Rasio pelayanan alat berat %  76,92  80,77  105,01%  
   

    Prosentase ketersediaan 
data layanan  informasi jasa 
konstruksi 

%  100,00  90,00  90,00%  
   

    Prosentase ketersediaan alat 
laboratorium 

%  87,78  90,00  102,53%  
   

  Penyusunan Laporan Kinerja 
(LAKIP) 

 Jumlah dokumen  dok 1 1 100,00% 20,12 20,12 100,00% 

  Penyusunan Dokumen 
Perencanaan SKPD 

 Jumlah dokumen  dok 1 1 100,00% 28,55 28,55 100,00% 

  Monitoring dan Evaluasi 
Kegiatan SKPD 

 Jumlah dokumen  dok 4 4 100,00% 17,65 17,65 100,00% 

  Penyusunan Dokumen Tabel 
Monitoring Pengadaan Barang 
/ Jasa 

 Jumlah dokumen  dok 2 2 100,00% 22,42 11,20 49,97% 

  Penyusunan Dokumen Harga 
Upah, Alat dan Bahan Ke-PU-
an PUTR 

 Jumlah dokumen  dok 2 2 100,00% 40,00 39,60 99,00% 

  Penyusunan Booklet 
Pembangunan PUTR 

 Jumlah dokumen  dok 50 50 100,00% 40,00 38,72 96,80% 

  Sosialisasi Pembinaan Jasa 
Konstruksi 

 Jumlah peserta  org 50 50 100,00% 31,70 30,20 95,26% 

  Pelatihan Sertifikasi Tenaga 
Terampil 

 Jumlah peserta  org 105 48 45,71% 259,00 197,09 76,10% 

  Biaya Penunjang Penerbitan 
Rekomendasi SIUJK 

 Jumlah dokumen  dok 12 12 100,00% 35,48 30,54 86,07% 

  Pemutakhiran Data Layanan 
SIPJAKI 

 Jumlah dokumen  dok 2 2 100,00% 20,46 18,92 92,47% 

Program Pengelolaan Data 
Teknis Pekerjaan Umum 
dan Pembinaan Jasa 
Konstruksi  (UPTD 
Perlengkapan, 
Perbengkelan dan 
Laboratorium )  

  
    

545,96 400,69 73,39% 

  Penyediaan alat tulis kantor 
(ATK) 

 Jenis ATK  Jenis 13 13 100,00% 7,01 7,01 100,00% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Perbaikkan dan Pemeliharaan 
Alat Berat dan Peralatan 
Perbengkelan 

 Jumlah alat berat yang 
dieprbaiki/dipelihara  

Unit 15 15 100,00% 424,15 279,60 65,92% 

  Perbaikkan dan Pemeliharaan 
Alat Laboratorium 

 Jumlah alat lab yang 
dipelohara  

Unit 8 8 100,00% 114,80 114,07 99,37% 

 

Realisasi indikator persentase ketersediaan data layanan informasi jasa 

konstruksi adalah sebesar 80% dari target sebesar 80% atau capaian indikatornya 

adalah100% . Data Layanan Informasi Jasa Konstruksi dihitung berdasarkan bobot 

sebagaimana Tabel 4.1.3d.1 berikut : 

Tabel 3.1.3d.1 
Bobot 7 Layanan Informasi 

No Jenis Informasi Bobot (%) 

1 Izin Usaha Konstruksi yang ter-update secara berkala 35 

2 Data Badan Usaha Konstruksi yang ter-update secara berkala 10 
3 Data tenaga kerja jasa konstruksi yang ter-update secara 

berkala 
10 

4 Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk 
tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, 
dan sumber pendanaan lainnya 

10 

5 Tanda daftar usaha perorangan yang ter-update secara 
berkala 

10 

6 Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material 
konstruksi yang ter-update secara berkala 

15 

7 Profil Tim Pembina jasa konstruksi di kab/kota 10 

Dari ketujuh jenis informasi tersebut Program Pengelolaan Data Teknis 

Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi telah memenuhi 5 jenis layanan, 

yaitu: (1) Izin Usaha Konstruksi yang ter-update secara berkala, (2) Data Badan Usaha 

Konstruksi yang ter-update secara berkala, (3) Data tenaga kerja jasa konstruksi yang 

ter-update secara berkala, (4) Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material 

konstruksi yang ter-update secara berkala, dan (5) Profil Tim Pembina jasa 

konstruksi di kab/kota. Kelima jenis layanan tersebut jika dijumlahkan adalah 

sebesar 80%. 

Kegiatan yang capainya di bawah 75% adalah Penyusunan Dokumen Tabel 

Monitoring Pengadaan Barang / Jasa, dan kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat 

Berat dan Peralatan Perbengkelan. Penyusunan Dokumen Tabel Monitoring 

Pengadaan Barang / Jasa serapannya hanya 49,97% disebabkan dalam DPA terdapat 



 

  

   

213 

alokasi untuk sisa anggaran sebesar Rp 11.215.000,- yang semula dianggarkan untuk 

peningkatan SDM, sehingga tidak diserap.  

Kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan 

serapannya hanya 65,92%, hal ini terjadi karena mulai tahun 2019, sesuai dengan 

arahan Inpsektorat, bahwa BBM dikeluarkan hanya untuk pemanasan alat dan 

operasional, tidak termasuk ketika ada sewa pihak ketiga. 

 

A.5 Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 
Tabel 3.1.3e 

Target dan Realisasi Program Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan 
Ruang Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Penataan, 
Pengendalian dan 
Pemanfaatan Ruang  

  
    

850,85 337,52 39,67% 

    Rasio bangunan ber-IMB %  88,00  11,00  12,50%  
   

    Persentase jumlah KRK yang 
sesuai tata ruang terhadap 
jumlah KRK yang diajukan 

%  85,00  60,00  70,59%  
   

  Penyusunan Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR) 

 Tersedianya peta dasar Kota 
Cilegon yang Mutakhir  

Dokumen 1 1 100,00% 500,00 38,53 7,71% 

  Penyediaan Penunjang 
Operasional Penerbitan 
Surat Keterangan 
Rencana Kota (SKRK) 

 Terlaksananya pelayanan publik 
dalam penerbitan SKRK yang 
efektif dan optimal  

Dokumen 350 475 135,71% 13,72 13,72 100,00% 

  Sosialisasi Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

 Terinformasikannya 
Pengendalian dan Pemanfaatan 
Ruang Kepada Masyarakat di 
Tingkat Kelurahan  

Kegiatan 1 1 79,92% 141,75 113,29 79,92% 

  Pengadaan Alat 
Penunjang Pengukuran 
dan Pemetaan 

 Terpenuhinya Alat Penunjang 
Pengukuran dan Pemetaan  

Unit 3 3 100,00% 27,00 26,88 99,54% 

  Operasional TKPRD Kota 
Cilegon 

 Terlaksananya Kegiatan TKPRD  Kegiatan 16 11 68,75% 68,39 47,41 69,32% 

  Evaluasi Site Plan 
Kawasan Industri 

 Tersedianya Dokumen Evaluasi 
SIteplan Kawasan Industri  

Dokumen 1 1 100,00% 100,00 97,70 97,70% 

 

Dari tiga kegiatan yang ada pada seksi perencanaan penataan ruang, 

permasalahan kinerja yang tidak sesuai target terdapat pada kegiatan 

Operasional TKPRD, dimana target sebanyak 16 kegiatan namun realisasi 

hanya 11 kegiatan. Hal ini disebabkan target tersebut merupakan target revisi 

(target sebelumnya adalah 10 kegiatan/dokumen), untuk mengakomodir 

permintaan Kementerian ATR/BPN dalam rangka fasilitasi kegiatan 

Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Insdal Pemanfaatan Ruang 

sekitar Jalan Tol dan Insdal PLTU Suralaya) berupa pembahasan dengan 

TKPRD terkait substansi Insdal.  
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Sementara itu, permasalahan rendahnya realisasi anggaran pada seksi 

perencanaan terdapat pada kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR), pekerjaan Pemutakhiran Peta Penunjang RDTR. Hal ini disebabkan 

proporsi terbesar anggaran dialokasikan pada belanja Jasa Konsultansi 

Pemutakhiran Peta Penunjang RDTR (Pihak Ketiga), dimana terdapat 

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain pada tahap 

awal pelelangan pekerjaan sempat terjadi gagal lelang sehingga perlu 

dilakukan lelang ulang, pada tahap pelaksanaan pekerjaan diperlukan 

asistensi/konsultasi dengan pihak Badan Informasi Geospasial (BIG) yang 

ternyata memerlukan waktu yang panjang dan tidak dapat diprediksi, 

sehingga dilakukan adendum waktu pelaksanaan pekerjaan semula selesai 16 

Desember 2019 menjadi 30 Desember 2019. Namun dikarenakan pada saat 

yang bersamaan terdapat banyak tagihan pekerjaan yang belum selesai 

diproses, pencairan kegiatan Penyusunan RDTR tidak dapat diproses sampai 

saat ini sehingga menyebabkan realisasi anggaran untuk kegiatan ini masih 

jauh dari target dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020. Namun 

demikian, target kinerja untuk kegiatan ini telah tercapai.  

 

A.6  Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang) 

Tabel 3.1.3f 
Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 
 Tahun Anggaran 2019 (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) 

Program / 
Kegiatan 

Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
TATA RUANG)  

  

5.349,80 4.869,87 91,03% 

    Persentase ketersediaan data dan informasi 
sektoral 

%  84  90  107,14%  
   

    Persentase sarana dan prasarana 
perkantoran dalam kondisi baik 

%  84  76  90,48%  
   

    Tingkat disiplin aparatur %  92  92  100,00%  
   

    Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan 
cash budget (anggaran kas) 

%  85  80  94,12%  
   

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Perlengkapan, Perbengkelan 
dan Laboratorium)  

  

97,47 96,19 98,68% 
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B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1.  Permasalahan   
1. Keterlambatan proses pengadaan pekerjaan pembangunan Tandon Bulakan 

dan Tandon Cibuntu karena menunggu selesainya proses lelang galian tanah 

tandon melalui KPKNL. 

2. Keterlambatan pekerjaan fisik Situ Rawa Arum disebabkan karena 

keterlambatan proses pengadaan DED Situ Rawa Arum.  

3. Keterlambatan pekerjaan fisik pemeliharaan berkala jalan diebakan karen 

keterlambatan penyusunan Perjanjian Kerjasama sebagai turunan dari MoU 

antara PT. Chandra Asri Petrochemical dengan Dinas PUTR dalam penggunaan 

aspal plastik dalam pekerjaan pemeliharaan berkala jalan. Selain itu, dalam 

tahap pelaksanaan terkendala pada keterbatasan Penyedia Aspalt Mixing 

Plan/AMP yang bersertifikasi dalam melaksanakan pencampuran antara 

aspalt biasa dengan material plastik, sehingga menjadikan daftar tunggu bagi 

penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. 

4. Tidak tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan lelang ulang pada 

pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan (DAK) terkait dengan jadwal yang sudah 

ditetapkan oleh juknis DAK 2019. 

5. Salah satu kendala lambatnya proses pengadaan tanah adalah adanya tanah 

wakaf yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih lama, banyaknya 

tanah yang masih bersengketa kepemilikan, adanya warga yang masih 

keberatan dengan nilai penggantian tanah dari appraisal, serta banyaknya 

tanah swasta yang tidak lengkap dokumen kepemilikannya. Selain itu juga 

adanya restrukturisasi pejabat BPN sehingga berpengaruh pada kebijakan 

BPN Kota Cilegon, dimana harus dilakukan revisi terhadap data nominatif dan 

peta bidang.   

6. Keterlambatan kegiatan Pemutakhiran Peta Penunjang RDTR disebabkan  

karena proses Kegiatan Pemutakhiran Peta Penunjang RDTR memerlukan 

waktu yang sangat panjang untuk memperoleh rekomendasi Badan Informasi 

Geospasial (BIG), dibutuhkan tahapan asistensi sampai  dinyatakan peta 

tersebut dapat digunakan untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR). Karena kurang optimalnya koordinasi antara Kementerian ATR/BPN, 

konsultan pelaksana kegiatan dan Dinas PUTR dalam proses penyusunan 

pemutakhiran peta ini, maka kendala ini tidak terprediksi dari awal. 
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B.2  Solusi 

1. Mempercepat proses pengadaan pada triwulan I atau triwulan II, sehingga 

proses fisik dan administrasi pekerjaan serta proses pemeriksaan hasil 

pekerjaan sampai dengan pembayaran dapat dilakukan lebih cepat. 

2. Mempercepat proses pengadaan DED untuk setiap pekerjaan dan 

menjadwalkan pembuatan DED tidak bersamaan dengan pekerjaan fisik. 

3. Melakukan monitoring tahapan pekerjaan, mulai dari proses pengadaan, 

pekerjaan fisik sampai dengan proses administrasi kegiatan pembayaran, 

sehingga lebih mudah melakukan pengawasan dalam kemajuan kinerja 

pekerjaan dan proses pembayaran. 

4. Memberikan peluang sebesar besarnya kepada AMP di Lingkungan Kota CIlegon 

melaui sosiasisasi dan pembekalan kepada AMP tersebut agar dapat 

dipergunakan dan menjadikan alternative pilihan bagi pengguna jasa AMP. 

5. Dinas PUPR Kota Cilegon harus lebih pro aktif dalam konsultasi dan koordinasi 

dengan kementian ATR/BPN atau instansi terkait lainnya, dengan ditunjang 

operasional dan SDM yang memadai. 

6. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang memerlukan 

prosedur yang sangat panjang karena harus memperoleh rekomendasi dari 

beberapa instansi. Oleh karena itu waktu pelaksanaan nya harus disusun dari 

mulai awal tahun TW I sehingga dapat diantisipasi apabila terdapat hambatan 

dan dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran. 
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3.1.4 Bidang Urusan Perumahan  dan Kawasan Permukiman  

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1 Program Penataan Perumahan dan Permukiman  

Tabel 3.1.4a  
Target dan Realisasi Program Penataan Perumahan dan Permukiman                            

Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

        
      

Program Penataan 
Perumahan dan 
Permukiman  

    
   

22.795,00 19.969,70 87,61% 

    Prosentase luas penanganan 
kawasan kumuh 

 %  19,14  14,50  75,76%  
   

    Persentase Jalan 
Lingkungan dalam kondisi 
baik/ Tidak rusak 

 %  72,37  81,01  111,93%  
   

    Persentase Drainase 
Lingkungan dalam kondisi 
baik/ Tidak rusak 

 %  91,78  68,84  75,01%  
   

    Persentase Penduduk yang 
mendapat pelayanan air 
bersih dengan non 
perpipaan 

 %  15,94  5,74  36,01%  
   

  Peningkatan Cakupan 
Layanan Air Minum 
PDAM (Prioritas Daerah) 

 Tersedianya jaringan 
perpipaan untuk persediaan 
air bersih bagi masyarakat  

 km  5,065 5,065 100,00% 8.814,87 7.531,97 85,45% 

  Penataan Kawasan 
Kumuh 

 Pemasangan Paving 
tersebar dan Pembangunan 
Drainase lingkungan  

 Lok/ha  15/ 
3.9 

15/ 
14,33 ha 

100,00% 2.000,00 1.900,62 95,03% 

  Pendampingan Kegiatan 
KOTAKU 

 Terselenggaranya Kegiatan 
Pendukung KOTAKU  

 Kota 
Cilegon  

- - 0,00% 100,00 20,62 20,62% 

  Pemasangan Paving 
jalan lingkungan 

 Treselenggaranya 
pembangunan paving  

 lokasi  17 17 100,00% 2.350,00 2.248,58 95,68% 

  Normalisasi 
saluran/drainase 
lingkungan 

 Terselenggaranya 
Pembangunan Drainase  

 lokasi  13 13 100,00% 1.750,00 1.681,77 96,10% 

  Rehab Rumah Terkena 
Bencana 

 Terehabilitasinya rumah 
yang terkena bencana  

 paket  1 - 0,00% 200,00 0,00 0,00% 

  Rehabilitas dan 
pemeliharaan Prasarana 
Sarana dan Utilitas 
Permukiman 

 Terselenggaranya 
Pemeliharaan Paving dan 
Drainase Serta Normalisasi 
Drainase  

 
Kecamatan  

3 3 100,00% 1.500,00 1.460,72 97,38% 

  Pembangunan sumur bor  Terbangunnya Sumur 
bor/dalam (deepwell)  

 lokasi  5 5 100,00% 1.080,00 1.029,93 95,36% 

  Perencanaan Teknis 
Perumahan dan 
Permukiman 

 Tersedianya dokumen 
perencaan teknis 
perumahan dan 
permukiman  

 dokumen  11 11 100,00% 2.150,00 1.973,13 91,77% 

  Penyusunan Data 
Fasilitas PSU Kawasan 
Perumahan 

 Tersedianya Data Tentang 
Kondisi dan Ketersediaan 
Fasilitas PSU di Kawasan 
Permukiman  

 dokumen  1 1 97,20% 300,00 276,59 92,20% 

  Pembangunan Tembok 
Penahan Tanah (TPT) 

 Terbangunnya Tembok 
Penahan Tanah (TPT)  

 Lokasi  6 6 97,74% 1.235,14 1.207,17 97,74% 

  Pembangunan Sumur 
Bor (DID) 

 Terbangunnya sumur 
bor/sumur dalam (deepwell)  

 lokasi  4 3 75,00% 865,00 597,27 69,05% 

  Pengadaan Mobil Tangki 
dan Perlengkapannya 

 Tersedianya Mobil Tangki 
dan Perlengkapannya  

 Unit  1 1 100,00% 450,00 41,34 9,19% 

 



 

  

   

218 

No INDIKATOR PROGRAM TARGET DEFINISI OPERASIONAL 

1 Prosentase luas Penangangan 
Kawasan kumuh  

19,14% Jumlah luas penanganan kawasan kumuh  
x 100% 

jumlah luas kawasan kumuh yang ada 
 

=  12,99   x 100%  
     89.54 
 

= 14,50 % 
 

2 Prosentase jalan lingkungan dalam 

kondisi baik  

72,37% Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi 
baik  x 100% 

jalan lingkungan yang ada 
=  80.307,7   x 100% 
     99.122 
= 81.01 %   

3 Prosentase drainase lingkungan 
dalam kondisi baik/ tidak rusak  

91,78% Jumlah drainase lingkungan dalam 
kondisi baik  x 100% 

jumlah darinase lingkungan yang ada 
= 30.424  X 100% 
   44.192,1 
= 68,84 %   

4 Prosentase penduduk yang 
mendapat pelayanan air bersih non 

perpipaan  

15,94% Prosentase penduduk yang mendapat 
pelayanan air bersih dengan non 

perpipaan x 100% 
jumlah penduduk yang ada 

 

=   8 (lok) x 360 (KK) x 6 (1 kk= 6 jiwa)   x 
100% 
                          0,71 x 423.362 
= 5,74 %   
 

1. Realisasi indikator Prosentase luas penanganan kawasan kumuh mencapai 

83,59 % dari target 19,14%. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini 

diperoleh dari Jumlah luas penanganan kawasan kumuh seluas 12,99 Ha dibagi 

jumlah luas kawasan kumuh yang ada seluas 89,54 Ha, karena dalam pelaksanan 

dikerjakan tidak hanya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tapi 

dikerjakan juga oleh Program DPWKEL dan juga Program KOTAKU 

2. Realisasi Indikator Kinerja Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik 

sebesar 81,01%. Perhitungan ini diperoleh dari Jumlah jalan lingkungan dalam 

kondisi baik sepanjang 80.307,7 m  dibagi dengan jalan lingkungan yang ada 

sepanjang 99.122 m, prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik melebihi 

yang ditargetkan karena dalam pelaksanannya dikerjakan tidak hanya oleh 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tapi dikerjakan juga oleh Program 

DPWKEL dan KOTAKU. 

3. Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik/ tidak rusak mencapai 

68,84 dari target 91,78 %. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini diperoleh 

dari Jumlah drainase lingkungan dalam kondisi baik seluas 30.424 m2 dibagi 

jumlah darinase lingkungan yang ada seluas 44.192,10 m2.  Realisasi ini belum 
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memperhitungkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Program DPWKEL dan 

KOTAKU. 

4. Realisasi indikator kinerja Prosentase penduduk yang mendapat pelayanan air 

bersih non perpipaan yaitu jumlah penduduk yang mendapat pelayanan air 

bersih non perpipaan sebesar 17.280 jiwa dibagi jumlah total penduduk yang 

mendapat air bersih dari non perpipaan sehingga dapat diperoleh sebesar 5,74 

% dari target 15,94 %. Perhitungan ini hanya memperhitungkan akses 

pelayanan air bersih dari non perpipaan, dan tidak memperhitungkan akses air 

bersih perpipaan. 

Kegiatan yang relalisasi anggaranya dibawah 75% adalah sebagai berikut :  

1.  Pendampingan Kegiatan KOTAKU Tahun 2018 20,62%  

Kota Cilegon sudah tidak mengalokasi anggaran untuk program KOTAKU yang 

bersumber dari APBN. Karena Penataan Kawasan Kumuh di Kota Cilegon sudah di 

bawah 18 % untuk kegiatan pelaksanaan Revitalisasi Kawasan Kumuh. Karena 

dianggap sudah tidak ada lagi Kawasan Kumuh berdasarkan perhitungan numerik 

dari ASKOT KOTAKU namun demikian program KOTAKU tetap dijalankan di 

Cilegon karena kondisi perukiman sifatnya dinamis untuk anggaran Kegiatan 

Pendampingan KOTAKU tahun 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

melakukan Kegiatan LOKAKARYA. Anggaran yang tidak diserap adalah biaya 

Perjalanan Dinas yang kami anggap tidak begitu penting. Penyerapan anggaran 

hanya pada LOKAKARYA karena penting untuk Kolaborasi Tingkat Kota dalam 

pencegahan kumuh. 

 

2. Rehab Rumah Terkena Bencana 0%  

Pada tahun 2019 cuaca di Kota Cilegon mengalami musim kemarau cukup 

panjang, sementara musim penghujan dimulai pada awal bulan Desember dengan 

terjadinya beberapa kali cuaca ekstrim. Di pertengahan bulan Desember terjadi 

cuaca ekstrim yang mengakibatkan beberapa unit rumah mengalami kerusakan 

cukup parah. BPBD selaku OPD yang menangani masalah kebencanaan 

melayangkan surat ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 16 

Desember 2019 mengingat terdapat alokasi anggaran untuk Rehab Rumah 

Terkena Bencana. Dengan sisa waktu yang cukup singkat sampai akhir masa 

anggaran tidak mencukupi untuk melakukan penyerapan anggaran rehab sesuai 

dengan peraturan pengadaan barang dan jasa. 

3. Pembangunan Sumur Bor (DID) 59,05%  

Pembangunan Sumur Bor yang berasal dari sumber dana DID terdapat di 4 

(empat) lokasi. Sampai akhir Desember 2019 ada 1 (satu) lokasi yang tidak dapat 
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dilaksanakan karena sudah dibangun secara swadaya oleh masyarakat yaitu di 

Linkungan Pringori Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak. 

 

4. Pengadaan Mobil Tangki dan Perlengkapan 9,19%  

Dalam uraian rincian DPA pada APBD-P terdapat Pengadaan Mobil Tanki 1 (satu) 

unit dan 4 (empat) unit tanki air. Pada pelaksanaannya, Dealer kendaraan tidak 

mempunyai persediaan truck tanki yang siap pakai karena spesifikasi tanki dengan 

kapasitas 3000 Liter harus dibuat khusus, sehingga  pengadaan truk tanki tersebut 

harus dilelang secara umum yang membutuhkan waktu lebih lama. Realisasi 

penyerapan anggaran DPA ini hanya untuk pengadaan 4 (empat) unit tanki air yang 

berlokasi di Kelurahan Gerem dan Pabean yang mengalami masalah kekeringan. 

A.2 Program  Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota  
 

Tabel 3.1.4b  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota Tahun 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

        
      

Program Peningkatan 
Sarana dan Arsitektur 
Kota  

    
   

15.597,21 11.052,00 70,86% 

    Rasio Realisasi Taman 
Kota,Taman Perumahan, dan 
Lingkungan Terhadap 
kebutuhan luas RTH Publik 
Yang Seharusnya Tersedia 

 %  10,34  4,32  41,78%  
   

    Rasio Taman Kota Terpelihara 
Terhadap Taman Kota Yang 
Ada 

 %  77,33  66,56  86,07%  
   

    Persentase ketersediaan 
prasarana Kota terhadap 
kebutuhan 

 %  68  42,86  63,03%  
   

    Cakupan pemanfaatan tempat 
pemakaman umum oleh 
penduduk 

 %  10  0,10  1,00%  
   

  Pemeliharaan Prasarana 
Arsitektur Kota 

 Terlaksananya Pemeliharaan 
Tugu Selamat datang dan 
Landmark Kota 
  

 lokasi  3 3 100,00% 361,25 355,35 98,37% 

  Pemeliharaan Sarana dan 
Arsitektur Kota 

 Terpeliharanya Alun-alun Kota, 
Taman Kota dan Jalur HIjau  

 %  100 100 100,00% 2.861,21 2.500,57 87,40% 

  Perencanaan Teknis Sarana 
dan Arsitektur Kota 

 Tersusunnya Perencanaan 
Teknis Sarana dan Arsitektur 
Kota  

 paket  2 2 100,00% 300,00 268,76 89,59% 

  Penataan Pemakaman  Terlaksananya Penataan Area 
Pemakaman Umum Cikerai 
  

 paket  1 1 100,00% 290,00 267,41 92,21% 

  Pembangunan Sarana 
Arsitektur Kota 

 Terbangunanya Taman Kota 
Kecamatan Purwakarta dan 
Kecamatan Cibeber  

 paket  2 1 50,00% 5.428,31 2.065,81 38,06% 

  Peningkatan/Penataan 
Sarana Arsitektur Kota 
(Prioritas Daerah) 

 Tertatanya Alun-alun Kota, 
Jalur Hijau dan Taman Kota  

 Paket  19 19 100,00% 4.759,86 4.406,20 92,57% 

  Pemeliharaan Peralatan 
Sarana Arsitektur Kota 

 Terpeliharanya Kendaraan 
Operasional Sarana dan 
Arsitektur Kota  

 Unit  11 11 100,00% 1.596,59 1.187,91 74,40% 
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No INDIKATOR PROGRAM TARGET DEFINISI OPERASIONAL 
1 Rasio realisasi taman kota, 

taman perumahan dan 

lingkungan terhadap 

kebutuhan luas RTH publik 
yang seharusnya tersedia  

10,34% Realisasi taman kota dan jalur hijau yang ada   x 100% 
kebutuhan luas RTH Publik yang seharusnya tersedia 

 
=  415.139,10 m2 x 100%  
     9.602.590 m2 
 
= 4,32%  
 

2 Rasio taman kota 

terpeliharanya terhadap 
taman kota yang ada 

77,33% Jumlah Taman Kota terpelihara x 100% 
Taman Kota yang ada 

 
=  276.306.14  x 100% 
     415.139.1                                                                                    
 
= 66,56    
 

3 Rasio panjang trotoal dan 

median jalan yang terpelihara 
terhadap panjang trotoar dan 

median jalan yang ada  

58,47% Panjang Trotoar dan median jalan yang terpelihara  x 
100% 

Panjang trotoar dan median jalan yang ada 
= 0  X 100% 
    0 
 
= 0 %   
 

4 Presentase ketersediaan 

prasarana kota terhadap 
kebutuhan  

68% Jumlah ketersediaan Prasarana kota yang terbangun  x 
100% 

Jumlah Prasarana Kota  yang dibutuhkan 
 

=   3     X 100% 
     7 
= 42,86 %   
 

5 Cakupan pemanfaatan tempat 

pemakaman umum oleh 

penduduk  

10% Jumlah Makam yang dimanfaatkan X 100% 
Ketersediaan Makam yang dapat dimanfaatkan 

 
= 101  x 100% 
   10.128 
 
= 0,10 % 

Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan 

dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/ Kab yang digunakan untuk kepentingan 

masyarakat secara umum. Realisasi pembangunan taman kota, taman perumahan dan 

lingkungan pada tahun 2019 sebesar 4,32%. Realisasi Indikator Kinerja ini didapat 

dari perhitungan Realisasi Taman Kota dan Jalur Hijau yang ada dibagi dengan 

Kebutuhan Luas RTH Publik yang seharusnya tersedia. Target indikator sebesar 10,34 

% tidak tercapai salah satunya karena tahun 2019 Kegiatan Pembangunan Taman 

Kota Cibeber tidak dapat dilaksanakan karena mengalami gagal lelang. 

Realisasi rasio taman kota terpeliharanya terhadap taman kota yang ada 

Pemeliharaan Taman kota baru mencapai 66,56 % dari target 86,07%. Perhitungan 

realisasi Indikator Kinerja ini didapat dari perhitungan Jumlah Taman Kota 

terpelihara seluas 276.306,14 m2 dibagi dengan Taman Kota yang ada seluas 
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415.139,10 m2. Ketidaktercapaian target indikator ini karena kurangnya personil 

pemeliharaan taman yang mencakup pekerjaan penyiraman, penyiangan, 

pemupukan, pembersihan sampah dan pengelolaan taman. Pada saat ini hanya di 

alun-alun kota Cilegon yang mempunyai personel pengurus taman dan Pamdal 

(pengamanan dan pengendalian), sementara di lokasi taman lainnya baru ada 

pengurus taman. Konsekuensi dengan semakin bertambahnya lokasi taman (RTH) 

maka personel dan anggaran perlu ada penambahan serta pemilihan jenis tanaman 

yang lebih memudahkan dalam pemeliharaan. 

Pada tahun 2019 Pemeliharaan Median dan Trotoar ini tidak dilaksanakan lagi 

oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman karena tugas pokok dan fungsi 

pemeliharaannya berada di DPUTR. 

Rasio prosentase ketersediaan prasarana kota terhadap kebutuhan 

didefinisikan sebagai landmark dan sculpture yang perlu dibangun untuk 

memperindah estetika kota. Perhitungan indikator diperoleh Jumlah ketersediaan 

Prasarana kota yang terbangun sebanyak 3 lokasi dibagi dengan Jumlah Prasarana 

Kota yang dibutuhkan sebanyak 7 lokasi.  Pada tahun 2019, capaian indicator 

mencapai 42,86 % dari 64 %. Pembuatan prasarana arsitektur kota yang sudah 

terealisasi berada di 3 (tiga) lokasi yang dalam hal ini Landmark Simpang Tiga, 

Gerbang Kota Cilegon Timur dan Gerbang Kota Ciwandan. 

Realisasi indikator Cakupan Pemanfaatan TPU Cikerai adalah penduduk 

setempat hanya 0,10 %. Perhitungan ini  diperoleh dari Jumlah Makam yang 

dimanfaatkan sebanyak 101 dibagi dengan Ketersediaan Makam yang dapat 

dimanfaatkan  sebanyak 10.128 Makam. Dengan kondisi TPU Cikerai yang belum 

tertata, dan masyarakat lebih banyak memakai lahan di TPU terdekat yang dikelola 

oleh masyarakat. 

Kegiatan yang realisasi anggaranya dibawah 75 % adalah sebagai berikut :  

1. Pembangunan Sarana Arsitektur Kota 38,05% 

Pada tahun 2018 dialokasikan anggaran kegiatan DED Taman Kota 

Kecamatan Cibeber, namun pada pelaksanaannya mengalami gagal lelang.  

Tahun 2019 dialokasikan kembali melalui perubahan rincian anggaran 

APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 143.500.000, pada tahun yang sama 

telah dianggarkan kegiatan Pembangunan Taman Kota Kecamatan Cibeber 

sebesar Rp. 2.812.940.000 dan Pengadaan serta Penanaman bibit Tanaman di 

Kecamatan Cibeber sebesar Rp. 200.000.000, dan Pengawasan sebesar Rp. 

70.000.000 namun dalam pelaksanaannya mengalami 2 (dua) kali gagal lelang 

dan keterbatasan waktu pelaksanaan.  

2. Pemeliharaan Peralatan Sarana Arsitektur Kota 74,40% 
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Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Sarana Arsitektur Kota dalam 

pelaksanaannya terdapat efesiensi dalam penyerapan anggaran karena 

kebutuhan belanja perawatan kendaraan bermotor serta Bahan Bakar Minyak 

(BBM)/Gas dan Pelumas sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. 

A.3  Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman)  

Tabel 3.1.4c  
Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun 2019 

(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) 

Program / 
Kegiatan 

Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi % 
Capaian 

Target Realisasi % 
Capaian 

        
      

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN)  
   

8.438,76 8.257,80 97,86% 

    Persentase ketersediaan data dan informasi 
sektoral 

 %  92,00  100,00  108,70%  
   

    Persentase sarana dan prasarana perkantoran 
dalam kondisi baik 

 %  92,00  97,59  106,08%  
   

    Tingkat disiplin aparatur  %  91,00  97,72  107,38%  
   

    Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan 
cash budget (anggaran kas) 

 %  99,00  57,86  58,44%  
   

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1 Permasalahan   

1. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Kegiatan Rehab 

Rumah Terkena Bencana 

2. Dalam kegiatan Perencanaan dan Pembangunan dilaksanakan di tahun yang 

sama. 

3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Arsitektur Kota setiap tahunnya mengalami 

eskalasi harga karena kondisi perekonomian nasional yang tidak menentu 

 
B.2 Solusi  

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai mekanisme 

penyerapan anggaran Rehab Rumah Terkena Bencana yang melibatkan OPD 

terkait (Lintas OPD). 

2. Untuk Kegiatan Perencanaan Teknis Sarana dan Arsitektur Kota sebaiknya 

dilaksanakan pada n-1 dan pelaksanaannya tidak bersamaan dengan Kegiatan 

Pembangunan, Peningkatan dan Penataan Sarana Arsitektur Kota, 

3. Untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana Arsitektur Kota sudah harus 

memperhitungkan eskalasi harga 
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3.1.5 Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 
Masyarakat  

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1 Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan 
Kebakaran  (Dinas  Pemadam Kebakaran  dan Penyelamatan ) 

Tabel 3.1.5a  
Target dan Realisasi Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan 

Kebakaran Tahun 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

        
      

Program Pencegahan 
Dan Peningkatan 
Kapasitas Penanganan 
Kebakaran  

    
   

2.273,39 2.222,17 97,75% 

    Persentase Kapasitas Penanganan 
Kebakaran Pada WMK 

 %  42,81  32,88  76,81%  
   

  Pemeriksaan alat proteksi 
kebakaran pada 
bangunan gedung 

 Terlaksananya kegiatan 
pemeriksaan alat proteksi 
kebakaran bangunan gedung  

 objek  65 65 100,00% 30,60 30,19 98,66% 

  Pendataan Bangunan 
Gedung 

 Terdatanya jumlah dan jenis 
bangunan gedung serta sistem 
informasinya  

 
kegiatan  

1 1 100,00% 106,63 106,54 99,92% 

  Pengadaan Peralatan 
Damkar 

 Tersedianya peralatan damkar   jenis  5 5 100,00% 199,59 194,77 97,59% 

  Pemeliharaan Peralatan 
Damkar dan Rescue 

 Terpeliharanya alat pemadam 
kebakaran serta tersedianya stok 
bahan pemadam (hydrant 10 unit, 
pengisian tabung 40 tabung)  

 jenis  2 2 100,00% 79,72 78,61 98,60% 

  Penyusunan naskah 
akademis evaluasi Perda 
Nomor 8 Tahun 2014 
(Prioritas Daerah) 

 Terlaksananya revisi perda   
kegiatan  

1 1 100,00% 129,80 120,94 93,17% 

  Pengadaan Kendaraan 
Pemadam kebakaran 
(DID)  

 Tersedianya mobil pemadam 
kebakaran  

 unit  1 1 100,00% 1.400,00 1.371,00 97,93% 

  Pengadaan Peralatan 
Rescue 

 Tersedianya peralatan rescue   jenis  1 1 100,00% 107,05 106,51 99,50% 

  Pemasangan Hidrant Kota  Terpasangnya hydrant kota (3 
unit JLS, 1 unit Jl. lembang raya 
kel Citangkil)  

 Unit  4 4 100,00% 120,00 116,84 97,36% 

  Kajian klasifikasi potensi 
resiko kebakaran 

 Tersedianya dokumen klasifikasi 
kebakaran  

 %  100 100 100,00% 100,00 96,79 96,79% 

 

Untuk mendukung capaian kinerja pada Program Pencegahan Dan Peningkatan 

Kapasitas Penanganan Kebakaran terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase 

kapasitas penanganan kebakaran pada WMK. Indikator ini dihitung dengan cara 

membandingkan (jumlah bangunan pemadam, personil dan mobil pemadam 

kebakaran di atas 3000-5000 liter) yang ada dengan jumlah kebutuhan (jumlah 

bangunan pemadam, personil dan mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 

liter) pada WMK. Realisasi persentase kapasitas penanganan kebakaran pada WMK 

pada tahun 2019 sebesar 32,88%  dari target sebesar 42,81% dengan capaian kinerja 

sebesar 76,79%. Capaian tidak memenuhi target yang telah ditetapkan disebabkan 

karena masih minimnya personil, masih terbatasnya jumlah kendaraan pemadam dan 
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masih kurangnya pos pemadam kebakaran. Pada Program Pencegahan Dan 

Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran terdapat 9 (sembilan) kegiatan dalam 

program ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan 

dan semua kinerja dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari serapan anggarannya, dari 

semua kegiatan tersebut serapan anggarannya rata-rata sudah melebihi dari 95 %. 

 

A.2  Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan 

Penyelamatan  (Dinas  Pemadam Kebakaran)  

Tabel 3.1.5b  
Target dan Realisasi Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan 

Kebakaran Tahun 2019 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

        
      

Program Pengendalian, 
Operasi Pemadaman 
Kebakaran dan Penyelamatan  

    
   

575,55 564,14 98,02% 

    Persentase capaian waktu 
dalam penanggulangan 
kebakaran di permukiman  

 %  53,00  55,26  104,26%  
   

  Pengamanan Hari RAya/Kegiatan 
Keagamaan/Olahraga, Hari Jadi 
Kota Cilegon dan Hari Besar 
Nasional 

 Tersedianya mamin dan 
honorarium  

 jenis  3 3 100,00% 92,99 90,28 97,09% 

  Siaga Tim Penanggulangan 
Kebakaran 

 Terlaksananya makan 
minum 1 x 24 jam  

 orang  58 58 100,00% 279,97 279,64 99,88% 

  Diklat / Kursus Pemadam 
Kebakaran 

 Terlaksananya 
Diklat/kursus Pemadam 
Kebakaran  

 orang  11 10 92,03% 62,70 57,70 92,03% 

  Workshop Penyelamatan dan 
Evakuasi dari Beda Ketinggian 

  Terlaksananya 
Workshop Penyelamatan 
dan Evakuasi dari Beda 
Ketinggian  

 orang  20 20 100,00% 29,61 29,61 100,00% 

  Peningkatan kompetensi anggota 
pemadam kebakaran 

 Terlaksananya kegiatan 
peningkatan kompetensi 
water rescue  

 
kegiatan  

1 1 96,94% 110,28 106,90 96,94% 

Pada Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan 

Penyelamatan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase capaian waktu 

dalam penanggulangan kebakaran di permukiman. Indikator ini dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap 

(sejak diterimanya informasi/laporan kebakaran dan unit sampai ke lokasi dan siap 

memberikan layanan) kurang dari atau sama dengan 15 menit dengan jumlah 

keseluruhan kasus kebakaran di pemukiman dikali 100 %. Pada tahun 2019 Dari 38 

(tiga puluh delapan) kejadian kebakaran, ada sebanyak 21 (dua puluh satu) kejadian 

yang dapat tertangani dalam waktu tanggap dan ada 17 (tujuh belas) kejadian yang 

tertangani lebih dari waktu tanggap.  

Kejadian Kebakaran dlm Waktu 
Tanggap (< 15 menit)  

Kejadian Kebakaran dlm Waktu 
Tanggap (> 15 menit)  

Kecamatan Kejadian  Kecamatan Kejadian  
Grgogol - Grgogol 5 
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Pulomerak 3 Pulomerak - 
Purwakarta - Purwakarta 4 
Citangkil 2 Citangkil 1 
Ciwandan 1 Ciwandan 1 
Jombang 9 Jombang - 
Cibeber 4 Cibeber 1 
Cilegon 2 Cilegon 3 
Luar Cilegon  - Luar Cilegon (Kramatwatu) 2 

Jumlah 21 Jumlah 17 

Maka realisasi kinerja indikator diperoleh dari hasil pembagian 21 kejadian 

yang tertangani dalam waktu tanggap dibagi total 38 kejadian dikali 100% diperoleh 

55,26%. Target kinerja indikator Persentase capaian waktu dalam penanggulangan 

kebakaran di permukiman tahun 2019 sebesar 53%. Maka capaian realisasi 

persentase capaian waktu dalam penanggulangan kebakaran di permukiman tahun 

2019 sebesar 104,26%. 

Pada Program Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan 

Penyelamatan terdapat 5 (lima) kegiatan dalam program ini telah dilaksanakan 

dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan semua kinerja dapat 

tercapai. Hal ini dapat dilihat dari serapan anggarannya, dari semua kegiatan tersebut 

serapan anggarannya sudah melebihi dari 80%. 

A.3  Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (Dinas Pemadam Kebakaran 
dan Penyelamatan)  

Tabel 3.1.5c 
Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 

2019 (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

        
      

Program Dukungan Pelayanan 
Pemerintahan  (DINAS PEMADAM 
KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN)  

    
   

3.484,74 3.222,88 92,49% 

    Persentase 
ketersediaan data dan 
informasi sektoral 

 %  90,00  100,00  111,11%  
   

    Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran 
dalam kondisi baik 

 %  90,00  72,37  80,41%  
   

    Tingkat disiplin aparatur  %  90,00  79,07  87,86%  
   

    Kesesuaian realisasi 
keuangan berdasarkan 
cash budget (anggaran 
kas) 

 %  90,00  68,14  75,71%  
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B.1. PERMASALAHAN DAN SOLUSI (Dinas Pemadam Kebakaran)  

B.1a Permasalahan  

1. Masih adanya kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu lebih dari 15 

(lima belas) menit, yaitu sebesar 44,73%. Kebakaran banyak terjadi pada 

lahan/kebun. (belum memenuhi standar pelayanan SPM) 

2. Pada program pengendalian operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan, 

khusus tindakan penyelamatan masih belum optimal dilakukan. 

3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran. 

Beberapa kasus kebakaran yang terjadi adalah merupakan akibat kelalaian, 

ketidaktahuan ataupun kecerobohan masyarakat, misalnya karena lupa 

mematikan kompor, membiarkan kompor menyala saat meninggalkan rumah, 

membiarkan peralatan elektronik tetap tertancap di saklar, dll 

B.1b Solusi 

1. Upaya untuk memenuhi target kinerja indkator persentase kapasitas 

penanganan kebakaran pada WMK yaitu dengan memenuhi kebutuhan 

infrastruktur di dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Seperti 

membangun pos pemadam kebakaran pada daerah-daerah rawan kebakaran, 

pengadaan dan ketersediaan peralatan pemadam kebakaran yang andal, 

pengadaan kendaraan pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas keandalan 

anggota pemadam kebakaran, pemasangan hidrant kota secara merata dan 

tersebar khususnya pada daerah-daerah rawan kebakaran, keandalan 

bangunan gedung yang ada di Kota Cilegon.  

2. Untuk mengoptimalkan tindakan penyelamatannya sendiri  hal yang pertama 

dilakukan adalah dengan peningkatan kapasitas keandalan anggota 

penyelamatan (rescue) itu sendiri, kemudian memenuhi kelengkapan peralatan 

pendukungnya yang andal berdasarkan potensi kecelakaan yang mungkin 

terjadi. 

3. Melakukan sosialisasi secara intensif dan terus menerus tentang partisipasi 

masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran, melalui media cetak, 

elektronik maupun melalui tatap muka langsung. Serta membentuk Satuan 

Relawan Kebakaran (Satlakar) atau Forum Komunikasi sebagai partisipasi 

masyarakat dalam hal mengatasi ancaman bahaya kebakaran dan bagian dari 

pelayanan pemadaman serta dapat memberikan informasi kejadian kebakaran 

ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan melakukan pemadaman 

dini sebelum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan datang ke lokasi 

kebakaran. 
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A.4 Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah  (Satpol PP) 

Tabel 3.1.5d 
Target dan Realisasi Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Penindakan 
Pelanggaran Peraturan 
Daerah  

  
    

632,16 560,55 88,67% 

    Cakupan penegakan peraturan 
daerah 

%  100  100  100,00%  
   

  Sosialisasi Penyuluhan 
Perda dan Perundang-
Undangan 

 Terlaksananya Sosialisasi 
Penyuluhan Perda dan 
Perundang Undangan  

Perda 3 3 100,00% 77,12 76,55 99,26% 

  Pembinaan dan Pelatihan 
Personil Anti Huru Hara 

 Terlaksananya Pembinaan dan 
Pelatihan Anti Huru Hara  

Kegiatan 24 22 91,67% 60,00 55,10 91,83% 

  Peningkatan Kapasitas 
PPNS 

 Terlaksananya Kegiatan 
Peningkatan Kapasitas PPNS  

Kegiatan 6 6 100,00% 41,35 40,44 97,79% 

  Penindakan Pelanggaran 
Perda dan Perundang-
undangan lainnya 

 Terlaksananya Kegiatan 
Penindakan Pelanggaran Perda 
dan Perundang Undangan  

Kegiatan 55 55 100,00% 453,69 388,46 85,62% 

 

Dari empat kegiatan yang teradapat dalam Program Penindakan Pelanggaran 
Peraturan Daerah, tiga diantaranya nilai capaian kinerjanya 100% dan satu kegiatan 
yang nilai capaian kinerjanya 91,67% dengan nilai serapan anggaran kesemuanya 
yang diatas 80%. Dukungan anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor 
pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk dalam 
Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah. Untuk kegiatan Penindakan 
Pelanggaran Perda dan Perundang Undangan Lainnya meski capaian kinerjanya 
sangat baik namun nilai serapan anggarannya hanya sebesar 85,62 %. Belum 
maksimalnya kegiatan yustisi pada tahun 2019 menjadi alasan kurang maksimalnya 
serapan anggaran kegiatan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang Undangan 
Lainnya. 

 

A.5 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum  (Satpol PP) 

Tabel 3.1.5e 
Target dan Realisasi Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Pemeliharaan 
Ketentraman Dan 
Ketertiban Umum  

  
    

883,74 704,32 79,70% 

    Tingkat penyelesaian 
pelanggaran K3 (ketertiban, 
ketentraman, keindahan) di 
Kota 

%  100,0  100,0  100,00%  
   

    Rasio Personil Satpol PP per 
Jumlah 10.000 Penduduk  

per 10.000 
penduduk  

9,9  9,9  100,00%  
   

  Operasional Patroli 
Protokol dan Jalan 
Lingkar Selatan 

 Terlaksananya Operasional 
Patroli Protokol, Jalan Lingkar 
Selatan dan RTH/Taman 
Kota  

Bulan 12 12 100,00% 60,00 58,75 97,92% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Pengendalian 
Ketentraman Ketertiban 
Masyarakat Kota Cilegon 

 Terlaksananya Kegiatan 
Pengendalian Ketentraman 
dan Ketertiban Masyarakat  

Kegiatan 96 66 68,75% 505,00 352,96 69,89% 

  Pembinaan Fisik, Mental 
dan Spiritual Anggota 
Satpol PP 

 Terlaksananya Kegiatan 
Pembinaan Fisik, Mental dan 
Spiritual Anggota Satpol PP  

Kegiatan 37 34 91,89% 238,68 217,28 91,03% 

  Pengamanan Kegiatan 
Khusus 

 Terlaksananya Kegiatan 
Pengamanan Khusus / 
Tertentu  

Kegiatan 14 14 100,00% 80,06 75,33 94,09% 

 

Dari empat kegiatan yang masuk dalam Program Pemeliharaan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum sebagian besar capaian kinerjanya diatas 90%. Dengan  kekuatan 
pleton anggota sebanyak 4 (empat) pleton menambah tingkat kuantitas serta 
efektivitas  kegiatan patroli rutin di lapangan. Dukungan anggaran yang cukup juga 
menjadi faktor pendukung tercapainya target kinerja Program Pemeliharaan 
Ketentraman dan Ketertiban Umum. Namun untuk kegiatan Pengendalian 
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cilegon dari target 96 (sembilan puluh 
enam) kegiatan pada tahun 2019 tercapai 71 (tujuh puluh satu) kegiatan sehingga 
diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 73,96 %. Selain itu nilai serapan anggaran juga 
belum maksimal dimana dari target yang rencanakan sebesar Rp. 505.000.000,- 
hanya terserap sebesar Rp. 352.958.500,- sehingga diperoleh nilai capaian anggaran 
sebesar 69,89 %. Hal ini dikarenakan untuk pelaksanaan kegiatan insidental dan 
pengamanan aksi unjuk rasa yang merupakan bagian dari kegiatan Pengendalian 
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cilegon  disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan lapangan yang ada saat itu. Selain itu keterlambatan pengurusan 
proses pengadaan (lelang) juga mempengaruhi pada nilai capaian realisasi. 

 

A.6 Program Perlindungan Masyarakat  (Satpol PP) 
Tabel 3.1.5f 

Target dan Realisasi Program Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Perlindungan 
Masyarakat  

  
    

417,00 389,12 93,31% 

    Cakupan rasio petugas  
Perlindungan Masyarakat  
(Linmas) di Kabupaten/ 
Kota  

per 10.000 
penduduk  

35  35  100,00%  
   

    Cakupan peningkatan 
kapasitas dan pembinaan 
anggota linmas Kota Cilegon 

%  100  100  100,00%  
   

  Bintek Pengendalian 
Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 
Publik 

 Terlaksananya Bintek 
Pegendalian Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 
Publik  

Kegiatan 4 4 100,00% 60,00 60,00 100,00% 

  Revitalisasi Peran 
Serta/Tugas dan Fungsi 
Anggota Satlinmas 

 Terlaksananya Revitalisasi 
Peran Serta / Tugas dan 
Fungsi Anggota Satlinmas  

Bulan 12 11 91,67% 357,00 329,12 92,19% 

 
Dari 2 (dua) kegiatan yang masuk dalam program Program Perlindungan Masyarakat 
kesemuanya besar capaian kinerjanya diatas 80%. Meskipun dari segi realisasi 
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anggarannya tidak 100% namun nilai penyerapannya sudah diatas 80%. Tidak 
adanya kegiatan dan tidak terserapnya anggaran kegiatan pada bulan januari dan 
beberapa faktor lainnya menjadi penyebab kurang maksimalnya penyerapan 
anggaran pada kegiatan Revitalisasi Peran Serta Tugas dan Fungsi Anggota Satlinmas. 
Namun secara keseluruhan dapat dikatakan capaian kinerjanya baik atau tercapai 
sesuai target.  

 

A.7 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (Satpol PP) 
Tabel 3.1.5g 

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 
2019 (Satpol PP) 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Dukungan 
Pelayanan Pemerintahan  
(SATUAN POLISI PAMONG 
PRAJA)  

  
    

5.287,08 5.127,86 96,99% 

    Persentase ketersediaan 
data dan informasi 
sektoral 

%  90,00  100,00  111,11%  
   

    Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran 
dalam kondisi baik 

%  90,00  88,70  98,56%  
   

    Tingkat disiplin aparatur %  80,00  89,04  111,30%  
   

    Kesesuaian realisasi 
keuangan berdasarkan 
cash budget (anggaran 
kas) 

%  90,00  96,99  107,77%  
   

 

B.2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI (Dinas Satpol PP) 

B.2a Permasalahan 

1. Pelaksanaan kinerja Satpol PP belum didukung oleh sarana prasarana yang 
memadai, sehingga pelaksanaanya belum optimal; 

2. Penindakan penanganan masalah sosial dan keamanan wilayah belum tertangani 
secara komprehensif, karena pelaksanaanya masih sektoral (belum terintegrasi); 

3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terkait regulasi tentang penegakan 
Peraturan Daerah. 

B.2b Solusi 

1. Meningkatkan sarana prasarana pendukung kinerja Satpol PP khususnya terkait 
kendaraan dalmas untuk kegiatan patroli dan pengendalian massa di lapangan 
serta alat komunikasi beserta repeater; 

2. Meningkatkan koordinasi baik secara internal maupun eksternal (dengan 
perangkat daerah terkait)  dalam penanganan masalah sosial dan keamanan 
wilayah; 

3. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat terkait 
regulasi penegakan Perda. 
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3.1.6 Bidang Urusan Sosial 

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1 Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial  

Tabel 3.1.6a                                                                                                                                               
Target dan Realisasi Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program 
Pelayanan, 
Rehabilitasi Sosial  

  
    

1.563,78 1.410,82 90,22% 

    Presentase penyandang disabilitas 
yang mendapatkan layanan 
rehabilitasi sosial di luar panti 
(berbasis keluarga dan masyarakat) 

%  2,70  7,74  286,67%  
   

    Presentasi anak yang mendapatkan 
layanan dan rehabilitasi sosial diluar 
panti 

%  17,80  15,28  85,84%  
   

    Presentase lanjut usia terlantar yang 
mendapatkan pelayanan sosial di luar 
panti 

%  13,30  45,79  344,29%  
   

  Penanganan bagi 
ODGJ 

 terlaksananya  Penanganan bagi 
Orang Dengan Gangguan Jiwa  

Kegiatan 1 1 100,00% 357,70 332,83 93,05% 

  Hari Lanjut Usia 
Nasional 

 Terlaksananya  Kegiatan Hari Lanjut 
usia nasional  

Kegiatan 1 1 100,00% 44,93 34,82 77,49% 

  Bantuan sembako 
bagi Lansia 

 Terlaksananya Bantuan Sembako 
Bagi Lansia  

orang 120 120 100,00% 128,62 120,70 93,84% 

  Penanganan anjal, 
Gepeng dan WPS 

 Terlaksananya kegiatan Penanganan 
Anjal, Gepeng dan WPS  

Kegiatan 3 3 100,00% 182,69 127,12 69,58% 

  Pelatihan 
Keterampilan bagi 
penyandang 
disabilitas 

 Terlaksananya kegiatan Pelatihan 
Keterampilan bagi penyandang 
disabilitas  

Orang 30 30 100,00% 70,30 66,49 94,58% 

  Pengelolaan Pondok 
Sosial 

 Terlaksananya pengelolaan Pondok 
Sosial  

Kegiatan 1 1 100,00% 370,78 331,68 89,45% 

  Pembinaan dan 
peningkatan 
kapasitas PMKS  

 Terlaksananya pembinaan dan 
peningkatan kapasitas PMKS  

orang 252 150 59,52% 148,70 146,05 98,22% 

  Rehabilitasi Sosial 
Anak di Luar Panti 

 Terlaksananya Rehabilitasi Sosial 
Anak Luar Panti  

Kegiatan 1 1 100,00% 113,51 110,22 97,10% 

  Sosialisasi Adopsi 
anak 

 Terlaksananya Sosialisasi Adopsi 
Anak  

Orang 120 120 100,00% 34,55 29,93 86,65% 

  Lomba kreativitas 
anak 

 Terlaksananya Lomba Kreativitas 
Anak  

Kegiatan 1 1 100,00% 112,01 110,98 99,08% 

 

Pada Program Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial terdapat empat 

indikator program yaitu :  

¶ Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi 

sosial di luar panti (berbasis keluarga dan masyarakat)   

Pada Tahun 2019 Indikator Pada Presentase penyandang disabilitas yang 

mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan 

masyarakat), dari target 2,7% dapat direalisasikan 7,74% sehingga Pencapaian 

indiktor ini sebesar 281,70 %  
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 Adapun keberhasilan pencapaian indikator program ini  merupakan bentuk 

sinergisitas antara Pusat, Provinsi, dan Daerah, Penyandang disabilitas yang 

mendapatkan bantuan rehabilitasi di luar panti sebanyak 110 orang terhadap 

jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang ada sebanyak 1.421 orang. 

 

 

 

Rincian bantuan bagi penyandang disabilitas sebagai berikut : 

NO Sumber Jumlah 
1 APBN 3 orang 
2 APBD Provinsi 77 orang 
3 APBD Kota 30 orang 
 Jumlah 110 orang 

¶ Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi sosial diluar 

panti   

adapun pada tahun 2019 jumlah anak yang mendapatkan layanan dan 

rehabilitasi social diluar panti sebanyak 392 anak terhadap Jumlah anak 

keseluruhan yang seharunya  mendapatkan bantuan sebanyak 2.566 anak.  

Indikator Pada Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi sosial 

diluar panti , dari target 17,8% dapat direalisasikan 15,28% sehingga Pencapaian 

indiktor ini sebesar 85,82 %.  

 

 

Keberhasilan pencapaian indikator program ini merupakan bentuk sinergisitas 

antara Pusat, Provinsi, dan Daerah dalam memberikan layanan rehabilitasi 

kepada anak ɀ anak rentan yang memerlukan perlindungan khusus (Anak 

jalanan/anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial)   

Rincian rehabilitasi anak sebagai berikut : 

NO Sumber Jumlah 
1 APBD Provinsi 200 orang 
2 APBD Kota 192 orang 
 Jumlah        392 orang 

Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti

 =   110               x 100 % 

       1421 =  7,74 % 

Capaian kinerja tahun 2019   = (7,6/2,1) x 100% = 286,70%        

Presentase anak terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti 
=   392            x 100 % 
    2.566  = 15,28% 
Capaian kinerja tahun 2019  =  (15,28/17,8) x 100% = 85,82% 
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Indikator ini di dukung oleh kegiatan Rehabilitasi Sosial anak diluar panti dan 

Sosialisasi Adopsi Anak. 

¶ Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar 

panti  

Indikator ini mengukur jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan 

sosial diluar panti terhadap jumlah lanjut usia terlantar. Pada tahun 2019 melalui 

Dinas Sosial jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan social dari 

luar panti sebanyak 539 orang terhadap jumlah keseluruhan lanjut usia terlantar 

yang seharusnya mendapatkan pelayanan social di luar panti sebanyak 1.177 

orang 

Indikator Pada Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan 

sosial di luar panti, dari target 13,3% dapat direalisasikan 45,79% sehingga 

Pencapaian indiktor ini sebesar 344,32 % 

 

 

 

Keberhasilan ketercapaian indikator program ini merupakan bentuk sinergisitas 

antara Pusat, Provinsi, dan Daerah dalam memberikan bantuan khusus 

masyarakat Kota Cilegon bagi seseorang telah mencapai usia 60 tahun keatas 

untuk mendapatkan penyuluhan sosial, bimbingan, konseling, bantuan, santunan 

yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia atas.   

Rincian sebagai berikut : 

NO SUMBER JUMLAH 
1 APBN 46 orang 
2 APBD Provinsi 375 orang 
3 APBD KOTA 118 orang 
Jumlah 539 orang 

 

¶ Presentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan 

rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan masyaraka t)  

Pencapain kinerja melalui Dinas Sosial dalam mentertibkan gelandangan dan 

pengemis yang ada di Kota Cilegon telah di lakukan dalam upaya memberikan 

rehabilitasi kepada PMKS, Adapun pada tahun 2019 Jumlah gelandangan dan 

pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi social di luar panti ( berbasis 

masyarakt) sebanyak 119 orang ( gepeng) 

Presentase LU terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti  
=   539            x 100 % 
    1.177 
=  45,79  % 
 
Capaian kinerja tahun 2019  =  (45,79/13,3) x 100% = 344,32% 
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Indikator Pada Presentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan 

layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan masyarakat) , dari 

target 100% dapat direalisasikan 100%, Faktor keberhasilan indikator ini 

didukung oleh adanya SATGAS anjal gepeng dan Wanita Pekerja Seks serta 

kerjasama dengan pihak kementerian perhubungan wilayah Banten dalam hal 

ini pengelola terminal. 

Kegiatan pada program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial  yang pencapaian 

kinerjanya dibawah 75 % adalah :  

a. Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kapasitas PMKS realisasi kinerja 

sebesar 59, 52% dikarenakan yang semula direncanakan 252 peserta untuk 1 

hari menjadi 150 peserta untuk 5 hari, hal ini dalam rangka optimalisasi 

meningkatkan kualitas pembinaan PMKS, akan tetapi capaian realisasi 

anggaran sebesar 98, 22%. 

b. Pada Penanganan Anjal,  Gepeng dan WPS realisasi keuangan sebesar 69,58% 

dikarenakan biaya operasional penanganan Anjal, Gepeng dan WPS 

disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, adapun untuk capaian kinerjanya 

100%.  

 

A.2 Program Pemberdayaan Sosial  

Tabel 4.1.6b  
Target dan Realisasi Program Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program 
Pemberdayaan Sosial  

  
    

1.232,75 1.162,43 94,30% 

     Persentase pemberdayaan 
PSKS   

%  7,80  10,14  130,00%  
   

     Persentase (%) fakir mskin 
yang menerima pemberdayaan 
ekonomi produktif  

%  1,10  2,24  203,73%  
   

     Presentase  penerima bantuan 
pangan Non tunai  

%  100  96  96,41%  
   

     Persentase (%) rumah tidak 
layak huni yang dibangun  

%  17,10  19,43  113,63%  
   

  Pemberdayaan karang 
taruna 

 Terlaksananya Bulan Bhakti 
Karang Taruna  

Paket 325 325 100,00% 140,36 138,96 99,01% 

     Terlaksananya Bimtek 
Manajemen KT  

orang 43 43 100,00% 
   

     Terlaksananya Latihan dasar  orang 43 43 100,00% 
   

     Terlaksananya seleksi KT 
Berprestasi  

keg 1 1 100,00% 
   

  Pemberdayaan Keluarga 
Plasma melalui FCU 

 Terlaksananya Pengembangan 
Keluarga Plasma  

orang 50 50 100,00% 35,95 35,79 99,57% 

  Pemberdayaan TKSK  Terlaksananya Program 
Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan bagi TKSK  

Orang 8 8 100,00% 35,94 35,40 98,50% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Pemberdayaan Lembaga 
Konsultasi Keluarga 
Kesejahteraan (LK3) 

 Terlaksananya Sosialisasi 
Pencegahan Dini Kekerasan 
Terhadap Anak  

Orang 86 86 100,00% 51,74 51,74 100,00% 

     Terlaksananya pelayanan 
mobil LK3 di CFD  

Kegiatan 2 2 100,00% 
   

  Pemberdayaan Organisasi 
Sosial 

 Terlaksananya Jambore LKSA  Orang 50 50 100,00% 100,00 97,90 97,90% 

  Pemberdayaan PSKS  Terlaksananya Bimbingan 
Teknis PSKS   

Orang 50 50 100,00% 64,47 63,41 98,36% 

  Pemberdayaan Ekonomi 
Produktif 

 Terlaksananya Bimbingan 
Motivasi KUBE  

Kelompok 33 33 100,00% 173,40 148,53 85,66% 

  Peningkatan 
Kesetiakawanan Sosial 

 Terlaksananya Kegiatan Hari 
Kesetiakawanan Sosial 
Nasional (HKSN)  

Kegiatan 1 1 100,00% 91,45 88,95 97,26% 

  Pembinaan Veteran dan 
keluarga veteran serta 
pejuang kemerdekaan 

 Terlaksananya Kegiatan 
Jaminan Veteran dan Keluarga 
Veteran serta Pejuang 
Kemerdekaan   

Kegiatan 1 1 100,00% 21,26 20,21 95,03% 

  Pendampingan Bantuan 
Pangan Non Tunai (BPNT) 

 Terlaksananya Sosialisasi 
BPNT  

orang 48 48 100,00% 243,82 211,56 86,77% 

  Pendampingan rehabilitasi 
Sosial RTLH 

 Keluarga masyarakat miskin 
yang akan mengajukan usulan 
bantuan RS-RTLH untuk tahun 
2019  

Bulan 12 12 100,00% 38,11 36,15 94,85% 

  Pendampingan CCSR  Terlaksananya Pendampingan 
Lembaga CCSR  

Bulan 12 12 100,00% 236,25 233,83 98,97% 

Program 
Pemberdayaan Sosial  

  
    

274,24 273,14 99,60% 

  Penyusunan Data sektoral 
Bidang Kesejahteraaan 
Sosial 

 Terlaksananya Penyusunan 
Data Bidang Kesejahteran 
Sosial  

Dokumen 3 3 100,00% 274,24 273,14 99,60% 

 

Pada Program Pemberdayaan Sosial  terdapat 4 (empat) indikator program yaitu : 

¶ Persentase pemberdayaan PSKS 

Indikator keberhasilan ini untuk mengukur sejauh mana tingkat pemberdayaan 

bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Adapun pada tahun 2019 

Jumlah PSKS yang dibina sebanyak 329 Orang terhadap jumlah PSKS seluruhnya 

yang ada di Kota Cilegon sebanyak 3.245 orang.  

Adapun capaian indikator Persentase pemberdayaan PSKS, dari target 7,8 % 

dapat direalisasikan 1014% sehingga Pencapaian indiktor ini sebesar 130 % 

 

 

 

 

Persentase pemberdayaan PSKS =   pemberdayaan PSKS yang dibina      x   100% 

                           jumlah PSKS seluruhnya 

                      = (329 / 3245) x 100% = 10,14% 

Capaian kinerja tahun 2019  = (10,14/7,8) x 100% = 130 % 
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Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya sinergisitas kerjasama antara 

Pusat, Provinsi dan Daerah yaitu dengan melalui kegiatan Pemberdayaan Karang 

Taruna, Pemberdayaan  keluarga plasma melalui FCU, Pemberdayaan TKSK, 

Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Keluarga Kesejahteraan  (LK3), 

Pemberdayaan Organisasi Sosial, Pemberdayaan PSKS, Pembinaan Veteran dan 

keluarga veteran serta pejuang kemerdekaan dan Pendampingan CCSR. 

¶ Persentase (%) fakir m iskin yang menerima pemberdayaan ekonomi 

produktif  

Pada tahun 2019 Jumlah fakir miskin  yg menerima pemberdayaan ekonomi 

produktif  sebanyak 200 orang terhadap Jumlah fakir miskin  yang seharusnya 

menerima pemberdayaan ekonomi produktif  sebanyak 8.926 orang. 

Indikator Persentase (%) fakir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi 

produktif  dari target 1,1 % dapat direalisasikan 2,24% sehingga Pencapaian 

indiktor ini sebesar 203,70 %  

 

 

 

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya sinergisitas kerjasama antara 

Provinsi dan Daerah yaitu dengan melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi 

Produktif dan  kegiatan bimbingan lanjutan bagi KUBE yang sudah terbentuk. 

¶ Presentase  penerima bantuan pangan Non tunai . 

Indikator ini untuk menghitung sejauh mana tingkat keberhasilan dalam 

penyaluran bantuan pangan non tunai kepada penerima manfaat sehingga 

mampu menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi kesenjangan, Adapun 

pada tahun 2019 Jumlah penerima bantuan pangan non tunai sebanyak 9.503 

Keluarga Penerima Manfaat terhadap Jumlah masyarakat miskin sebanya 9.857 

Keluarga Penerima Manfaat. 

Indikator Presentase  penerima bantuan pangan non tunai, dari target 100% 

dapat direalisasikan 96,409% sehingga Pencapaian indiktor ini sebesar 96,41 % 

 

 

Persentase (%) FM yang menerima pem. ekonomi produktif   

 = Jumlah FM yg menerima pem. ekonomi produktif    x 100 % 

 Jumlah FM yg seharusnya menerima pem. Ekonomi produktif                     

 =  (200/8926) x 100% = 2,241% 

Capaian realisasi tahun 2019 =  (2,241/1,1) x 100 = 203,70 % 

          

Presentase  penerima bantuan pangan  Non tunai  

 = Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai   x 100 % 

jumlah masyarakat miskin         

 =  (9503/9857) x 100% = 96,41 % 
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Sebanyak 354 Keluarga Penerima Manfaat tidak terealisasi dikarenakan faktor 

ekonomi penerima manfaat sudah meningkat, tidak ditemukan, pindah dan 

meninggal.  

¶ Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun . 

Indikator ini untuk meghitung sejauh mana tingkat keberhasilan dalam 

pemenuhan kebutuhan masayarakat yang mendapatkan bantuan  rehab rumah 

tidak layak huni sebanyak 102 unit terhadap jumlah rumah tidak layak huni yang 

seharusnya mendapat bantuan sebanyak 585 unit. 

Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun, dari target 17,1% dapat 

direalisasikan 19,43% sehingga Pencapaian indiktor ini sebesar 113,62 % 

 

 

 

JUMLAH RTLH YANG DI BANGUN 

No Sumber Data Jumlah 
1 DPW KEL 72 unit 
2 Baznas 12 unit 
3 CCSR 18 unit  
 Jumlah 102 unit  

Keberhasilan Indikator ini merupakan bentuk sinergisitas antara program 

Baznas, CCSR, dengan dinas sosial melalui kegiatan Pendampingan Rehabilitasi 

Sosial RTLH. 

 

A.3  Program Perlindungan Jaminan Sosial  

Tabel 3.1.6c  
Target dan Realisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Perlindungan 
Jaminan Sosial  

  
    

1.740,56 1.439,75 82,72% 

    Presentase  korban bencana 
yang terpenuhi kebutuhan 
dasar 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Presentase Fakir miskin yang 
mendapatkan bantuan tunai 
bersyarat 

%  73,00  80,11  109,74%  
   

    Presentase masyarakat yang 
menerima santunan kematian 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun   

 = Jumlah RTLH yang dibangun               x 100 % 

  jumlah RTLH yang seharusnya mendapat bantuan     =  (102/585) x 100% = 19,43 % 

Capaian kinerja     = (19,43/17,1) x 100 = 113,62% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

    Presentase orang terlantar 
dalam perjalanan, jenazah 
terlantar dan orang terlantar 
sakit yang ditangani 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

  Buffer Stock Terlaksananaya penyediaan 
buffer stock 

paket 4.000 2.000 50,00% 726,70 643,13 88,50% 

  Pemantapan KSB Terlaksananya pemantapan 
KSB 

orang 30 30 100,00% 36,00 36,00 100,00% 

  Pelatihan Tagana Terlaksananya pelatihan 
TAGANA 

orang 30 30 100,00% 162,43 157,62 97,04% 

  Pelayanan Orang 
Terlantar Dalam 
Perjalanan 

Terlaksaananya pelayanan 
bagi OT dalam perjalanan 

orang 300 99 33,00% 126,83 61,12 48,19% 

  Pelayanan bagi Orang 
Terlantar Sakit 

Terlaksananya pelayanan bagi 
orang terlantar sakit  

orang 15 11 73,33% 102,11 37,32 36,55% 

  Pendampingan Program 
Jaminan Sosial Cilegon 
Mandiri (JSCM) 

Terlaksananya program JSCM bulan/9 
Orang 

12 12 100,00% 306,00 301,63 98,57% 

  Pendampingan dan 
Pembinaan Penerima 
Manfaat Program 
Keluarga Harapan (PKH) 

Terlaksananya pendampingan 
PKH 

bulan/19 
Orang 

12 12 100,00% 68,27 65,38 95,76% 

  Pendampingan Program 
Santunan Kematian bagi 
Masyarakat Kota Cilegon 
yang Beresiko Sosial 

Terlaksananya pendampingan 
Pendmpingan program 
santunan kematian bagi 
masuyarakat kota Cilegon 
beresiko tinggi 

bulan 12 12 100,00% 43,03 27,01 62,78% 

  Pendampingan dan 
Pembinaan Penerima 
Manfaat Program 
Jamsosda 

Terlaksananya pendampingan 
penerima manfaat progrtam 
Jamsosda 

bulan/18 
orang 

12 12 100,00% 24,90 22,25 89,35% 

  Pelayanan Pemberian 
Rekomendasi PBI dan 
Pengaktifan BPJS Kelas 3 
(Keadaan Darurat) 

Jumlah rekomendasi PBI 
APBD 

KK 260 304 116,92% 21,95 21,73 98,98% 

  Pelayanan Pemakaman 
Jenazah Terlantar 

Jumlah jenazah terlantar orang 25 15 60,00% 122,36 66,57 54,41% 

 
Pada Program Program Perlindungan Jaminan Sosial  terdapat empat indikator 
program yaitu :  

¶ Presentase  korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar  
Penanganan korban bencana khususnya Kota Cilegon pada tahun 2019 sebanyak 
2.439 jiwa dalam hal ini Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan instansi terkait  
terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelesaikan 
penanganan korban bencana dalam kebutuhan dasar.  
Indikator Presentase  korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar, dari target 
100% dapat direalisasikan 100%. 
 
Faktor keberhasilan didukung adanya Kampung Siaga Bencana di 3 Lokasi (Kec. 
Ciwandan, Kec. Cibeber dan Kec. Pulomerak), Tersedianya buffer stock dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan selama masa tanggap darurat, tersedianya Taruna 
Siaga Bencana (Tagana) yang terlatih. 

¶ Presentase Fakir miskin  yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat  
Pada Tahun 2019 jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat 
sebanyak 8.318 jiwa terhadap jumlah keseluruhan fakir miskin sebanyak 10.383 
jiwa. 
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Indikator Pada Presentase Fakir miskin, dari target 73% dapat direalisasikan 
80,11% sehingga Pencapaian indiktor ini sebesar 109,74 % 

 

 

 

 

 

program-program yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. Adapun rincian 

sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

Keberhasilan Indikator ini merupakan bentuk sinergisitas antara Pusat, Provinsi, 
dan Daerah melalui kegiatan Pendampingan Program Jaminan Sosial Cilegon 
Mandiri (JSCM), Pendampingan dan pembinaan penerima manfaat program 
Keluarga Harapan (PKH), Pendampingan program santunan kematian bagi 
masyarakat Kota Cilegon beresiko tinggi dan Pendampingan dan pembinaan 
penerima manfaat program Jamsosda. 

¶ Presentase masyarakat yang menerima santunan kematian  
Pada tahun 2019 msyarakat Kota Cilegon yang mendapatkan layanan santunan 
kematian yang di berikan bantuan oleh Dinas Sosial sebanyak 270 jiwa dari 
jumlah masyarakat yang mengajukan santunan kematian sebanyak 270 jiwa. 

Indikator Pada Presentase masyarakat yang menerima santunan kematian, dari 
target 100% dapat direalisasikan 100% keberhasilan ini didukung oleh kegiatan 
Pendampingan program santunan kematian bagi masyarakat Kota Cilegon yang 
beresiko Sosial. 

¶ Presentase orang terlantar dalam perjal anan, jenazah terlantar dan orang 
terlantar sakit yang ditangani  
Pada tahun 2019 masyarakat yang mendapatkan layanan orang terlantar dalam 
pejalanan, pelayanan pemakaman jenazah terlantar maupun pelayanan orang 
terlantar sakit yang di tangani oleh Dinas Sosial sebanyak 125 orang. 

Indikator Pada Presentase orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar 
dan orang terlantar sakit yang ditangani, dari target 100% dapat direalisasikan 
100% 

Rincian jumlah layanan tersebut sebagai berikut : 

NO KEGIATAN 
SUMBER 

DANA 
JUMLAH 

1 Program Keluarga 
Harapan (PKH) 

APBN 4.914 

2 Jamsosratu APBD I 1.718 
3 Jaminan Sosial Cilegon 

Mandiri  
APBD Kota 1.686 

 
JUMLAH 

 
8.318 

Presentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat =   8.318               x 100 % 

                                         10.383 

                                     =  80,11 % 

Capaian kinerja   = (80,11/73) x 100 = 109,74 %       
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No Kegiatan Jumlah 

1 Pelayanan orang terlantar dalam pejalanan 99 orang 

2 Pelayanan pemakaman jenazah terlantar 15 orang 

3 Pelayanan orang terlantar sakit 11 orang 

Jumlah 125 orang  

 

 

 

 

 

Keberhasilan pencapaian indikator ini bentuk sinergisitas melalui kerja sama antara 
Dinas Sosial, ASDP merak, Kepolisian, RSUD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
PT KAI dan Baznas Kota Cilegon dalam penanganan orang terlantar dalam perjalanan 
dan orang terlantar sakit diluar anggaran yang tersedia pada Dinas Sosial Kota 
Cilegon. 
Adapun capaian Indikator ini yang didukung melalui kegiatan pada Dinas Sosial 
antara lain Kegiatan Pelayanan Orang terlantar dalam perjalanan, kegiatan Pelayanan 
bagi orang terlantar sakit, dan kegiatan Pelayanan pemakaman jenazah terlantar. 

Kegiatan pada program Perlindungan Jaminan Sosial yang pencapaian 
kinerjanya dibawah 75 % adalah :  

a.  Kegiatan orang terlantar dalam perjalanan capaian anggaran sebesar 48,19% 
dikarenakan pelayanan yang diberikan sesuai dengan jumlah pengaduan 
orang terlantar yaitu 99 orang dari target 300 orang, akan tetapi secara kinerja 
capaian pelayanan orang terlantar 100%.  

b. Kegiatan Pelayanan Bagi Orang Terlantar Sakit capaian anggaran sebesar 
36,55%, dikarenakan  jumlah pelayanan orang terlantar sakit tahun 2019 
sebanyak 11 orang dari target  15 orang, untuk biaya disesuaikan dengan real 
cost dari rumah sakit, akan tetapi secara kinerja capaian pelayanan orang 
terlantar sakit 100%. 

c. Pendampingan Kegiatan santunan kematian bagi masyarakat Kota Cilegon 
beresiko tinggi, capaian anggaran sebesar 62,78%  terdapat efisiensi keuangan 
pada belanja untuk petugas survey dari 500 survey yang direalisasikan 270 
survey sesuai pengajuan bantuan santunan kematian bagi masyarakat Kota 
Cilegon yang berisiko sosial akan tetapi secara kinerja capaian pelayanan 
santunan kematian bagi masyarakat Kota Cilegon 100%. 

Kegiatan Pelayanan Pemakaman Jenazah terlantar capaian anggaran sebesar 
54,41%, dikarenakan pada tahun 2019 jumlah pelayanan pemakaman jenazah 
terlantar  sebanyak 15 jenazah dari target 25 orang, akan tetapi secara kinerja 
capaian pelayanan pemakaman jenazah terlantar bagi Kota Cilegon 100% 

% orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang 

ditangani = Jumlah orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar 

sakit yang ditangani dibagi jumlah pengaduan orang terlantar dalam perjalanan, jenazah 

dikali 100 %  

                     Realisasi kinerja   = (125/1 25 )  x 100% = 100 % 
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A.4  Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (Dinas Sosial)  
Tabel 3.1.6d  

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 
2019 (Dinas Sosial) 

Program / 
Kegiatan 

Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (DINAS SOSIAL)  
  

2.442,43 2.164,81 88,63% 

    Persentase ketersediaan data dan informasi 
sektoral 

%  84,00  85,24  101,48%  
   

    Persentase sarana dan prasarana perkantoran 
dalam kondisi baik 

%  98,50  100,00  101,52%  
   

    Tingkat disiplin aparatur %  90,00  99,44  110,49%  
   

    Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan 
cash budget (anggaran kas) 

%  90,00  79,28  88,09%  
   

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1 Permasalahan 

1. Belum ditetapkannya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dari kemensos, 

dimana sistem ini sangat membantu dalam mengidentifikasi masyarakat 

miskin dan rentan miskin. 

2. Belum adanya peraturan Kepala Daerah sebagai tindaklanjut dari Permensos 

no.9 tahun 2018 pasal 6 

3. Belum optimal penanganan PMKS secara komprehensif, terpadu, menyeluruh 

dan berkelanjutan.  

4. Masih kurangnya jumlah pekerja sosial (relawan/non ASN) dan penyuluh 

sosial (ASN) yang tersertifikasi dalam pendampingan penanganan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

 
B.2  Solusi 

1. Perlunya koordinasi yang intensif tentang percepatan pemanfaatan Sistem 

Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan Dinas Sosial Provinsi Banten dan 

Kemensos guna mempermudah pelayanan terhadap masyarakat secara 

terpadu baik untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. 

2. Penyusunan Peraturan Walikota mengenai penetapan SPM bidang Sosial 

3. Perlunya sinergitas antara OPD terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 

Dinas Tenaga Kerja, Kemenag) dalam penanganan PMKS  

4. Perlunya pengiriman pelatihan untuk pekerja sosial (relawan/non ASN) dan 

penyuluh sosial (ASN) di Badan pelatihan dari Kementrian sosial agar memliki 

sertifikat . 
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3.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 

3.2.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja 

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1  Program peningkatan kualitas, produktivitas, serta kompetensi tenaga 
kerja   

Tabel 3.2.1a  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas serta Kompetensi 

Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program peningkatan 
kualitas, produktivitas, 
serta kompetensi 
tenaga kerja  

  
    

4.665,18 4.019,50 86,16% 

    Besaran Tenaga Kerja yang 
Mendapatkan Pelatihan 
Berbasis Kompetensi 

%  80,00  67,70  84,63%  
   

    Persentase tenaga kerja 
peserta pelatihan yang 
mendapatkan kesempatan 
pemagangan, diterima 
bekerja di perusahaan, 
maupun berwirausaha. 

%  50,00  25,30  50,60%  
   

    Besaran Pencari Kerja yang 
terdaftar yang ditempatkan  

%  45,00  23,30  51,78%  
   

  Peningkatan Pelayanan 
Antar Kerja Menuju 
Management ISO 
9001:2015 

 Terlaksananya Peningkatan 
Informasi Pasar Kerja Menuju 
Managemen ISO 9001:2015  

Sertifikasi 1 1 90,90% 44,20 40,18 90,90% 

  Pelatihan  menjahit  Terciptanya tenaga kerja 
dalam bidang menjahit  

Orang 40 40 100,00% 113,35 112,98 99,68% 

  Pelatihan forklift  Terlaksananya Pelatihan 
Forklif  

Orang 40 40 100,00% 240,65 223,45 92,85% 

  Pelatihan komputer  Terlaksananya Pelatihan 
Komputer   

Orang 40 40 100,00% 117,75 117,56 99,84% 

  Pelatihan Alat Berat  Terlaksananya Pelatihan 
Operator Alat Berat  

Orang 20 20 100,00% 117,85 113,36 96,19% 

  Pelatihan Otomotif 
Sepeda Motor 

 Terlaksananya Pelatihan 
Otomotif Sepeda Motor  

Orang 20 20 100,00% 84,95 84,12 99,03% 

  Pelatihan Otomotif Mobil  Terlaksananya Pelatihan 
Otomotif Mobil  

Orang 20 20 100,00% 86,15 85,64 99,40% 

  Pelatihan Menjahit Untuk 
Menunjang P2WKSS 

 Terciptanya Tenaga kerja 
terampil dalam Bidang 
Menjahit Keluarga P2WKSS  

Orang 50 50 100,00% 151,95 150,32 98,93% 

  Pendidikan dan Pelatihan 
Security 

 Tercipta Tenaga Kerja 
Terampil di Bidang Security  

Orang 100 100 100,00% 462,35 357,56 77,33% 

  Pelatihan Pertukangan 
Kayu dan Alumunium 

 Terlaksananya Pelatihan 
Pertukangan Kayu dan 
Alumunium  

Orang 20 20 100,00% 80,65 80,26 99,52% 

  Pelatihan Body Repaers  Terlaksananya Pelatihan 
Body Repairs  

Orang 20 20 100,00% 86,16 85,37 99,08% 

  Pendidikan dan Pelatihan 
Masyarakat dalam Bidang 
Usaha Mandiri 

 Terlaksananya Pendidikan 
dan Pelatihan Masyarakat 
dalam Bidang Usaha Mandiri  

Peserta 96 96 100,00% 192,70 184,95 95,98% 

  Monitoring Lowongan dan 
Penempatan Tenaga 
Kerja 

 Terlaksananya Monitoring 
dan Lowongan Penempatan 
Tenaga Kerja  

Perusahaan 30 30 100,00% 11,65 10,29 88,28% 

  Pelatihan Las Tingkat 
Lanjut (FCAW/GTAW) 

 Terciptanya tenaga kerja 
dalam bidang LAS FCAW  

Orang 20 20 100,00% 178,55 168,73 94,50% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Sosialisasi TKI Ke Luar 
Negeri 

 Terlaksananya Sosialisasi TKI 
Ke Luar Negeri  

Peserta 400 400 100,00% 113,20 111,48 98,48% 

  Pameran Bursa Kerja  Terlaksananya Pameran 
Bursa Kerja  

Event 1 1 96,98% 210,35 203,99 96,98% 

  Pemagangan Lulusan BLK  Terlaksanya kegiatan 
pemagangan lulusan 
pelatihan BLK  

Orang 79 20 25,32% 72,50 17,72 24,44% 

  Pelatihan Las SMAW  Terciptanya tenaga kerja 
dalam bidang LAS SMAW  

Orang 20 20 100,00% 167,83 167,28 99,67% 

  Pengembangan BLK  Terlaksananya Review 
Pengembangan BLK  

Dokumen 1 1 100,00% 1.109,94 866,03 78,02% 

  Pelatihan Kelistrikan  Terlaksananya kegiatan 
pelatihan kelistrikan  

Orang 20 20 100,00% 99,15 94,61 95,42% 

  Pembinaan dan 
Monitoring Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing 

 Terlaksananya Pembinaan 
dan Monitoring Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing  

Perusahaan 30 30 100,00% 17,35 17,35 100,00% 

  Penyuluhan Bimbingan 
Jabatan 

 Terlaksananya Penyuluhan 
Bimbingan Jabatan  

Peserta 135 135 100,00% 25,35 25,35 100,00% 

  Sosialisasi Mekanisme 
Penempatan Tenaga 
Kerja 

Terlaksananya Sosialisasi 
Mekanisme Penempatan 
Tenaga Kerja terhadap bursa 
kerja khusus 

Bursa kerja 
khusus 

10 10 100,00% 10,85 10,35 95,39% 

    Terlaksananya Sosialisasi 
Mekanisme Penempatan 
Tenaga Kerja terhadap 
Perusahaan / Pemberi kerja 

Perusahaan 20 20 100,00% 
   

  Pelatihan Tata Rias 
Pengantin 

 Terciptanya tenaga kerja 
terampil dalam bidang Tata 
rias Pengantin  

Orang 25 25 100,00% 75,35 74,09 98,32% 

  Pelatihan Tata Rias 
Rambut 

 Terciptanya tenaga kerja 
terampil dalam bidang tata 
Rias rambut  

Orang 25 25 100,00% 75,35 74,55 98,94% 

  Pelatihan MC / Public 
Speaking 

 Terciptanya Tenaga Kerja 
Terampil di Bidang MC / 
Publik Speaking  

Orang 20 20 100,00% 65,35 64,90 99,31% 

  Pelatihan Bordir  Terciptanya Tenaga Kerja 
Terampil di Bidang Bordir  

Orang 21 21 100,00% 70,35 69,74 99,13% 

  Pelatihan Sulam Pita  Terciptanya Tenaga Kerja 
Terampil di Bidang SulamPita  

Orang 25 25 100,00% 75,35 74,67 99,09% 

  Pelatihan Welding 
Inspector 

 Terlaksananya Pelatihan 
Welding Inspector BNSP  

Orang 10 10 100,00% 170,00 170,00 100,00% 

  Sertifikasi Kompetensi 
Kerja 

 Terlaksananya Kegiatan 
Sertifikasi Kompetensi Kerja  

Kegiatan 5 1 20,00% 288,00 114,30 39,69% 

  Identifikasi Pengangguran  Terlaksananya Identifikasi 
Angka Pengangguran  

Dokumen 1 1 100,00% 50,00 48,35 96,69% 

Program peningkatan 
kualitas, produktivitas, 
serta kompetensi 
tenaga kerja  (UPTD 
Latihan Kerja)  

  
    

50,00 48,00 96,00% 

  Pemeliharaan Alat dan 
Mesin Las 

 Terlaksananya Pemeliharaan 
Alat dan Mesin Pelatihan Las  

Mesin 8 8 100,00% 50,00 48,00 96,00% 

 

Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas serta Kompetensi Tenaga Kerja 

merupakan program Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dengan tujuan membina dan 

melatih tenaga-tenaga pencari kerja agar berdaya saing dalam memasuki dunia kerja 

serta mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja / Perusahaan. Sasaran dari 

program ini adalah menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan 

berbasis kompetensi dan berwawasan kewirausahaan mandiri serta menempatkan 

ke perusahaan-perusahaan yang berada di cilegon. Pembangunan Program 
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peningkatan kualitas, produktivitas serta kompetensi tenaga kerja dilaksanakan 

melalui pelayanan masyarakat pada bidang pelatihan penempatan ketenagakerjaan. 

Pelatihan penempatan tenaga kerja meliputi pelatihan kerja berbasis kompetensi dan 

berwawasan kewir ausahaan mandiri .  

          Program peningkatan kualitas produktivitas serta kompetensi tenaga kerja 

memiliki indikator pembangunan dimana berdasarkan tabel diatas capaian kinerja 

indikator program sebagai berikut : 

A. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis 

Kompetensi . Indikator ini menunjukan jumlah peserta yang mendapatkan 

pelatihan berbasis kompetensi terhadap jumlah pendaftar pelatihan yang 

mengikuti proses seleksi. Adapun target yang ingin dicapai sebesar 80%, 

sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar 67.7%, hal ini dikarenakan jumlah 

pelatihan tidak sebanding jumlah peserta yang mendaftar dan mengikuti 

seleksi sehingga  kompisisi pelatihan sangat sedikit terutama pelatihan forklift 

dan pelatihan las. Dari data UPTD Latihan kerja pada tahun 2019, total jumlah 

peserta yang mendaftar pelatihan sebanyak 2254 orang, selanjutnya 

mengikuti seleksi sebanyak 901 orang yang terbagi menjadi 2 kriteria 

anggaran yaitu anggaran APBD 499 orang dan anggaran tugas pembantuan 

452.  Sedangkan yang mendapatkan pelatihan sebanyak 610 orang yang 

sumber dananya terdiri dari  APBD dan anggaran tugas pembantuan dari 

pusat. Adapun pelatihan yang sumber dana APBD terbagi dalam 13 kegiatan 

pelatihan dengan jumlah peserta 290 orang sedangkan yang sumber dana nya 

dari tugas pembantuan sebanyak 6 pelatihan dengan peserta sebanyak 320 

orang. 

Dalam mencapai kinerja yang sudah ditetapkan, Indikator di atas didukung 

oleh beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Pelatihan Menjahit  

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan menjahit. Serapan 

anggaran sebesar Rp.98.852.200,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 

100.000.000,-  persentase serapan anggaran 98.85% dengan capaian 

kinerja sebanyak 20 orang dari target kinerja sebanyak 20 orang. Pelatihan 

menjahit bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 

pencari kerja dalam bidang menjahit, agar dapat bersaing di dunia industri 

maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji Kompetensi 

Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri 

mengenai kualitas lulusan BLK. 

2. Pelatihan Forklift 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan forklift. Serapan 

anggaran sebesar Rp.248.178.930,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 
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250.000.000,-  persentase serapan anggaran 99.27% dengan capaian 

kinerja sebanyak 40 orang dari target kinerja sebanyak 40 orang. Pelatihan 

Forklif bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari 

kerja dalam bidang pengoprasian forklif, agar dapat bersaing di dunia 

industri, namun masih perlu ditunjang dengan sertirfikat K3 yang 

dikeluarkan oleh PJK3 dan Surat Ijin Operator yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Tenaga Kerja RI sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

dunia industri dan siap bekerja.  

3. Pelatihan Komputer 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan komputer. Serapan 

anggaran sebesar Rp.297.425.350,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 

300.000.000,-  persentase serapan anggaran 99.14% dengan capaian 

kinerja sebanyak 100 orang dari target kinerja sebanyak 100 orang. 

Pelatihan Komputer bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan 

keterampilan pencari kerja dalam bidang Komputer, agar dapat bersaing di 

dunia industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan 

Uji Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia 

industri mengenai kualitas lulusan BLK. 

4. Pelatihan Alat Berat 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan alat berat. Serapan 

anggaran sebesar Rp.247.665.800,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 

250.000.000,-  persentase serapan anggaran 99.07% dengan capaian 

kinerja sebanyak 40 orang dari target kinerja sebanyak 40 orang.  Pelatihan 

Alat Berat bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 

pencari kerja dalam bidang pengoprasian Alat Berat, agar dapat bersaing di 

dunia industri, namun masih perlu ditunjang dengan sertirfikat K3 yang 

dikeluarkan oleh PJK3 dan Surat Ijin Operator yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Tenaga Kerja RI sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

dunia industri dan siap bekerja 

5. Pelatihan Otomotif Sepeda Motor 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan otomotif sepeda 

motor. Serapan anggaran sebesar Rp.98.875.750,- dari pagu anggaran 

sebesar Rp. 100.000.000,-  persentase serapan anggaran 98.88% dengan 

capaian kinerja sebanyak 20 orang dari target kinerja sebanyak 20 orang. 

Pelatihan Otomotif Sepeda Motor bertujuan untuk meningkatkan keahlian 

dan keterampilan pencari kerja dalam bidang Otomotif Sepeda Motor, agar 

dapat bersaing di dunia industri maupun dunia usaha, namun masih perlu 

ditunjang dengan Uji Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh 
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Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan dunia industri mengenai kualitas lulusan BLK. 

6. Pelatihan Otomotif Mobil 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan otomotif mobil. 

Serapan anggaran sebesar Rp.97.376.510,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 

100.000.000,-  persentase serapan anggaran 76.59% dengan capaian 

kinerja sebanyak 20 orang dari target kinerja sebanyak 20 orang. Pelatihan 

Otomotif Mobil bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 

pencari kerja dalam bidang otomotif mobil, agar dapat bersaing di dunia 

industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji 

Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia 

industri mengenai kualitas lulusan BLK. 

7. Pelatihan Body Repair 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan body repaers. 

Serapan anggaran sebesar Rp.117.640.435,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 

124.000.000,-  persentase serapan anggaran 94.87% dengan capaian 

kinerja sebanyak 20 orang dari target kinerja sebanyak 20 orang. Pelatihan 

Body repaers bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 

pencari kerja dalam bidang body repaers, agar dapat bersaing di dunia 

industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji 

Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia 

industri mengenai kualitas lulusan BLK. 

8. Pelatihan Pertukangan Kayu dan Alumunium 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan Pertukangan Kayu 

dan Alumunium. Serapan anggaran sebesar Rp.114.878.060,- dari pagu 

anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-  persentase serapan anggaran 76.59% 

dengan realisasi kinerja sebanyak 10 orang dari target kinerja sebanyak 20 

orang. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018 Pelatihan pertukangan 

kayu dan alumunium peminatnya berkurang. Pelatihan Pertukangan Kayu 

dan Alumunium bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 

pencari kerja dalam bidang pertukangan, agar dapat bersaing di dunia 

industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji 

Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia 

industri mengenai kualitas lulusan BLK. 

9. Pelatihan Las Smaw 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan las SMAW. Serapan 

anggaran sebesar Rp.316.016.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 
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320.000.000,-  persentase serapan anggaran 98.76% dengan capaian 

kinerja sebanyak 40 orang dari target kinerja sebanyak 40 orang. Pelatihan 

Las SMAW bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 

pencari kerja dalam bidang pengelasan, agar dapat bersaing di dunia 

industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji 

Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia 

industri mengenai kualitas lulusan BLK. 

10. Pelatihan  Las Tingkat Lanjut FCAW 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan las tingkat lanjut. 

Serapan anggaran sebesar Rp.295.318.580,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 

300.000.000,-  persentase serapan anggaran 98.44% dengan capaian 

kinerja sebanyak 40 orang dari target kinerja sebanyak 40 orang. Pelatihan 

Las Tingkat Lanjut bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan 

keterampilan pencari kerja dalam bidang pengelasan las FCAW/GTAW, agar 

dapat bersaing di dunia industri maupun dunia usaha, namun masih perlu 

ditunjang dengan Uji Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan dunia industri mengenai kualitas lulusan BLK. 

11. Pelatihan Kelistrikan 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan kelistrikan . Serapan 

anggaran sebesar Rp.149.732.450,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 

150.000.000,-  persentase serapan anggaran 99.82% dengan capaian 

kinerja sebanyak 20 orang dari target kinerja sebanyak 20 orang. Pelatihan 

kelistrikan bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 

pencari kerja dalam bidang teknik listrik, agar dapat bersaing di dunia 

industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji 

Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia 

industri mengenai kualitas lulusan BLK. 

12. Pelatihan Welding Inspector 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan welding inspector, 

persentase serapan anggaran sebesar 100% dari pagu sebesar Rp. 

170.000.000, untuk capaian kinerja pun sepenuhnya terlaksana dengan 

jumlah peserta sebanyak 10 orang sesuai dengan target kinerja kegiatan 

tersebut. 

13. Sertifikasi Kompetensi Kerja 

Pada kegiatan sertifikasi kompetensi kerja merupakah kegiatan untuk 

memberikan  legalitas dalam bentuk sertifikat kepada para pekerja 

sehingga mempunyai kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan. 
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Untuk capaian kinerja kegiatan ini terealisasi  20% dan capaian anggaran 

sebesar Rp. 39.69% dari target kinerja yang diharapkan sebesar 100%. 

Pada kegiatan ini mempunyai 5 output kegiatan  yaitu sertifikasi 

Kemenaker (forklift) sebanyak 40 orang dari target sebesar 40 orang. Untuk 

sertifkasi BNSP (bidang las, otomotif sepeda motor, kelistrikan dan 

komputer) tidak terealisasi dikarenakan jumlah peserta kurang dari kuota 

sebanyak 64 orang, hal ini dikarenakan pendaftar hanya sebanyak 20 orang 

dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang sertifikasi kompetensi 

keahlian, sertifikasi ini merupakan modal yang  harus dimiliki calon pekerja. 

sehingga pendaftar yang masuk belum bisa memenuhi kuota standar 

minimum peserta dalam  kegiatan sertifikasi kompetensi kerja. 

Kegiatan sertifikasi kompetensi kerja bertujuan untuk mensertifikasi dan 

melisensi pencari kerja / peserta dan alumni pelatihan forklift BLK yang 

sudah dibekali kompetensi kerja diuji secara terukur (kompeten atau belum 

kompeten) pada tahun 2019 kegiatan sertifikasi kompetensi kerja untuk 

sertifikasi lisensi kemenaker pelatihan forklift serapan anggarannya 

sebesar Rp. 114.300.000 dari target anggaran Rp. 288.000.000,- dengan 

prosentase capaian 39.69%, Pengadaan sarana workshop 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan alat/mesin 

pelatihan. Serapan anggaran sebesar Rp.788.810.000 ,- dari pagu anggaran 

sebesar Rp. 820.000.000,-  persentase serapan anggaran 96.19%. 

Pengadaan sarana workshop bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

pelatihan pada UPTD BLK, walaupun masih banyak kekurangan. 

14. Pengembangan BLK 

Kegiatan Pengembangan BLK memiliki beberapa output yaitu: 

- Terlaksananya Review (DED) Pengembangan BLK, dengan target 1 

Dokumen 

- Terlaksananya Renovasi Musholla BLK, dengan target 1 Gedung 

- Terlaksananya Pemasangan Paving Blok Jalan BLK, dengan target 1 Jalan 

- Terlaksananya Pembangunan hanggar alat berat, dengan target 1 

Bangunan 

- Terlaksananya Pembangunan Gapura dengan target 1 bangunan 

- Terlaksananya Pembangunan Pagar Depan dengan target 1 Bangunan  

Serapan anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 866.031.060 dari pagu 

anggaran sebesar Rp. 1.109.944.000 dengan persentase capaian sebesar 

78.02%, hal ini dikarenakan pembangunan pagar depan tidak dapat 

dilaksanakan mengingat efektif waktu penganggaran APBDP hanya 1,5 

bulan dengan anggaran Rp. 172.314.000, sedangkan lama pekerjaan 

pembangunan pagar memerlukan waktu 2 bulan. Selain itu untuk kegiatan 

pemasangan paving blok adanya penawaran yang jauh lebih rendah dari 



 

  

   

249 

pagu yang ada dalam DPA, akan tetapi memiliki  kualitas yang sama 

sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 40.370.000 dari pagu 

anggaran sebesar Rp. 402.065.000 . 

 

B. Indikator Persentase tenaga kerja peserta pelatihan yang mendapatkan 

kesempatan pemagangan, diterima bekerja di perusahaan, maupun 

berwirausaha  dengan target 50% dengan realisasi tahun 2019 sebesar 25.3% 

sehingga capaian kinerjanya 50,6%, hal ini dikarenakan dari target 79 peserta 

pelatihan yang akan dimagangkan hanya 20 orang yang mendapatkan 

kesempatan pemagangan di 7 perusahaan, hal tersebut dikarenakan masih 

kurang responsifnya perusahaan terhadap peserta magang serta adanya 

peserta pemagangan yang menolak / belum siap untuk dimagangkan bekerja 

di perusahaan tertentu yang sudah dipilihkan. 

Dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan, Indikator persentase 

tenaga peserta pelatihan yang mendapatkan kesempatan pemagangan bekerja 

di perusahaan maupun berwirausaha,  didukung oleh kegiatan-kegiatan antara 

lain:  

1. Kegiatan Pelatihan Menjahit untuk menunjang (P2WKSS) 

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Menjahit 

untuk menunjang P2WKSS dengan peserta 30 orang. Adapun serapan 

anggaran sebesar Rp. 150.318.000,- dari target 151.950.000,- persentase 

capaian anggaran sebesar 98.93%. 

2. Kegiatan Pelatihan Security 

Pemerintah kota cilegon melalui dinas tenaga kerja melakukan kegiatan 

pelatihan security dalam meningkatkan keahlian keamanan yang 

dikerjasamakan dengan Polda Banten memiliki target kinerja sebanyak 100 

orang dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 orang, sedangkan untuk 

capaian anggaran sebesar Rp. 357.556.000,- dari pagu sebesar Rp. 

462.350.000,- sedangkan realisasinya 77.33%, adapun  dalam pelaksanaan 

kegiatan ini mengingat waktu pelaksanaan kegiatan pada bulan November 

dan Desember 2019 hanya dilaksanakan selama 12 hari setiap angkatan 

dari 18 hari yang ditentukan, sehingga ada belanja makanan dan minuman 

pelaksanaan kegiatan yang tidak terserap.  

3. Kegiatan Pemagangan Lulusan BLK 

Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan pemagangan 

Lulusan Pelatihan BLK dengan target peserta yang magang di perusahaan 

sebanyak 79 orang. Adapun serapan anggaran kegiatan ini Rp. 17.719.000,- 

dari target anggaran Rp. 72.500.000,- Persentase anggaran tercapai 

24.44%, hal ini dikarenakan realisasi dari target peserta pelatihan yang 
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dimagangkan hanya 20 orang dari target 79 orang yang dimagangkan, hal 

tersebut dikarenakan masih kurang responsifnya perusahaan terhadap 

peserta magang, serta kualifikasi dari peserta magang yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan untuk belanja uang saku peserta 

sebanyak 59 orang tidak terserap. 

4. Kegiatan Sosialisasi TKI ke Luar Negeri  

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi TKI Ke 

Luar Negeri dengan target kinerja 210 peserta. Adapun serapan anggaran 

sebesar Rp. 111.480.000,- dari Rp. 113.200.000,-  persentase capaian 

anggaran 98.48%. 

5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Dalam Bidang Usaha 

Mandiri  

Output dari Kegiatan ini adalah  Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan Masyarakat Dalam Bidang Usaha Mandiri terhadap 96 peserta . 

Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 184.950.000 dari target anggaran Rp. 

192.700.000,- persentase capaian anggaran 95.98% . Dari Kegiatan ini 

diharapkan dapat meningkatkan calon wirausaha baru 

6. Kegiatan Identifikasi Pengangguran 

Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Identifikasi angka 

pengangguran sehingga didapatkan rekomendasi dan laporan hasil 

identifikasi pengangguran sebagai acuan untuk pengurangan angka 

pengangguran. Adapun serapan anggaran dari kegiatan ini Rp. 48.347.466, 

dari pagu Rp. 50.000.000 dengan presentase 96.69% 

7. Kegiatan Pelatihan Tata Rias Pengantin  

Output dari Kegiatan ini adalah  Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tata Rias 

pengantin dengan target kinerja tercapai sepenuhnya 25 peserta. Adapun 

serapan anggarannya Rp. 74.087.500 dari pagu sebesar Rp. 75.350.000 

dengan persentase capaian anggaran  98.32% 

8. Kegiatan Pelatihan Tata Rias Rambut 

Output dari Kegiatan ini adalah  Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tata Rias 

Rambut dengan peserta 25 orang. Adapun serapan anggarannya Rp. 

74.550.500 dari pagu sebesar Rp. 75.350.000 dengan persentase capaian 

anggaran  98.94% 

9. Kegiatan Pelatihan Bordir 

Output dari Kegiatan ini adalah  Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Bordir 

dengan jumlah  peserta 21 orang. Adapun serapan anggarannya Rp. 

69.735.800 dari pagu sebesar Rp. 70.350.000 dengan persentase capaian 

anggaran  99.13% 
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10. Kegiatan Pelatihan Sulam Pita 

Output dari Kegiatan ini adalah  Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Sulam 

Pita dengan target kinerja sepenuhnya tercapai 25 orang peserta. Adapun 

serapan anggarannya Rp. 74.666.250 dari pagu sebesar Rp. 70.350.000 

dengan persentase capaian anggaran  99.09% 

11. Kegiatan Pelatihan MC/Public Speaking 

Output dari Kegiatan ini adalah  Terlaksananya Kegiatan Pelatihan 

Mc/Public Speaking dengan target kinerja sepenuhnya tercapai 20 peserta. 

Adapun serapan anggarannya Rp. 64.897.000 dari pagu sebesar Rp. 

65.350.000 dengan persentase capaian anggaran  99.31% 

 

C. Indikator Besaran pencari kerja yang ditempatkan  pada tahun 2019 dari 

data pencari kerja yang terdaftar sebanyak 9735 orang yang ditempatkan 

sebanyak 2301 di 102 perusahaan. Dari data tersebut diperoleh realisasi 

kinerja nya sebesar 23.6% dari target yang ditetapkan 45%, sehingga capaian 

kinerjanya 52%. Tidak tercapainya realisasi kinerja tersebut disebabkan 

peningkatan jumlah pencari kerja yang terus meningkat sedangkan jumlah 

kesempatan kerja yang terbatas, serta masih adanya perusahaan-perusahaan 

yang tidak melaporkan lowongan kerja maupun penempatannya. 

Untuk mencapai Indikator tersebut dibuatlah program kegiatan diantaranya:  

1. Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja 

Output dari kegiatan ini Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme Penempatan 

Tenaga Kerja sebanyak 20 perusahaan dan 10 Bursa kerja khusus. Adapun 

serapan anggaran sebesar Rp. 10.3540.000 dari target Rp. 10.850.000 

Dengan pesentase capaian anggaran sebesar 95.39%. Dari kegiatan ini 

diharapkan semua perusahaan dan bursa kerja khusus (BKK) memahami 

dan menjalankan mekanisme penempatan tenaga kerja sesuai peraturan 

yangberlaku / ada. Agar dapat membantu pemerintah dalam hal 

pengurangan pengangguran.  

2. Kegiatan Monitoring lowongan dan penempatan tenaga kerja 

Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring lowongan kerja 

dan penempatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan sebanyak 30 

perusahaan. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 10.285.000,- dari target 

Rp. 11.650.000,- dengan persentase capaian anggaran 88.28%. Dari 

kegiatan tersebut juga diperoleh data lowongan kerja sebanyak 2123 dan 

penempatan tenaga kerja sebanyak 2301 orang. Dari data penempatan 

tersebut di peroleh pesrsentase sebesar 23.6% itu merupakan 

perbandingan antara jumlah penempatan 2301 orang terhadap pencari 

kerja yang terdaftar sebanyak 9735. 
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3. Kegiatan Pameran Bursa Kerja 

Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Pameran Bursa 

Kerja sebanyak 1 Event. Adapun serapan  anggaran sebesar Rp. 

203.990.000,- dari Rp. 210.350.000,- persentase capaian anggaran 96.98%.  

Dalam kegiatan tesebut ada 40 perusahaan yang mengikuti pameran bursa 

kerja, dengan jumlah lowongan sebanyak 1013 lowongan. Berdasarkan 

hasil evaluasi bahwa kegiatan pameran Bursa Kerja ini tidak terlalu efektif 

untuk penyerapan pencari kerja kota cilegon, karena kegiatan ini bersifat 

terbuka untuk pencari kerja seluruh indonesia. Oleh karenanya kegiatan ini 

kita rubah konsepnya yaitu pameran bursa kerja mini yaitu memfasilitasi 

perusahaan-perusahaan untuk melakukan rekrut di Dinas Tenaga Kerja 

Kota Cilegon. 

4. Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Penyuluhan 

Bimbingan Jabatan sebanyak 135 peserta dari 3 sekolah. Adapun serapan 

anggaran sebesar Rp. 25.350.000 dari target sebesar Rp. 25.350.000. Dalam 

kegiatan dijelaskan kepada siswa-siswi sekolah yang merupakan calon 

pencari kerja tentang jabatan-jabatan yang ada di perusahaan. Dan juga 

dijelaskan tentang kesempatan kerja / lowongan kerja yang ada di 

perusahaan di kota cilegon. Agar para calon pencari kerja ini mengetahui 

peluang kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan Kota Cilegon dan juga 

untuk memperiapkan diri memasuki dunia kerja. 

5. Monitoring dan Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Monitoring dan 

Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Adapun serapan anggaran 

sebesar Rp. 17.350.000 dari target sebesar Rp. 17.350.000 persentase 

capaian anggaran 100% Dari kegiatan ada sebanyak 30 perusahaan 

pengguna TKA yang kita monitoring dan kita lakukan pembinan. Dari 

kegiatan ini diperoleh data jumlah Tenaga Kerja Asing yang terdaftar di 

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sebanyak 1246 TKA. Dari kegiatan ini 

diharapkan agar perusahaan pengguna TKA dalam hal penggunaan TKA 

sesuai dengan aturan. 

6. Kegiatan Peningkatan Informasi Pasar kerja Menuju Manajemen ISO 

9001:2015 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Peningkatan 

Informasi Pasar Kerja Menuju Manajemen ISO 9001:2015 sebanyak 1 

kegiatan/sertifikasi ISO. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 

40.180.000,- dari target Rp. 44.200.000,- dengan persentase capaian 

anggaran 90.90%. Dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan 
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standar pelayanan atar kerja dalam hal melayani pencari kerja maupun 

persahaan yang mengacu kepada berstandar manajemen ISO 9001:2015. 

 

Diharapkan dengan adanya program kegiatan tersebut di atas, secara 

keseluruhan dapat mempengaruhi besaran jumlah pencari kerja yang dapat terserap 

atau ditempatkan di perusahaan sehingga dapat memenuhi capaian kinerja yang 

ditargetkan. 

 

A.2 Program peningkatan hubungan industrial  

Tabel 3.2.1b  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Hubungan Industrial  

Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program peningkatan 
hubungan industrial  

  
    

979,68 706,67 72,13% 

    Besaran Kasus yang 
diselesaikan dengan Perjanjian 
Bersama (PB) 

%  70,00  88,00  125,71%  
   

    Cakupan tenaga kerja yang 
memiliki jaminan sosial 
ketenagakerjaan dan kesehatan 

%  60,00  77,90  129,83%  
   

    Proporsi perusahaan yg telah 
memiliki Sarana Hubungan 
Industrial   

%  12,00  21,80  181,67%  
   

  Pembinaan Persyaratan 
Kerja 

 Terlaksananya Pembinaan 
Persyaratan Kerja  

Kegiatan 1 - 0,00% 52,20 0,00 0,00% 

  Perumusan Kebijakan 
Ketenagakerjaan 

 Terlaksananya Perumusan 
kebijakan ketenagakerjaan  

Kegiatan 1 - 0,00% 50,00 0,00 0,00% 

  Sosialisasi Upah Kerja  Terlaksananya kegiatan 
sosialisasi upah kerja  

Kegiatan 1 1 100,00% 36,33 36,33 100,00% 

  Perlindungan Hak-Hak 
Tenaga Kerja Dalam 
Berserikat dan Berkumpul 

 Terlakssananya kegiatan 
pembinaan tentang hak-hak 
tenaga kerja dalam berserikat 
dan berkumpul  

Orang 4.000 4.000 100,00% 322,32 271,29 84,17% 

  Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial 

 Terlaksananya Kegiatan 
Penyelesaian Perselisihan  

Peserta 150 - 0,00% 104,48 0,00 0,00% 

  Perumusan UMK dan 
UMSK 

 Terumuskannya Rekomendasi 
UMK dan UMSK  

Kegiatan 1 1 100,00% 364,36 351,53 96,48% 

  Penanganan Demo/Unjuk 
Rasa 

 Terlaksananya Pengamanan 
Demo / Unjuk Rasa  

Kegiatan 1 1 100,00% 50,00 47,52 95,04% 

 

Hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan 

yang harmonis antara pengusaha, karyawan dan  pemerintah, sehingga tercapai 

ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Sasaran Pelayanan pembangunan 

yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon kepada dunia usaha/industri yang sedang 

memiliki konflik dengan pekerja.  Bentuk peranan pemerintah dalam hubungan 

industrial yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan 

pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-

undang ketenagakerjaan yang berlaku.  
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Untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan perselisihan Hubungan 

Industrial dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan 

antara pekerja dan perusahaan, maka Bidang Hubungan Industrial perlu adanya 

langkah-langkah antisipasi yang meliputi Pembinaan dasn sosialisasi mengenai 

peraturan perundang-undangan, memberdayakan pekerja serikat pekerja, 

mensosialisasikan pembentukan dan pembinaan LKS Bipartit, Memberdayakan peran 

LKS Tripartit, mengoptimalkan fungsi Dewan pengupahan kota, dan mengupayakan 

agar semua tenaga kerja mengikuti program jamsostek serta mengupayakan agar 

perusahaan yang mempekerjakan 10 orang wajib memilki peraturan perusaaan dan 

memiliki SP/SB agar membuat Perjanjian kerja bersama antara perusahan dengan 

pekerja. 

Keberhasilan pembangunan pada program Hubungan Industrial melalui tiga 

indikator, adapun penjelasan dari tabel diatas sebagai berikut : 

A.  Indikator Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian 

Bersama (PB)  dicapai sebesar 88% dari target sebesar 70%, tingginya 

capaian didasarkan dari 50 kasus yang tercatat, 44 kasus sudah diselesaikan, 

serta bertambahnya sumber daya manusia atau mediator hubungan 

industrial yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, karena pada tahun sebelumnya pertugas mediator sebanyak 1 

orang yang menjadi 3 orang pada tahun 2019.  

B. Capaian Indikator Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial 

ketenagakerjaan dan kesehatan  sebesar 77,90% dari target sebesar 60%, 

tinggi capaian ini di dasarkan atas tingginya perusahaan yang mendaftarkan 

buruh / pekerja sebagai anggota BPJS.  Data Keanggotan BPJS pekerja sampai 

dengan tahun 2019 sebanyak 70.207 orang yang tersebar di 1866 

perusahaan dan 1291 perusahaan yang melakukan wajib lapor 

ketenagakerjaan, sedangkan untuk jumla buruh yang tercatat pada tahun 

2019 sebanyak 90.166 orang, sehingga ada 19.959 orang yang belum 

memiliki BPJS Ketenagakerjaan. 

C. Indikator Proporsi perusahaan yang memiliki sarana hubunga n 

industrial   

Untuk pencapaian indikator proporsi perusahaan yang memiliki sarana 

hubungan industrial dari target yang direncanakan dalam RPJMD 12% atau 

155 perusahaan memiliki tingkat realisasi kinerja sebesar  21.8% atau 281 

perusahaan, faktor yang mendorong capaian ini melebihi target dikarenakan 

meningkatnya frekuensi pembinaan persyaratan kerja ke perusahaan-

perusahaan di Kota Cilegon sehingga perusahaan-perusahaan tersebut sadar 

dan paham akan pentinggnya memiliki sarana hubungan industrial. 



 

  

   

255 

Pada tahun 2019 Program Peningkatan Hubungan Industrial prosentase rata-

rata serapan belanjanya 56.67%, hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang 

tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: 

- Kegiatan Pembinaan Persyaratan Kerja dan Perumusan Kebijakan 

Ketenagakerjaan, output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan 

persyaratan kerja dengan tujuan meningkatnya jumlah sarana hubungan 

industrial yang dimiliki oleh perusahaan di kota cilegon,  adapun kegiatan yang 

dialokasikan APBD sebesar 52.200.000 dengan tingkat capaian realisasi 0%,- 

kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan  sudah terbentuknya Forum HRD di 

50 perusahaan sehingga memudahkan dalam berkomunikasi efektif dengan 

perusahaan dan kesadaran perusahaan dalam melakukan kewajibannya. 

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan, hasil dari kegiatan ini adalah 

memberikan Pertimbangan, Saran dan Pendapat kepada Walikota dan Pihak 

terkait dalam Penyusunan Kebijakan dan Pemecahan Masalah Ketenagakerjaan di 

Wilayah Kota Cilegon, kegiatan ini dianggarkan APBD sebesar Rp. 52.200.000,- 

dengan tingkat capaian anggaran 0%,- adapun kegiatan ini tidak dilaksanakan 

karena telah dilakukan saran pertimbangan pendapat kepada walikota cilegon 

pada rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kota Cilegon dalam 

kegiatan Perumusan UMK-UMSK sehingga anggaran dapat diefisiensi. 

- Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, output dari kegiatan ini 

adalah Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, 

kegiatan ini dibiayai APBD sebesar Rp. 104.480.000, dengan tingkat realisasi 

capaian sebesar 0%,-  adapun target pada kegiatan ini terselenggaranya sosialisasi 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 150 orang . Dengan 

berjalannya waktu kegiatan ini tidak dilaksanakan, karena berdasarkan hasil 

analisa kegiatan ini dapat dilaksanakan secara maksimal melalui pendekatan 

kepada perusahaan-perusahaan secara langsung dan lebih mengefektifkan dalam 

menyerap aspirasi perusahaan dan pekerja secara langsung, dimana terbukti  

penyelesaian perselisihan tahun 2018 yang semula 82%  menjadi 88% di Tahun 

2019. 

Adapun kegiatan-kegiatan di Bidang Hubungan Industrial yang telah tercapai baik 

kinerja maupun serapan anggarannya adalah 

1. Kegiatan Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Dalam Berserikat dan Berkumpul 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Perlindungan Hak-hak 

Tenaga Kerja Dalam Berserikat dan Berkumpul sebanyak 1 Kegiatan. Adapun 

anggaran yang diserap sebesar Rp. 276.665.000,- dari target Rp. 287.715.000,- dan 

capaian serapan anggaran sebesar 84.17%. Dari Realisasi Kegiatan tersebut telah 

dilaksanakan Perayaan Mayday dalam rangka mengisi Hari Buruh di Pemkot 
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Cilegon, agar kerumunan masssa dari pekerja/buruh terpusat di satu titik sehingga 

ketertiban dan keamanan di kota cilegon dapat terjaga. 

2. Kegiatan Sosialisasi Upah Kerja 

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Upah kerja dengan target 

130 orang perwakilan dari perusahaan  di Kota Cilegon. Adapun serapan anggaran 

sebesar Rp. 58.125.000,- dari target Rp. 60.000.000,- dengan capaian anggaran 

sebesar 97%.  

3. Kegiatan Perumusan Usulan UMK-UMSK  

Output dari kegiatan ini adalah perumusahan kebijakan dan perlindungan 

pengupahan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 

2015 tentang pengupahan. Permenaker nomor 15 tahun 2018 tentang upah 

minimun. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 311.135.000,- dari target Rp. 

325.005.000 dengan capaian anggaran sebesar 96%, Keberhasilan ini disebabkan 

karena Dinas Tenaga Kerja sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan monitoring 

pengupahan ke beberapa perusahaan dan negoisasi yang intensif antara serikat 

dengan perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah, selain itu Dinas Tenaga Kerja 

dan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Kota Cilegon melakukan kunjungan ke 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya dalam hal observasi UMK-

UMSK, dari ke 3 upaya ini maka kegiatan perumusan UMK-UMSK dapat disepakati 

yang kemudian direkomendasikan kepada Gubernur Propinsi Banten untuk 

ditetapkan. 

4. Kegiatan Penanganan Demo/Unjuk Rasa 

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penanganan demo dan unjuk rasa, 

adapun serapan anggaran dari kegiatan ini adalah Rp, 47.520.000 dari target 

anggaran Rp. 50.000.000,- Dari realisasi kegiatan tersebut telah dilaksanakan 

penyelesaian / penanganan demo / unjuk rasa baik dari instansi pemerintah Kota 

Cilegon  (Disnaker Cilegon dan Pol PP) serta kepolisian sehingga terciptanya 

ketertiban dan keamanan dalam setiap aksi demo/unjuk rasa. 

 

A.3  Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (Dinas Tenaga Kerja)  
Tabel 3.2.1c  

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 
Tahun Anggaran 2019 (Dinas Tenaga Kerja) 

Program / 
Kegiatan 

Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja  Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

      
    

 
   

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (DINAS TENAGA KERJA)  
  

 3.357,18 3.081,20 91,78% 

    Persentase ketersediaan data dan informasi 
sektoral 

%  95,00  77,70  81,79%   
   

    Persentase sarana dan prasarana 
perkantoran dalam kondisi baik 

%  95,00  56,00  58,95%   
   

    Tingkat disiplin aparatur %  95,00  95,00  100,00%   
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Program / 
Kegiatan 

Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja  Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

    Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan 
cash budget (anggaran kas) 

%  85,00  85,75  100,88%   
   

 

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1 Permasalahan  

1.  Belum sebanding antara minat masyarakat yang mengikuti pelatihan  dengan 

kuota peserta pelatihan yang ada, serta masih minim sarana prasarana 

workshop BLK. 

2.  Belum adanya analisa kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 

industri, sehingga kurangnya penyerapan lulusan blk di industri. 

3.  Masih minimnya jumlah SDM dalam memberikan pelayanan perselisihan 

antara pekerja dan perusahaan yang saat ini hanya memiliki 3 mediator untuk 

memberikan pelayanan ke 1.291 perusahaan yang ada di kota cilegon.  

4.  Masih minimnya sertifikasi ketenagakerjaan keahlian 

 

B.2 Solusi 

1.  Dalam menyusun anggaran mendatang, anggaran akan di prioritaskan untuk 

peningkatan kualitas/kuantitas sarana prasarana atau infrastruktur pelatihan 

yang sesuai dengan standar lembaga pendidikan pelatihan 

2.  Perlu dilakukan analisa kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 

industri.  

3.  Menambah jumlah SDM sehinngga dapat mendukung terciptanya pembinaan 

dan pelayanan ketenagakerjaan yang optimal ke 1.291 perusahaan 

4.  Melakukan kegiatan sertifikasi keahlian bagi para pekerja 
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3.2.2 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1 Program Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 
Dan Anak (DP3AKB) 

Tabel 3.2.2a 
Target dan Realisasi Program Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap 

Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Pencegahan 
Dan Penanganan 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan Dan Anak  

  
    

1.624,90 1.557,09 95,83% 

    Cakupan Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan yang 
Mendapatkan Penanganan, 
Pengaduan oleh Petugas 
Terlatih di dalam Unit 
Pelayanan Terpadu 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Cakupan Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan yang 
Mendapatkan Layanan 
Kesehatan oleh Tenaga 
Kesehatan Terlatih di 
Puskesmas Mampu 
Tatalaksanan KTP/A dan 
PPT/PKT di Rumah Sakit 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Cakupan Layanan Rehabilitasi 
Sosial yang diberikan oleh 
Petugas Rehabilitasi Sosial 
Terlatih bagi Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan di 
dalam Unit Pelayanan Terpadu 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Cakupan  Penegakan Hukum 
dari Tingkat Penyidikan sampai 
dengan Putusan Pengadilan 
atas Kasus-Kasus Kekerasan 
terhadap Perempuan dan Anak 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Cakupan Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan yang 
Mendapatkan Layanan Bantuan 
Hukum 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Cakupan Layanan Reintegrasi 
Sosial bagi Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Cakupan Korban KDRT yang 
Mendapatkan Fasilitras 
Pemberdayaan 

%  80,00  1,95  2,44%  
   

    Cakupan Penanganan Kasus 
KDRT 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Persentase ketersediaan 
elemen pendukung kota layak 
anak 

%  40,00  40,00  100,00%  
   

  Perlindungan Anak 
Terpadu Berbasis 
Masyarakat 

 Terlaksananya Rakor, 
Workshop PATBM  

Orang 50 50 100,00% 80,00 79,94 99,93% 

  Penguatan 
Kelembagaan P3KC 

 Terlaksananya Rubrik 
Konsultasi keluarga, iklan 
layanan masyarakat, bintek 
penanganan korban kekerasan, 
pendampingan dan home visit 

Bulan 12 12 100,00% 452,00 450,36 99,64% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

terhadap korban kekerasan, 
Terlaksananya kaji Banding 
UPT. PPA  

  Peringatan Hari Anak 
Nasional 

 Terlaksananya Peringatan Hari 
Anak Tingkat Kota Cilegon  

Orang 600 600 100,00% 100,00 99,68 99,68% 

  pengembangan Kota 
Layak Anak 

 Terlaksananya Rapat Gugus 
Tugas KLA  dan Terbentuknya 
Forum Anak Tingkat kelurahan  

Kegiatan 4 4 100,00% 293,70 291,32 99,19% 

  Peningkatan 
Perlindungan 
Perempuan 

 Terlaksananya Workshop 
PKDRT  

Orang 50 50 100,00% 100,00 97,56 97,56% 

  Pembinaan dan 
Perlindungan Khusus 
Anak 

 Terlaksananya Destinasi 
Wisata Anak Berkebutuhan 
Khusus  

Orang 75 75 100,00% 75,00 73,76 98,34% 

  Pelayanan kesehatan 
bagi korban kekerasan 

 Terlaksananya Pelayanan 
Kesehatan Bagi Korban 
Kekerasan  

Kasus 85 6 7,05% 50,00 0,86 1,72% 

  Pembinaan dan aplikasi 
KLA 

 Terealisasinya aplikasi KLA   Aplikasi 
KLA 

1 1 100,00% 75,00 70,40 93,86% 

  Peningkatan forum 
anak 

 Terpilihnya duta anak  kegaiatan 1 1 100,00% 50,00 49,88 99,76% 

  Regulasi KLA  Terbitnya Perda KLA  kegiatan 1 1 100,00% 100,00 97,49 97,49% 

  Peringatan Hari Anak 
Disabilitas 

 Terselenggaranya Peringatan 
Hari Disabilitas Tingkat Kota 
Cilegon  

kegiatan 1 1 97,22% 100,00 97,22 97,22% 

  Peningkatan 
Perlindungan Pekerja 
Perempuan 

 Meningkatnya Pemahaman 
tentang pentingnya Rumah 
Perlindungan Pekerja 
Perempuan di Kawasan Industri  

% 70 70 100,00% 75,00 74,47 99,30% 

  Perlindungan 
Perempuan dan Anak 
dari Perdagangan 
Orang 

 Terdokumentasinya Rencana 
Aksi Daerah (RAD) Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO)  

Dokumen 1 1 100,00% 74,20 74,15 99,93% 

Program Pencegahan 
dan Penanganan 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak  
(UPT Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak)  

  
    

35,00 34,35 98,14% 

  Pencegahan dan 
penanganan kekerasan 
terhadap perempuan 
dan anak ( UPT PPA ) 

 Terlaksananya  Kegiatan 
Pelayanan Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan  

orang 70 70 100,00% 35,00 34,35 98,14% 

 

Pada Program  Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan 
dan Anak  terdapat 9 (Sembilan) indikator program yaitu :  
 

a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan 

penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan 

terpadu  

Pada tahun 2019 Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit 

pelayanan terpadu sebanyak 153 pelaporan terhadap Jumlah laporan/pengaduan 

yang masuk ke unit pelayanan terpadu sebanyak 153 Pelaporan, sehingga capaian 

Indikator kinerja sebesar 100% Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan 

yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit 

pelayanan terpadu. 
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Berikut adalah data sebaran jumlah pelapor berdasarkan domisili per kecamatan 

dan luar wilayah : 

 

DATA PELAPOR KEKERASAN PER KECAMATAN 

KECAMATAN JUMLAH PEREMPUAN LAKI-LAKI ANAK 

CIBEBER 16 8 0 8 

JOMBANG 38 19 2 17 

CILEGON 17 10 2 5 

CITANGKIL 21 14 1 6 

CIWANDAN 4 3 0 1 

PURWAKARTA 10 5 1 4 

GROGOL 15 8 2 5 

PULOMERAK 12 5 4 3 

LUAR WILAYAH 20 7 3 10 

TOTAL 153 79 15 59 
 

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya dukungan melalui kegiatan pelayanan 

pendampingan dan Home Visite, sehingga sangat membantu dalam mendampingi dan 

menjangkau korban kekerasan perempuan dan anak, dilaksanakannya pelayanan 

pendampingan psikologis oleh tenaga ahli psikolog setiap hari kerja dan 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).  

b. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan 

Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu 

Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit  

Pada tahun 2019 Jumlah korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 

(KTP/A) yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di 

Puskesmas pada kurun waktu tertentu sebanyak 28 kasus terhadap Jumlah 

seluruh korban KTP/A  sebanyak 28 kasus. Adapun penanganannya sebagai 

berikut : yang datang ke Puskesmas sebanyak 23 pelayanan Visum et repertum di 

RSUD dan RSKM, dan 5 klien dengan rujukan kesehatan jiwa yaitu 2 dirujuk ke RS 

Soeharto Heerdjan, dan 3 konsultasi dengan psikiater, sehingga capaian realisasi 

100 %.  
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Berikut adalah tampilan data dalam grafik: 

 

 

Adapun kegiatan yang mendukung dalam capaian indicator antaralain: 

Dilaksanakannya kegiatan pelayanan pendampingan dan home visite, sehingga 

sangat membantu dalam mendampingi dan menjangkau korban kekerasan 

perempuan dan anak, Dilaksanakannya pelayanan pendampingan psikologis oleh 

tenaga ahli psikolog setiap hari kerja dan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban 

Kekerasan 

c. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi 

social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam un it 

pelayanan terpadu  

Pada tahun 2019 Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan 

rehabilitasi  sosial sebanyak 153 orang . Jumlah korban kekerasan yang 

membutuhkan rehabilitasi  sosial sebanyak 153 orang, maka capaian realisasi 100 

% dari target yang ditetapkan adalah 100 %.  

Faktor keberhasilan dari indikator ini didukung melalui kegiatan Pencegahan 

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPT PPA) 

d. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan 

pengadilan atas kasus -kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak  

Pada tahun 2019 Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar 

perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan 

anak sebanyak  23 kasus terhadap Jumlah perkara kekerasan terhadap 

perempuan dan anak yang disidangkan 23 kasus maka capaian realisasi 100 % 

dari target yang ditetapkan adalah 100 %. 

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya dukungan melalui  kegiatan 

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPT 

PPA),  Peningkatan Perlindungan Perempuan, Pembinaan dan Perlindungan 

Khusus Anak dan Penguatan kelembagaan P3KC. 
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e. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan 

layanan bantuan h ukum  

Pada tahun 2019 Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum 

sebanyak 23 orang terhadap Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum 

sebanyak 23 orang maka capaian realisasi 100 % dari target yang ditetapkan 

adalah 100 %. 

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya kegiatan Penguatan Kelembagaan 

P3KC dan Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 

(UPT PPA). 

f. Cakupan Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan  

Pada tahun 2019 Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan reintegrasi sosial 

adalah 153 orang dan korban kekerasan yang telah dipersatukan kembali ke 

keluarga adalah 153 orang, maka capaian realisasi 100 % dari target yang 

ditetapkan adalah 100%. 

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya dukungan melalui kegiatan 

Penguatan Kelembagaan P3KC, Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak (UPT PPA) dan Peningkatan Perlindungan Pekerja 

Perempuan. 

g. Cakupan Korban KDRT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaa n 

Pada tahun 2019 jumlah korban KDRT 154 orang terhadap jumlah yang 

mendapatkan fasilitas pemberdayaan sebanyak 3 orang Maka capaian sebesar 

1.95 % tari target 80% sehingga capaian indikator ini sebesar 2,44% adapun 

indikator ini tidak mencapai target dikarenakan ada kesalahan dalam 

perencanaan bantuan dari Provinsi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Capaian indicator ini dukungan oleh provinsi berupa pelatihan tata boga serta 

penyertaan bantuan alat ɀ alat kebutuhan tata boga. 

h. Cakupan Penanganan Kasus KDRT 

Pada tahun 2019  jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melapor ke  

unit pelayanan terpadu sebanyak 154 orang terhadap jumlah Kasus kekerasan 

dalam rumah tangga yang ditangani sebanyak 154 orang  maka dapat 

direalisasikan 100% dari target yang ditetapkan 100%.  
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Berikut adalah grafik kasus kekerasan dalam KDRT tahun 2019 di Kota Cilegon: 

 

 

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya dukungan melalui kegiatan Penguatan 

Kelembagaan P3KC, Peningkatan Perlindungan Perempuan, Pelayanan kesehatan 

bagi korban kekerasan, Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan 

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ( UPT PPA ). 

i. Persentase ketersediaan elemen pendukung kota layak anak  

Pada Tahun 2019 pembentukan untuk ketersediaan elemen pendukung kota 

layak anak yang sudah terbentuk antara lain : 

- Forum anak kecamatan 8 dan Forum Anak Kelurahn sebanyak 43  

- Pembentukan Kecamatan ramah anak 1 kecamatan Cilegon 

- Pembentukan Kelurahan ramah anak 3 kelurahan : kelurahan Ciwedus, 

Citangkil, Rawaarum. ̀

- Pembentukan Raperda Pengembangan Kota Layak Anak.  

- Pembentukan PUSPAGA ( Pusat Pembelajaran Keluarga) yang bersumber dari 

APBN 

- Sekolah ramah anak yang sudah di SK kan melalui Dinas Pendidikan  sebanyak 

99 sekolah (PAUD, SD, SMP). 

 

Dengan terpenuhinya elemen pendukung kota layak anak tahun 2019 Kota 

Cilegon berhasil mendapatkan predikat penghargaan kota layak anak 

tingkat Madya di tingkat Nasional. 

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya dukungan melalui kegiatan 

Peringatan Hari Anak Nasional, pengembangan Kota Layak Anak, Pembinaan 

dan Perlindungan Khusus Anak, Pembinaan dan aplikasi KLA, Peningkatan 

forum anak, Regulasi KLA. 
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A.2 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan  

Tabel 3.2.2b  
Target dan Realisasi Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 

Perempuan Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program 
Pengarusutamaan 
Gender Dan 
Pemberdayaan 
Perempuan  

  
    

2.879,97 2.807,34 97,48% 

    Persentase partisipasi 
perempuan di lembaga 
pemerintahan dan/atau 
berperan dalam 
program/kegiatan 
pemerintahan 

%  49,60  39,60  79,84%  
   

    PKK Aktif (Rasio Jumlah PKK 
Aktif terhadap Jumlah PKK 
yang Ada) 

Jumlah  52,00  52,00  100,00%  
   

    Partisipasi Perempuan di 
Lembaga Legislatif 

%  14,29  10,00  69,98%  
   

    Jumlah Organisasi Perempuan 
di Bina 

Organisasi  39,00  39,00  100,00%  
   

  Pelatihan Perencanaan 
Penganggaran 
Responsif Gender 
(PPRG) 

 Terlaksananya kegiatan 
bimbingan teknis fasilitator 
PPRG  

Orang 35 35 100,00% 60,00 48,90 81,50% 

  Gender dalam 
Pembangunan 

 Terselenggaranya kegiatan 
TOF (Training Of  Fasilitator) 
PUG  

Orang 50 50 100,00% 195,00 186,02 95,40% 

  Pelatihan 
Enterpreneurship untuk 
Perempuan 

 Terlaksananya Kegiatan 
Pelatihan Enterpreneurship 
untuk perempuan  

Orang 280 280 100,00% 150,97 149,07 98,74% 

  Peningkatan Kualitas 
Keluarga dan 
Organisasi Perempuan 

 Terlaksananya kegiatan 
pelatihan sistem ketahanan 
keluarga,tersedianya sistem 
ketahanan keluarga  

aplikasi 1 1 100,00% 190,00 185,88 97,83% 

  Peningkatan Peranan 
wanita Menuju 
Keluarga Sehat 
Sejahtera ( P2WKSS ) 

 Terlaksananya Sosialisasi, 
pembinaan dan evaluasi 
kegiatan P2WKSS.  

Tahun 1 1 100,00% 550,00 545,01 99,09% 

  Pembinaan 
Peningkatan Organisasi 
Dharma wanita ( DWP 
) 

 1. Terlaksananya pembinaan 
peningkatan organisasi dharma 
wanita (DWP)   

Tahun 1 1 100,00% 250,00 245,95 98,38% 

  Pembinaan dan 
Pengembangan GOW 

 Terlaksananya Rapat Kerja 
GOW  

tahun 1 1 100,00% 495,00 476,45 96,25% 

  Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan keluarga 

 terlaksananya kegiatan 
pertemuan rutin PKK Tingkat 
Kota Cilegon  

Tahun 1 1 100,00% 700,00 688,05 98,29% 

  Pembinaan GSI  Terlaksananya refitalisasi GSI   Kegiatan 2 2 100,00% 50,00 46,14 92,27% 

  Peringatan Hari Besar 
Perempuan 

 Terselenggaranya peringatan 
Hari ibu dan Hari kartini  

kegiatan 2 2 100,00% 100,00 98,21 98,21% 

  Pengembangan 
Industri Rumahan 

 Terlaksananya Sosialisasi 
Industri 
Rumahan,Terlaksananya 
Pelatihan Manajemen 
Keuangan  

kecamatan 8 8 100,00% 139,00 137,66 99,04% 

 

Pada Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  

terdapat 5 (Lima)  indikator program yaitu : 
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a. PKK aktif (rasio  jumlah PKK aktif  terhadap total jumlah PKK yang ada)  

Pada tahun 2019 jumlah PKK aktif sebanyak 52 PKK terhadap Total jumlah 

PKK sebanyak 52 PKK maka capaian realisasi 100% dari target yang 

ditetapkan adalah 100 % 

Faktor keberhasilan capaian indicator ini didukung melalui kegiatan 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga, dalam rangka percepatan 

pembangunan untuk peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 

di Kota Cilegon. 

No Uraian kegiatan    Keterangan  

1 Terlaksannya Pembinaan  Rutin Anggota PKK Kota,  Kecamatan dan Kelurahan se- 
Kota Cilegon dilaksanakan (10 kali Kegiatan)  pada bulan : Januari, Februari, 
Maret, April, Mei,  Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2019. 
Pesertanya sebanyak 150 Orang per kegiatan dari Anggota PKK Kota, Kecamatan dan 
Kelurahan se-  Kota Cilegon  

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

 

2 Terlaksannya Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK Kota Cilegon yang 
dilaksanakan di bulan Maret 2019, Pesertanya sebanyak 150 orang bertempat di 
Aula PKK Kota Cilegon 

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

3 Terlaksannya Rapat Koordinasi PKK Kota Cilegon yang di ikuti Oleh 150 orang dari 
Anggota PKK Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 23 Juli 2019  bertempat di Aula 
PKK Kota Cilegon  

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

4
4 

Terlaksannya Pelaksanaan Lomba-lomba HKG PKK yang Kelurahan/ Kecamatan 
se- Kota Cilegon di laksanakan di bulan Februari 2019. 

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

5
5 

Terlaksannya Kegiatan Pengajian Rutin PKK Kota Cilegon yang dilaksanakan 
selama 10 bulan di Minggu ke 3 (Rabu) bertempat di Masjid Nurul Iman Pemda 
Kota Cilegon pesertanya dari PKK/Majlis Taklim dan Masyarakat sebanyak 150 
Orang. 

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

6
6 

Terlaksannya Kegiatan Pelatihan Pokja I ( Simulasi PAAR) yang pesertanya 
sebanyak 80 oranga dari Pokja I TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Cilegon 

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

7
7 

Terlaksannya Kegiatan Pelatihan Pokja II  yang pesertanya sebanyak 80 oranga dari 
Pokja II TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Cilegon 

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

8
8 

Terlaksannya Kegiatan Pelatihan Pokja III ( Hatinya PKK) yang pesertanya 
sebanyak 80 oranga dari Pokja III TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan se- Kota 
Cilegon 

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

9
9 

Terlaksannya Kegiatan Pelatihan Pokja IV ( PHBS) yang pesertanya sebanyak 80 
oranga dari Pokja IV TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Cilegon 

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

1
10 

Terlaksananya Kegiatan Harganas Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh 
Pusat, TP. PKK Kota Cilegon sifatnya menghadiri Peringatan Hari Keluarga yang 
diselenggaran di Manado pada Tanggal : 4,5,6 Juli  2019 

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

 

1
11 

Terlaksananya Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Nasional yang 
diselenggarakan oleh Pusat, TP. PKK Kota Cilegon sifatnya menghadiri   yang 
diselenggaran di Padang pada Tanggal : 24,25,26 Juli  2019 

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

 

1
12 

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas UP2K PKK yang dilaksanakan di 
Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sebagai Juara I UP2K Tingkat Nasional 
tahun 2019 kegiatan ini di selenggarakan pada Tanggal : 13,14,15 November 2019 

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

 

1
13 

Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Ibu Tingkat Kota Cilegon yang 
diselenggarakan di The Royale Krakatau pada Tanggal 19 Desember 2019 
pesertanya dari PKK,DWP, Jalasenastri, Persit, Bhayangkari, dan Gabungan 
Organisasi Wanita se-Kota Cilegon sebanyak 200 orang 

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 
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No Uraian kegiatan    Keterangan  

1
14 

Terlaksananya Baksos Ramadhan dengan membagikan Paket Sembako sebanyak 
150 Paket untuk Kaum Duafah di Lingkungan Ciwedus Kecamatan Cilegon ɀ Kota 
Cilegon 

Pencapaian pelaksanaan 
kegiatan 100 %. 

b. Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintahan dan/a tau 

berperan dalam program/kegiatan Pemerintah  

Pada tahun 2019 Jumlah penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 14.180 

Perempuan terhadap Jumlah ASN Perempuan sebanyak 3.063 ASN di lembaga 

pemerintahan & 2550 kader Cilegon mandiri yang tersebar di 43 kelurahan, 

sehingga capaian Indikator Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga 

Pemerintahan dan/atau berperan dalam program/kegiatan Pemerintah, dari 

target 49,6 % dapat direalisasikan 39,6 % sehingga Pencapaian indiktor ini 

sebesar 80,82 %.  

Indikator ini didukung melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan 

Organisasi Perempuan, Pembinaan Peningkatan Organisasi Dharma wanita 

(DWP ), Gender dalam Pembangunan dan Pelatihan Enterpreneurship untuk 

Perempuan. 

c. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif  

Pada tahun 2019 Jumlah Perempuan di lembaga legislatif berjumlah 4 orang, 

dari jumlah anggota legislatif sebanyak 35 orang, Indikator Partisipasi 

Perempuan di Lembaga Legislatif, dari target 14,29% dapat direalisasikan 

10% sehingga Pencapaian indiktor ini sebesar 69 %. Indikator ini dukungan 

melalui kegiatan Pelatihan Enterpreneurship untuk Perempuan dan Gender 

dalam Pembangunan. 

d. Jumlah Organisasi  Perempuan  yang dibina  

Pada tahun 2019 jumlah organisasi perempuan yang dibina sebanyak 39 

organisasi, terhadap 39 organisasi yang ada, maka capaian realisasi 100% dari 

target yang ditetapkan adalah 100 %, Faktor keberhasilan dari indikator ini 

adanya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan GOW (Pelatihan membatik). 

 

A.3  Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (Dinas PP, PA dan KB) 
Tabel 3.2.2c  

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 
2019 (Dinas PP, PA dan KB) 

Program / 
Kegiatan 

Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (DINAS PP, PA DAN KB)  
  

4.092,02 3.725,12 91,03% 

    Persentase ketersediaan data dan informasi 
sektoral 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Persentase sarana dan prasarana 
perkantoran dalam kondisi baik 

%  100,00  78,50  78,50%  
   

    Tingkat disiplin aparatur %  100,00  89,14  89,14%  
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Program / 
Kegiatan 

Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

    Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan 
cash budget (anggaran kas) 

%  100,00  95,07  95,07%  
   

 

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1 Permasalahan 

1. Belum optimalnya OPD dan Instansi/Lembaga terkait yang tergabung di 

Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam mendukung terwujudnya Kota Layak 

Anak melalui pembangunan yang peduli pada pemenuhan hak anak. 

2. Kurangnya tenaga ahli (Psikolog, Pekerja Sosial) di UPTD Perindungan 

Perempuan dan Anak, dan di PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) serta 

RP3 (Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan) 

3. Belum optimalnya sarana prasarana Ramah Anak dalam rangka mewujudkan 

Cilegon Kota Layak Anak 

4. Belum optimalnya OPD dan Lembaga terkait yang tergabung dalam POKJA 

Pengarusutamaan Gender dalam mendukung pembangunan yang responsive 

gender 

 
B.2 Solusi 

1. Meningkatkan Konsistensi dalam mengadakan rapat koordinasi kepada OPD, 

media massa dan dunia usaha tentang Kota Layak Anak 

2. Memenfaatkan tenaga yang ada, dan perekrutan untuk mengisi tenaga baik 

TKK, THL, maupun PNS yang berkompeten 

3. Meningkatkan Koordinasi dengan OPD yang melakukan infrastruktur guna 

mewujudkan Kota Layak Anak  

4. Meningkatkan koordinasi POKJA Pengarusutamaan Gender secara 

berkesinambungan 
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3.2.3 Bidang Urusan Pangan 

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1 Program Konsumsi, Diversifikasi Dan Keamanan Pangan  

Tabel 3.2.3a Realisasi Program Konsumsi, Diversifikasi Dan Keamanan Pangan 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Konsumsi, 
Diversifikasi Dan 
Keamanan Pangan  

  
    

1.396,34 1.340,95 96,03% 

     Peningkatan pencapaian 
tingkat konsumsi energi  

%  88,30  88,21  99,90%  
   

     Peningkatan pencapaian 
tingkat konsumsi protein  

%  100,00  113,70  113,70%  
   

     Prosentase tingkat minimal 
cadangan pangan pemerintah  

%  100,00  68,70  68,70%  
   

     Tingkat pengawasan pangan 
segar asal tumbuhan  

%  > 80  94  117,75%  
   

  peningkatan konsumsi 
pangan 

 Terlaksananya penyuluhan 
dan pembinaan ketahanan 
pangan di link. Sekolah  
  

orang 120 120 100,00% 560,00 533,23 95,22% 

     Terlaksananya dukungan keg. 
Buffer Stock tanaman 
(Dukungan keg. Kampung KB, 
Kota sehat, Lomba Toga, 
Hatinya PKK)  

Btg 3 3 100,00% 
   

     Terlaksananya kegiatan 
Bimtek penganekaragaman 
konsumsi pangan non beras  

Org 150 150 100,00% 
   

     Terlaksananya Penyusunan 
Pola Pangan Harapan  

Org 51 51 100,00% 
   

     Terlaksananya dukungan 
Kegiatan (P2WKSS)  

Kelurahan 2 2 100,00% 
   

     Terlaksananya bimtek 
pengolahan pangan lokal  

Org 42 42 100,00% 
   

     Terlaksananya one day ni rice  Org 600 600 100,00% 
   

     Terlaksananya pembinaan 
B2SA pada kelompok 
masyarakat  

Org 150 150 100,00% 
   

  penganekaragaman 
konsumsi pangan 

 - Terlaksananya Sosialisasi 
B2SA dan Lomba Cipta Menu 
B2SA Berbasis Sumber Daya 
Lokal Tk. Kota Cilegon   

orang 150 150 100,00% 668,34 650,49 97,33% 

     Terlaksananya pembinaan 
KRPL  

Org 100 100 100,00% 
   

     Terlaksananya pemberdayaan 
pekarangan sumber pangan  

Org 150 150 100,00% 
   

     Terlaksananya HPS tingkat 
Nasional  

Kegiatan 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya bimtek 
pengolahan pangan lokal  

Org 42 42 100,00% 
   

     Terlaksananya one day no 
rice  

Org 600 600 100,00% 
   

     Terlaksananya pembinaan 
B2SA pada kelompok 
masyarakat  

Org 150 150 100,00% 
   

  peningkatan keamanan 
pangan 

 Terlaksananya Pembinaan 
Pengawasan Keamanan 
Pangan   

Org 55 55 100,00% 168,00 157,23 93,59% 

     Terlaksananya uji 
laboratorium pangan segar  

Komoditi 12 12 100,00% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

     Terlaksananya workshop 
keamanan pangan  

Org 55 55 100,00% 
   

     Terlaksananya uji rafid tes kit  Sampel 69 69 100,00% 
   

     Terlaksananya sosialisasi 
keamanan pangan  

Org 280 280 100,00% 
   

Dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan 

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan 

berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan 

pangan nasional. Disebutkan juga bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan 

pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu, 

dan gizi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama 

pangan pokok dengan harga wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah 

dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, 

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, 

bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. 

 Berdasarkan hal tersebut diatas guna menguatkan peran Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sepanjang 

tahun 2019 telah menjalankan Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan 

Pangan, terdapat 3 (tiga) indikator yang ditetapkan sebagai alat ukur kinerja pada 

program ini yakni : 

1. Peningkatan pe ncapaian tingkat konsumsi energi  

Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi energi berupa kalori 

yang dikonsumsi per hari oleh masyarakat Kota Cilegon sbb : 

 

Tingkat konsumsi energy   =   Jumlah Energi yang dikonsumsi 
Standar kebutuhan energi 

X 100 % 

                                               
= 

1.895,9 
2.150 

X 100 % 

                                                
= 

 
88,18 % 

 

Tingkat konsumsi energi pada tahun 2019 sebesar 88,18 %, hal ini 

menggambarkan bahwa konsumsi energi yang berasal dari selain padi-padian 

sangat perlu ditingkatkan lagi misalnya yang berasal dari umbi-umbian, perlu 

upaya diversifikasi pangan sumber energi. Untuk target pencapaian tingkat 

konsumsi energy yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 88,3 %, maka 

realisasi capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 99,86 %. 
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2. Peningkatan pencapaian tingkat konsumsi protein  

Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi protein yang 

dikonsumsi per hari oleh masyarakat kota Cilegon sbb : 

 

Tingkat konsumsi protein    =   Jumlah protein yang 
dikonsumsi 

Standar kebutuhan protein 

X 100 % 

                                                 
= 

64,8 
57 

X 100 % 

                                                 
= 

 
113,7 % 

 

Tingkat konsumsi portein pada tahun 2019 sebesar 113,7 %, hal ini 

menggambarkan bahwa konsumsi protein masyarakat Kota Cilegon telah 

memenuhi standar kebutuhan minimal yang ditentukan. Target pencapaian 

tingkat konsumsi protein yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100 %. 

Maka capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 113,7 %. 

 

3. Prosentase tingkat minimal cadangan pangan pemerintah  

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2018 tentang Perhitungan 

Cadangan Beras Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa  cadangan pangan 

(beras) pemerintah kota Cilegon ditetapkan sebesar 180 ton. Sampai dengan 

tahun 2019 cadangan pangan yang disediakan baru mencapai 68,7 ton. 

Penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah dalam RPJMD ditargetkan 

sebesar 100 ton pada tahun 2019. Sehingga realisasi kinerja pada tahun 2019 

adalah sebesar 68,7 ton/100 ton = 68,7 %. 

 

4. Tingkat pengawasan pangan segar asal tumbuhan.  

Pangan segar asal tumbuhan yang dimaksud disini adalah pangan yang 

belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung, dan/atau 

yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan jenis pangan asal 

tumbuhan yang dikonsumsi tidak memiliki cemaran residu pestisida, logam 

berat dan mikroba. 

Indikator ini menggambarkan tingkat keamanan pangan segar yang 

memenuhi standar yang beredar di kota Cilegon dengan cara membandingkan 

jumlah sampel yang di uji dengan hasil sampel yang tidak memenuhi standar 

keamanan pangan.  
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Tingkat pengawasan PSAT   
= 

Jumlah sampel PSAT  aman 
Banyaknya sampel PSAT 

X 100 % 

                                                  
= 

65 
69 

 
X 100 % 

                                                  
= 

 
94,20 % 

 

Tingkat pengawasan PSAT pada tahun 2019 sebesar 94,2 %, hal ini 

menggambarkan bahwa pangan segar yang beredar di Kota Cilegon memenuhi 

standar keamanan pangan.  Target pencapaian tingkat pengawasan keamanan 

PSAT yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar > 80 %. Maka capaian 

kinerja pada tahun 2019 sebesar 117,75 %. 

Secara keseluruhan semua kegiatan dapat mendukung indicator pada 

program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan dapat terlaksana 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari serapan anggaran tahun 2019  adalah 

96,3 %. 

A.2 Program Peningkatan  Distrib usi Dan Cadangan Pangan 

Tabel 4.2.3b Realisasi Program Peningkatan  Distribusi Dan Cadangan Pangan 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Peningkatan 
Distribusi Dan 
Cadangan Pangan  

  
    

937,27 923,36 98,52% 

    Pencapaian tingkat ketersedian 
energi 

%  90,00  102,32  113,69%  
   

    Pencapaian tingkat ketersedian 
protein 

%  90,00  101,78  113,09%  
   

    Pencapaian stabilitas harga pangan 
(beras)  

%  CV < 
10%  

55,78  100,00%  
   

  peningkatan 
ketersediaan energi dan 
protein 

 Terlaksananya penyusunan 
ketersediaan energi dan protein   

% 100 100 100,00% 209,31 203,72 97,33% 

     Terlaksanaya apresiasi hasil 
analisa ketersediaan enegi dan 
protein  

% 100 100 100,00% 
   

     Terlaksananya sosialisasi dan 
penyusunan invetarisasi 
sumberdaya pangan  

% 100 100 100,00% 
   

     Terlaksananya apresiasi hasil 
penyusunan inventarisasi sumber 
daya pangan  

% 100 100 100,00% 
   

     Terlaksanaya bimtek budidaya 
hidroponik sederhana  

% 100 100 100,00% 
   

     Meningkatnya ketersediaan energi 
dan protein  

% 100 100 100,00% 
   

  peningkatan distribusi 
pangan 

 Rapat pokja DKP, sosialisasi 
program ketahanan pangan Tk. 
Kecamatan, rakor dan sidang 
tahunan  

% 100 100 100,00% 235,45 234,35 99,53% 

     Terlaksananya pengolahan data 
analisi data dan pasokan pangan 
daerah di kota cilegon  

% 100 100 100,00% 
   

     Terlaksananya apresiasi harga dan 
pasokan pangan daerah dikota 
cilegon  

% 100 100 100,00% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  pengendalian kerawanan 
pangan 

Persentase ketersediaan data 
SKPG di Kota Cilegon 

% 100 100 100,00% 92,51 91,49 98,90% 

    Persentase ketersediaan dokumen 
FSVA Kota Cilegon 

% 100 100 100,00% 
   

  Pengadaan Cadangan 
Pangan Pemerintah 
Daerah (CPPD)  

Persentase tersedianya beras 
cadangan pangan pemerintah 
daerah (CPPD) 

% 100 100 100,00% 400,00 393,80 98,45% 

    Persentase terlaksananya sewa 
angkutan beras CPPD 

% 100 100 100,00% 
   

Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

sepanjang tahun 2019 telah menjalankan Program Peningkatan Distribusi dan 

Cadangan Pangan. Terdapat 3  (tiga) indikator yang ditetapkan sebagai alat ukur 

kinerja pada program ini yaitu : 

1. Pencapaian tingkat ketersediaan energi. Indikator ini menggambarkan jumlah 

penyediaan pangan terutama ketersediaan energi per kapita. Pengukurannya 

dengan cara menganalisa neraca bahan makanan terhadap 11 jenis bahan 

makanan. Pada tahun 2019 tingkat ketersediaan energi diperoleh sebesar  

102,32 %, hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan energy yang dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat di Kota Cilegon sudah melebihi batas minimum 

ketersediaan, bahkan melebihi  target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 

sebesar 90%,  maka capaian kinerja tahun 2019 sebesar  113,69 %. Hal ini dapat 

dicapai melalui ketersediaan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan 

dan perkebunan  yang ada di kota Cilegon maupun yang didatangkan dari luar 

kota Cilegon.  

2. Pencapaian tingkat ketersediaan protein. Indikator ini untuk menggambarkan 

jumlah penyediaan pangan terutama ketersediaan protein per kapita.  

Pengukurannya dengan cara menganalisa neraca bahan makanan. Pada tahun 

2019 tingkat ketersediaan protein diperoleh dengan realisasi sebesar 101,78 % 

dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 90 % maka capaian 

kinerja tahun 2019 mencapai 113,09 %. Hal ini menggambarkan bahwa 

ketersediaan protein di Kota Cilegon sudah melebihi batas minimum.  Upaya 

pencapaian ini dapat dipenuhi melalui  ketersediaan hasil produksi pertanian, 

perikanan, peternakan dan perkebunan yang ada di Kota Cilegon maupun yang 

didatangkan dari luar kota Cilegon. 

3. Pencapaian stabilitas harga pangan (beras). Indikator ini untuk 

menggambarkan perkembangan stabilitas harga beras ditingkat konsumen 

melalui pemantauan/pengumpulan data  di pedagang (eceran dan grosir) data 

yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Hal ini untuk 

menjamin bahwa harga pangan (beras) sepanjang tahun tetap mengalami 

kestabilan yang ditunjukkan dengan nilai CV  (coefficient variability ) < 10%, 

artinya  fluktuasi harga pangan tidak melebihi 10%, dengan hasil CV sebesar 

5,578%. Perlu diketahui bahwa sepanjang tahun 2019 fluktuasi harga pangan 
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(beras) diperoleh maximal hanya 5,578%,  sehingga capaian kinerja tahun 2019 

sebesar 100%.  

 Secara keseluruhan kegiatan yang mendukung target indikator pada Program 

peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari serapan anggaran tahun 2019 adalah sebesar 97,52 %. 

 

A.3  Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (Dinas Ketahanan Pangan 
dan Pertanian)  

Tabel 3.2.3c Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun 2019 
(Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) 

Program / 
Kegiatan 

Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 
PERTANIAN)  

  

4.069,01 3.935,86 96,73% 

    Persentase ketersediaan data dan informasi 
sektoral 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Persentase sarana dan prasarana 
perkantoran dalam kondisi baik 

%  100,00  71,06  71,06%  
   

    Tingkat disiplin aparatur %  100,00  95,60  95,60%  
   

    Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan 
cash budget (anggaran kas) 

%  100,00  61,36  61,36%  
   

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Kawasan Pertanian Terpadu )  
  

21,90 12,68 57,88% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Rumah Potong Hewan dan 
Pasar Hewan )  

  

133,96 96,74 72,21% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Budidaya Ikan Air Tawar dan 
Air Payau )  

  

17,00 16,28 95,78% 

 

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1 Permasalahan 
1. Ketepatan waktu saat pengumpulan data oleh petugas pengumpul 

data/enomerator masih kurang baik, data seringkali belum dilaporkan lewat 

batas waktu yang telah disepakati, sehingga penyusunan laporan bulanan dan 

pengiriman laporan SKPG ke Provinsi dan Pusat terhambat, dan mengurangi 

esensi SKPG sebagai instrumen isyarat dini dan intervensi kerawanan pangan 

yang sifatnya berkesinambungan tiap bulan. 

2. Ketersediaan energy dan protein dalam bentuk pangan sudah lebih dari cukup, 

namun yang perlu menjadi perhatian dan catatan penting bagi Pemerintah Kota 

Cilegon bahwa berdasarkan hasil olahan Neraca Bahan Makanan (NBM) pada  

tahun 2018 mengatakan produksi pangan lokal di Kota Cilegon hanya mampu 

memenuhi kebutuhan pangan sebesar 21,59% sehingga  ketergantungan 

pasokan pangan dari luar daerah Cilegon sangat tinggi yaitu sebesar 78,41%.  
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3. Ketersediaan beras CPPD Kota Cilegon sampai dengan bulan Desember 2019 

sebesar 68,7 ton masih jauh dari yang ditentukan oleh Peraturan Menteri 

Pertanian No. 11 Tahun 2018 tentang Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah 

Daerah yaitu sebesar 182 ton beras. Untuk itu di tahun anggaran berikutnya 

harus diadakan penambahan ketersediaan beras CPPD Kota Cilegon secara 

bertahap. 

4. Kemudian  data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon hingga 

tahun 2019 ini masih terdapat daerah rentan rawan pangan yaitu kelurahan 

Cikerai dan Kepuh disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan, 

infrastruktur, sanitasi dan kurangnya luas sawah terhadap luas wilayah. Serta 

kelurahan Grogol,  Tamansari, Mekarsari, Deringo disebabkan karena perilaku 

dan pola asuh orangtua terhadap keluarga tentang sumber-sumber makanan 

terutama diversifikasi pangan untuk keluarga masih sangat kurang.  

 
 

B.2 Solusi 
1. Untuk mengatasi masalah keterlambatan pengiriman laporan, digunakan 

penerapan pola pengiriman data menggunakan pelaporan melalui email ke 

petugas pengolah data SKPG di DKPP.  

2. Perlunya pemahaman pemerintah dan masyarakat terhadap upaya diversifikasi 

pangan local dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan marginal 

sebagai salah satu potensi sumber pangan sehingga mengurangi ketergantungan 

pasokan pangan dari luar daerah Cilegon. 

3. Pemerintah Kota Cilegon berupaya memenuhi ketersediaan Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah (CPPD) berupa pengadaan beras secara bertahap hingga 

mencapai 182 ton beras sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2018 

tentang Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah, melalui mekanisme 

kerja sama jual beli dan penyimpanan beras CPPD antara Pemerintah Kota 

Cilegon dengan Bulog Subdivre Serang. 

4. Perlunya kegiatan sosialisasi, bimtek maupun apresiasi pada kegiatan 

pemahaman tentang pentingnya diversifikasi pangan sebagai upaya  peningkatan 

ketersediaan pangan. Dan penguatan peran penggerak ketahanan pangan 

ditingkat RT/RW. 
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3.2.4 Bidang Urusan Pertanahan  

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1 Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah  
(Dinas Pekerjaan Umum)  

Tabel 3.2.4a  
Target dan Realisasi Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan 

Tanah Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan 
Penggunaan Tanah   

    
278,72 216,11 77,54% 

  
 

Persentase aset lahan pemda yang 
bersertifikat 

%  88,00  84,50  96,02%  
   

  INVENTARISASI TANAH 
JALAN 

 Jumlah ruas jalan  ruas 120 128 106,67% 205,42 194,17 94,52% 

  Pembinaan Pertanahan  Jumlah kegiatan  keg 2 2 100,00% 23,30 9,90 42,49% 

  Pembuatan Peta Bidang  Jumlah dokumen  dok 57 53 92,98% 50,00 12,04 24,07% 

 

Kegiatan Pembinaan Pertanahan, dan kegiatan Pembuatan Peta Bidang. Kegiatan 

Pembinaan Pertanahan hanya mampu direalisasikan sebesar 42,49%. Hal ini 

disebabkan oleh penyelenggaraan acara pembinaan/sosialisasi mendapat respon 

yang kurang dari peserta/undangan, baik dari unsur masyarakat hingga narasumber, 

sehingga anggaran yang disediakan tidak dapat diserap; selain itu, anggaran untuk 

publikasi tidak dapat dilaksanakan karena sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi. 

Sedangkan kegiatan Pembuatan Peta Bidang terealisasi sebesar 24,07% yang 

disebabkan oleh : (1) masih belum jelasnya titik koordinat (3 titik), sehingga 

pengukuran peta tidak dapat dilakukan; (2) masih terdapat beberapa dokumen tanah 

yang belum balik nama dan bidang tanah belum ada; (3) peta bidang yang didaftarkan 

lebih kecil daripada yang tercantum dalam DPA; (4) masih ada pihak yang belum 

bersedia menjual tanah untuk ruas Ketileng-Cikerut; (5) Proses di BPN memerlukan 

waktu yang relatif lama. 

 
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1 Permasalahan 

1. Proses pembuatan peta bidang membutuhkan waktu yang relatif lama. 

2. Respon masyarakat terkait pembinaan pertanahan masih kurang. 

3. Batas administrasi antar keluarahan kurang jelas. 

 
B.2 Solusi 

1.  Koordinasi dengan BPN agar lebih ditingkatkan. 

2. Perlu pendekatan persuasif untuk menggugah kesadaran masyarkat akan 

pentingnya pembinaan pertahan. 

3.  Pihak kelurahan agar meningkatkan pemahaman tentang batas-batas kelurahan. 
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3.2.5 Bidang Urusan Lingkungan Hidup  

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup  

Tabel 3.2.5a  
Target dan Realisasi Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

             

Program Pengendalian 
Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan 
Hidup  

  
    

5.150,57 4.594,35 89,20% 

    Rata-rata tingkat 
pencemaran udara Kota 
Cilegon atau Indeks 
Standar Pencemar Udara 
(ISPU) 

. 100,00  85,00  85,00%  
   

    Tingkat pencemaran air 
Kota Cilegon 

%  10,00  - 100,00%  
   

    Proporsi titik pemantauan 
kualitas air sungai 

%  100,00  66,67  66,67%  
   

    Proporsi titik pemantauan 
kualitas udara 

%  100,00  66,67  66,67%  
   

    Proporsi pabrik yang 
memenuhi baku mutu 
limbah 

%  95,00  76,72  80, 2%  
   

    Jumlah usaha dan/atau 
kegiatan yang mentaati 
persyaratan administratif 
dan teknis pencegahan 
pencemaran air dan udara 

%  95,00  37,04  38,99%  
   

    Persentase luasan lahan 
yang ditetapkan dan 
diinformasikan status 
kerusakan lahan dan/ atau 
tanah untuk produksi 
biomassa 

%  82,57  81,00  98,10%  
   

    Persentase wilayah industri 
manufaktur yang 
mendapatkan supervisi 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

  Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pemantauan 
Lingkungan 

 Terlaksananya pengadaan 
sarana dan prasarana 
pemantauan lingkungan  

Paket 2 2 100,00% 100,00 88,80 88,80% 

  Pemeliharaan alat 
laboratorium dan ISPU 

 Terlaksananya 
pemeliharaan alat ISPU  

Unit 2 2 100,00% 290,00 282,65 97,46% 

  Kajian Identifikasi 
Permasalahan Pemulihan 
Kualitas Sungai 

 Terlaksananya kajian 
identifikasi permasalahan 
pemulihan kualitas sungai  

Dokumen 1 1 100,00% 193,85 183,18 94,49% 

  Pemantauan Kualitas Tanah 
Akibat Produksi Bio massa 

 Terpantauanya kualitas 
tanah akibat produksi 
biomassa di wilayah Kota 
Cilegon  

Dokumen 1 1 100,00% 90,05 88,09 97,82% 

  Pengadaan dan 
Pembangunan Alat Instalasi 
Stasiun Pemantau Udara 
(ISPU) 

 Tersedianya Stasiun Alat 
Pemantau Kualitas Udara 
(Fixed Station)  

Unit 2 2 100,00% 2.100,00 2.028,99 96,62% 

  Pemantauan Kualitas 
Lingkungan non institusi / 
non kumulatif  

 Tersedianya laporan hasil 
analisa laboratorium 
kualitas lingkungan non 
institusi / non komulatif  

Dokumen 2 2 100,00% 800,00 708,04 88,51% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Pemantauan Kualitas 
Lingkungan Institusi / 
Komulatif 

 Terpantauanya kualitas 
lingkungan institusi / 
komulatif di wilayah Kota 
Cilegon  

Dokumen 1 1 100,00% 400,00 314,19 78,55% 

  Kajian 
Penentuan/penetapan Baku 
mutu Lingkungan Udara 

 Terlaksananya 
penyusunan kajian 
penetapan baku mutu 
kualitas udara  

Dokumen 1 1 100,00% 395,00 173,66 43,97% 

  Kajian 
Penentuan/penetapan Kelas 
Badan air Penerima 

 Terlaksananya 
penyusunan kajian 
penetapan kelas air  

Dokumen 1 1 100,00% 400,00 372,26 93,07% 

  Pelaksanaan Pemulihan 
Kerusakan Lingkungan 

 Terlaksananya pemulihan 
kerusakan lingkungan  

Kegiatan 1 1 100,00% 381,67 354,49 92,88% 

 

Pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

terdapat 8 (delapan) indikator dengan capaian kinerja pada indikator tersebut di atas  

sepanjang tahun 2019 adalah :  

1. Realisasi indikator rata-rata tingkat pencemaran udara Kota Cilegon atau 

Indeks Standar Pencemar Udara / ISPU sebesar 85%. Capaian tersebut masih 

di bawah target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Hal ini disebabkan pada 

titik -titik tertentu masih ada beberapa parameter seperti SO2 dan O3 yang 

terpantau melebihi baku mutu. Selanjutnya agar target indikator rata-rata 

tingkat pencemaran udara Kota Cilegon atau Indeks Standar Pencemar Udara 

/ ISPU dapat terpenuhi di tahun yang akan datang maka perlu dilakukan upaya 

yaitu melakukan upaya pelayanan pencegahan pencemaran udara serta upaya 

penghijauan lingkungan agar terus ditingkatkan. Pemantauan kualitas udara 

akan terus dilakukan dengan 4 (empat) alat ISPU yang ditempatkan pada 

lokasi Simpang Tiga, di Kantor Kelurahan Gunung Sugih, di Kecamatan Grogol 

dan di Jalan Aat Rusli (JLS). 

2. Realisasi Indikator tingkat pencemaran air Kota Cilegon (kualitas baku mutu 

air tanah) Tahun 2019 capaiannya sebesar 100 % yakni dari jumlah sampel air 

tanah yang dipantau sebanyak 4 (empat) sampel semuanya memenuhi baku 

mutu.  

3. Indikator proporsi titik pema ntauan kualitas air sungai sebesar 66,67 %, 

artinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah melakukan pemantauan 

terhadap 60 (enam puluh) titik pantau air sungai dari total kebutuhan titik 

pantau sebanyak 90 (Sembilan puluh) titik. Perlu diketahui bahwa Kota 

Cilegon memiliki 17 (tujuh belas) kali/sungai. 

4. Indikator proporsi titik pemantauan kualitas udara sebesar 66,67%, artinya 

terdapat  100 (seratus) titik pemantauan kualitas udara yang sudah dilakukan 

dari 150 ( seratus lima puluh ) titik pemantauan kualitas udara seluruhnya.  

5. Indikator proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu limbah cair sebesar 

76,2%, artinya terdapat 16 (enam belas) pabrik yang memenuhi baku mutu 
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limbah cair dari 21 (dua puluh satu) pabrik yang dipantau. Kemudian proporsi 

pabrik yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebesar  95 % 

artinya  dari 21 (dua puluh satu ) jumlah  pabrik yang dipantau, terdapat 20 ( 

dua puluh) pabrik yang  memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak. 

Capaian indikator tidak dapat memenuhi 100% karena masih ada pabrik yang 

belum memenuhi baku mutu. Upaya selanjutnya agar indikator tersebut dapat 

memenuhi 100% maka akan dilakukan upaya pembinaan dan penindakan 

terhadap pelaku usaha yang masih belum dapat memenuhi baku mutu. 

6. Realisasi indikator jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati 

persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara 

sebesar 37,04 %, artinya terdapat 10 (sepuluh) usaha dan/atau kegiatan yang 

mentaati persyaratan administrasi dan teknis dari 27  (dua puluh tujuh) usaha 

dan/atau kegiatan yang diawasi sedangkan sisanya sebayak 17 (tujuh belas) 

usaha dan/atau kegiatan tidak taat terhadap peraturan perudang-undangan di 

bidang lingkungan hidup. Capaian ini masih berada di bawah target yang 

ditetapkan yakni sebesar 95%. Hal ini disebabkan karena adanya 

ketidakseriusan perusahaan dalam menindaklanjuti hasil temuan 

pengawasan. Maka perlu dilakukan upaya yaitu adanya sanksi administrasi 

yang lebih berat berupa sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak taat 

terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, 

agar target indikator dapat tercapai di tahun mendatang. 

7. Indikator persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status 

kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa sebesar 81 % 

artinya  luas lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan 

dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun 2019 seluas 1.101.117 

M2 terhadap luas lahan yang diperuntukan sebagai lahan dan/atau tanah 

untuk produksi biomassa seluas 1.359.404 M2. 

8. Indikator persentase wilayah industri manufaktur yang mendapatkan 

supervisi sebesar 100%, artinya dari 159  (seratus lima puluh sembilan) 

dokumen yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) dokumen dilakukan 

supervisi evaluasi  dokumen lingkungan, 15 (lima belas) dokumen adalah 

kasus yang ditindaklanjuti, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dan  usaha dan / 

atau kegiatan adalah pengawasan usaha dan/ atau kegiatan yang telah 

memiliki  izin lingkungan dan izin PPLH serta sebanyak 72 (tujuh puluh dua) 

usaha dan / atau kegiatan  pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah 

B3 telah dilakukan supervisi. 

Secara keseluruhan semua kegiatan untuk mencapai target indikator pada 

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ini sepanjang 

tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari serapan anggaran 
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pada seluruh kegiatan adalah 89,20%. Namun masih ada beberapa kegiatan yang 

serapan anggarannya masih di bawah 80% yakni: 

1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Institusi / Komulatif sebesar 

78,55% yang disebabkan karena adanya efisiensi hasil  lelang. 

2. Kegiatan Kajian Penentuan /penetapan baku mutu lingkungan 43,97% yang 

disebabkan karena adanya gagal lelang sampai dengan dua kali sehingga 

mengoptimalkan waktu yang semula waktu pelaksanaan selama 3 bulan 

menjadi 1 bulan. Sehingga harus dilakukan penyesuaian harga perkiraan 

sendiri ( HPS ) 

 

A.2 Program Penataan Lingkungan  

Tabel 3.2.5b  
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Penataan Lingkungan 

 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Penataan 
Lingkungan  

  
    

1.940,41 1.804,21 92,98% 

    Proporsi jumlah perusahan 
yang memiliki dokumen 
terkait lingkungan hidup  

%  93,33  122,77  131,54%  
   

    Cakupan supervisi 
kesesuaian operasional 
perusahaan terhadap 
dokumen lingkungan 
hidup 

%  6,20  40,00  645,33%  
   

    Tingkat Prosentase Lahan 
RTH di Kota Cilegon 

%  99,42  88,12  88,64%  
   

    Tingkat Pemenuhan 
bangunan Konservasi air 

%  78,63  78,00  99,19%  
   

  Penyusunan Dokumen 
Informasi Kinerja 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah (NIRWASITA 
TANTRA) 

 Tersusunnya Dokumen 
Informasi Kinerja dan 
Status Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah  

Kegiatan 1 1 100,00% 64,00 62,18 97,15% 

  Penyusunan IKLH  Tersusunnya Dokumen 
IKLH  

Dokumen 1 1 100,00% 54,00 53,23 98,56% 

  Penyediaan Bibit Tanaman  Terlaksananya 
Penyediaan Bibit Tanaman  

Batang 2.000 2.000 100,00% 122,00 119,58 98,02% 

  Perhitungan Daya Dukung 
dan Daya Tampung 
Kualitas Lingkungan Hidup 

 Terlaksananya Daya 
Dukung dan daya 
Tampung Kualitas 
Lingkungan Hidup  

Parameter 7 7 100,00% 600,00 566,59 94,43% 

  Pemeliharaan Hutan Kota  Terpeliharanya Hutan 
Kota  

Kegiatan 1 1 100,00% 43,00 33,76 78,51% 

  Penyusunan Rencana 
Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (RPPLH) 

 Tersusunnya Dokumen 
RPPLH / Inventarisasi 
Lingkungan Hidup  

Dokumen 1 1 100,00% 400,00 388,43 97,11% 

  Penyusunan DED-Hutan 
Kota 

 Tersusunnya DED-Hutan 
Kota  

Kegiatan 1 1 100,00% 45,00 44,66 99,23% 

  Penghijauan di Kawasan 
Perlindungan Setempat 

 Terlaksananya 
Penghijauan di Kawasan 
Perlindungan Setempat, 
Pohon Pelindung  

Batang 1.400 1.400 100,00% 162,00 159,84 98,67% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Pengadaan sarana Untuk 
Mendukung adaptasi dan 
mitigasi kampung iklim 

 Terlaksananya Pengadaan 
Sarana untuk mendukung 
adaptasi dan mitigasi 
kampung iklim  

Lingkungan 6 6 100,00% 98,41 77,92 79,18% 

  Pembinaan Kampung Iklim  Terbentuknya Kampung 
Iklim  

Lingkungan 6 6 100,00% 60,00 60,00 100,00% 

  Evaluasi Dokumen 
Lingkungan Hidup 

 Tersusunnya data hasil 
evaluasi pelaksanaan 
dokumen lingkungan  

Perusahaan 45 45 100,00% 150,00 144,88 96,58% 

  Peningkatan Sistem 
Informasi Pengelolaan 
Lingkungan 

 Tersedianya basis data 
dan sistem informasi  

Aplikasi 1 1 100,00% 92,00 91,20 99,13% 

  Pembuatan Sertifikat 
Lahan Hutan Kota 

 Tersedianya dokumen 
sertifikat lahan hutan kota  

Dokumen 1 1 100,00% 50,00 1,95 3,90% 

 

Terdapat 4 (empat) indikator untuk melaksanakan program Penataan 

Lingkungan. Adapun capaian kinerja pada indikator tersebut diatas  yaitu :  

1. Realisasi indikator Proporsi jumlah perusahan yang memiliki dokumen terkait 

lingkungan hidup Tahun 2019 sebesar 122,78 %, artinya jumlah perusahaan 

yang memiliki dokumen lingkungan hidup sebanyak 814 (delapan ratus empat 

belas) perusahaan dari  663  (enam ratus enam puluh tiga) perusahaan yang 

wajib memiliki dokumen lingkungan hidup.  

2. Realisasi Indikator cakupan supervisi kesesuaian operasional perusahaan 

terhadap dokumen lingkungan hidup  sebesar  40 %, artinya  jumlah 

perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan hidup yang disupervisi 

sebanyak  131 ( seratus tiga puluh satu ) dari 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) 

perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan hidup.  

3. Realisasi Indikator tingkat persentase lahan RTH di Kota Cilegon Tahun 2019 

sebesar  88, 12%, artinya luas RTH meliputi  hutan kota, sempadan sungai dan 

mata air  yang telah dihijaukan seluas  31,51 Ha  dari target yang telah 

ditetapkan yakni sebesar  35,76 Ha.  

4. Realisasi Indikator tingkat Pemenuhan bangunan konservasi air Tahun 2019 

sebesar 78%, artinya  jumlah  bangunan konservasi air yang dibuat berupa 

sumur resapan dan  lubang resapan biopori  sebanyak  3.687 unit terhadap 

jumlah bangunan konservasi air yang direncanakan sebanyak  4.727  unit.   

Secara keseluruhan semua  kegiatan untuk mencapai target indikator pada 

Program Penataan Lingkungan ini dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari serapan anggaran sepanjang tahun 2019 adalah sebesar  92,98%. Namun masih 

ada beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih di bawah 80% yakni: 

1. Kegiatan Pemeliharaan hutan kota sebesar 78,51% yang disebabkan karena 

adanya kesalahan dalam kode rekening uraian belanja plang papan nama 

sehingga tidak dapat direaliasikan. 
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2. Kegiatan Pengadaan saran untuk mendukung adaptasi dan mitigasi kampung 

iklim 79,18% yang disebabkan karena adanya kelebihan anggaran untuk 

honorarium PPK dan P2BJ dan adanya efisiensi dari harga tempat sampah 

terpilah dan komposter. 

3. Pembuatan sertifikat lahan hutan kota sebesar 3,9% yang disebabkan karena 

pelaksanaan kegiatan ini dianggaran perubahan 2019, namun begitu output 

realisasi pembuatan sertifikat telah tercapai. Terdapat beberapa belanja yang 

tidak harus dilaksanakan semua.  

A.3 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  

Tabel 3.2.5c  
Target dan Realisasi Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program 
Penataan dan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Lingkungan 
Hidup  

  
    

707,69 545,03 77,02% 

    Cakupan Pembinaan dan 
Penyuluhan Lingkungan Hidup 
kepada masyarakat/komunitas 

%  86,42  80,00  92,57%  
   

    Persentase jumlah kasus 
dugaan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup 
yang ditindaklanjuti  

%  100,00  100,00  100,00%  
   

  Pengawasan 
terhadap penerima 
izin lingkungan 
dan izin PPLH 

 Terawasinya penanggung 
jawab usaha/kegiatan yang 
menerima izin lingkungan dan 
izin PPLH  

usaha/kegiatan 60 27 45,00% 222,05 133,13 59,95% 

  Penanganan Kasus 
Lingkungan Hidup 

 Terselesaikannya jumlah kasus 
dugaan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup 
yang dilaporkan dan dapat 
ditindaklanjuti  

kasus 15 15 100,00% 48,30 21,39 44,30% 

  Pembinaan Saka 
Kalpataru 

 Pembinaan 3 Krida terhadap 
anggota Saka Kalpataru  

orang 70 70 100,00% 54,77 54,77 100,00% 

  Peringatan Hari 
hari Lingkungan 
Hidup 

 Terlaksananya Kegiatan 
Peringatan Hari-Hari Lingkungan  

kegiatan 1 1 100,00% 92,54 82,42 89,07% 

  Pembinaan 
Program ADIPURA  

 Pembinaan Terhadap 
Pengelolaan dan Pengeluaran 
Sampah  

kegiatan 1 1 100,00% 39,48 37,65 95,37% 

  Peningkatan 
jumlah sekolah 
peraih Adiwiyata 

 Jumlah sekolah adiwiyata 
Mandiri, Nasional, Provinsi dan 
Kota  

Sekolah 32 32 100,00% 93,85 93,81 99,96% 

  Pengawasan  
Usaha dan/atau 
Kegiatan yang 
terkena sanksi  

 Terawasinya penanggung 
jawab usaha/kegiatan yang 
terkena sanksi administratif 
yang melaksanakan kewajiban 
sesuai dengan perintah sanksi 
administratif  

usaha/kegiatan 10 10 100,00% 43,05 21,71 50,44% 

  Sosialisasi 
Peraturan 
Lingkungan Hidup 

 Tersosialisasinya peraturan 
Perundang-Undangan 
Lingkungan Hidup  

kegiatan 1 1 100,00% 38,67 28,34 73,28% 



 

  

   

282 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Bintek Monitoring 
dan Pelaporan 
penyelesaian 
pengaduan dan 
sengketa 
lingkungan Hidup 

 Terlaksananya bintek 
monitoring dan pelaporan 
penyelesaian pengaduan dan 
sengketa lingkungan  

orang 20 20 100,00% 16,70 15,25 91,32% 

  Pembuatan Pos 
Pengaduan dan 
sistem informasi 
penerimaan 
Pengaduan 
Berbasis Online 

 Tersedianya sarana pos 
pengaduan dan sistem informasi 
pengaduan berbasis online  

kegiatan 1 1 100,00% 58,28 56,54 97,01% 

 

Terdapat  2 (dua) indikator untuk melaksanakan program Penaatan dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Adapun capaian kinerja sepanjang tahun 

2019 antara lain :  

1. Realisasi indikator Cakupan Pembinaan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 

kepada masyarakat/komunitas tahun 2019 sebesar 80%, artinya jumlah 

kelompok masyarakat atau komunitas (masyarakat umum, sekolah dan 

usaha/kegiatan) yang telah dibina pada tahun 2019 sebanyak 325 orang 

terhadap total jumlah kelompok masyarakat tersebut sebanyak 405 orang 

yang akan dibina. Indikator ini belum mencapai target maka agar target 

indikator Cakupan Pembinaan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada 

masyarakat/komunitas dapat tercapai di tahun mendatang perlu dilakukan 

upaya yaitu dalam perencanaan harus membuat jadwal rencana pelaksanaan 

kegiatan lebih matang. 

2. Realisasi Indikator persentase jumlah kasus dugaan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebesar 100%, artinya  

jumlah kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 

telah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada tahun 

2019 sebanyak 15 ( lima belas ) kasus terhadap jumlah total 15 (lima belas) 

kasus yang masuk  dalam bentuk hasil pengaduan masyarakat maupun hasil 

supervisi. 

Secara keseluruhan semua kegiatan yang dijalankan untuk mencapai target  

indikator pada Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup ini 

dapat terlaksana dengan baik, serapan anggaran sepanjang tahun 2019  sebesar 

77,02%.  Namun masih ada beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih di 

bawah 80% yakni: 

1. Kegiatan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH 

realiasi sebesar 59,95%, yang disebabkan karena terbatasnya jumlah Pejabat 

Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dimana dalam melaksanakan 

pengawasan harus melibatkan  PPLH (Undang ɀ undang Nomor 32 Tahun 
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2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup ). Perlu 

diketahui bahwa jumlah PPLH yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cilegon 

melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon hanya berjumlah 4 (empat) 

orang,  sehingga pelaksanaan kegiatan ini menjadi tidak maksimal. Selain itu 

ada jadwal yang waktunya bersamaan dengan jadwal pendampingan 

pengawasan oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 

juga tidak semua dalam pengawasan tersebut ada pengambilan sampel  akan 

tetapi di sesuaikan dengan kebutuhan, dan juga di Kota Cilegon belum ada 

laboratorium yang terakreditasi sehingga harus dilakukan di luar Kota Cilegon 

dan itu memerlukan waktu yang panjang, selain itu karena adanya perubahan 

atau mutasi pejabat di level esselon 3 dan 4 di pertengahan tahun sehingga 

untuk melaksanakan program dan kegiatan membutuhkan waktu untuk 

adaptasi. 

2. Kegiatan penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup realisasi hanya 

sebesar 44,30%  karena pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup 

sebanyak 15 (lima belas) pengaduan, dan sebagian pengaduan dan 

penanganan kasus tidak memerlukan uji sampel selain itu  ada efisiensi 

anggaran dari biaya makan dan minum pelaksanaan pekerjaan.   

3. Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang terkena sanksi sebesar 

50,44 %  karena dari 10 (sepuluh) usaha / kegiatan yang terkena sanksi pada 

pelaksanaannya ada yang memerlukan anggaran makan dan minum dan ada 

yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan, oleh karenanya ada sisa angaran 

makan dan minum pelaksanaan yang tidak direalisasikan.  

4. Kegiatan sosialisasi peraturan perudang-undangan bidang lingkungan hidup 

realisasi sebesar 73,28 %, hal ini dikarenakan  dalam pelaksanaan sosialisasi 

anggaran untuk narasumber tidak di realisasikan karena narasumbernya dari 

intern DLH, sedangkan narasumber dari KLHK tidak bisa hadir karena ada 

kesibukan yang lainnya.  

  

A.4 Program Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 

Tabel 3.2.5d  
Target dan Realisasi Program Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Tahun 2019 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Pengelolaan 
Sampah dan Limbah B3  

  
    

12.472,49 11.859,08 95,08% 

    Persentase penanganan 
persampahan 

%  70,00  69,88  99,83%  
   

    TPS per satuan penduduk 
(Rasio daya tampung TPS 
per 1.000 penduduk) 

m3 per 
penduduk  

2,25  3,90  173,33%  
   

    Persentase pengurangan 
sampah di perkotaan 

%  0,45  0,51  113,33%  
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Pembinaan dan sosialisasi 
kebersihan 

 Terlaksananya 
Sosialisasi/Penyuluhan 
Kebersihan pada daerah 
aliran sungai  

Daerah 
aliran 
sungai 

4 4 100,00% 147,56 142,01 96,24% 

  Pengelolaan sampah 
TPST pasar kranggot 

 Pemanfaatan Sampah 
menjadi kompos  

m3/hari  2 2 100,00% 51,40 41,90 81,52% 

  Pengamanan kebersihan 
kegiatan khusus daerah 

 Terlaksananya 
Penanganan Kebersihan 
pada kegiatan hari-hari 
besar nasional dan hari-
hari besar lainnya   

kegiatan 6 6 100,00% 304,40 301,30 98,98% 

  Penyelenggaraan hari 
peduli sampah nasional 

 Terlaksananya Kegiatan 
Peringatan Hari Peduli 
Sampah Nasional  

Kegiatan 1 1 100,00% 25,90 24,23 93,53% 

  penyelenggaraan jumat 
bersih 

 Kegiatan gotong royong 
kebersihan Kota Cilegon  

Kegiatan 9 9 100,00% 75,00 59,60 79,47% 

  Lomba Kebersihan  Terlaksananya Kegiatan 
lomba kebersihan tingkat 
Kota Cilegon  

Kegiatan 1 1 100,00% 100,00 98,30 98,30% 

  Peyemprotan Lalat TPSA 
Bagendung dan 
Lingkungan Sekitar 

 Terjaganya Lingkungan 
TPSA Bagendung dan 
lingkungan sekitar   

lokasi 2 2 100,00% 124,74 123,04 98,64% 

  Pemeliharaan 
Rutin/berkala lingkungan 
TPSA Bagendung 

 Tersedianya bahan baku 
bangunan pemeliharaan 
gedung kantor TPSA 
Bagendung   

kegiatan 4 4 100,00% 106,30 100,36 94,41% 

  Penyediaan Peralatan 
Sarana Kebersihan 

 Tersedianya Sarana 
pendukung untuk 
pelaksanaan kegiatan 
pelayanan persampahan/ 
kebersihan   

jenis 14 14 100,00% 198,70 197,15 99,22% 

  Pengadaan papan 
penerangan 

 Tersedianya Papan 
Penerangan   

Unit 10 10 100,00% 61,85 51,29 82,92% 

  Pemeliharaan dan 
perijinan rutin/berkala 
kendaraan operasional 
kebersihan 

 Tersedianya kendaraan 
operasional yang siap 
pakai   

Bulan 12 12 100,00% 6.189,38 5.878,75 94,98% 

  Pemeliharaan alat angkut 
persampahan 

 terpeliharanya alat 
angkutan persampahan (7 
Pick Up,15 Dump Truck,15 
Bak Kontrainer)  

jenis 3 3 100,00% 295,50 292,30 98,92% 

  Pemantauan dan 
pengawasan pengelolaan 
Limbah B3 

 Terlaksananya 
pemantauan Dan 
Pengawasan pengolahan 
limbah B3   

perusahaan 72 72 100,00% 40,00 36,36 90,90% 

  Penyusunan Masterplan 
dan DED pengelolaan air 
limbah terpadu skala 
kawasan 

 Tersedianya master plan 
dan DED sistem 
pengelolaan Air limbah 
terpadu skala kawasan   

dokumen 2 2 100,00% 500,00 467,88 93,58% 

  Pengadaan alat berat 
excavator 

 Tersedianya Kendaraan 
Alat Berat Excavator   

unit 1 1 100,00% 1.311,26 1.302,40 99,32% 

  Pembangunan trans depo  Tersedianya Bangunan 
Transfer Depo untuk 
penunjang pelayanan 
Kebersihan  

Lokasi 1 1 100,00% 1.050,55 945,96 90,04% 

  Pembinaan Bank Sampah  Terselenggaranya 
bimbingan terhadap Bank 
Sampah   

Kegiatan 1 1 100,00% 50,00 47,12 94,24% 

  Pemberdayaan 
masyarakat melalui Bank 
Sampah 

 Terlaksananya Pelatihan 
dan Sosialisasi Bank 
Sampah pada tingkat 
Kelurahan  

Bank 
Sampah 

4 4 100,00% 100,00 94,40 94,40% 

  Pengadaan Kendaraan 
operasional Pick Up 

 Tersedianya Kendaraan 
Pick Up sampah   

jenis (4 
unit )  

1 1 100,00% 586,03 545,64 93,11% 

  Pemeliharaan TPS/ 
Transfer Depo 

 Meningkatnya Sarana 
Pelayanan Kebersihan  

Lokasi 4 4 100,00% 143,92 140,84 97,86% 
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Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Penyusunan Sistem 
Informasi Data Limbah B3 

 Tersedianya sistem 
informasi data limbah b3  

dokumen 1 1 100,00% 50,00 49,73 99,47% 

  Kajian Potensi Retribusi 
Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan 
(DID)  

 Tersedianya Kajian 
Evaluasi Potensi Retribusi 
Persampahan/Kebersihan  

Dokumen 1 1 100,00% 50,00 48,80 97,59% 

  Pembangunan TPST 3R  Pembuatan pagar Dan 
paving blok  

Lokasi 1 1 100,00% 310,00 306,10 98,74% 

  Revitalisasi/ Penataan 
Kawasan TPSA 
Bagendung/ Perluasan 
Lahan 

 Terbangunnya TPT; 
Terbangunnya drainase 
Terpasangnya listrik di 
kantor TPSA dan 
Workshop  

Kegiatan 1 1 100,00% 600,00 563,62 93,94% 

 

Terdapat 3 (tiga) indikator untuk melaksanakan program Pengelolaan Sampah, 
B3 dan Limbah B3. Adapun capaian kinerja pada indikator tersebut diatas sepanjang 
tahun 2019  adalah sebagai berikut :  

1. Realisasi Indikator Persentase penanganan persampahan tahun 2019 sebesar 
69,88%, artinya  volume sampah yang diangkut ke TPSA baik yang diangkut 
oleh armada dari DLH atau dibuang langsung oleh masyarakat sebanyak 
377.935 m3 terhadap volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota 
Cilegon sebanyak 540.845 M3.  

2. Realisasi Indikator untuk TPS per satuan penduduk (rasio daya tampung TPS 
per 1.000 penduduk) sebesar 3,90%, artinya hingga tahun 2019  Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah memiliki TPS sebanyak 206 unit dengan 
daya tampung setiap TPS adalah 8 M3, sehingga total daya tampung TPS 
sebesar 1.648 M3 terhadap total jumlah penduduk Kota Cilegon Tahun 2019 
sebanyak 423.362  jiwa (sumber data dari DKCS Kota Cilegon).  Capaian ini 
memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 2,22 m3 per penduduk. 

3. Realisasi Indikator persentase pengurangan sampah di perkotaan sebesar 
0,51 %, yakni jumlah sampah yang dilakukan upaya pengurangan sebesar 
2.766,52 m3 terhadap volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota 
Cilegon sebanyak 423.362 m3. Hingga tahun 2019 telah dilakukan upaya 
dalam pengurangan produksi sampah melalui sistem 3R yaitu reduce, recycle 
dan reuse, dimana sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis akan 
dipilah dan dikelola melalui lembaga bernama Bank Sampah  dan TPS 3R. 
Sampah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis kemudian diangkut dan 
dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir sampah). Perlu diketahui jumlah 
bank sampah hingga tahun 2019 sebanyak 26 (dua puluh enam) bank sampah 
yang dapat mengelola sampah hingga 1072,08 m3/tahun dan 3 (tiga) unit TPS 
3R yang dapat mengelola sampah hingga 1693,44 m3/tahun terhadap volume 
sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Cilegon sebanyak 423.362 m3. 
Capaian ini memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 0,45%. 

Secara keseluruhan sepanjang tahun 2019 semua kegiatan yang dapat 
mendukung capaian indikator  pada Program Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 
ini dapat terlaksana dengan baik.  Hal ini dapat dilihat dari serapan anggaran 
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sepanjang tahun 2019 adalah sebesar  95,08%. Namun ada beberapa kegiatan yang 
realisasi anggarannya masih di bawah 80 % yakni :  

1. Kegiatan penyelenggaraan jumat bersih sebesar 79,47% yang disebabkan 
karena adanya pengurangan dalam kegiatan jumsih karena waktu bulan 
Ramadhan dan Idul Fitri sehingga ada sisa anggaran dari makan dan  minum 
pelaksanaan kegiatan. 
 

A.5  Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (Dinas Lingkungan Hidup)  
Tabel 3.2.5e Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 

(Dinas Lingkungan Hidup) 

Program / 
Kegiatan 

Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)  
  

17.700,16 16.454,79 92,96% 

    Persentase ketersediaan data dan 
informasi sektoral 

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Persentase sarana dan prasarana 
perkantoran dalam kondisi baik 

%  100,00  88,39  88,39%  
   

    Tingkat disiplin aparatur %  100,00  98,00  98,00%  
   

    Kesesuaian realisasi keuangan 
berdasarkan cash budget (anggaran kas) 

%  100,00  82,67  82,67%  
   

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Pengelolaan Sampah 
Wilayah I )  

  

116,98 115,36 98,61% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Pengelolaan Sampah 
Wilayah I I)  

  

116,31 113,70 97,76% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Pengelolaan Sampah 
Wilayah I II)  

  

116,31 112,07 96,36% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Pengelolaan Sampah 
Wilayah I V)  

  

116,31 113,61 97,68% 

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (UPTD Tempat Pengolahan 
Sampah Akhir )  

  

65,66 64,84 98,75% 

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1 Permasalahan  

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Cilegon pada tahun 2019 berstatus 
waspada, artinya sudah terjadi degradasi lingkungan hidup. Butuh sinergitas 
dalam penyelesaian masalah kasus lingkungan hidup.  

2. Pelaksanaan penegakkan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga masih sangat kurang. Penindakkan 
masih sebatas menunggu pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Cilegon saja. 

3. Kurangnya jumlah SDM pengawas lingkungan terutama Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup (PPLH) dan belum tersedianya laboratorium lingkungan 
yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional ( KAN ), untuk merespon 
secara cepat atas adanya dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan 
sehingga penanganan pada pengaduan kasus lingkungan hidup menjadi tidak 
maksimal. 
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4. Kinerja pengelolaan sampah masih menggunakan sistem pola kumpul, angkut 
dan buang langsung ke TPA Bagendung dan bersifat open dumping. Upaya 
pengurangan dari sumber timbulan sampah masih kurang. 

5. Masih ada kegiatan yang  waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan cash 
budget hal ini disebabkan karena kurangnya kapsitas SDM terhadap 
pemahaman  tahapan dan urutan pekerjaan berikut kebutuhan waktu dan 
sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan 
mulai dari tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan pekerjaan, termasuk 
tahapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

 
B.2 Solusi 

1. Rencana kerja dan kegiatan pada setiap bidang di Dinas Lingkungan Hidup 
semestinya harus berdasarkan isu dan permasalahan yang sedang terjadi di 
masyarakat, salah satunya dimulai dari hasil pemantauan kualiatas lingkungan 
hidup dan hasil analisa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dari data 
tersebut akan tergambarkan upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum yang harus dilakukan oleh 
Dinas Lingkungan Hidup melalui program dan bidang masing-masing serta 
keterlibatan dan koordinasi antar sector lainnya. 

2. Peran penegakkan hukum atas pelanggaran PPLH dapat ditingkatkan, tidak saja 
hanya menunggu pengaduan tetapi dengan melihat data-data pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup melalui hasil pemantauan kualitas lingkungan 
hidup dan analisa Indeks Kualitas Lingungan Hidup (IKLH). 

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengajukan usulan penambahan SDM 
dan kegiatan Diklat Pengawasan Lingkungan Hidup dan Diklat-diklat lain yang 
menunjang kegiatan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup, baik ke BKD Kota 
Cilegon, BKD Provinsi Banten maupun Kementerian Lingkungan Hidup sebagai 
upaya meningkatkan kompetensi dan menambah jumlah PPLH Kota Cilegon. 
Untuk pengadaan laboratorium lingkungan perlu dimulai dari perencanaan 
dahulu direview kembali dokumen-dokumen yang pernah dikeluarkan. 

4. Upaya pengurangan dan penanganan sampah seharusnya sudah mulai 
diidentifikasikan dan menjadi program kerja pemerintah. Pada upaya 
pengurangan adalah : pendirian TPS 3R dan bank sampah sebanyak mungkin 
terutama pada sumber timbulan sampah, sosialisasi dan pelaksanaan 
(pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, pendauran ulang). Untuk 
upaya penanganan adalah : sosialisasi dan pelaksanaan (pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, fungsi TPA). Upaya-upaya tersebut 
perlu didukung dengan regulasi yang mengaturnya. 

5. Dalam menetapkan suatu rencana kegiatan sebaiknya memperhatikan 
permasalahan dan jumlah kebutuhan sumber daya yang harus disediakan, 
sehingga dalam penyusunan anggaran dapat menjawab seluruh kebutuhannya. 
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3.2.6 Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk  

Tabel 3.2.6a Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

             

Program Peningkatan 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk  

  
    

392,50 388,07 98,87% 

    Cakupan Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

%  93,50  93,40  99,89%  
   

    Waktu rata-rata penyelesaian 
pelayanan pendaftaran 
penduduk 

hari  1 1 100,00%  
   

  Pelayanan Langsung 
Dokumen Pendaftaran 
Penduduk 

 Terlaksananya Pelayanan 
Langsung Pendaftaran 
Penduduk di 24 Kelurahan 
dan 8 Sekolah  

kelurahan, 
sekolah 

24 ; 8  24 ; 8  100,00% 206,90 203,77 98,49% 

  Pengawasan Dokumen 
Kependudukan Orang 
Asing 

 Terlaksananya Pengawasan 
Dokumen Kependudukan 
Orang Asing di Kota Cilegon  

Kecamatan 8 8 100,00% 45,60 45,60 100,00% 

  Pendataan Penduduk 
Rentan dan penduduk 
non permanen 

 Terlaksananya Pendataan 
Penduduk Non Permanen  

Kelurahan 43 43 100,00% 140,00 138,70 99,07% 

 

1. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk  yang dilaksanakan 

oleh DKCS Kota Cilegon terus berupaya selalu meningkatkan kinerja pelayanan 

secara maksimal Adapun capaian indikator Cakupan Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dari target 93,50 % dapat direalisasikan 93,40% sehingga Pencapaian 

indiktor ini sebesar 99,89 % ketercapaian realisai indikator program dapat 

dihitung melalui 5 jenis pelayanan yang dilakukan antara lain : 

a. Cakupan Kepemilikan KTP -el  

KTP el adalah Kartu tanda penduduk yg dibuat secara elektronik, dalam 

artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara 

Komputerisasi, cakupan KTP el merupakan jumlah KTP el yg diterbitkan 

terhadap jumlah Wajib KTP. 

Tahun 2019  jumlah KTP el yg diterbitkan sebayak 298.849 KTP el dibagi 

Jumlah Penduduk Wajib  KTP Sebesar 300.775 KTP el atau capaian sebesar 

99,35%. 

           
ὐόάὰὥὬ ὑὝὖ Ὡὰ ώὫ ὨὭὸὩὶὦὭὸὯὥὲ 

ὐόάὰὥὬ ὖὩὲὨόὨόὯ ὡὥὮὭὦ ὑὝὖ 
 ὼ ρππϷ 

          
Ȣ

Ȣ
 ● Ϸ ȟ Ϸ 
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b. Cakupan Penerbitan KK  

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data 

tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga wajib dimiliki oleh 

setiap keluarga. 

Pada Tahun 2019 jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan sebayak 

133.147 KK dibagi Jumlah Kepala Keluarga Sebesar 133.147 KK atau capaian 

sebesar 100% 

           
ὐόάὰὥὬ ὑὑ ώὫ ὨὭὸὩὶὦὭὸὯὥὲ ὖὨ ὝὥὬόὲ ὲ

ὐόάὰὥὬ ὑὩὴὥὰὥ ὑὩὰόὥὶὫὥ ὖὨ ὝὥὬόὲ ὲ
 ὼ ρππϷ 

            
Ȣ

Ȣ
 ● Ϸ Ϸ 

c. Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon  

Surat keterangan pindah keluar kota Cilegon merupakan surat pengantar 

untuk Warga yg akan melakukan Pindah dan sebagai Pengantar untuk 

Pembuatan Dokumen Kependudukan di tempat yang baru. 

Pada Tahun 2019 jumlah SKP yang diterbitkan sebanyak 7.547 SKP 

terhadap Jumlah pemohon penerbitan SKP sebanyak 7.547 SKP dengan capaian 

100 % 

           
ὐόάὰὥὬ Ὓὑὖ ώὫ ὨὭὸὩὶὦὭὸὯὥὲ 

ὐόάὰὥὬ ὖὩὶάέὬέὲὥὲ ὖὩὲὩὶὦὭὸὥὲ Ὓὑὖ 
 ὼ ρππϷ 

            
Ȣ

Ȣ
 ● Ϸ Ϸ 

 

d. Cakupan Penerbitan KIA  

KIA adalah Kartu Identitas Anak yg diterbitkan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil bagi anak yg berusia 0-17 tahun kurang 1 hari sebagai 

Identitas bagi Anak yang Wajib dimiliki oleh setiap Anak. 

Pada Tahun 2019 Jumlah KIA yang diterbitkan sebanyak 105.476 kartu 

KIA terhadap Jumlah anak dibawah usia wajib KTP yang memiliki akta 

kelahiran sebanyak 155.817 anak dengan capaian 67,69% 

           
ὐόάὰὥὬ ὑὍὃ ώὫ ὨὭὸὩὶὦὭὸὯὥὲ

ὐόάὰὥὬ ὃὲὥὯ ὨὭὦὥύὥὬ όίὭὥ ύὥὮὭὦ ὑὝὖ ώὫ άὩάὭὰὭὯὭ ὥὯὸὥ ὑὩὰὥὬὭὶὥὲ
 ὼ ρππϷ 

            
Ȣ

Ȣ
 ● Ϸ ȟ Ϸ 

Cakupan Penerbitan KIA pada tahun 2019 belum memenuhi target 

dikarenakan belum Optimalnya dukungan dari Stakeholder lain seperti 

Kelurahan, Kecamatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial dalam 

meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak.  
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e. Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan Orang Asing  

Dokumen Kependudukan Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat 

Tinggal Bagi Orang Asing yg bekerja di Kota Cilegon, yang mempunyai 

kewajiban melaporkan keberadaannya pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil untuk selanjutnya dibuatkan SKTT. 

Pada Tahun 2019 Jumlah dokumen kependudukan orang asing yang 

diterbitkan sebanyak 999 SKT terhadap jumlah permohonan dokumen 

kependudukan orang asing sebanyak 999 orang dengan capaian 100% 

 

           
ὐόάὰὥὬ ὈέὯ ὑὩὴὩὲὨόὨόὯὥὲ ὕὶὥὲὫ ὃίὭὲὫ ώὫ ὨὭὸὩὶὦὭὸὯὥὲ

ὐόάὰὥὬ ὖὩὶάέὬέὲὥὲ ὈέὯ ὑὩὴὩὲὨόὨόὯὥὲ ὕὶὥὲὫ ὃίὭὲὫ
 ὼ ρππϷ 

             ● Ϸ Ϸ 

Kegiatan yang mendukung didalam capaian indikator kinerja Cakupan 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk  adalah Kegiatan Pelayanan Langsung 

Dokumen Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pengawasan Dokumen 

Kependudukan Orang Asing dan Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan dan 

Penduduk non Permanen. 

2. Waktu rata -rata penyelesaian pelayanan pendaftaran penduduk  

 Waktu Rata-rata pada setiap layanan pada bidang Pendaftaran Penduduk tahun 

2019  mencapai target yaitu 1 hari kerja dari Target yg telah ditetapkan yaitu 1 

hari yang dihitung dari Jumlah waktu pelayanan dari berbagai jenis pelayanan 

terhadap jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk sebagai berikut : 

  

 

 

 

Indikator waktu rata ɀ rata penyelesaian pelayanan administrasi 

kependudukan, dari target 1 hari dapat diselesaikan dalam 1 hari sehingga 

Pencapaian indiktor ini sebesar 100%  

Rata-rata Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan 

adalah 

1. KK  : 1 hari 
2. KTP-el  : 1 hari 
3. SKPD   : 1 hari 
4. SKP   : 1 hari 
5. SKPLN  : 1 hari 
6. SKDLN  : 1 hari 
7. SKTT   : 1 hari 
8. Legalisasi  : 1 hari 
9. KIA   : 1 hari 
Jumlah total   9 hari  

 ἰἩἺἱ

 ἲἭἶἱἻ ἴἩὁἩἶἩἶ
= 1 hari  
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A.2 Program  Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil  

Tabel 3.2.6b  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 

Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

             

Program Peningkatan 
Pelayanan Pencatatan 
Sipil  

  
    

406,29 396,24 97,53% 

    Cakupan Pelayanan Pencatatan 
Sipil 

%  82,50  95,82  116,15%  
   

    Waktu rata-rata penyelesaian 
pelayanan pencatatan sipil 

hari  1 1,19  84,03%  
   

  Pembinaan Pencatatan 
Perkawinan, Perceraian 
dan Pelayanan Langsung 
Akta Perkawinan 

 Terlaksanaanya pembinaan 
pencatatan perkawinan, 
perceraian dan pelayanan 
langsung Akta Perkawinan  

orang 100 100 100,00% 56,29 55,80 99,14% 

  Sosialisasi Perubahan 
Status Anak, 
Pewarganegaraan, dan 
Kematian 

 Terlaksananya penyampaian 
informasi tentang status anak, 
pewarganegaraan, kematian  
dan Keluarga Binaan P2WKSS 
kepada Masyarakat di Kota 
Cilegon  

orang 250 ; 
25 

250 ; 25 100,00% 45,00 45,00 100,00% 

  Sosialisasi dan Pelayanan 
Langsung Akte Kelahiran 

 Terlaksananya Pelayanan 
langsung Akta Kelahiran di 43 
Kelurahan  

kelurahan 43 43 100,00% 120,00 119,37 99,47% 

  Pendokumentasian 
Permohonan dan 
Register Akte Pencatatan 
Sipil 

 Terlaksananya 
Pendokumentasian 
Permohonan dan register akta 
kelahiran  

buku 100 100 100,00% 25,00 24,75 99,00% 

  Pelayanan Langsung 
Akta Kematian 

 Terlaksananya Pelayanan 
Langsung akta kematian di 
setiap kecamatan  

kecamatan 8 8 100,00% 160,00 151,33 94,58% 

 

1. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil  

Pelayanan memenuhi kebutuhan setiap masyarkat Kota Cilegon melalui 

suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan 

pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak 

sipil setiap warga. 

Adapun capaian indikator cakupan pelayanan pencatatan sipil  dari target 

82,50% dapat direalisasikan 95,82% sehingga Pencapaian indiktor ini sebesar 

116,15% ketercapaian realisai indikator program dapat dihitung melalui 4 jenis 

pelayanan yang dilakukan antara lain : 

a. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak usia 0 -18 Tahun  

Capaian  pada Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran  sebesar 

83,27% didapat dari Jumlah Anak Usia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran 

sebesar 115.191 akta dibagi Jumlah Anak Usia 0-18 tahun sebesar 138.326 

anak 

           
ὐόάὰὥὬ ὃὲὥὯ ὟίὭὥ π ρψ ὝὥὬόὲ ώὫ άὩάὭὰὭὯὭ ὥὯὸὥ ὯὩὰὥὬὭὶὥὲ

ὐόάὰὥὬ ὥὲὥὯ όίὭὥ π ρψ ὝὥὬόὲ
 ὼ ρππϷ 
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Ȣ

Ȣ
 ● Ϸ ȟ Ϸ 

 

b. Cakupan Penerbitan Akte Kematian  

Cakupan Akta kematian merupakan Akta bagi orang yang sudah meninggal 

yg berdomisili di Kota Cilegon, dan melaporkannya pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon. 

Capaian  pada Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian sebesar 100% 

didapat dari Jumlah Kutipan Akta Kematian yg diterbitkan sebesar 1.808 akta 

kematian  dibagi Jumlah Kematian yg terjadi sebesar 1.808 kematian. 

              
       

    
 ὼ ρππϷ 

            
Ȣ

Ȣ
 ● Ϸ  Ϸ 

                                          

c. Cakupan Penerbitan  Akta Perkawinan Non Muslim  

Capaian  pada Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan  Non Muslim yang 

diajukan sebesar 100 %,  didapat dari Jumlah Kutipan Akta Perkawinan  Non 

Muslim yang diajukan sebesar 90 Akta dibagi Jumlah Akta Perkawinan Non 

Muslim yg diterbitkan sebesar 90 Akta. 

           
ὐόάὰὥὬ ὑόὸὭὴὥὲ ὃὯὸὥ ὖὩὶὯὥύὭὲὥὲ ὔέὲ ὓόίὰὭά ώὫ ὨὭὥὮόὯὥὲ  

ὐόάὰὥὬ ὥὯὸὥ ὖὩὶὯὥύὭὲὥὲ ὲέὲ ὓόίὰὭά  ώὫ ὨὭ ὸὩὶὦὭὸὯὥὲ
 ὼ ρππϷ 

             ● Ϸ  Ϸ 

d. Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim  

Capaian  pada Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim yang 

diajukan sebesar 100 % didapat Jumlah Kutipan Akta Perceraian Non Muslim 

yang diajukan sebanyak 5 Dokumen dibagi Jumlah akta perceraian non 

muslim yang diterbitkan tahun 2019 sebesar 5 Dokumen 

           
ὐόάὰὥὬ ὑόὸὭὴὥὲ ὃὯὸὥ ὴὩὶὧὩὶὥὭὥὲ ὲέὲ άόίὰὭά ώὥὲὫ ὨὭ ὥὮόὯὥὲ  

ὐόάὰὥὬ ὥὯὸὥ ὖὩὶὧὩὶὥὭὥὲ  ὲέὲ άόίὰὭά  ώὫ ὨὭ ὸὩὶὦὭὸὯὥὲ
 ὼ ρππϷ 

             ● Ϸ  Ϸ 
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2.  Waktu rata -rata penyelesaian pelayanan  pencatatan Sipil  

Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pencatatan sipil adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian pelayanan pencatatan Sipil adalah Waktu Rata-rata pada setiap 
layanan pada bidang Pencatatan Sipil. Pada tahun 2019 waktu rata-rata penyelesaian 
Berbagai Pelayanan mencapai target yaitu 1,19 hari dari target 1 hari kerja sehingga 
Pencapaian indiktor ini sebesar 84,03% 

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung dengan kegiatan antara lain : 
Mengikuti  Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil di  yang diadakan oleh Dirjen  
Dikdukcapil  dan Provinsi Banten, Sosialisasi Perubahan Status Anak, 
Pewarganegaraan dan Kematian yang bertujuan agar masyarakat Kota Cilegon 
dengan mudah mengetahui Informasi tentang  pentingnya Akta-Akta Pencatatan 
Sipil, Pelayanan Keliling percepatan Akte Kelahiran 0-18 Tahun di 8 kecamatan dan 
43 Kelurahan se-kota Cilegon, Pelayanan Keliling Ke sekolah SMA/SMK/MAN Sekota 
Cilegon dan Pelayanan Car free day serta even-even tertentu , melaksanakan 
Pelayanan Langsung Akta Kematian di 8 Kecamatan, pembinaan pencatatan 
perkawinan, perceraian dan pelayanan langsung akta perkawinan non muslim, 
Pembinaan P2WKSS memberikan pelayanan akta ɀ akta pencatatan sipil.  

Rata-rata Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil  adalah 

1 Akte Kelahiran    :   1 hari 
2 Akte Kematian    :   1 hari 
3 Akte Perkawinan    :   1 hari 
4 Akte Perceraian         :   1 hari 
5 Akte Pengangkatan Anak   :   1 hari 
6 Akte Pengesahan Anak   :   1 hari 
7 Akte Pengakuan Anak   :   1 hari 
8 Akte Perubahan Nama   :   2 hari 
9  Pembatalan AktPerkawinan  :  2 hari 
10 Surat Keterangan Lahir Mati  :   1 hari 
11 Perubahan Peristiwa Penting Lainnya :   1 hari 
12 Perubahan Status Kewarganegaraan :   1 hari 
13 Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri :   1 hari 
14 Laporan Perkawinan WNI Di Luar Negeri :   1 hari 
15 Legalisir Akta-Akta Pencatatan Sipil :   1 hari 
16 PembatalanAktaPerceraian                         :   2 hari 

19 hari  

 ἰἩἺἱ

  ἲἭἶἱἻἴἩὁἩἶἩἶ
= 1,19 hari  
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A.3 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  

Tabel 3.2.6c  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Peningkatan 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi 
Kependudukan  

  
    

518,51 510,68 98,49% 

     Tingkat validasi, akurasi, dan 
up to datenya data  

%  95  95,12  100,13%  
   

  Pemeliharaan SIAK  Terpeliharanya jaringan 
aplikasi SIAK Dinas dan 
Kecamatan  

bulan 12 12 100,00% 126,20 125,71 99,61% 

  Pengelolaan SIAK  Terpenuhinya Tata Kelola, 
SDM teknologi, Informasi dan 
Komunikasi baik di Kecamatan 
maupun dinas  

tenaga 
operator 

50 50 100,00% 177,31 176,66 99,64% 

  Pembinaan dan 
Penyusunan Buku Induk 
Penduduk 

 Tersedianya Pelaporan dan 
Penyusunan Buku Induk 
Penduduk  

Buku 43 43 100,00% 65,00 61,37 94,41% 

  Percepatan Perekaman Usia 
Wajib KTP 

 Terpenuhinya perekaman 
KTP-el di sekolah  

Sekolah 20 20 100,00% 150,00 146,95 97,97% 

 

Program Peningkatan Data dan Informasi Kependudukan  
Upaya yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 

dalam mengolah data akan disimpan ke dalam satu basis data yang terintegrasi secara 
nasional melalui jaringan Internet  sehingga data-data tersebut menjadi sumber basis 
data kependudukan secara nasional yang selanjutnya menjadi tanggung jawab 
pemerintah pusat.  

Pada Program Program Peningkatan Data dan Informasi Kependudukan  
terdapat satu  indikator program yaitu :  

1. Tingkat Validasi, Akurasi, dan Up To Date nya Data  
Yaitu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan/kebenaran data suatu 

instrument yang akurat terhadap data yg bermasalah, Pada Tahun 2019 jumlah data 
terverifikasi dan tervalidasi sebanyak 423.362 data terhadap data anomaly (data 
bermasalah) sebanyak 445.083 data. 

 

           
╓╪◄╪ ◄▄►○▄►░█░▓╪▼░ ▀╪▪ ◄▄►○╪■░▀╪▼░  

╓╪◄╪ ═▪▫□╪■░ ╓╪◄╪ ╫▄►□╪▼╪■╪▐
 ● Ϸ 

           
Ȣ

Ȣ
 ● Ϸ ȟ Ϸ 

Indikator Pada Presentase Fakir miskin, dari target 95% dapat direalisasikan 
95,12% sehingga Pencapaian indiktor ini sebesar 100,12 % Keberhasilan Indikator 
ini didukung melaui kegiatan pengelolaan SIAK, percepatan perekaman penduduk 
usia KTP el. 
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A.4 Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  

Tabel 3.2.6d  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Peningkatan 
Pemanfaatan Data dan 
Inovasi Pelayanan  

  
    

424,73 410,98 96,76% 

    Cakupan kerjasama 
pemanfaatan data 
kependudukan terhadap 
target instansi 

Instansi  15  15  100,00%  
   

    Jumlah Buku Profil yang 
diselesaikan 

buku  125  125  100,00%  
   

  Sosialisasi Kerjasama 
Penyelenggaraan Dokumen 
Kependudukan 

 Terlaksananya Sosialisasi 
Kerjasama 
Penyelenggaraan 
Dokumen Kependudukan  

orang 40 40 100,00% 40,75 36,74 90,15% 

  Promosi Pelayanan Publik 
Dokumen Kependudukan 

 Terlaksananya Promosi 
Pelayanan Publik 
Dokumen Kependudukan  

tayang 4 4 100,00% 64,00 63,62 99,40% 

  Penyusunan Profil Kependudukan  Tersusunnya Buku Profil 
Kependudukan  

buku 125 125 100,00% 60,25 60,17 99,87% 

  Penyusunan Dokumen Analisa 
Kependudukan 

 Tersusunnya Dokumen 
Analisis Kependudukan  

buku 45 45 100,00% 14,98 14,90 99,47% 

  Peningkatan Inovasi Pelayanan 
di Bidang Kependudukan 

 Terlaksananya 
Peningkatan Inovasi 
Pelayanan di Bidang 
Kependudukan  

Kegiatan 2 2 100,00% 64,75 64,65 99,85% 

  Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kerjasama dalam 
pemanfaatan Data 
Kependudukan 

 Terselenggaranya 
Monitoring dan evaluasi 
Pelaksanaan kerjasama 
dalam pemanfaatan data 
Kependudukan Oleh 
Instansi terkait  

orang 65 65 100,00% 30,00 27,01 90,03% 

  Pengembangan/Peningkatan 
Pelayanan Publik Masyarakat 

 Tersedianya Informasi 
Layanan Publik  

Paket 2 2 100,00% 150,00 143,90 95,93% 

 

Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang Kerjasama, Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan serta 
inovasi pelayanan. Terdapat dua indikator program yaitu :  

1. Jumlah Buku Profil Kependudukan yg terselesaikan  pada tahun 2019 sebanyak 

125  buku dari target 125  buku dengan capaian sebesar  100%  

 

2. Cakupan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan terhadap target 

Instansi   

       dari target kinerja 15 instansi  realisasi 20 Instansi  capaian kinerja 135%   

           
╙◊□■╪▐ ╘▪▼◄╪▪▼░ ◐╪▪▌ □▄■╪▓◊▓╪▪ ▓▄►▒╪▼╪□╪  

╙◊□■╪▐ ◄╪►▌▄◄ ░▪▼◄╪▪▼░  ░▪▼◄╪▪▼░
 ● Ϸ 

            ● Ϸ Ϸ 



 

  

   

296 

Bentuk kerjasama instansi yang sudah terjalin antara lain : 

¶ Perjanjian kerjasama dalam rangka peningkatan cakupan akta kelahiran  
dengan  Instansi Terkait ( 3 Rumah Sakit Umum, 3 RSIA, 6 Klinik Bersalin, 2 
OPD ) 

¶ Perjanjian kerjasama dalam rangka pemanfaatan dokumen kependudukan 
untuk Dokumen (KIA), sebanyak 4 pelaku usaha Antara lain : ASA Sport Centre, 
The Royal Krakatau ( Krakatau Water Word, The Level, dan Krakatau Garden), 
Metro Sport Centre dan KFC. 

¶ Perjanjian Kerjasama Pemanfaaan Data 1 OPD dan 1 lembaga  (BPRS) 
 

A.5  Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil)  

Tabel 3.2.6e 
Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 

2019 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) 

Program / 
Kegiatan 

Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan  (DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL)  

  

6.019,40 5.589,07 92,85% 

    Persentase ketersediaan data dan informasi 
sektoral 

%  100  100  100,00%  
   

    Persentase sarana dan prasarana 
perkantoran dalam kondisi baik 

%  100  66,49  66,49%  
   

    Tingkat disiplin aparatur %  100  98,47  98,47%  
   

    Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan 
cash budget (anggaran kas) 

%  100  92,14  92,14%  
   

 

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1 Permasalahan 

1) Belum optimalnya Peran dan Dukungan dari Stakeholder lain seperti kelurahan 

dan kecamatan dalam mensosialisasikan pentingnya kepemilikan dokumen 

pendaftaran penduduk. . 

2)  Belum maksimlnya Informasi yang diterima masyarakat tentang Updatenya data 

kependudukan . 

3) Faktor alam dan cuaca yang sangat berpengaruh terhadap koneksi jaringan SIAK. 

4) Sering terjadinya trouble pada jaringan Telkom untuk pelayanan KTP-el baik 

rekam maupun cetak. 

5) Terjadinya kerusakan pada peralatan KTP-el. 

6) Masih perlunya komitmen dalam pemanfaatan data dan inovasi oleh berbagai 

pihak. 
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B.2 Solusi  

1) Perlunya Melibatkan Stakeholder dalam merealisasikan aspirasi pelayanan 

penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk 

2) Mensosialisasikan Pentingnya Update Dokumen Kependudukan Keseluruh 

lapisan masyarakat dengan memanfaatkan potensi penyebaran Informasi yang 

optimal seperti media social 

3) Melaksanakan supervisi dan pemeliharaan SIAK secara berkala dan 

kontinyu/rutin.  

4) Melakukan koordinasi dengan Jarkomdat Ditjen  melalui Dirjen Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 

5) Melakukan inventarisasi peralatan KTP-el yang rusak untuk di perbaiki yang 

dikordinasikan melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian 

Dalam Negeri. 

6) Perlunya penguatan Komitmen terhadap instansi yang diajak untuk 

berkerjasama dalam pemanfaatan data inovasi yang di dukung dalam penguatan 

Regulasi 
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3.2.7 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  (Dinas Sosial)  

Tabel 3.2.7a  
Target dan Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan  

  
    

1.442,10 1.368,91 94,93% 

    Tingkat partisipasi masyarakat 
terhadap inovasi Teknologi 
Tepat Guna 

%  69,30  105,00  151,52%  
   

    Cakupan pembentukan 
Posyantek 

%  15,69  100,00  637,35%  
   

    Presentase lembaga 
kemasyaarakatan yang aktif 

%  25,00  25,83  103,32%  
   

  Pemasyarakatan dan 
Pengembangan TTG 

 Terlaksananya Sosialisasi 
Program TTG  

orang 1.265 1.265 100,00% 286,19 258,56 90,35% 

     Terlaksananya LCI TTG ke 13  keg 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya lomba 
menggambar TTG ke 9  

keg 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya gelar TTG XV 
Tk.Prov.Banten  

keg 1 1 100,00% 
   

     Terlaksannya Gelar TTG 
Nasional  

keg 1 1 100,00% 
   

  Penguatan Lembaga 
Posyantek 

 Terlaksananya Rapat Koordinasi 
Forum Posyantek  

kali 4 4 100,00% 380,64 368,96 96,93% 

     Terlaksananya pembinaan dan 
penguatan Posyantek  

keg 2 2 100,00% 
   

     Terlaksananya Bimtek pengurus 
Posyantek Kel  

angkatan 3 3 100,00% 
   

     Terlaksananya monitoring tim 
Kota ke Posyatek Kelurahan  

keg 2 2 100,00% 
   

     Terlaksananya lomba 
pengelolaan posyantek ke 9 tk. 
Kota  

keg 1 1 100,00% 
   

     Terlaksananya monitoring tim 
kota ke posyantek kec  

kec 8 8 100,00% 
   

     Terlaksananya Gelar TTG 
Nasional XXI reward bagi 
posyantek kel  

keg 1 1 100,00% 
   

  Penguatan Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan 

 Terlaksananya Kegiatan 
Penguatan Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan  

orang 510 510 100,00% 425,25 395,98 93,12% 

  Pendampingan DPWKel  Terlaksananya Kegiatan 
Pendampingan DPW Kelurahan  

kelurahan 43 43 100,00% 242,79 238,90 98,40% 

  Penyuluhan Pemberdayaan 
masyarakat dan informasi 
program pemberdayaan 
masyarakat dan 
Pembangunan Wilayah 
Kelurahan 

 Terlaksananya Penyuluhan 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Informasi Program 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pembangunan Wilayah 
Kelurahan  

orang 640 400 62,50% 107,23 106,51 99,32% 

 

Pada Program Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  terdapat 

empat indikator program yaitu :  

¶ Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi Teknologi Tepat Guna ,  

Capaian indikator program ini menunjukkan semakin banyak produk inovasi yang 

dihasilkan oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam perlombaan Teknologi 
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Tepat Guna dan juga untuk lebih mengenalkan Teknologi Tepat Guna secara lebih 

luas dengan melalui kegiatan-kegiatan seperti gelar/pameran teknologi tepat 

guna.  Pada Tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti 

inovasi Teknologi Tepat Guna sebanyak 63 orang dari jumlah peserta yang 

diharapkan mengikuti inovasi Teknologi Tepat Guna hanya sebanyak 60 orang. 

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi TTG: 
         

      
ὼ ρππ  ὼ ρππϷρπυϷ  

Indikator Pada Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi Teknologi Tepat 

Guna, dari target 69,3% dapat direalisasikan 105% sehingga Pencapaian indiktor 

ini sebesar 151,52 % 

¶ Cakupan pembentukan Posyantek, merupakan indiktor yang mengukur jumlah 

Posyantek yang terbentuk di Kota Cilegon.  Berdasarkan  Peraturan Kementerian 

Desa nomor 23 Tahun 2017 menyatakan bahwa kelurahan dan kecamatan harus 

membentuk Posyantek, adapun pada tahun 2019 telah terbentuk  di 43 kelurahan 

melalui anggaran DPWkel. 

¶ Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  merupakan indikator yang 

menunjukan keberhasilan dalam  memerlihara kesadaran dan tanggungjawab 

sosial generasi muda untuk berperan secara aktif  dalam menyelenggarakan 

kesejahteraan sosial.  

Presentase lembaga kemasyaarakatan yang aktif = 

    

  
ὼ ρππ  ὼ ρππϷςψȟψσϷ  

Indikator Pada Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif , dari target 25% 

dapat direalisasikan 25,83% sehingga Pencapaian indiktor ini sebesar 103,32 % 

Keberhasilan capaian program indikator  diatas disebabkan keterlibatan lembaga 

kemasyarakatan melalui  program Dana Pembangunan Wilayah kelurahan (DPWKel)  

serta adanya kegiatan workshop mengenai sinergitas kelembagaan/ LPM dengan 

RT/RW. 

 

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1 Permasalahan 

Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam 

peningkatan program pemberdayaan masyarakat 

B.2 Solusi 

Perlunya penguatan koordinasi yang intensif antar lembaga kemasyarakatan 

dengan dinas sosial agar peran masyarakat dalam meningkatkan program 

pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, terukur dan 

mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan wilayah kelurahan. 
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3.2.8 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Kelu arga Berencana 

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1  Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk  
Tabel 3.2.8a  

Target dan Realisasi Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk  
Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

             

Program 
Pengendalian 
Pertumbuhan 
Penduduk  

  
    

8.209,51 8.157,71 99,37% 

    Cakupan sasaran Pasangan 
Usia Subur menjadi peserta 
KB aktif (CU/PUS) 

%  66,50  76,13  114,48%  
   

    Cakupan pelayanan KB %  100,00  100,00  100,00%  
   

    Cakupan Pasangan Usia 
Subur yang ingin ber KB 
namun tidak terpenuhi 
(unmet need)  

%  15,00  8,32  144,53%  
   

    Cakupan Klasifikasi 
Posyandu Mandiri, 
Purnama, Pratama 

Posyandu  374,00  374,00  100,00%  
   

  Pengembangan Promosi 
dan Informasi Program 
KB-KRR 

 Terlaksananya Kegiatan 
Penegembangan Promosi 
dan Informasi Program KB-
KRR  

Kegiatan 3 3 100,00% 67,00 65,40 97,61% 

  Orientasi KIE bagi 
TOGA/TOMA se-Kota 
Cilegon 

 Terlaksananya Kegiatan 
Orientasi KIE Bagi 
TOGA/TOMA Se-Kota 
Cilegon  

Peserta 240 240 100,00% 100,00 99,74 99,74% 

  Pendampingan 
Pendataan Keluarga dan 
Pengelolaan Data Basis 

 Terlaksananya 
pendampingan pendataan 
keluarga dan pengelolaan 
data basis  

Kader 
Pendata 

1.133 1.027 90,66% 72,00 65,27 90,66% 

  Penguatan Kelembagaan 
Posyandu 

 Terselenggaranya 
koordinasi dengan pokjanal 
posyandu  

posyandu 374 374 100,00% 668,74 647,49 96,82% 

  Peningkatan Kapasitas 
Kader Cilegon Mandiri 

 Tersalurkannya 
Operasional Kader Cilegon 
Mandiri  

Kader 2.550 2.550 100,00% 6.281,52 6.280,16 99,98% 

  Pembinaan Posyandu  Terbinanya Kader 
Posyandu  

Posyandu 374 374 100,00% 77,06 77,06 100,00% 

  Pelatihan KIP Konseling 
KB bagi Pengelola 
Program KB 

 Terlaksananya Pelatihan 
KIP Konseling KB dalam 
Pelaksanaan Program KB  

Orang 210 210 100,00% 75,00 74,96 99,95% 

  Temu Pengelola KB/KS  Terlaksananya Temu 
Pengelola KB/KS  

Orang 200 200 100,00% 79,00 77,65 98,28% 

  Pembinaan Institusi dan 
Pengelola Program KB 

 Terlaksananya pembinaan 
Pengelola Program KB  

orang 280 280 100,00% 70,00 68,07 97,24% 

  Dukungan Media KIE 
(DAK) 

 Terealisasikannya 
Penyediaan Dukungan 
Media KIE  

% 100 100 100,00% 162,80 161,00 98,89% 

  Biaya Operasional 
Pembinaan Program 
oleh Kader (DAK) 

 Tersedianya Operasional 
Pendukung Kegiatan 
Pembinaan Program KB  

Kelurahan 43 43 100,00% 206,40 205,37 99,50% 

  Fasilitasi Pelaksanaan 
Peningkatan Tumbuh 
Kembang Anak bagi 
Kader Posyandu 

 Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Peningkatan 
Tumbuh Kembang Anak 
Bagi Kader Posyandu  

Kader 1.850 1.850 100,00% 350,00 335,55 95,87% 



 

  

   

301 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

Program 
Pengendalian 
Pertumbuhan 
Penduduk  (UPT KCM 
I)  

  
    

11,19 11,19 100,00% 

  Pembinaan Kader KCM 
wilayah I  

 Terlaksananya Kegiatan 
Kader KCM Wilayah I  

Kader KCM 150 150 100,00% 1,75 1,75 100,00% 

  Biaya Operasional 
Penyuluhan (DAK) 

 Terlaksananya Penyuluhan 
KB di Balai Penyuluhan KB  

% 100 100 100,00% 9,44 9,44 100,00% 

Program 
Pengendalian 
Pertumbuhan 
Penduduk  (UPT KCM 
II)  

  
    

14,12 14,12 100,00% 

  Pembinaan Kader KCM 
wilayah II  

 Terlaksananya Pembinaan 
Kader KCM Wilayah II  

Orang 157 157 100,00% 3,19 3,19 100,00% 

  Biaya Operasional 
Penyuluhan (DAK) 

 Terlaksananya Penyuluhan 
KB Balai Penyuluhan KB  

% 100 100 100,00% 10,93 10,93 100,00% 

Program 
Pengendalian 
Pertumbuhan 
Penduduk  (UPTD 
Keluarga Berencana)  

  
    

174,69 159,81 91,48% 

  Biaya Operasional 
Penyuluhan (DAK) 

 Terlaksananya Kegiatan 
Operasional Keluarga 
Berencana  

Persen 100 94 93,73% 119,63 112,14 93,73% 

  Pembinaan Kader KCM 
UPT KB 

 Terlaksananya Pembinaan 
BKB   

Orang 60 52 86,59% 55,06 47,68 86,59% 

 

Pada Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk  terdapat 4 (empat) 

Indikator Program yaitu : 

a. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi  Peserta KB Aktif  (CU/PUS) 

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami isteri yang sah yang isterinya 

atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk 

mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2019 jumlah PUS / 

Pasangan usia subur yang ada di Kota Cilegon sebanyak   87.348 PUS terhadap 

jumlah peserta KB aktif sebanyak 66.501 peserta KB. Sehingga capaian indikator 

Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif  (CU/PUS), dari 

target 67 % dapat direalisasikan 76,13% sehingga Pencapaian indiktor ini sebesar 

114 %. 

Faktor Keberhasilan ini didukung dengan adanya pembinaan dan penyuluhan 

mengenai program KB, pembinaan TRIBINA (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga 

Remaja, Bina Keluarga Lansia) 

b. Cakupan Pelayanan KB 

Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Pelayanan KB Keliling adalah memperluas 

jangkauan program KB terutama daerah-daerah terpencil dengan mendatangi 

tempat/ lokasi calon peserta keluarga berencana dan memberikan pelayanan 

kontrasepsi di tempat. Pada Tahun 2019 Jumlah Pasangan usia subur yang datang 

ingin ber KB aktif sebanyak 66.501 orang terhadap Jumlah Pasangan usia subur 
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yang dilayani sebanyak 66.501 orang  peserta KB aktif sehingga capaian indikator 

Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif  (CU/PUS), dari 

target 100 % sehingga Pencapaian indiktor ini sebesar 100 %. 

Faktor Keberhasilan ini didukung adanya kegiatan Pelayanan KB, Pelayanan KB 

Keliling, Biaya Operasional Distribusi Alokon (DAK), Kampung KB dan Biaya 

Operasional  Penyuluhan UPT.KB ( DAK ) 

c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin  ber -KB tidak  terpenuhi (Unmet 

Need) 

PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum 

terlayani disebut unmet need, Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak 

ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar 

kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, 

jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) 

pelayanan KB. Pada tahun 2019 Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak 

ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 7.271 orang 

terhadap Jumlah PUS di wilayah tersebut sebanyak 87.348. 

Adapun capaian indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak 

terpenuhi (Unmet Need), dari target 15 % dapat direalisasikan 8,32% sehingga 

Pencapaian indiktor ini sebesar 144,53 %. 

Faktor Keberhasilan ini didukung adanya pembinaan dan penyuluhan mengenai 

program KB, pembinaan TRIBINA (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, 

Bina Keluarga Lansia) 

d. Cakupan Klasifikasi Posyandu Mandiri, Purnama, Pratama  

Cakupan Klasifikasi Posyandu Pratama, Madya, Purnama, Mandiri adalah atas 

dasar yang digunakan sebagai penyaring  atau penentu tingkat kemandirian 

Posyandu. Posyandu dapat digolongkan menjadi 4 Tingkatan Pada Tahun 2019 

pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu terdapat Jumlah Posyandu 374, 

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya kegiatan Pembinaan Posyandu dan 

Penguatan Kelembagaan Posyandu. 

JUMLAH POSYANDU SE KOTA CILEGON TAHUN 2019 

NO 
NAMA 

KECAMATAN 
JUMLAH 

POSYANDU 
TINGKATAN POSYNDU 

PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI 
1. Kecamatan 

Cilegon 
38 0 36 1 1 

2. Kecamatan  
Citangkil 

67 0 60 6 1 

3. Kecamatan  
Cibeber 

48 0 42 5 1 

4. Kecamatan 
Ciwandan 

43 0 37 5 1 
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NO 
NAMA 

KECAMATAN 
JUMLAH 

POSYANDU 
TINGKATAN POSYNDU 

PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI 
5 Kecamatan 

Pulomerak 
55 0 51 3 1 

6. Kecamatan 
Purwakarta 

40 0 34 5 1 

7. Kecamatan 
Jombang 

44 0 38 5 1 

8. Kecamatan 
Grogol 

39 0 34 4 1 

JUMLAH 374 0 332 34 8 

 

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya dukungan dari kegiatan rapat antar 

forum posyandu, Menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu, 

Meningkatkan kualitas kemampuan dan ketrampilan kader posyandu, Meningkatkan 

fasilitas Posyandu, Meningkatkan motivasi pengeloaan dalam pelayanan posyandu, 

Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan 

kegaiatan posyandu, Meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas penguatan 

Kelembagaan posyandu, Meningkatkan motivasi dan kinerja dalam pencatatan Sistim 

Informasi Posyandu yang benar. 

 

A.2 Program Bina Keluarga Sejahtera  

Tabel 3.2.8b  
Target dan Realisasi Program Bina Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Bina 
Keluarga 
Sejahtera  

  
    

1.903,48 1.873,35 98,42% 

    Rasio kapasitas pelayanan 
posyandu  

%  100,00  100,00  100,00%  
   

    Proporsi posyandu yang memiliki 
sarana dan prasarana yang 
memenuhi standar kebutuhan 

%  60,00  80,00  133,33%  
   

    Rasio PLKB di setiap kelurahan %  60,00  18,60  31,00%  
   

    Peningkatan proporsi jumlah  
kelompok catur bina terhadap 
jumlah balita 

%  0,78  0,35  44,87%  
   

    Proporsi peningkatan kompetensi 
kader tribina 

%  156,00  150,00  96,15%  
   

    Prevalensi Peserta KB Aktif %  67,00  57,79  86,25%  
   

    Presentasi Peserta KB Baru %  100,00  114,00  114,00%  
   

    Cakupan Sasaran Pasangan Usia 
Subur menjadi Peserta KB Aktif 
MKJP 

%  13,00  19,90  153,08%  
   

  pelayanan KB  Terlaksananya Kegiatan 
Pelayanan KB dalam rangka 
Bhaksos IBI Kes, Bhaksos TNI KB 
Terpadu, Pelayanan KB dalam 
rangka Satuan Gerak PKK, 
Pelayanan KB dalam rangka Hari 
Besar Nasional Tingkat Kota, 

Even 4 4 100,00% 100,00 100,00 100,00% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

Pertemuan UPT KB Se-Kota 
Cilegon  

  Pelayanan KB 
Keliling 

 Terlaksananya Pelayanan KB 
Mobile  

Zona 43 43 100,00% 125,00 125,00 100,00% 

  Penyelenggaraan 
Hari Keluarga 

 Terlaksananya Lomba Harganas 
tingkat Kota, tingkat Provinsi dan 
tingkat Nasional  

Kategori 12 12 100,00% 350,00 340,47 97,28% 

  Kampung KB  Terlaksananya Pembinaan 
Program Kampung KB di Kota 
Cilegon  

Kelurahan 9 9 100,00% 150,00 144,06 96,04% 

  Pembinaan 
Pendapatan 
Ekonomi Keluarga ( 
PPEK ) 

 Terlaksananya Pembinaan 
Pelaku Usaha Perempuan  

orang 80 80 100,00% 100,00 99,76 99,76% 

  Pembinaan Kader 
Tribina Keluarga 

 Terlaksannya Pembinaan Kader 
Tri Bina Keluarga  

Orang 150 150 100,00% 71,00 68,71 96,77% 

  penyiapan 
Kehidupan 
Berkeluarga Bagi 
Remaja ( PKBR ) 

 Terlaksananya Pembinaan Pusat 
Informasi dan Konseling 
Remaja/Mahasiswa  

Orang 40 40 100,00% 53,22 51,66 97,07% 

  Penguatan 
Kelembagaan Saka 
Kencana Pramuka 

 Terlaksananya Penguatan Saka 
Kencana dalam Program KB  

Orang 80 80 100,00% 42,00 41,99 99,96% 

  Biaya Operasional 
Distribusi Alokon 
(DAK) 

 Terlaksananya Pelayanan KB 
Mobile  

Kecamatan 8 8 100,00% 25,00 21,67 86,69% 

  Biaya Operasional 
Penggerakan di 
Kampung KB (DAK) 

 Terlaksananya Pertemuan 
Kelompok Kerja di Kampung KB  

Orang 15 15 100,00% 760,00 755,41 99,40% 

  Dukungan 
Manajemen (DAK) 

 Tercapainya Biaya Dukungan 
Pengelolaan Dana BOKB  

Tahun 1 1 100,00% 127,26 124,62 97,93% 

 

Pada Program Bina Keluarga Sejahtera  terdapat 8 (delapan) indikator program 

yaitu : 

a. Rasio Kapasitas Pelayanan Posyandu 

Jumlah Posyandu di Kota Cilegon pada tahun 2019 sebanyak 374 posyandu 

sedangkan jumlah balita sebanyak 33.125 balita, dengan demikian rasio 

Posyandu terhadap Balita yang ada di Kota Cilegon  mencapai 1:89  Hal ini berarti 

bahwa dari 1 posyandu melayani untuk 89 balita, dengan adanya DPW-Kel. 

sangat membantu dalam peningkatan saran dan prasarana Posyandu di wilayah 

Kota Cilegon, jumlah posyandu yang di bangun melalui DPW-kel mencapai 38 unit 

Posyandu.  

b. Proporsi Posyandu Yang Memiliki Sarana Dan Prasarana Yang Memenuhi 
Standar Kebutuhan  

Pada Tahun 2019 Proporsi posyandu yang memiliki sarana dan prasarana yang 

memenuhi standar kebutuhan sebanyak 299 Posyandu terhadap Jumlah 

keseluruhan Posyandu yang ada sebanyak 374 Posyandu.  

Indikator Proporsi Posyandu Yang Memiliki Sarana Dan Prasarana Yang 

Memenuhi Standar Kebutuhan dari target 60% dapat direalisasikan 80% sehingga 

Pencapaian indiktor ini sebesar 133 %, standar untuk kebutuhan sarana dan 
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prasarana Posyandu diantaranya seperti Pembangunan Gedung, timbangan, meja, 

kursi, lemari dan velbed.  

Faktor keberhasilan peningkatan sarana dan prasarana didukung melalui 

kegiatan Anggaran 2019 sarpras wilayah DPW kel  yang terbangun 20 posyandu 

dan pendukung sarana prasarana berupa velbed yang peruntukannya 374 

posyandu. 

c. Rasio PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) di setiap Kelurahan  

Pada tahun 2019 Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana /PLKB di Kota 

Cilegon sebanyak 8 orang, sedangkan jumlah Kelurahan sebanyak 43 Kelurahan 

maka capaian realisasi 18,60% dari target yang di tetapkan 60 % sehingga capaian 

kinerja sebesar 31%. Capaian indicator ini rendah dikarenaknan Satu orang PLKB 

bertanggung jawab terhadap 5 Kelurahan atau lebih, maka berdampak pada 

beban kerja PLKB yang berat. 

Mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) bahwa satu orang PLKB harus 

menangani 2 kelurahan dari 43 kelurahan (Standart yang dibutuhkan 21 s/d 22 

orang untuk 43 kelurahan). 

d. Prevalensi Peserta KB Aktif  

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Suami Istri yang syah atau suaminya masih 

menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan, 

Pada Tahun 2019 Adapun Jumlah Peserta Program KB Aktif sebanyak 57.798 

peserta dibanding Jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 74.424 orang, sehingga 

capaian indikator Prevalensi Peserta KB Aktif, dari target 67% dapat 

direalisasikan 57,79% sehingga Pencapaian indiktor kinerjanya ini sebesar 77,66 

%, Faktor Keberhasilan ini didukung adanya Pelayanan KB, Pelayanan KB Keliling. 

e. Presentasi Peserta KB Baru 

Peserta KB Baru adalah Peserta KB yang baru pertama kali menggunakan salah 

alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi Peserta KB setelah melahirkan 

atau keguguran, Pada tahun 2019 jumlah peserta KB baru adalah 9.746 orang dari 

jumlah Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) sebesar 8.549 orang, sehingga 

capaian indikator Presentasi peserta KB Baru, dari target 100% dapat 

direalisasikan 114%, keberhasilan indicator ini didukung melalui kegiatan 

pembinaan dan penyuluhan mengenai program KB, Pelayanan KB Keliling. 

f. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi  Peserta KB Aktif  MKJP 

Pada tahun 2019 jumlah PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi MKJP (Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang) sebanyak 11.503 orang terhadap jumlah Pasangan 

Usia Subur (PUS) sebanyak 57.798 orang, sehingga capaian indikator menjadi 

peserta KB aktif  MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), dari target 13% 

dapat direalisasikan 19,90% sehingga Pencapaian indiktor ini sebesar 153 %, 

Keberhasilan indicator ini didukung melalui kegiatan Pelayanan KB, Pelayanan KB 

Keliling, dan Operasional Distribusi Alokon (DAK). 
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g. Peningkatan Proporsi Jumlah Kelompok Catur Bina Terhadap Jumlah Balita  

Balita adalah anak yang usianya dibawah lima tahun. Bina Keluarga Balita (BKB) 

adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, 

keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina 

tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), Peningkatan Proporsi 

jumlah kelompok catur bina terhadap jumlah balita, adapun pada tahun 2019 

Jumlah Balita sebanyak 35.519 di bagi Kelompok BKB,BKR,BKL sebanyak 124 

Kelompok. Sehingga persentase realisasinyanya adalah 0,35%, dari target 1% 

maka capaian kinerjanya sebesar 34,90%. Dengan melihat capaian tersebut masih 

diperlukannya penambahan/ pembentukan kelompok BKB,BKR dan BKL di Kota 

Cilegon, dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan bagi para 

ibu dalam membina tumbeuh kembang anak. 

h. Proporsi peningkatan kompetensi kader tribina  (KBKS) 

Program BKB, BKR dan BKL merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis 

dalam mengupayakan terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial 

melalui peningkatan kepedulian, pengetahuan dan sikap keluarga dalam 

mengasuh,membina tumbuh kembang balita, anak dan remaja, serta peningkatan 

kualitas hidup lansia. 

Pada Tahun 2019 Proporsi peningkatan kompetensi kader tribina adalah  Jumlah 

kader Tribina yang melakukan pembinaan sebanyak 150 dari target sebanyak 156  

maka capaian kinerjanyanya sebanyak 96,15%, indikator ini didukung melalui 

kegiatan Pembinaan Kader Tribina Keluarga. 

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

B.1 Permasalahan 

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pada Program Pengendalian 

Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut :  

1. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB dalam rangka 

menghasilkan program KB 

2. Belum memiliki Grand Design Kependudukan Kota Cilegon (Pengendalian 

Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga) 

3. Belum optimalnya peran kader dan Pos KB dalam pembantu penyuluhan 

program kependudukan KB dan pembangunan keluarga. 

B.2  Solusi 

1. Memanfaatkan PLKB dan PKB yang ada dan mengusulkan tenaga Petugas 

Lapangan KB yang ahli 

2. Berkoordiinasi dengan Bappeda (Bidang Litbang) Kota Cilegon agar 

terbentuknya Grand Design Kependudukan Kota Cilegon 

3. Meninggkatkan peran kader melalui pembinaan rutin, pelaihan teknis konseling, 

dan pelatihan KIE 
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3.2.9 Bidang Urusan Perhubungan  

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A.1 Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

Tabel 3.2.9a  
Target dan Realisasi Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2019 

Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Pengelolaan 
dan Pengendalian Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan  

  
    

3.110,41 2.952,22 94,91% 

    Cakupan fasilitas perlengkapan 
jalan (Rambu, Guard Rail, 
Marka) 

%  80,00  62,71  78,39%  
   

    Cakupan Penunjang Sistem 
Angkutan Umum Massal 
(Saum) 

%  3,00  17,85  595,00%  
   

    Rasio kepatuhan awak 
angkutan umum      terhadap 
standar keselamatan bagi 
angkutan umum yang 
melayani wilayah yang telah 
tersedia jaringan jalan kota 

Unit  1.270  1.329  104,65%  
   

  Pembinaan dan Pemilihan 
Awak dan Angkutan 
Umum Teladan (AKUT) 

 tersedianya dan terpasangnya 
stiker jurusan angkutan 
perkotaan KOTA Cilegon  

orang 100 100 100,00% 43,10 43,00 99,77% 

  Bina disiplin Lalu Lintas 
pada Jaringan Jalan Kota 

  Berkurangnya waktu tempuh 
jalan kota pada peak hour  

km/jam  30 30 100,00% 396,77 375,88 94,74% 

  Stikerisasi Angkutan Kota  Tersedianya dan 
Terpasangnya stiker Jurusan 
pada angkutan Perkotaan kota 
cilegon  

lembar 600 600 100,00% 44,40 43,08 97,03% 

  Pemeliharaa Rutin 
Rambu-rambu Bersuara di 
Jalan Kota 

 Terpeliharanya Rambu-rambu 
Lalu Lintas di ruas Kota Cilegon  

Jenis 5 5 100,00% 44,95 44,60 99,23% 

  Pemeliharaan Rutin 
Rambu-rambu tidak 
Bersuara di Jalan Kota 

 Terpeiharanya Rambu-rambu 
Lalu Lintas diruas Kota Cilegon  

Unit 32 47 146,88% 86,49 84,77 98,01% 

  Pembangunan Kantong 
Parkir Angkutan Barang 

 Tersedianya dok.perencanaan 
pembangunan kantong parkir  

Dokumen 1 1 100,00% 250,00 226,82 90,73% 

  Penyusunan Kebijakan 
Pembuatan Taman Lalu 
Lintas Layak Anak 

 Tersedianya lenyusunan 
kebijakan pembuatan taman 
lalu lintas layak anak  

Dokumen 1 1 100,00% 99,25 95,43 96,15% 

  Pengadaan Sarana dan 
Prasarana SAUM (DID) 

 Terbangunnya Halte Bus di 
Jalan Lingkar Selatan  

Unit 4 4 100,00% 300,00 245,65 81,88% 

  Operasional SAUM (DID)  Beroperasinya armada bus 
SAUM  

UNIT 2 2 100,00% 484,59 476,51 98,33% 

  Pengadaan Fasilitas 
Perlengkapan Jalan (DID) 

 Terlaksananya Pengadaan 
Rambu Rambu  

unit 78 34 43,59% 377,46 368,90 97,73% 

  Kajian Potensi Retribusi 
Parkir; Retribusi 
Pengujian Kendaraan 
Bermotor; Retribusi 
Terminal; Retribusi Ijin 
Trayek (DID) 

 Tersedianya Kajian Potensi 
Retribusi Parkir; Retribusi 
Pengujian Kendaraan 
Bermotor; Retribusi Terminal; 
Retribusi Ijin Trayek  

Dokumen 1 1 100,00% 50,00 47,30 94,60% 

  Dukungan Operasional 
SAUM (Prioritas Daerah) 

 Terlaksanyanya Dukungan 
Operasional SAUM  

Bulan 10 10 100,00% 115,00 110,54 96,12% 

  Pengadaan Kendaraan 
Khusus 

 Tersedianya Kendaraan 
Dinas/Operasional  

Unit 1 1 94,47% 53,40 50,45 94,47% 
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Program / Kegiatan Indikator Program / Output  Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

  Forum Lalu Lintas  Melaksanakan Kegiatan Forum 
Lalu Lintas  

% 100 100 100,00% 150,00 134,67 89,78% 

  Pendataan angkutan 
barang di wilayah Kota 
Cilegon 

 Melaksanakan Kegiatan 
Pendataan Angkutan Barang 
diwilayah Kota Cilegon  

% 100 100 100,00% 100,00 99,56 99,56% 

  Pengadaan Fasilitas 
Perlengkapan Jalan 

 Terpenuhinya Rambu Lalu 
Lintas dan Tiang F  

buah 64 49 76,56% 265,00 256,11 96,65% 

  Penataan dan Penertiban 
Terminal Seruni 

 Tersedianya Kegiatan 
Penataan dan Penertiban 
Terminal Seruni  

% 100 100 100,00% 250,00 248,94 99,58% 

Program Pengelolaan 
dan Pengendalian Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan  (UPTD 
Pengelolaan Prasarana 
Perhubungan )  

  
    

168,80 163,44 96,82% 

  Operasional Kegiatan 
Terminal 

 Tersedianya Operasional 
kegiatan terminal lainnya  

Kegiatan 2 2 100,00% 168,80 163,44 96,82% 

Program Pengelolaan 
dan Pengendalian Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan  (UPTD Parkir)  

  
    

29,84 29,33 98,29% 

  Operasional Kegiatan UPT 
Parkir 

 tertatanya penyelenggaraan 
parkir di kota cilegon  

% 100 100 100,00% 29,84 29,33 98,29% 

 

Ketercapaian program Pengelolaan dan Pengendaliaan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan terdiri dari tiga  indikator yaitu:  indik ator cakupan fasilitas 

perlengkapan jalan, cakupan penunjang sistem angkutan umum masal ( SAUM ) dan 

Rasio kepatuhan awak angkutan umum terhadap standar  keselamatan bagi angkutan 

umum yang melayani  wilayah yang  telah tersedia jaringan jalan kota. 

1. Realisasi Indikator cakupan fasilitas  perlengkapan jalan  sebesar 62.71%  

dari target kinerja 80 % merupaken target akumulatif dari tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2019  sehingga capaian kinerja sebesar 78.38% .  untuk 

perhitungan Indikator cakupan fasilitas  perlengkapan jalan dibagi menjadi 2 

item yaitu : 

a) Rambu cara penghitungan : Rambu yang ada/Kebutuhan rambu * 100 

763 unit     x 100 = 43.22% 

1765 

b) Guadrail  cara penghitungan : Guadrail yang ada/ Kebutuhan * 100 

111 m2             x 100 = 6.2% 

                    1792 unit 

Dari data yang diatas maka diasumsikan total presentase realisasi 

tahun 2019 dari rambu dan guadrial adalah 24.71% dengan perhitungan 

sebagai berikut (%Rambu+%Guadrial)/2 dengan hasil 

(43.22%+6.2%)/2 = 24.71, sedangkan data akumulatif dihitung 

berdasarkan  (%2018+%2019) dengan hasil (24.71 %+38%=62.71%) . 
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Sementara target kinerja sebesar  80%  hal ini terjadi dikarenakan pagu 

anggaran yang tidak mencukupi sehingga realisasi hanya 62.71%. 

a. Realisasi  Indikator Cakupan penunjang sistem angkutan umum 

masal ( SAUM ) sebesar 17,85 % target 3% sehingga capaian kinerjanya 

overtarget sebesar 595%. Perhitungan Indikator diperoleh dari 3 item 

yaitu :  Shelter, bus dan rambu. Pada tahun 2019 capaian kinerja 

melampaui target karena pada target RPJMD sebesar 3%. Kondisi tersebut 

disebabkan oleh perhitungan definisi operasional hanya dari shelter 4 unit 

dan 2 armada Bus pada 1 koridor sehingga realisasi sebesar 17.85%. Cara 

perhitungannya diperoleh  sebagai berikut:  

Tabel 4.2.9a.1Cakupan Penunjang Sistem Angkutan Massal 

Indikator  Rumusan Realisasi 2018 Ket 

Cakupan penunjang sistem  

Angkutan umum Mas sal (SAUM) 

Maka perhitunganya adalah :Total presentase /3 

25%+28.57% / 3 = 17.85% 

Shelter    25%   

  Shelter yg ada 4  

    Jumlah Kebutuhan shelter  16  

BUS   28.57%  

   Jumlah Bus 2  

   Kebutuhan Bus 7  

Rambu   0%  

   Jumlah Rambu  0  

   Kebutuhan Rambu 32  

 

2. Realisasi indikator  Rasio kepatuhan awak angkutan umum terhadap 

standar  keselamatan bagi angkutan umum yang melayani  wilayah yang  

telah tersedia jaringan jalan kota  sebesar  1329 unit dari target 1270 unit. 

Dari hasil penghitungan diatas telah melebihi target RPJMD sebanyak 1270 

unit menjadi 1329 unit.  Hal ini diketahui pada saat dilakukan  pengawasan 

dan pendataan ulang terhadap pemilik angkutan perkotaan  ternyata 

berjumlah  1329 unit, sehingga pelayanan trayek dan non trayek melampaui 

target RPJMD. 

Tabel 4.2.9a.2 Jumlah Trayek dan Angkutan Kota  

Trayek  Jumlah unit  

Cilegon ɀ Merak 660 unit 

Cilegon ɀ Anyer 378 unit 

Cilegon ɀ Bojonegara 69 unit 

Cilegon Pci 185 unit 

Jumlah    1292 unit 
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Tabel 4.2.9a.3 Jumlah Angkutan Non Trayek  

Non Trayek  Jumlah unit  

Angkutan Karyawan  37 Unit 

Jumlah 37 Unit  

Terdapat 19 (Sembilan belas) kegiatan pada program pengelolaan dan 

pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan. Perhitungan capaian dilakukan 

dengan cara pengukuran capaian kinerja dan capaian serapan anggaran. 

Secara umum, capaian kinerja untuk setiap kegiatan pada program ini 

terlaksana dengan capaian lebih dari 75%.  

 

A.2 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 
Perhubungan  

Tabel 3.2.9b  
Target dan Realisasi Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Perhubungan Tahun Anggaran 2018 
 

Program / Kegiatan 
Indikator Program / 

Output 
Satuan 

Kinerja Anggaran (Juta Rupiah) 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 
Capaian 

      
       

Program Pembangunan 
dan Pengelolaan Sarana 
dan Prasarana 
Perhubungan  

  
    

20.104,37 16.117,77 80,17% 

    Tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan pengujian 
kendaraan 

%  75,00  79,75  106,33%  
   

    Prosentase ketersediaan 
halte 

%  100,00  53,33  53,33%  
   

    Prosentase ketersediaan 
PJU 

%  75,00  63,28  84,37%  
   

  Pembangunan POS 
DISHUB 

 Terlaksananya pekerjaan 
pembangunan pos dishub  

Unit 1 1 100,00% 63,10 60,11 95,27% 

  Pemeliharaan Alat Uji 
Kendaraan Bermotor 

 Tersedianya alat uji 
kendaraan bermotor 
memadai  

unit 8 8 100,00% 148,90 146,47 98,37% 

  Pemeriksaan Kelaikan 
Kendaraan Angkutan 
Lebaran 

 Kendaraan yang laik 
jalan  

unit 2.000 2.000 100,00% 24,40 23,52 96,39% 

  Pemeriksaan Kelaikan 
Kendaraan Angkutan 
Umum dan Barang 

 Terlaksananya pengujian 
kelaikan angkutan umum 
dan angkutan barang di 
kendaraan  

unit 2.000 2.000 100,00% 36,80 36,80 100,00% 

  Rehabilitasi Halte  Terlaksananya 
Rehabilitasi Halte  

unit halte  2 1 50,00% 187,90 91,85 48,88% 

  Pemasangan PJU  Terpasangnya 
Penerangan Jalan umum  

Titik 197 194 98,48% 2.500,00 1.095,14 43,81% 

  Pemeliharaan PJU  Terlaksananya 
Pemeliharaan PJU  

Kegiatan 1 1 100,00% 828,70 744,52 89,84% 

  Verifikasi Tagihan PJU  Tersedianya Verifikasi 
Tagihan Listrik PJU  

Bulan 12 12 100,00% 70,24 59,94 85,34% 

  Pembayaran Listrik PJU  Terciptanya Pembayaran 
Listrik PJU  

Tahun 1 1 100,00% 15.500,00 13.279,25 85,67% 

  Penunjang Pelayanan PJU  Terlaksananya 
Penunjang Pelayanan PJU  

Kegiatan 1 1 100,00% 170,58 160,44 94,05% 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































